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PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAYUR (Trichiurus Lepturus 
(LINNAEUS, 1758)) DI TELUK PALABUHANRATU DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM 


Ecosystem Approach to Largehead hairtail (Trichiurus Lepturus (Linnaeus, 1758)) 
Management at Palabuhanratu Bay 


Airlangga, Mennofatria Boer dan Zairion 


ABSTRAK 


Ikan layur memiliki nilai ekonomis penting dan 
tersebar hampir di seluruh wilayah di perairan Indonesia. 
Kegiatan pemanfaatan sumber daya layur telah 
memberikan kontribusi yang besar bagi sektor perikanan 
di Indonesia. Kebutuhan dan tingginya permintaan 
pasar terhadap ikan layur menyebabkan intensitas 
penangkapan ikan ini semakin meningkat. Produksi 
perikanan layur tersebut salah satunya didaratkan di 
perairan Teluk Palabuhanratu. Peningkatan aktivitas 
tangkapan ikan layur di perairan Teluk Palabuhanratu 
apabila terjadi terus menerus tanpa adanya pengelolaan 
yang tepat, akan mengakibatkan terjadinya penurunan 
stok sumber daya ikan. Penelitian ini bertujuan untuk 


menganalisa keberlanjutan spesies layur dengan 
menggunakan analisa peluang dan tantangan 
pengelolaan perikanan layur berdasarkan indikator 


pengelolaan perikanan melalui pendekatan ekosistem/ 
ecosystem approach to fisheries management (EAFM). 
Hasil evaluasi kondisi pengelolaan perikanan layur di 
perairan Teluk Palabuhanratu didapatkan nilai rata rata 
indikator EAFM sebesar 68.1. Hal ini berarti kondisi 
perikanan layur di perairan Teluk Palabuhanratu 
termasuk dalam kategori sedang. Strategi pengelolaan 
ditentukan untuk indikator sumber daya ikan, habitat dan 
ekosistem, teknologi penangkapan ikan, ekonomi, sosial 
dan kelembagaan. Langkah taktis dibuat agar dapat 
mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan. 


EAFM; layur; Palabuhanratu; 
keberlanjutan; sosial; ekonomi 


Kata Kunci: 


ABSTRACT 


Largehead hairtail has an important economic 
value and widely spread to almost across Indonesian 
water. The benefit of largehead hairtail resource 
highly contributes to fisheries sector in Indonesia. The 
increasing of market demand for Largehead hairtail leads 
to the increasing number of its capture. Palabuhanratu 
is one of the landing port for Largehead hairtail. The 
continuous improper management for Largehead hairtail, 
will cause declining offish stock. This study aims to 
analyze the sustainability of largehead hairtail species 
by using indicators of ecosystem approach to fisheries 
management (EAFM). Evaluation for Largehead hairtail 
management in Palabuhanratu bay results in EAFM 
score of 68.1. This score indicates that the condition of 
Largehead hairtail in Palabuhanratu bay is in medium 
category. Management strategy for Largehead hairtail 
in Palabuhanratu bay is determined for fish resources, 
habitats and ecosystems, fishing technology, economic, 
social and institutional indicator. Some actions should 
be carried out to ensure the implemention these 
management strategies. 


Keywords: EAFM; Largehead of hairtail; 
Palabuhanratu; social; economy; 
institutional 


PERAN SEKTOR PERIKANAN PADA WILAYAH PESISIR 
PERBATASAN KALIMANTAN BARAT 


The Role of Fisheres Sector in the Coastal Border Areas of West Borneo 
Maulana Firdaus dan Rikrik Rahadian 


ABSTRAK 


Pembangunan wilayah pesisir perbatasan menjadi 
sebuah tantangan besar karena selalu identik dengan 
ketertinggalan. Sektor perikanan dianggap telah teruji 
dan mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan 
sektor perikanan di wilayah perbatasan (Kalimantan 
Barat) Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten 
Sambas.Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor 
perikanan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat 
memiliki peranan yang besar. Besarnya peranan sektor 
perikanan ditunjukkan dengan nilai basis multiplier dari 
sektor perikanan sebesar 1,09 dan nilai LA sebesar 3,18. 
Pengembangan sektor perikanan di wilayah perbatasan 
memerlukan dukungan arah kebijakan dan infrastruktur 
sehingga sektor perikanan dapat menjadi sektor 
unggulan dan penggerak pertumbuhan. 


Kata Kunci: Kalimantan Barat; sektor perikanan, 
wilayah perbatasan, ekonomi wilayah, 
MRA; LQ 


ABSTRACT 


Development of coastal border areas becomes 
a great challenge since it is identically the same with 
backwardness. Fisheries sector is considered capable 
to be the engine of economic growth. This study aims 
to identify the role of the fisheries sector in the border 
areas (West Borneo) of Indonesia particularly in Sambas 
district. The analysis shows that fisheries sector in West 
Borneo border areas has a significant role. It is indicated 
by the value of multiplier basis of the fishery sector in 
Sambas district of 1.09 and LQ of 3,18. Government 
policies and infrastructures are required to develop 
fisheries sector in the border areas in order to create a 
leading sector and economic trigger. 


Keywords: West Borneo; fisheries sector; border 
areas; regional economics; MRA; LQ 


PERSEPSI DAMPAK COREMAP II TERHADAP EKOSISTEM DAN BIODIVERSITAS MASYARAKAT 
PESISIR EKOSISTEM DAN BIODIVERSITAS LAUT DI INDONESIA BAGIAN TIMUR 


Coastal Communities Perception on the Impact of COREMAP II on Marine Ecosystem and 
Biodiversity in the Eastern Part of Indonesia 


Umi Muawanah dan Sopian Hidayat 


ABSTRAK 


Progam COREMAP (Coreal Reef Rehabilitation 
and Mangement) dicanangkan untuk merehabilitasi dan 
mengkonservasi terumbu karang di Indonesia. Tujuan 
dari program ini adalah untuk membantu masyarakat 
menghadapi dua masalah besar di Indonesia yang 
dihadapi oleh nelayan yang tinggal di pulau-pulau kecil 
dan pesisir yaitu: pengentasan kemiskinan dan degradasi 
karang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi 
dampak program COREMAP II dari perspektif nelayan 
terhadap kondisi keanekaragaman hayati laut sebelum 
dan sesudah tahun proyek COREMAP II dengan 
membandingkan persepsi nelayan di daerah COREMAPII 
dan daerah control (Non-COREMAP II). Responden 
dalam penelitian ini sebanyak 684 rumah tangga 
nelayan di Indonesia Timur di Kabupaten Wakatobi, 
Pangkep dan Raja Ampat (sebagai situs COREMAP II), 
Muna, Makassar dan Kaimana (sebagai situs control). 
Survei yang dilakukan dari Januari hingga Maret 2016. 
Penelitian ini menemukan bahwa menurut masyarakat 
pesisir yang kami survey, COREMAP II memberikan 


ABSTRACT 


Coral Reef Rehabilitaiton and Management 
Program (COREMAP) was launched for reef conservation 
and rehabilition in Indonesia. The ultimate goal of this 
program is to encourage the coastal communities 
against two major issues of coastal communities 
across Indonesia: poverty alleviation and reef resource 
degradation. The objective of this study is to evaluate 
COREMAP II impact on marine and fishery resource 
condition based on people’s perception before and after 
the COREMAP II by comparing people’s perception 
both in COREMAP II areas and non-COREMAP II areas 
(control group). Total respondents were 684 households 
from eastern part of Indonesia: Wakatobi, Pangkep and 
Raja ampat (COREMAP areas), Muna, Makassar and 
Kaimana (control areas). The survey was conducted 
from January to March 2016. This study discovered 
that based on coastal communities’ perception, 
COREMAP II contributes to positive impact toward 
quality and biodiversity of marine ecosystem compared 
to non-COREMAP II areas. This result indicates that 


dampak positif terhadap kualitas dan biodiversitas 
ekosistem laut dibandingkan dengan wilayah 
Non-COREMAP II. Dampak positif ini merupakan salah 
satu pertanda bahwa program COREMAP II mempunyai 
potensi berkontribusi secara ekonomi dari perbaikan 
kualitas sumber daya perikanan dan ekosistem laut. 


Kata Kunci: COREMAP II: persepsi; dampak; 
Indonesia Timur 


COREMAP II gives an economic potential contribution 
for the impovement of fisheries resources and marine 
ecosystem. 


Keywords: COREMAP II: perception; impact; East 
part of Indonesia 


PENGELOLAAN PERIKANAN DEMERSAL DI LAUT ARAFURA: PENDEKATAN BIOEKONOMI 
Management of Demersal Fishery in Arafura Sea: A Bio Economic Approach 


Yesi Dewita Sari, Yusman Syaukat, Tridoyo Kusumastanto dan Sri Hartoyo 


ABSTRAK 


Laut Arafura merupakan salah satu perairan 
yang penting, sebesar 21% potensi ikan Indonesia 
terdapat di perairan Arafura yaitu 2,64 juta ton per tahun. 
Pemanfaatan sumber daya ikan demersal terutama 
udang di Laut Arafura telah dilakukan semenjak tahun 
1970an oleh perusahaan dengan sistem joint venture. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat optimal 
pengelolaan sumber daya ikan demersal di Laut Arafura 
dan perubahan rente ekonomi setelah adanya kebijakan 
moratorium kapal asing di Indonesia yaitu pelarangan 
penggunaan kapal pukat dan kapal asing. Penelitian 
ini menggunakan data sekunder runtun waktu yang 
bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
Badan Pusat Statistik serta hasil-hasil penelitian yang 
relevan. Metode analisis data menggunakan model 
bioekonomi perikanan dengan model surplus produksi 
Walters dan Hilborn. Analisis kebijakan ekonomi 
meliputi jumlah alat tangkap, jumlah investasi dan 
rente ekonomi maksimum. Jumlah produksi tertinggi 
terjadi ketika pengelolaan pada kondisi maksimum 
secara biologi: sedangkan jumlah alat tangkap tertinggi 
yang diperbolehkan ketika pengelolaan pada kondisi 
open akses menggunakan alat tangkap pancing rawai 
dasar, serta rente ekonomi tertinggi diperoleh ketika 
pengelolaan pada kondisi maksimum secara ekonomi 
menggunakan pancing rawai dasar. Kebijakan 
pemerintah terkait moratorium kapal perikanan asing, 
memberikan kesempatan lebih banyak untuk kapal 
perikanan Indonesia dalam melakukan penangkapan 
ikan demersal di WPP 718. Jumlah kapal perikanan 
dengan menggunakan alat tangkap pancing rawai 
dasar dapat dikembangkan sampai 4 ribuan unit untuk 
memanfaatkan ikan demersal yang optimal secara 
ekonomi. Sehingga rente ekonomi maksimum dapat 
diperoleh sebesar 3,40 trilyun rupiah per tahun. 


Kata Kunci: perikanan demersal; bioekonomi; 


Walters dan Hilborn; Laut Arafura 


ABSTRACT 


Arafura sea is one of important fishing ground in 
Indonesia, contributing 21% of fisheries at about 2,64 
million ton/year. Arafura’s demersal fishery has been 
exploited since 1970 by joint venture system. This study 
aims to determine the optimum level of demersal fish 
management in Arafura Sea as well as the fluctuations of 
economic rent after the foreign fishing vessel moratorium 
in Indonesia. The study collected time series data 
from 2001-2014 from Ministry of Marine and Fisheries, 
Statistics Indonesia and relevant researches. The data 
were analyzed using bioeconomic model, particularly 
Walters and Hilborn Model. Analysis of economic policy 
includes fishing gears, investments and maximum 
economic rents. The results show that the maximum 
produ ction occurs when fisheries management is 
on maximum yield. The highest number of permitted 
fishing gear is reached when the management is on 
open access condition using the set longline, while 
the maximum economic rents are obtained when the 
management is on maximum economic yield using the 
set long line. Foreign fishing vessel moratorium gives 
more opportunity to Indonesian vessels to catch more 
demersal fish in WPP 718. The number of total optimum 
fishing vessel could be increased up to 4 thousand units 
in WPP 778 for demersal fishery in order reach optimum 
economic rent of 3.40 trillion rupiah per year. 


Keywords: demersal fishery; bioeconomic; Walters 
and Hilborn; Arafura Sea 


POTENSI EKONOMI PARIWISATA KABUPATEN PULAU MOROTAI 
Economic Potential of Tourism at Morotai Island Regency 


Cornelia Miwantini Witomo dan Andrian Ramadhan 


ABSTRAK 


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung 
potensi ekonomi pariwisata Kabupaten Pulau Morotai. 
Kabupaten Pulau Morotai sebagai Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) Pariwisata Bahari menjadikan pariwisata 
sebagai salah satu sumber pemasukan daerah karena 
atraksi wisata yang ada berdasarkan potensi sumber 
daya alam dan peninggalan sejarah. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
metode deskritif dan desk study. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis benefit 
transfer dari hasil penelitian sebelumnya di Kabupaten 
Pulau Morotai yang menggunakan metode travel cost 
method (TCM). Berdasarkan hasil wawancara dan 
observasi, daya tarik wisata di Kabupaten Pulau Morotai 
adalah wisata alam seperti wisata alam bawah laut, 
wisata pantai serta wisata budaya dari hasil peninggalan 
sejarah diantaranya peninggalan sejarah Perang Dunia 
Il. Berdasarkan hasil perhitungan daya tarik wisata di 
Kabupaten Pulau Morotai potensi ekonomi Pariwisata 
Kabupaten Pulau Morotai adalah Rp13.295.140.000. 
Nilai ini disumbang dari wisatawan domestik dan 
wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten 
Pulau Morotai selama 4 -11 hari. Memasukan potensi 
ekonomi dalam dokumen perencanaan pengembangan 
pariwisata Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah 
satu dasar dasar untuk membuka pintu investasi baik 
untuk menanamkan modal dalam pengembangan 
pariwisata. 
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ABSTRACT 


This research aims to calculate economic potential 
of tourism at Morotai Island Regency. Regency of Morotai 
has tourist attraction due to its natural resources and 
historical heritage. It is branded as Special Economic 
Zone (KEK) of Marine Tourism and make tourism as 
one of the source of its regional income. This research 
used descriptive gualitative and desk study method. The 
data is analyzed using benefit transfer analysis from the 
previous research which uses travel cost method (TCM). 
Based on interview and observation, marine tourism 
such as underwater travel, beach and cultural attraction, 
is a leading tourist attraction at Morotai Island Regency. 
Tourist attraction calculates the number of economic 
potential of tourism at Regency of Morotai Island amount 
IDR 13.295.140.000. It is contributed mostly from 
domestic and foreign travelers who traveled to Morotai 
Island for 4 to 11 days. Therefore, economic potential of 
tourism will lead to investment in tourism development. 
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ANALISIS POLA KONSUMSI DAN MODEL PERMINTAAN IKAN MENURUT 
KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA DI INDONESIA 
Analysis of Fish Consumption Patterns and Fish Demand Model Based on Household’s 
Characteristics in Indonesia 


Freshty Yulia Arthatiani, Nunung Kusnadi dan Harianto 


ABSTRAK 


Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
pola konsumsi ikan di Indonesia dan mengidentifikasi 
faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ikan 
menurut karakteristik rumah tangga di Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan data SUSENAS yang 
dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 
2016. Pola konsumsi ikan dianalisis menggunakan 
statistik deskriptif dan model permintaan ikan dianalisis 
dengan menggunakan pendekatan model Linnear 
Approximation Almost Ideal Demand System (LAI 
AIDS). Hasil riset menunjukkan bahwa pola konsumsi 
rumah tangga di Indonesia dikelompokkan menjadi 
konsumsi ikan air laut segar sebesar 22.10 kg/kapita/ 


vi 


ABSTRACT 


This study aims to describe the pattern of fish 
consumption in Indonesia and to identify factors 
affecting household’s fish demand in Indonesia as well 
as estimating the elasticities of income and price. The 
data analyzed were mainly obtained from the SUSENAS 
Database-a nation social economy survey conduct 
by the Indonesian Bureau of Statistic (BPS- during 
march 2016. Fish consumption patterns were analyzed 
using descriptive statistical analysis, while fish demand 
models were analyzed by Linnear Approximation Almost 
Ideal Demand System (LA/AIDS). Research shows 
that household consumption patterns in Indonesia 


tahun, ikan air tawar/payau segar sebesar 16.75 kg/ 
kapita/tahun, udang segar sebesar 9.58 kg/kapita/ 
tahun dan ikan olahan sebesar 4.22 kg/kapita/tahun. 
Dugaan model permintaan memberikan hasil cukup 
baik dengan 82.15% dari semua peubah berpengaruh 
signifikan terhadap fungsi permintaan kelompok ikan dan 
koefisien determinasi sebesar 27.06%. Nilai elastisitas 
pendapatan mengindikasikan bahwa seluruh kelompok 
ikan merupakan barang normal dan ikan olahan 
cenderung inelastis, sedangkan dari nilai elastisitas 
harga menunjukkan tanda negatif yang sesuai dengan 
teori ekonomi. Nilai elastisitas silang antar kelompok 
ikan menunjukkan hubungan yang bervariasi antar 
kelompok. Implikasi kebijakan yang dapat disarankan 
untuk meningkatkan konsumsi ikan segar adalah 
dengan peningkatan ketersediaan ikan melalui kebijakan 
peningkatan produksi dan peningkatan efektifitas 
distribusi ikan. Kebijakan promosi dan edukasi masih 
diperlukan untuk meningkatkan konsumsi ikan olahan 
karena sifatnya yang inelastis terhadap perubahan harga 
dan pendapatan. 


Kata Kunci: permintaan 


elastisitas 


ikan; konsumsi: AIDS; 


are grouped into consumption of marine fish at 22.10 
kg / capita / year, freshwater/brackish fish at 16.75 kg / 
capita / year, fresh shrimp at 9.58 kg / capita / year and 
processed fish amounted to 4.22 kg / capita / year. The 
estimation of the demand model gives guite good results 
with 82,15% of all variables have a significant effect on 
the demand function of fish groups and the coefficient of 
determination is 27.06%. The value of income elasticity 
showed that all fish groups are normal goods and were 
negatively related to prices. The cross elasticities showed 
variation relationship between fish groups. With such 
result, in order for the government to be able to push the 
fish consumption level further would require an increasing 
fish availbility through policies to increase production and 
effectiveness of fish distribution for fresh fish. Meanwhile 
education and promotion policies are necessary to 
increase consumption of processed fish because of their 
inelastic demand for changes in prices and income. 


fish demand; 
elasticity 
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STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN SOMA PAJEKO DI 
KECAMATAN SALIBABU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD SULAWESI UTARA 
Strategy for Empowering Purse Seine Fisher’s Community in Salibabu District of 

Talaud Islands Regency, North Sulawesi Province 


Siska Salatan, Victoria E. N. Manoppo dan Suria Darwisito 


ABSTRAK 


Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan 
strategi pemberdayaan masyarakat nelayan soma 
pajeko di Kecamatan Salibabu Kabupaten kepulauan 
Talaud. Metode analisis yang digunakan adalah 
Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, 
Threat). Analisis SWOT mempertimbangkan faktor 
lingkungan internal kekuatan (strength) dan kelemahan 
(weaknesses). Analisis ini didasarkan pada logika 
yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan 
peluang (opportunities), namun secara bersamaan 
dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan 
ancaman (threats). Hasil penelitian menunjukan bahwa 
pemberdayaan masyarakat yang paling tepat diterapkan 
untuk nelayan soma pajeko yaitu (1). Pembangunan/ 
pengoperasian sarana prasarana usaha perikanan, 2) 
Memberikan akses modal pengembangan usaha, 3) 
Pendekatan akses perbankan 4) Kebijakan distribusi 
BBM khusus nelayan 5) Pelatihan pengolahan ikan 
pasca panen, dan 6) Adanya diversifikasi pekerjaan pada 
nelayan disaat cuaca buruk/ tidak melaut. 


Kata Kunci: strategi pemberdayaan: nelayan soma 
pajeko; SWOT 


ABSTRACT 


This research aims to determine the empowerment 
strategy of Purse Seine fisher's in Salibabu sub district of 
Talaud Regency. The data were analyzed using SWOT 
Analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). 
SWOT analysis considers the strength and weakness 
of internal environmental factor. This analysis is 
constructed upon logical comprehension to maximize the 
strengths and opportunities, but simultaneously minimize 
the weaknesses and threats. The research suggests 
the most applicable empowerment toward Purse Seine 
fishers are: (1). development / operation of fishery 
infrastructure, 2) acces to business capital, 3) approach 
to banking access 4) distribution of fishery fuel policy 5) 
Post-harvest fish processing training, and 6) Alternative 
income for the fishers during bad weather. 


Keywords: empowerment strategy; purse seine 


fishers; SWOT 
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RISIKO DAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI UDANG VANNAMEI DI 
KECAMATAN BLANAKAN KABUPATEN SUBANG 
Risk and Improvement Strategy of Vannamei Shrimp Production 
In Blanakan Sub-district Subang Regency 


Kania Larasati Hartoyo dan Anna Fariyanti 


ABSTRAK 


Kecamatan Blanakan merupakan salah satu 
lokasi produksi udang vannamei di Jawa Barat dan 
menjadi salah satu lokasi penerapan progam revitalisasi 
tambak vannamei. Budi daya udang vannamei memiliki 
risiko produksi yang berasal dari faktor internal dan 
eksternal yang dapat terlihat pada fluktuasi produktivitas 
udang vannamei antar petambak. Tujuan dari penelitian 
ini yaitu menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi 
produktivitas dan risiko produksi udang vannamei di 
Kecamatan Blanakan. Pemilihan responden dilakukan 
dengan metode purposive sampling sebanyak 70 
petambak udang vannamei. Model Just and Pope 
digunakan untuk menganalisis risiko produksi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang 
dapat meningkatkan produktivitas udang vannamei yaitu 
pakan, kaporit, bakteri, dan dummy musim. Variabel 
benur merupakan faktor yang meningkatkan risiko 
sedangkan bakteri, solar, dan dummy musim merupakan 
faktor yang mengurangi risiko. Petambak perlu berhati- 
hati dalam menentukan padat tebar benur pada setiap 
musim serta mengontrol penggunaan tenaga kerja 
untuk meminimumkan risiko produksi. Peningkatan 
pendidikan dan pelatihan diperlukan untuk meningkatkan 
kemampuan tenaga kerja dalam budi daya udang 
vannamei. 


Kata Kunci: risiko produksi, udang vannamei; 
Kabupaten Subang; just and pope; 


revitalisasi tambak udang 


ABSTRACT 


Blanakan sub-district is one of the region selected 
by Ministry of Marine and Fisheries to implement shrimp 
farm revitalization program and become one of the biggest 
vannamei shrimp producer in West Java Province. 
However, vannamei shrimp aquaculture also deals 
with production risk from internal and external factors 
indicated from fluctuations of each farmers’ productivity. 
The objectives of this research are to analyze the factors 
influencing vannamei shrimp productivity and production 
risk in Blanakan sub-district. Data were purposively 
sampled from 70 vannamei shrimp farmers. Just and 
Pope model was used in production risk analysis. The 
results show that variables that would increase vannamei 
shrimp productivity are shrimp feed, disinfectant, 
probiotic, and season dummy. Variable of shrimp fry 
is risk inducing factors, while probiotic, diesel fuel, 
and season dummy are risk reducing factors. Farmers 
need to be careful in determining shrimp fry density on 
every seasons and controlling labor usage to minimize 
production risk. Education and training improvement are 
necessary to increase labors’ ability in vannamei shrimp 
aquaculture. 


Keywords: production risk; vannamei shrimp; 
Blanakan; Just and Pope; shrimp farm 
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PEMAHAMAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM 
MANGROVE DI PESISIR LAUT ARAFURA KABUPATEN MERAUKE 


Community Understanding and Participation to Mangrove Ecosystem Management in 
the Coastal Area of Arafura Sea, Merauke Districts 


Maria M. D. Widiastuti, Novel Ruata dan Taslim Arifin 


ABSTRAK 


Ekosistem Mangrove mengalami tekanan dan 
penurunan jasa lingkungan diduga karena abrasi dan 
fenomena alam serta aktivitas masyarakat seperti 
penggalian pasir di pesisir pantai. Pemerintah telah 
melakukan upaya konservasi Mangrove dengan 
cara penanaman kembali, namun belum berhasil. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan 
masyarakat pesisir tentang Mangrove dan tingkat 
partisipasinya dalam pengelolaan ekosistem Mangrove 
dan perencanaan program rehabilitasi ekosistem 
Mangrove. Metode pengumpulan data menggunakan 
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ABSTRACT 


Ecosystem Mangrove had underpressure and 
decreasing environmental services because of abration 
as natural phenomena, and unsuistainable community 
activities such as sand mining. The Government has 
made the conservation of Mangrove by replanting, 
but has not succeeded. This study aims to determine 
community knowledge and participation in management 
ecosystem Mangrove for rehabilitation. The collecting 
datamethod use a questionnaire instrument, observations 
and interviews simultaneously with open and closed 
questions and analyzed in descriptive tabulative. The 


instrument pertanyaan berupa angket, observasi dan 
wawancara secara bersamaan dengan pola terstruktur 
baik dalam bentuk pertanyaan terbuka dan tertutup dan 
dianalisis secara deskriptif tabulatif. Penentuan sampel 
menggunakan sistem kuota dan pemilihan responden 
menggunakan simple random sampling. Hasil penelitian 
menyatakan 85 persen masyarakat pesisir paham 
terhadap pentingnya Mangrove bagi kehidupan mereka. 
Mereka paham bahwa Mangrove sebagai sumber mata 
pencaharian masyarakat pesisir dan pelindung pantai 
dari ombak dan abrasi. Mereka juga mengatakan bahwa 
Mangrove saat ini dalam keadaan kurang baik (53%). 
Mereka mengaku terlibat aktif dalam kegiatan program 
penanaman Mangrove (43%) namun bukan atas inisiatif 
sendiri. Kegiatan pelestarian Mangroveperlu melibatkan 
masyarakat setempat dalam bentuk pelatihan, 
penyuluhan atau pengawasan. 


Kata Kunci: pengetahuan masyarakat, ekosistem 
mangrove, Pesisir Laut Arafura 


sample size using the guota method and the selection 
of respondents used the simple random sampling. The 
result showed that 85 percent of coastal communities 
understand the importance of Mangrove for their lives. 
They understand that Mangrove as a source of livelihood 
of coastal communities and coastal protection from 
waves and abrasion. They also said that the Mangrove 
is currently in a state of poor (53 %). They claimed active 
involved in Mangrove planting program (43 %), but not on 
their own initiative. The Mangrove conservation activities 
should be involvedby local community in such training, 
counseling or supervision. 


Keywords: community knowledge; mangrove 
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IMPLIKASI SISTEM BAGI HASIL TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA 
(Studi Kasus di Tambak Udang, Pantai Bayeman, Probolinggo) 


Implication of Sharing System Towards Business Sustainability 
(Study in Shrimp Culture, Bayeman Beach, Probolinggo) 


Anthon Efani dan Asfi Manzilati 


ABSTRAK 


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi implikasi sistem bagi hasil terhadap 
keberlanjutan usahatambak udang. Dengan mengunakan 
pendekatan kulitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sistem bagi hasil telah mendorong usaha tambak udang 
lebih sustain. Terdapat dua hasil yang menarik yaitu, 1) 
Sistem penggajian memberikan jaminan biaya hidup bagi 
keluarga karyawan, 2) Sebagai mitra, ada persentase 
tertentu dari keuntungan pemilik yang diberikan kepada 
karyawan. Hal ini membuat karyawan bekerja dengan 
giat untuk mempertahankan usaha agar tetap berjalan 
dan berkembang. Sistem ini menjadikan kegiatan usaha 
tidak perlu pengawasan berlebih dari pemilik tambak. 
Jaminan biaya hidup dan bagi hasil diharapkan akan 
mendorong keberlanjutan usaha budidaya udang. 


Kata Kunci: sistem bagi hasil; sistem penggajian, 
keberlanjutan usaha tambak udang 


ABSTRACT 


This study aims to identify the implication of sharing 
system toward shrimp-culture business sustainability. By 
using qualitative approach, the results show that sharing 
system has encouraged the sustainability of shrimp- 
culture business. There are two interesting results: (1) 
The payroll system gives a guaranteed living cost for 
employees’ family. (2) As a partner, there is a certain 
percentage of profit for employees. It leads the employee 
try hard to maintain the corporate to keep running and 
developing. This system makes business activities do 
not need excessive supervision from the owner. Living 
cost guarantee and expected return will encourage the 
sustainability of shrimp-culture business. 


Keywords: sharing system; payroll system; shrimp- 
culture business sustainability 
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ABSTRAK 


Ikan layur memiliki nilai ekonomis penting dan tersebar hampir di seluruh wilayah di perairan 
Indonesia. Kegiatan pemanfaatan sumber daya layur telah memberikan kontribusi yang besar bagi sektor 
perikanan di Indonesia. Kebutuhan dan tingginya permintaan pasar terhadap ikan layur menyebabkan 
intensitas penangkapan ikan ini semakin meningkat. Produksi perikanan layur tersebut salah satunya 
didaratkan di perairan Teluk Palabuhanratu. Peningkatan aktivitas tangkapan ikan layur di perairan Teluk 
Palabuhanratu apabila terjadi terus menerus tanpa adanya pengelolaan yang tepat, akan mengakibatkan 
terjadinya penurunan stok sumber daya ikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keberlanjutan 
spesies layur dengan menggunakan analisa peluang dan tantangan pengelolaan perikanan layur 
berdasarkan indikator pengelolaan perikanan melalui pendekatan ekosistem/ecosystem approach to 
fisheries management (EAFM). Hasil evaluasi kondisi pengelolaan perikanan layur di perairan Teluk 
Palabuhanratu didapatkan nilai rata rata indikator EAFM sebesar 68.1. Hal ini berarti kondisi perikanan 
layur di perairan Teluk Palabuhanratu termasuk dalam kategori sedang. Strategi pengelolaan ditentukan 
untuk indikator sumber daya ikan, habitat dan ekosistem, teknologi penangkapan ikan, ekonomi, 
sosial dan kelembagaan. Langkah taktis dibuat agar dapat mengimplementasikan strategi yang telah 
ditetapkan. 


Kata Kunci: EAFM; layur; Palabuhanratu, keberlanjutan, sosial, ekonomi 


ABSTRACT 


Largehead hairtail has an important economic value and widely spread to almost across 
Indonesian water. The benefit of largehead hairtail resource highly contributes to fisheries sector in 
Indonesia. The increasing of market demand for Largehead hairtail leads to the increasing number of 
its capture. Palabuhanratu is one of the landing port for Largehead hairtail. The continuous improper 
management for Largehead hairtail, will cause declining offish stock. This study aims to analyze the 
sustainability of largehead hairtail species by using indicators of ecosystem approach to fisheries 
management (EAFM). Evaluation for Largehead hairtail management in Palabuhanratu bay results in 
EAFM score of 68.1. This score indicates that the condition of Largehead hairtail in Palabuhanratu bay is 
in medium category. Management strategy for Largehead hairtail in Palabuhanratu bay is determined for 
fish resources, habitats and ecosystems, fishing technology, economic, social and institutional indicator. 
Some actions should be carried out to ensure the implemention these management strategies. 


Keywords: EAFM; Largehead of hairtail: Palabuhanratu; social; economy; institutional 
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PENDAHULUAN 


Ikan layur merupakan salah satu ikan 
demersal ekonomis penting yang ada di perairan 
Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya permintaan 
ekspor yang tinggi khususnya dari pasar Tiongkok 
dan Korea (Nurani, 2015). Salah satu wilayah 
produksi ikan layur yang mampu mengekspor 
ikan layur yang cukup tinggi adalah di Teluk 
Palabuhanratu. Jenis ikan layur yang dominan di 
tangkap di Teluk Palabuhanratu adalah Trichiurus 
lepturus Linnaeus, 1758. Selain karena tingginya 
permintaan, peningkatan upaya penangkapan 
juga terjadi karena bertambahnya jumlah kapal 
maupun peningkatan jumlah trip. Kondisi demikian 
menyebabkan adanya kemungkinan besar 
perikanan layur akan mengalami over fishing. Pada 
saat ini perikanan sumber daya ikan layur telah 
terjadi economic overfishing (Astuti, 2008). 


Perikanan ikan layur di Teluk Palabuhanratu 
merupakan suatu sistem yang kompleks yang terdiri 
dari tiga dimensi yang saling terkait dan saling 
ketergantungan secara dinamik. Ketiga dimensi 
tersebut adalah (1) dimensi sumber daya perikanan 
dan ekosistemnya, (2) dimensi pemanfaatan 
sumber daya perikanan untuk kepentingan sosial 
ekonomi masyarakat, dan (3) dimensi kebijakan 
dan pengelolaan perikanan itu sendiri. Oleh 
karena itu memerlukan pendekatan ekosistem 
dalam pengelolaan perikanan ecosystem approach 
to fisheries management) dimana pendekatan 
tersebut memerlukan analisa domain diantaranya 
adalah domain sosial, ekonomi dan kelembagaan 
(Thrush dan Dayton, 2010). Penelitian ini bertujuan 
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untuk menilai sumber daya perikanan layur dengan 
menggunakan indikator berbasis ekosistem dari 
aspek domain sosial, ekonomi dan kelembagaan. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian ini dilaksanakan di Pelabuhan 
Perikanan Nusantara Palabuhanratu, Kecamatan 
Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa 
Barat pada bulan Mei — September 2017. Lokasi 
penelitian sebagaimana terdapat pada Gambar 1. 


Metode Sampling 


Data primer diperoleh dengan melakukan 
survey, observasi langsung dan melalui 
wawancara. Responden yang dipilih ditentukan 
dengan menggunakan purposive sampling yaitu 
didasarkan atas pertimbangan peneliti bahwa 
unsur-unsur yang dikehendaki telah ada di dalam 
contoh yang telah diambil. Teknik ini didukung juga 
dengan teknik wawancara dan survey lapangan. 


Metode Analisis 


Analisa Ecosystem Approach To Fisheries 
Management (EAFM) 


Analisis terhadap tingkat keberlanjutan 
kegiatan perikanan layur di perairan Teluk 
Palabuhanratu dilakukan menggunakan 


pendekatan EAFM. EAFM merupakan sebuah 
konsep bagaimana untuk menyeimbangkan 
antara tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan 
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perikanan, dengan tetap mempertimbangkan 
pengetahuan, informasi dan ketidakpastian 
tentang komponen biotik, abiotik dan interaksi 
manusia dalam ekosistem perairan melalui sebuah 
pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif 
dan berkelanjutan (FAO, 2003). Bagian integral dari 
EAF adalah keterlibatan pemangku kepentingan 
dalam proses pengelolaan dan pertimbangan 
berbagai tujuan (Purcell et al., 2014). 


Analisa Flag Modelling 


Analisis Flag modelling merupakan salah 
satu analisis multi atribut dengan pendekatan 
kepada gejala atau performa indikasi kondisi 
ekosistem perairan secara umum (Tallis dan 
Polasky, 2009). Secara substansi penilaian 
indikator EAFM merupakan sebuah sistem multi 
kriteria yang berujung pada indeks komposit terkait 
dengan tingkat pencapaian sebuah pengelolaan 
perikanan sesuai dengan prinsip EAFM (Adrianto 
et al., 2005). Teknik Flag modelling dilakukan 
dengan menggunakan pendekatan multi criteria 
analysis (MCA) di mana sebuah set kriteria 
dibangun sebagai basis bagi analisis keragaan 


wilayah pengelolaan perikanan dilihat dari 
pendekatan ekosistem dalam pengelolaan 
perikanan (EAFM) melalui pengembangan 


indeks komposit dengan tahapan sebagai berikut 
(Budiarto, 2015): 


1. Menentukan kriteria untuk setiap indikator 
masing-masing domain EAFM, 


2. Memberikan skor untuk setiap keragaan 
indikator, 


3. EAFM pada masing-masing titik lokasi 
penelitian dengan menggunakan skor likert 
berbasis ordinal 1, 2, dan 3, 


Menentukan bobot untuk setiap indikator; 


Mengembangkan indeks komposit masing- 
masing aspek untuk setiap titik penilaian. 


Pembuatan skor (nilai) didasarkan pada 
pengamatan di lapangan, hasil wawancara, 
kuisioner dan data sekunder yang tersedia. Skor 
yang diberikan berkisar antara 1-3 tergantung 
pada keadaan masing-masing berdasarkan 
modifikasi modul EAFM (Ecological Approach 
to Fisheries Management) dari Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, et al (2012). Nilai buruk 
mencerminkan kondisi paling tidak menguntungkan 
bagi pengelolaan keberlanjutan, sedangkan 
nilai baik mencerminkan kondisi paling 
menguntungkan bagi pengelolaan keberlanjutan 
(Pitcher et al., 2001) 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Domain Sumber Daya Ikan 


Hasil penilaian EAFM perikanan di Teluk 
Palabuhanratu dari domain sumber daya ikan 
disajikan pada Tabel 1. 


Catch Per Unit Effort (CPUE) Baku 


Berdasarkan hasil wawancara dan series 
time data yang didapatkan di lapangan, secara 
umum sumber daya ikan dari Indikator CPUE 
Baku menunjukkan penurunan di atas dari 25% 
(42,26% per tahun) dengan nilai 1 sehingga dapat 
diketahui bahwa kondisi stok sumber daya ikan di 
sekitar perairan Teluk Palabuhanratu menunjukkan 
kecenderungan sedikit menurun. Tren CPUE yang 
cenderung menurun dapat dijadikan indikasi bahwa 
telah terjadi kecenderungan yang berdampak 
negatif terhadap stok ikan yang dimaksud atau 
bahkan kecenderungan overfishing. 


Tren Ukuran Ikan 


Tujuan dari pengambilan data ini adalah 
untuk mengetahui ukuran panjang ikan sebagai 
data untuk analisis frekuensi panjang (length 
frequency analysis) (KKP, 2014). 


Data yang diperlukan pada indikator ini 
ialah data morfometrik berupa satuan panjang 
ikan (TL) atau panjang standar (SL) dalam satuan 
centimeter. Pengambilan data dilakukan secara 
berkala selama lima bulan serta berdasarkan 
hasil wawancara terhadap nelayan yang memiliki 
pengalaman lebih dari 10 tahun. Penurunan 
ukuran tangkap ikan target dengan nilai 1 yang 
menunjukkan bahwa tren ukuran ikan yang 
ditangkap semakin kecil dapat mengindikasikan 
bahwa kemungkinan telah terjadi upaya tangkap 
lebih (overfishing) di wilayah perairan tersebut 
dari tahun ke tahun. Kondisi ini tentunya sangat 
berkaitan dengan indikator nilai CPUE Baku yang 
juga menunjukkan adanya indikasi upaya tangkap 
lebih di perairan tersebu 


Komposisi Spesies 


Tujuan dari penentuan indeks komposisi 
spesies ialah untuk mengetahui komposisi spesies 
ikan dan non-ikan yang menjadi target penangkapan 
dan yang bukan target penangkapan atau dengan 
kata lain non-target (bycatch). Penentuan proporsi 
ikan tersebut dilakukan terhadap hasil tangkapan 
suatu alat tangkap di daerah yang diamati 
(KKP, 2014). 
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Nilai skor indikator komposisi spesies 
hasil tangkapan adalah 3 sebagaimana terlihat 
pada Gambar 2. Hal ini mengindikasikan bahwa 
proporsi spesies target (ikan layur) mendominasi 
hasil tangkapan (2306). Berdasarkan data PPN 
Palabuhanratu, komposisi hasil tangkapan ikan 
layur dengan menggunakan alat tangkap pancing 
ulur. Dari hasil yang didapatkan di lapangan 
diketahui bahwa hasil tangkapan menunjukkan 
bahwa proporsi target dan non-target lebih tinggi 
proporsi ikan target dengan jumlah mencapai 
rata-rata 96%. Hal ini ditunjukkan dengan kriteria 3. 
Adapun interpretasi dari indikator ini adalah bahwa 
dengan komposisi ikan target lebih tinggi, maka 
alat tangkap yang digunakan untuk menangkap 
sangat selektif sehingga dapat memaksimalkan 
hasil tangkapan dari spesies target yaitu layur. 


10132 0% 0% 


E Layur/Largehead hairtail 

E Swanggi/Purple-spotted big eye fish 
E Tongkol/Eastren little tuna 

E Layang/Mackerel scard fish 

E Ikan lainnya/Another fish 


Gambar 2. Diagram Hasil Tangkapan Ikan Layur 
dengan Pancing Ulur. 

Figure 2. Diagram of the Largehead Hairtail 
Catch Results with Fishing Pole. 


Sumber: Data statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara 


Palabuhanratu 2017/ 
Source: Statistic data of Fishing Port Nusantara Palabuhanratu 
2017 


Spesies Endangered Species, Threatened 
Species, and Protected Species (ETP) 


Tujuan dari indikator Endangered Species, 
Threatened Species, and Protected Species 
(ETP) ini ialah untuk melihat dampak yang 
ditimbulkan terhadap spesies ETP akibat kegiatan 
penangkapan dengan alat tertentu di sebuah 
wilayah. Dari data yang diperoleh di lapangan, 
bahwa tidak ada penangkapan Species ETP 
sehingga untuk indikator ini diberikan nilai 3 
dengan nilai 255. Berdasarkan hasil penilaian 
ini, penangkapan ikan layur menggunakan alat 
tangkap pancing ulur bersifat sustainable. 


Range Collapse Sumber Daya Ikan 


Nilai skor range collapse sumber daya ikan 
adalah 1. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa 
lokasi penangkapan ikan layur yang dilakukan oleh 


nelayan semakin menjauh. Adapun dari hasil skor 
indikator yang didapatkan dapat diinterpretasikan 
bahwa sumber daya ikan di wilayah perairan 
Palabuhanratu mengalami range collapse dengan 
semakin “sulit” untuk ditangkap karena telah terjadi 
“penyusutan” secara spasial dari biomassa stok 
ikan yang bersangkutan. Unit yang digunakan 
untuk indikator range collapse sumber daya ikan 
ialah dilihat berdasarkan hasil tangkapan per upaya 
(CPUE), yang sejalan dengan sulitnya memperoleh 
hasil tangkapan di daerah fishing ground di titik 
yang semula sehingga mengharuskan nelayan 
untuk mencari ikan di lokasi yang lebih jauh lagi. 


Domain Habitat dan Ekosistem 


Kajian mengenai kondisi habitat dan 
ekosistem sangat penting dalam melakukan 
pengelolaan perikanan dengan pendekatan EAFM. 
Peran habitat sangat berkaitan dengan keberadaan 
sumber daya lainnya dan sangat menentukan 
keanekaragaman, produksi, dan kelimpahan 
sumber daya lain. Dengan kondisi habitat yang 
baik maka proses rekruitmen dan ketersediaan 
makanan akan menunjang produksi perikanan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. 
Dari berbagai indikator seperti, kualitas perairan, 
status ekosistem mangrove,maupun habitat unik 
atau khusus (spawning ground, nursery ground, 
feeding ground, upwelling) serta perubahan iklim 
terhadap kondisi perairan dan habitat dengan 
masing-masing parameternya akan menentukan 
keberhasilan dalam pengelolaan perikanan. 


Kualitas Perairan 


Indikator pertama yang menentukan kualitas 
perairan adalah limbah atau tingkat pencemaran 
di sekitar perairan, dimana keberadaan limbah di 
Palabuhanratu termasuk kategori tercemar sedang. 
Berdasarkan perhitungan indeks pencemaran 
dari beberapa parameter fisika kimia perairan di 
Palabuhanratu, diperoleh hasil bahwa perairan 
Palabuhanratu tergolong baik hingga tercemar 
ringan. Terdapat parameter seperti kecerahan, 
sampah, lapisan minyak, dan kebauan yang 
melebihi baku mutu (Risnandar, 2013). Kualitas 
perairan di Palabuhanratu dari Indikator 
pencemaran masuk kriteria nomor 2, yaitu 
tercemar sedang. Dilihat dari indikator kedua, 
yaitu kekeruhan (NTU) dan padatan tersuspensi 
total (TSS), kondisi perairan Palabuhanratu masuk 
dalam kriteria nomor 3, artinya nilai TSS dan 
Kekeruhan masih dibawah baku mutu perairan 
sesuai yang ditetapkan dalam Kepmen LH 51/2004. 


Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Layur (Trichiurus Lepturus (Linnaeus, 1758) di Teluk Palabuhanratu ....... (Airlangga., et al.) 


Tabel 1. Penilaian Domain Sumber Daya Ikan. 


Table 1. Assessment of Fish Resources Domain. 


No Domain/Domain 


Nilai Indikator/ Model Bendera/ 


Indicator Scoring Flag Model 

1 Catch per unit effort 1 
2 Tren ukuran ikan/ Trends of fish size 1 
3 Komposisi spesies/Species composition 3 
4 Spesies ETP (Endangered Species, 3 

Threatened Species, and Protected 

Species) 
5 Range collapse sumber daya ikan/ 1 


Range collapse fish resources. 


Sumber: Hasil Olahan Data, 2018/Source: Primary Data Processed, 2018 


Status Ekosistem Mangrove 


Badrudin dan Wudianto (2004) 
menyebutkan bahwa habitat ikan layur meliputi 
perairan laut, estuaria (muara sungai), rawa 
pantai, mangrove sampai perairan payau. Dengan 
demikian, ikan layur memiliki simbiosis terhadap 
keberadaan mangrove. Penilaian indikator status 
ekosistem mangrove bernilai 1 karena berdasarkan 
kondisi ekosistem mangrove di Palabuhanratu, 
memiliki nilai Kerapatan rendah. Mangrove banyak 
ditemukan di daerah Cikepuh Pangumbahan, 
sedangkan di kecamatan lain seperti Palabuhan 
ratu, Citepus, Cikakak tidak ditemukan atau hanya 
ada sedikit. Jenis mangrove yang ditemukan 
adalah Rhizophorasp., Bruguiera sp, Sonneratia 
alba, Avicenia sp., Callophyluminophylum, 
Nypafructicans, Baringtoniaasiatica. 


Habitat Unik/Khusus 


Habitat unik atau khusus didefinisikan 
sebagai habitat atau spesies khusus yang 
mempunyai nilai ekologi dan ekonomi yang sangat 
tinggi, sehingga perlu mendapat perhatian khusus 
dalam pemantauannya. Informasi tentang lokasi- 
lokasi spawning ground, nursery ground, feeding 
ground, dan upwelling sangat penting untuk 
menentukan bahwa suatu perairan memiliki habitat 
unik/khusus yang berperan dalam mendukung 
keberlanjutan pemanfaatan sumber daya 
perikanan. Teluk Palabuhanratu memiliki habitat 
unik atau khusus yaitu wilayah Tunjungan. Daerah 
penangkapan ini merupakan daerah penangkapan 
favorit bagi nelayan termasuk nelayan pancing 
ulur yang menangkap ikan layur sehingga banyak 
terpasang rumpon-rumpon dengan tujuan menarik 
gerombolan ikan agar berkumpul di sekitar 
rumpon sehingga ikan mudah untuk di tangkap. 
Berdasarkan hasil penelitian, konsentrasi jumlah 


plankton di daerah penangkapan ini cukup tinggi 
yaitu sebesar 3.93 u/L. Konsentrasi tingginya 
jumlah fitoplankton yang ditemukan pada sebagian 
wilayah permukaan perairan termasuk wilayah 
Tunjungan mungkin saja karena pengaruh adanya 
upwelling. Dugaan ini didasari oleh hasil penelitian 
Purba et al. (1994) dalam Simbolon (2009), yang 
melaporkan bahwa fenomena upwelling sering 
terjadi di perairan Palabuhanratu. Meskipun daerah 
penangkapan Tunjungan tersebut sering dijadikan 
daerah penangkapan, namun sayangnya tidak ada 
pengaturan tentang pengelolaan oleh pemerintah 
di wilayah tersebut. Dengan demikian, penilaian 
untuk indikator ini adalah 2. 


Dampak Perubahan Iklim 


Kajian dampak perubahan iklim terhadap 
kondisi perairan dan habitat di Palabuhanratu 
sudah dilakukan sehingga untuk indikator ini 
memiliki nilai 3. Kajian dampak perubahan iklim 


Palabuhanratu diikuti oleh strategi adaptasi 
terutama yang berkaitan dengan kegiatan 
perikanan di Palabuhanratu. Kondisi iklim 


tropis di wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu 
Kabupaten Sukabumi dipengaruhi oleh musim 
angin barat yang bertiup dari timur ke barat, 
dan musim angin timur yang bertiup dari barat ke 
timur. 


Letak geografis yang berdekatan dengan 
laut juga membuat perairan Teluk Palabuhanratu 
rentan terjadi storm surge. Storm surge adalah 
surge (gelombang) yang disebabkan oleh badai, 
terutama badai tropis. Storm surge ini merupakan 
bencana serius di daerah pantai khususnya di zona 
tropis dan sub tropis, dimana salah satu dampak 
dari badai tropis adalah naiknya muka air ekstrim 
akibat angin dan tekanan dari siklon tersebut 
(Ningsih et al., 2010). 
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Domain Teknologi Penangkapan Ikan 


Metode Penangkapan 
Destruktif 


Ikan yang Bersifat 


Nilai skor indikator metode penangkapan 
ikan yang bersifat destruktif dan atau ilegal 
adalah 3. Hasil ini menunjukan bahwa frekuensi 
pelanggaran yang terjadi akibat dari metode 
penangkapan yang bersifat destruktif dan 
ilegal kurang dari 5 kasus pertahun. Metode 
penangkapan ikan yang bersifat destruktif atau 
ilegal dapat secara langsung mengakibatkan 
kerusakan sumber daya ikan beserta ekosistem 
di dalamnya. Metode destruktif tersebut meliputi 
penggunaan bom, racun sianida maupun 
potassium. Nilai skor 3 pada indikator metode 
penangkapan ikan yang bersifat destruktif atau 
illegal menunjukan bahwa nelayan-nelayan di 
Teluk Palabuhanratu menggunakan metode 
penangkapan yang ramah lingkungan. Hal ini 
tercermin dari jumlah pelanggaran yang dilakukan 
hampir tidak ada. Informasi ini diperoleh dari hasil 
wawancara terhadap Pengawas Perikanan di 
Satuan Pengawas PSDKP Sukabumi dan Polair 
Sukabumi di Pelabuhan Perikanan Nusantara 
Palabuhanratu. Untuk menangkap ikan layur, 
seluruh nelayan menggunakan alat tangkap 
pancing ulur dan menggunakan alat bantu 
penangkapan yakni batu yang diikatkan pada tali 
pancing. Penggunaan batu juga dimaksudkan 
untuk mempercepat turunnya mata pancing. 


Modifikasi Alat Penangkapan Ikan dan Alat 
Bantu Penangkapan 


Nilai skor indikator modifikasi alat 
penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan 
ikan adalah 3. Nilai skor ini mengindikasikan bahwa 


Tabel 2. Penilaian Domain Habitat dan Ekosistem. 


tidak ada modifikasi alat penangkapan ikan dan 
alat bantu penangkapan. 


Berdasarkan hasil wawancara terhadap 
petugas Syahbandar perikanan, Pengawas 
Perikanan PSDKP dan nelayan yang memiliki 
pengalaman di atas 10 tahun serta melalui 
pengamatan terhadap alat pancing ulur 
disimpulkan bahwa tidak ada modifikasi alat 
penangkap ikan dan alat bantu penangkapan. 
Alat tangkap pancing ulur yang dilakukan nelayan 
hanya sebatas penambahan panjang senar pancing 
dan penggunaan batu sebagai alat bantu. Hal ini 
dikarenakan ikan layur yang tertangkap semakin 
dalam terkait habitatnya yang cenderung hidup di 
dasar perairan. Ikan layur juga diketahui biasanya 
muncul ke permukaan pada waktu senja untuk 
mencari makan (Badrudin dan Wudianto, 2004). 


Fishing Capacity 


Fishing capacity diterjemahkan sebagai 
jumlah hasil tangkapan ikan maksimum yang dapat 
dihasilkan pada periode waktu tertentu (tahun) 
oleh satu kapal atau armada bila dioperasikan 
secara penuh, dimana upaya dan tangkapan 
tersebut tidak dihalangi oleh berbagai tindakan 
pengelolaan perikanan yang menghambatnya. 
Satuan unit yang digunakan untuk fishing capacity 
adalah ton/tahun (Wiyono, 2011). Nilai skor 
ditentukan dengan prinsip semakin tinggi nilai 
ratio (R) antara fishing capacity pada tahun dasar 
(tahun sebelumnya) dibandingkan dengan fishing 
capacity pada tahun terakhir, maka nilai skor 
indikator ini juga menjadi tinggi. 


Berdasarkan perhitungan CPUE ikan layur 
sebagaimana pada tabel 2, didapatkan nilai R 
sebesar 0.93, sehingga lebih kecil dari 1. Dengan 
demikian, indikator fishing capacity didapat nilai 1. 


Table 2. Assessment of Habitat and Ecosystems Domain. 


No Domain/Domain 


Nilai Indikator/ 
Indicator scoring 


Model Bendera/ 
Flag Model 


1 Kualitas perairan/Water quality 


2 Status ekosistem mangrovelStatus of 
mangroves ecosystem 

3 Habitat unik atau khusus/Protecting or 
Enhancing Habitats 

4 Dampak perubahan iklim/Climate change 
affects 


3 
1 


2 


Sumber: Hasil Olahan Data, 2018/Source: Primary Data Processed, 2018 


Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Layur (Trichiurus Lepturus (Linnaeus, 1758) di Teluk Palabuhanratu 


(Airlangga., et al.) 


Tabel 3. Nilai R Pada Fishing Capacity Pengelolaan Perikanan Ikan Layur. 
Table 3. R Value on Fishing Capacity of Largehead Hairtail Management. 


Kapal Motor Bagan/ Mancing ur 


Pancing Ulur/Drop Line Payang Motorcycle Bagan ae a Rata 
Tahun/Year Nilai R/ rata/ 
Fishing Nilai R/ Fishing Nilai R/ Fishing Nilai R/ Fishing wie Average 
Capacity Value R Capacity Value R Capacity Value R Capacity R 
2012 374,135,040 0.28 96,819,840 0.24 256,469,200 0.32 594,000 0.13 
2013 399,169,620 0.30 34,756,800 0.81 522,077,400 0.65 985,320 0.22 
2014 913,754,250 0.69 655,128,000 1.59 808,256,800 1.01 7,710,120 1.79 
2015 2,321,277,750 1.77 972,451,200 2.36 22,341,000 1.03 5,538,780 1.28 
2016 1,305,547,200 1 411,480,000 1 797,355,000 1 4,301,280 1 
Nilai R rata- 0.81 1.20 0.80 0.89 0.93 
rata/Value R 
average 
Sumber: Hasil Olahan Data, 2018/Source: Primary Data Processed, 2018 
Selektivitas Penangkapan Kesesuaian Fungsi dan Ukuran Kapal 


Selektivitas penangkapan didefinisikan 
sebagai aktivitas penangkapan ikan yang 
dikaitkan dengan luasan, waktu dan keragaman 
hasil tangkapan. Tujuan penggunaan indikator ini 
adalah untuk mengestimasi tingkat persentase 
penggunaan alat tangkap yang tergolong tidak atau 
kurang selektif dan perkiraan dampaknya terhadap 
kelestarian sumber daya ikan di suatu wilayah 
perairan tertentu. Nilai skor indikator selektifitas 
penangkapan adalah 3. Hal ini menunjukan 
bahwa nelayan Palabuhanratu sebagian besar 
menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan 
dalam menangkap ikan layur. Sebagian besar 
nelayan layur di Teluk Palabuhanratu menggunakan 
pancing ulur dalam menangkap ikan layur. Selain 
menggunakan pancing ulur, penangkapan layur 
juga dapat menggunakan alat tangkap lainnya 
seperti purse seine, bagan, rawai tuna dan payang. 
Namun, spesies ikan layur di keempat alat tangkap 
ini bukanlah target utama penangkapan. 


Penangkapan Ikan Dengan Dokumen Legal 


Kesesuaian fungsi dan ukuran kapal 
penangkapan ikan dengan dokumen legal 
merupakan perbandingan antara dokumen surat 
legal yang dimiliki dengan aktivitas nyata dari 
fungsi dan dimensi ukuran kapal dalam melakukan 
operasi penangkapan ikan. Pemilihan indikator 
ini dilakukan, karena bila antara surat ijin yang 
dikeluarkan berbeda dengan aktivitas kenyataan 
yang ada, maka hal ini dapat dikategorikan 
sebagai tindakan melanggar aturan atau illegal 
fishing, dan secara tidak langsung tentunya akan 
berpotensi mengancam kelestarian sumber daya 
ikan. 


Nilai skor indikator kesesuaian fungsi 
dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan 
dokumen legal adalah 3 yang berarti kesusaian 
kapal dengan dokumen yang ada sangat tinggi. 


Tabel 4. Penilaian Domain Teknologi Penangkapan Ikan. 


Table 4. Assessment of Fishing Tech Domain. 


Nilai Indikator/ Model Bendera/ 


No Denai tak tle Indicator Scoring Flag Model 
1 Metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif / 3 
Destructif fishing 
2 Modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu 3 
penangkapan/Modified fishing gear 
3 Kapasitas tangkapan/Fishing capacity 1 
4  Selektivitas penangkapan/ Fishing selectivity 3 
5 Kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan 3 


dengan dokumen legal / Compliance of legal document 


regarding to fishing vessels and eguipment 


Sumber: Hasil Olahan Data, 2018/Source: Primary Data Processed, 2018 
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Domain Sosial 


Partisipasi Pemangku Kepentingan 


Partisipasi pemangku kepentingan dapat 
dilihat dari keberhasilan dalam pengelolaan sumber 
daya ikan. Nilai skor indikator partisipasi pemangku 
kepentingan adalah 3 yang mengindikasikan 
bahwa keterlibatan pemangku kepentingan yang 
ada di Palabuhanratu sangat tinggi. Pengukuran 
partisipasi pemangku kepentingan bertujuan untuk 
melihat keaktifan pemangku kepentingan yang 
ada dalam seluruh kegiatan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya ikan. 


Pemangku kepentingan yang dimaksud 
meliputi pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara 
Palabuhanratu, Satuan Pengawas PSDKP 
Sukabumi, Polair, pengusaha perikanan, nelayan, 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Sukabumi dan Dinas Kelautan dan Perikanan 
Provins Jawa Barat serta Kelompok Masyarakat 
Pengawas (Pokmaswas) setempat. 


Konflik Perikanan 


Konflik nelayan yang terjadi di Palabuhanratu 
terjadi antara nelayan dengan nelayan maupun 
konflik antara nelayan dengan pemerintah. Konflik 
antara nelayan dengan nelayan terjadi akibat 
adanya perebutan daerah tangkapan. Konflik 
yang terjadi antara nelayan dengan pemerintah 
disebabkan karena adanya kesalahpahaman 
di antara dua pihak dalam pengelolaan sumber 
daya ikan. Konflik dapat juga disebabkan dari 
penyalahgunaan kewenangan terhadap hak-hak 
nelayan. Nilai skor indikator konflik perikanan 
diperoleh nilai 2. Hal ini menunjukan bahwa konflik 
yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya ikan 
sebanyak 2-5 kali dalam 1 tahun. Konflik yang terjadi 
biasanya adalah perebutan daerah penangkapan 
ikan yang terdapat rumpon, serta bertambahnya 


Tabel 5. Penilaian Domain Sosial. 
Table 5. Assessment of Social Domain. 


jumlah alat penangkapan baik alat tangkap pancing 
ulur maupun alat tangkap lainnya. 


Pemanfaatan Pengetahuan Lokal Dalam 
Pengelolaan Sumber Daya Ikan 
Pengukuran pemanfaatan pengetahuan 


lokal ini bertujuan untuk melihat keberadaan dan 
keefektifan penerapan pengetahuan lokal dalam 
kegiatan pengelolaan sumber daya ikan. Tingkat 
keefektifan penerapan pengetahuan lokal sangat 
menentukan keberhasilan kegiatan pengelolaan 
sumber daya ikan. Oleh karena itu, semakin efektif 
penerapan pengetahuan lokal dalam kegiatan 
pengelolaan sumber daya ikan, semakin tinggi 
tingkat keberhasilan pengelolaan sumber daya 
ikan. 


Nilai skorindikator pemanfaatan pengetahuan 
lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan 
adalah 1. Hasil ini menunjukan bahwa nelayan 
pancing ulur yang menangkap ikan layur tidak 
memiliki pengetahuan lokal termasuk diantaranya 
pengetahuan lokal terhadap habitat dan tingkah 
laku ikan layur. 


Domain Ekonomi 


Kepemilikan Aset 


Kepemilikan aset yang dimaksud dalam 
indikator ini adalah aset produktif yang dimiliki 
rumah tangga perikanan baik dari sektor perikanan 
maupun pertanian. Nilai indikator untuk kepemilikan 
aset adalah 1 karena berdasarkan hasil wawancara 
diketahui bahwa tingkat kepemilikan aset rumah 
tangga perikanan masih rendah. Beberapa 
responden menyatakan bahwa tidak memiliki aset 
produktif yang bisa menunjang aset mereka. Aset 
yang mereka miliki hanya berupa tanah/rumah milik 
pribadi dan barang elektronik yang pada musim 
puncak mereka beli. 


No Domain/Domain 


Nilai Indikator/ Model Bendera/ 


Indicator Scoring Flag Model 
1 Partisipasi pemangku kepentingan/ Stakeholder 3 
participation 
2 Konflik perikanan/Fisheries conflicts 2 
3 Pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan 1 


sumber daya ikan/ Uses of traditional knowledge in 


fisheries management 


Sumber: Hasil Olahan Data, 2018/Source: Primary Data Processed, 2018 
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Pendapatan Rumah Tangga 


Nilai skor indikator pendapatan rumah 
tangga perikanan adalah 1. Hal ini menunjukan 
bahwa pendapatan nelayan pancing ulur di 
Palabuhanratu memiliki penghasilan di bawah 
Upah Minimum Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan 
Surat Keputusan Gubernur dengan nomor 561/ 
Kep. 1191-Bangsos/2016 tertanggal 21 November 
2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di 
Jawa Barat Tahun 2017, UMK Sukabumi sebesar 
Rp2.376.558,39 (Dua juta tiga ratus tujuh puluh 
enam ribu lima ratus lima puluh delapan koma tiga 
puluh sembilan rupiah). 


Berdasarkan hasil wawancara terhadap 
nelayan pancing ulur di Palabuhanratu, pendapatan 
nelayan berkisar antara Rp500.000 perbulan pada 
musim paceklik hingga Rp1.500.000 per bulan 
untuk musim panen untuk posisi sebagai ABK. 
Sedangkan untuk nahkoda dan pemilik kapal 
berkisar antara Rp2.000.000 perbulan pada musim 
paceklik hingga Rp2.500.000 per bulan untuk 
musim panen. 


Dengan demikian pendapatan nelayan 
pancing ulur dianggap belum dianggap layak 
karena nilainya di bawah UMK. 


Rasio Tabungan (Saving Rate) 


Rasio tabungan yang merupakan rasio 
perbandingan antara selisih pendapatan dan 
pengeluaran rumah tangga nelayan dengan 
pendapatannya. Hasil analisis dari wawancara 
nelayan, diperoleh bahwa pengeluaran setiap 
nelayan berbeda pada setiap musimnya. 
Nilai indikator ini didapat nilai 1. Berdasarkan 
wawancara dengan pemilik kapal, sebanyak 40% 
responden memiliki kesadaran untuk menyisihkan 
pendapatan mereka untuk ditabung, namun 
mereka cenderung memilih tidak menyimpan 
uang mereka di bank. Sedangkan pada kelompok 
nelayan kapten dan ABK, sebanyak 8% responden 


Tabel 6. Penilaian Domain Ekonomi. 
Table 6. Assessment of Economy Domain. 


memilih untuk menyisikan pendapatan hasil 
penjualan ikan layur untuk ditabung dan beberapa 
responden mengaku tidak pernah menabung di 
bank. Untuk rasio tabungan jika dibandingkan 
dengan tingkat suku bunga kredit mikro BRI pada 
tanggal 19 Desember 2017 yaitu sebesar 17,50% 
(www.bi.go.id), secara agregat rasio tabungan 
nelayan di Palabuhanratu masih rendah. Pemilihan 
Bank BRI sebagai acuan kredit dikarenakan 
rata-rata nelayan menggunakan jasa Bank BRI. 


Domain Kelembagaan 


Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Perikanan 
yang Bertanggung Jawab 


Penilaian baik buruknya indikator kepatuhan 
terhadap prinsip-prinsip perikanan yang 
bertanggungjawab dalam pengelolaan perikanan 
dengan pendekatan ekosistem adalah dengan 
melihat tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang 
telah ditetapkan (Ruchimat et al., 2015). 


Di daerah Palabuhanraturelatif terdapat 
beberapa kejadian pelanggaran pada pengelolaan 
perikanan yang telah ditetapkan terutama untuk 
nelayan pancing ulur. Nilai skor yang diperoleh 
indikator kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 
perikanan yang bertanggung jawab adalah 2. 
Hal ini menunjukan bahwa kepatuhan terhadap 
prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab 
dalam pengelolaan perikanan belum maksimal. 


Berdasarkan hasil pengamatan dan 
wawancara terhadap pegawai PSDKP di 
Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, 
pelanggaran yang sering dilakukan oleh nelayan 
adalah masih banyaknya nelayan dengan alat 
tangkap dengan ukuran 10 GT-30 GT yang 
mendaratkan hasil penangkapannya di luar 
PPN Palabuhanratu tanpa adanya surat 
Andon sehingga masuk kategori pelanggaran 
dokumen. 


Nilai Indikator/ Model Bendera/ 


No Penan ema Indicator Scoring Flag Model 
1 Kepemilikan aset/Fisheries household (HH) asset 1 
Pendapatan rumah tangga/Fisheries HH income 1 
Rasio tabungan (Saving rate)/Fisheries HH saving 1 
ratio 


Sumber: Hasil Olahan Data, 2018/Source: Primary Data Processed, 2018 
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Kelengkapan Aturan Main 


Nilai skor indikator kelengkapan aturan 
main dalam pengelolaan perikanan adalah 3, yang 
menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap 
aturan-aturan yang ada sudah berjalan efektif. 
Adapun peraturan yang berlaku dalam pengelolaan 
perikanan di daerah ini diantaranya Undang- 
Undang RI NO 45 Tahun 2009 tentang perubahan 
atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 Tentang 
Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor. 2/PERMEN-KP/2015 tentang 
Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan 
Pukat Hela (Trawis) dan Pukat Tarik (Seine 
Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan No 45 tahun 2015 tentang SLO 
(Surat Layak Operasi), Permen Kelautan Perikanan 
No 36 Tahun 2014 tentang nelayan andon, Permen 
Kelautan Perikanan no 13 Tahun 2012 tentang 
sertifikasi hasil tangkapan dan Peraturan Dirjen 
PSDKP No 10 tentang petunjuk teknis verifikasi 
pendaratan ikan, 


Mekanisme pengambilan keputusan 


Nilai skor indikator mekanisme pengambilan 
keputusan adalah 3, yang menandakan terdapat 
mekanisme (SOP) yang dijalankan dan sudah 
berjalan efektif. Pengelolaan perikanan di 
Palabuhanratu dilaksanakan oleh Pelabuhan 
Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang 
mana  kelembagaannya bersifat sentralistik, 


Tabel 7. Penilaian Domain Kelembagaan. 
Table 7. Assessment of Institutional Domain. 


artinya Pelabuhan Perikanan Nusantara adalah 
perpanjangan tangan pelaksana kebijakan dari 
pemerintah pusat, sehingga tidak memiliki inisiatif 
program dalam pengambilan keputusan. 


Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) 
Perikanan Layur 
Rencana Pengelolaan Perikanan 


(RPP) diperlukan sebagai standar operasional 
dalam melaksanakan tata kelola perikanan 
yang bertanggung jawab. Nilai skor indikator 
rencana pengelolaan perikanan adalah 1. Hal ini 
menunjukan bahwa belum adanya RPP tentang 
perikanan layur. 


Tingkat Sinergisitas Kebijakan dan 
Kelembagaan Pengelolaan Perikanan 


Nilai skor dari indikator tingkat sinergisitas 
kebijakan dan kelembagaan pengelolaan 
perikanan adalah 3. Hal ini menunjukan bahwa 
sinergi antara lembaga sudah berjalan baik. 
Tingkat sinergisitas antar kebijakan dan 
kelembagaan dalam pengelolaan perikanan 
merupakan keterpaduan gerak dan langkah 
antar lembaga dan antar kebijakan dalam 
pengelolaan perikanan sehingga tidak muncul 
konflik kepentingan ataupun benturan kebijakan 
(Budiarto, 2015). Salah satu contoh sinergitas 
adalah adanya kegiatan forum koordinasi 
penanganan tindak pidana perikanan baik tingkat 
provinsi maupun kabupaten Sukabumi. 


No Domain/Domain 


1 Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang 2 
bertanggung jawab /Level of compliance to the 


responsible fisheries 


2 Kelengkapan aturan main/The completeness of rules in 3 
fisheries governance 

3 Mekanisme pengambilan keputusan/Decision making 3 
process 

4 Tingkat Sinergisitas Kebijakan dan Kelembagaan 3 
Pengelolaan Perikanan/Policy synergy level in fisheries 
governance 

5 Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Perikanan 1 
Layur/ Fisheries management plan of largehead hairtail 

6 Kapasitas Pemangku Kepentingan/Capacity of fisheries 2 
stakeholders 


Nilai Indikator/ 
Indicator Scoring 


Model Bendera/ 
Flag Model 


Sumber: Hasil Olahan Data, 2018/Source: Primary Data Processed, 2018 
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Kapasitas Pemangku Kepentingan 


Nilai skor indikator kapasitas pemangku 
kepentingan adalah 2. Secara umum, kapasitas 
pemangku kepentingan ada dan difungsikan 
(keahlian yang didapat sesuai dengan fungsi 
pekerjaannya). Pemangku kepentingan dapat 
berasal dari birokrasi pemerintah, swasta, 
masyarakat, perguruan tinggi, LSM. 


Status Pengelolaan Perikanan Layur 


Hasil analisis komposit antar domain 
terhadap status dari setiap dari setiap domain 
dalam EAFM diperoleh nilai rata-rata berkisar 
antara 46.7-89.3, mulai dari kategori sedang hingga 
kategori baik. Hasil analisis komposit setiap domain/ 
aspek selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 
8. Rata-rata nilai komposit domain sumber daya 
ikan adalah yang paling rendah dengan nilai 46.7 
dengan kategori buruk, hal ini disebabkan karena 
pengaruh penilaian terhadap indikator CPUE, tren 
ukuran ikan dan range collapse yang berada pada 
kondisi buruk. Pada indikator CPUE, rata-rata 
penurunan mencapai 42,26% per tahun. Hal ini 
tentu menandakan telah terjadinya penurunan stok 
ikan layur di daerah perairan Teluk Palabuhanratu 
akibat besarnya tekanan terhadap perikanan layur 
di wilayah tersebut. Bila hal ini cenderung dibiarkan 
bukan tidak mungkin perikanan layur akan menjadi 
collapse, mengingat CPUE merupakan killer 
indikator terhadap pengelolaan perikanan layur. 
Kondisi untuk indikator tren ukuran ikan, terjadi 
penurunan ikan hasil tangkapan setiap tahunnya 
selama lima tahun. 


Tabel 8. Nilai Setiap Domain EAFM. 
Table 8. The Value of Each EAFM Domain. 


Penurunan layur yang tertangkap dapat 
diakibatkan oleh semakin tingginya intensitas 
penangkapan terhadap ikan layur dan dapat 
juga mengindikasikan telah terjadinya tangkapan 
berlebih terhadap sumber daya ikan layur. Untuk 
nilai indikator range collapse juga memiliki nilai yang 
buruk karena berdasarkan wawancara terhadap 
nelayan yang sudah memiliki pengalaman di atas 
5 tahun, daerah penangkapan ikan layur semakin 
jauh. 


Kondisi domain/aspek teknik penangkapan 
ikan mendapatkan hasil komposit sangat baik 
dengan nilai 89.3. Penggunaan alat tangkap 
(pancing ulur) dan metode penangkapan yang 
dipakai oleh nelayan bersifat ramah lingkungan. 
Pancing ulur merupakan salah satu alat 
penangkapan ikan yang dikategorikan sebagai 
alat tangkap yang ramah lingkungan 
(Monintja, 1997). 


Secara ekonomi, kegiatan perikanan layur 
yang ada di daerah layur belum dapat memberikan 
penghasilan yang layak (di bawah Upah Minimum 
Kabupaten Sukabumi) bagi nelayan. Dengan 
penghasilan yang didapat, banyak nelayan 
layur yang tidak mampu menambah kepemilikan 
asetnya. 


Dari segi aspek sosial, kondisinya sedang 
dengan nilai 71.6. Penilaian terhadap indikator 
partisipasi pemangku kepentingan dalam 
pengelolaan sumber daya ikan mempengaruhi 
penilaian keseluruhan terhadap aspek sosial. 


Batas Nilai Domain/ 
- £ Perhitungan/  Maksimum/ : : Indikator Bendera/ 
No Domain/Domain 4 à Diomains z 
Calculation Maximum Flag Indicators 
Da Values 
Limit 
1 Sumber daya Ikan/ 2405.0 5145 46.7 
Fish resource 
2 Habitat dan ekosistem/ 4405.0 5715 77.1 
Habitan and ecosystem 
3 Teknik Penangkapan Ikan/ 5250.0 5880 89.3 
Fishing technigue 
4 Sosial/ Social 6520.0 9105 71.6 
Ekonomi/ Economic 2880.0 7065 40.8 
6 Kelembagaan! Institution 5892.0 7065 83.4 
Rata-rata/Avarage 4558.7 6662.5 68.1 


Sumber: Hasil Olahan Data, 2018/Source: Primary Data Processed, 2018 
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Nilai kelembagaan pengelolaan perikanan 
layur memiliki nilai yang tinggi yaitu 83.4 sehingga 
masuk kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan 
dipengaruhi oleh kelengkapan aturan main, 
mekanisme pengambilan keputusan yang 
baik serta tingkat sinergitas yang baik antar 
lembaga di Palabuhanratu. Secara keseluruhan 
tingkat keberlanjutan perikanan layur di daerah 
Palabuhanratu diperoleh hasil sedang dengan nilai 
68.1 dari analisis komposit dari setiap domain yang 
ada dengan pendekatan ekosistem. Untuk nilai 
masing-masing domain dapat dilihat pada Tabel 8. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Penerapan EAFM bagi perikanan layur di 
perairan Teluk Palabuhanratu dapat dilaksanakan 
dengan mempertimbangkan komponen 
sumberdaya ikan, alat tangkap, habitat dan 
ekosistem, sosial, ekonomi dan kelembagaan 
masyakat perikanan layur. 


Domain/aspek yang memiliki tingkat 
keberlanjutan sangat baik meliputi aspek 
teknik penangkapan ikan dan kelembagaan. 
Sedangkan domain yang masuk dalam kategori 
baik adalah habitat dan ekosistem dan domain 
sosial. Sedangkan domain sumber daya ikan 
dan ekonomi perlu mendapatkan perhatian yang 
sangat serius karena masuk dalam kategori 
buruk. Hal ini diperlukan kebijakan dan langkah 
strategis agar kedua domain tersebut ditingkatkan 
statusnya sehingga pengelolaan perikanan layur 
dapat terlaksana secara berkelanjutan. Upaya 
pengelolaan diperlukan konektivitas upaya antar 
lembaga untuk menghasilkan status pengelolaan 
perikanan yang baik, sehingga kelangsungan 
sumberdaya ikan layur di Perairan Teluk 
Palabuhanratu dapat lestari. 


Implikasi Kebijakan 


Strategi pengelolaan dilakukan berdasarkan 
dengan indikator-indikator dalam EAFM yang 
memiliki nilai rendah, misalnya strategi yang bisa 
menambah poin EAFM dari warna merah ke kuning, 
kuning ke hijau, dan atau merah ke hijau. Strategi 
pengelolaan yang dapat disarankan berdasarkan 
setiap domain dalam EAFM yaitu sebagai berikut: 


a. Domain Sumber Daya Ikan. 


Berkurangnya CPUE ikan salah satunya 
adalah penambahan effort yaitu penambahan 


armada kapal penangkap ikan layur. Dengan 
demikian, langkah taktis adalah dengan 
melakukan moratorium sementara perijinan 
kapal penangkap yang menggunakan alat 
tangkap pancing ulur atau alat tangkap lain 
yang melakukan penangkapan terhadap ikan 
layur, modifikasi alat tangkap agar lebih selektif 
untuk menjaga trend ukuran ikan tertangkap 
agar lebih besar dan agar proporsi ikan 
yuwana atau juvenile yang tertangkap 
lebih sedikit (« 30%) atau setidaknya 
telah mengalami matang gonad (dewasa). 
Modifikasi dilakukan terhadap ukuran mata 
pancing untuk alat tangkap pancing ulur dan 
mata jaring untuk alat tangkap payang dan 
purse seine. 


b. Domain Ekonomi 


Meningkatkan kesadaran nelayan tentang 
pentingnya menabung, dengan membangun 
koperasi atau asosiasi yang dapat mewadahi 
pemutaran uang nelayan, pemerintah dan 
stakeholder mengaktifkan kembali Tempat 
Pelelangan Ikan dan menghentikan sistem 
perkulakan, pemerintah bersama-sama dengan 
lembaga keuangan memberikan bantuan 
pinjaman lunak (tanpa bunga) atau berbagi 
keuntungan (sharing profit) kepada nelayan 
dan mengaktifkan kembali peran Koperasi 
Unit Desa (KUD) Mina, berperan dalam 
mengelola pelelangan hasil tangkapan 
nelayan. 
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ABSTRAK 


Pembangunan wilayah pesisir perbatasan menjadi sebuah tantangan besar karena selalu identik 
dengan ketertinggalan. Sektor perikanan dianggap telah teruji dan mampu menjadi mesin pertumbuhan 
ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan sektor perikanan di wilayah perbatasan 
(Kalimantan Barat) Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Sambas. Pendekatan kebutuhan 
minimum dan analisis "location quotient” digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa sektor perikanan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat memiliki peranan yang besar. Besarnya 
peranan sektor perikanan ditunjukkan dengan nilai basis multiplier dari sektor perikanan sebesar 
1,09 dan nilai LA sebesar 3,18. Pengembangan sektor perikanan di wilayah perbatasan memerlukan 
dukungan arah kebijakan dan infrastruktur sehingga sektor perikanan dapat menjadi sektor unggulan 
dan penggerak pertumbuhan. 


Kata Kunci: Kalimantan Barat, sektor perikanan: wilayah perbatasan, ekonomi wilayah: MRA; LQ 


ABSTRACT 


Development of coastal border areas becomes a great challenge since it is identically the same 
with backwardness. Fisheries sector is considered capable to be the engine of economic growth. This 
Study aims to identify the role of the fisheries sector in the border areas (West Borneo) of Indonesia 
particularly in Sambas district. The Minimum Reguirement Approach (MRA) and Location @uotient (LA) 
were used in this study. The analysis shows that fisheries sector in West Borneo border areas has a 
significant role. It is indicated by the value of multiplier basis of the fishery sector in Sambas district of 
1.09 and LA of 3,18. Government policies and infrastructures are reguired to develop fisheries sector in 


the border areas in order to create a leading sector and economic trigger. 


Keywords: West Borneo; fisheries sector: border areas: regional economics; MRA; LQ 


PENDAHULUAN 


Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir 
dan lautan di Indonesia dihadapkan pada dua 
kondisi yang berbeda, di satu pihak ada beberapa 
kawasan pesisir yang telah dimanfaatkan secara 
intensif dan di lain pihak masih banyak kawasan 
pesisir yang belum terjamah sama sekali (Dahuri 
et al., 2001). Besarnya potensi sumber daya 
di wilayah pesisir dinilai dapat dijadikan modal 
utama dalam pembangunan. Pembangunan 
dan pengembangan wilayah merupakan sebuah 
dinamika daerah menuju kemajuan yang diinginkan 
oleh masyarakat. Pembangunan di wilayah pesisir 
memiliki tantangan sendiri. Menurut Wiranto (2004), 


*Korespodensi Penulis: 
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 


pembangunan wilayah pesisir tidak terlepas dari 
permasalahan kemiskinan dan pemanfaatan yang 
tidak berkelanjutan serta tidak selarasnya antara 
kepentingan pemerintah pusat dan daerah. 


Menurut Tarigan (2005a) salah satu 
penyebab ketidak selarasan antara pemerintah 
pusat dan daerah tidak terlepas dari adanya 
kebijakan otonomi daerah. Setelah berlakunya 
otonomi daerah, setiap daerah memiliki wewenang 
sendiri untuk menetapkan kebijakan ekonomi 
sektoral atau komoditi yang menjadi prioritas 
dalam pembangunannya. Besarnya tantangan 
pembangunan wilayah pesisir akan menjadi lebih 
berat lagi jika wilayah tersebut berada di perbatasan. 
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Hal ini terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia, 
salah satunya di Pulau Kalimantan. Ada delapan 
kabupaten di Kalimantan yang berbatasan langsung 
dengan Malaysia dengan wilayah Kalimantan 
Barat merupakan yang terbanyak, yaitu sebanyak 
lima kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, 
Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, dan Bengkayang. 
Pembangunan wilayah pesisir perbatasan tentu 
saja menjadi sebuah tantangan yang besar. Wilayah 
perbatasan selalu identik dengan ketertinggalan 
dan pendekatan pembangunan berdasarkan 
keamanan. Wilayah perbatasan selalu dianggap 
menjadi wilayah rawan keamanan, sehingga 
kondisi ini menjadikan paradigma pembangunan 
perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan 
keamanan dari pada kesejahteraan ekonomi. 
Dharmasaputra (2009) mendefinisikan wilayah 
perbatasan adalah wilayah yang berada pada 
sebuah garis demarkasi antara dua negara yang 
berdaulat. Wilayah perbatasan memiliki peranan 
penting dalam kompetisi politik antar-dua negara 
yang berbeda (Starke, 2007). Berdasarkan 
hal tersebut, keberhasilan pembangunan dan 
kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan 
dinilai dapat menjadi eksistensi antar dua negara 
yang berbatasan. 


Kabupaten Sambas merupakan salah satu 
wilayah pesisir di Kalimantan Barat yang berada 
di perbatasan (berbatasan langsung dengan 
Malaysia). Kabupaten Sambas memiliki panjang 
pantai 198,76 km, panjang perbatasan negara 
sepanjang 97 km, dan nilai produksi perikanan 
laut pada tahun 2014 sebesar 1,167 triliun (BPS, 
2015). Potensi ini menunjukkan bahwa cukup 
besar ketergantungan masyarakat wilayah tersebut 
terhadap sumber daya pesisir dan usaha pada 
sektor perikanan. Permasalahan pembangunan di 
Kabupaten Sambas juga tidak terlepas dari letak 
geografisnya yang berbatasan langsung dengan 
Malaysia dan jauh dari ibu kota negara. Sebagai 
salah satu wilayah perbatasan di Indonesia, isu 
pengembangan wilayah perbatasan (antar-negara) 
semakin sensitif dan harus mendapatkan perhatian 
intensif dari pemerintah (LIPI, 2003). Pembangunan 
sosial ekonomi di wilayah perbatasan cenderung 
terabaikan, sehingga wilayah perbatasan masuk 
ke dalam kategori wilayah tertinggal. Terjadinya 
ketimpangan seperti ini disebabkan kondisi 
agroekologis antar wilayah yang berdekatan 
dengan ibu kota yang lebih maju dan nyaman 
untuk kegiatan perekonomian dan juga karena 
kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang 
selama ini lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan 
Bali (Dahuri et al., 2001). 
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Pendapatan Domestik Regional Bruto 
(PDRB) merupakan salah satu indikator yang 
menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk 
menciptakan output (nilai tambah) pada waktu 
tertentu. PDRB ini dapat dijadikan salah satu 
indikator pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. 
Sektor perikanan merupakan salah satu sektor 
andalan di Indonesia yang mampu memberikan 
dampak ekonomi bagi masyarakat Indonesia 
(Bappenas, 2014). Selama ini, sektor perikanan 
dianggap telah teruji sebagai sektor yang 
mampu bertahan dalam situasi krisis dan mampu 
menyediakan bahan pangan (sumber protein 
ikan) bagi masyarakat, sumber pendapatan, serta 
sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah 
yang besar. Besarnya kontribusi sektor perikanan 
terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi 
di Indonesia, namun juga di beberapa negara 
lainnya seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, 
dan negara-negara Eropa. Hal ini dipertegas oleh 
pernyataan Fauzi (2010) bahwa sektor perikanan 
di beberapa negara di dunia telah menjadi sumber 
“energi” pertumbuhan ekonomi dan juga menjadi 
“mesin pertumbuhan” ekonomi regional. Bahkan 
di beberapa negara lainnya ikan secara “budaya” 
menjadi bagian hidup mereka. Selanjutnya, peran 
sektor perikanan di beberapa negara ditandai 
peningkatan produksi perikanan dunia secara 
signifikan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
peranan sektor perikanan di wilayah perbatasan 
(Kalimantan Barat) Indonesia, khususnya yang ada 
di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. 


METODOLOGI 


Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan 
menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus 
digunakan untuk membatasi fokus dan subjek 
penelitian pada hal-hal atau kasus yang terkait 
dengan peran sektor perikanan padawilayah pesisir 
perbatasan Indonesia. Peran sektor perikanan 
ditinjau dari besarnya PDRB sektor perikanan 
pada wilayah tersebut. Studi kasus yang dilakukan 
yaitu bersifat studi kasus mendalam (intrinsic case 
Study). Hal ini dilakukan tidak untuk menempatkan 
kasus tersebut untuk mewakili kasus lain, tetapi 
kemungkinan lokasi yang berbeda mengalami 
kasus yang sama (Stake, 2005). 


Lokasi yang dipilih sebagai kasus dalam 
penelitian ini yaitu di Kabupaten Sambas, Provinsi 
Kalimantan Barat karena merupakan salah satu 
sentra perikanan tangkap di Kalimantan Barat. 


Peran Sektor Perikanan Pada Wilayah Pesisir Perbatasan Kalimantan Barat ................. (Maulana Firdaus dan Rikrik Rahadian) 


Selain itu, kabupaten ini secara geografisnya 
merupakan wilayah pesisir dan perbatasan yang 
berbatasan langsung dengan Malaysia. Kajian ini 
dilakukan pada bulan Maret 2017. Data sekunder 
berupa laporan statistik 


Kerangka Pikir Penelitian 


Pembangunan ekonomi lokal merupakan 
pembangunan ekonomi yang tidak terlepas dari 
pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya 
lokal. Kebijakan ekonomi regional bertujuan untuk 
merealisasikan tujuan-tujuan regional melalui 
penggunaan berbagai macam peralatan dan sumber 
daya lokal yang ada. Kebijaksanaan pembangunan 
menurut Kadariah (1998) yaitu sebuah pilihan 
untuk mengurangi kesenjangan pembangunan 
dan kemakmuran antar-daerah yang satu dengan 
daerah yang lain. PDRB dapat dijadikan indikator 
untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi 
secara sektoral, sehingga dapat dimonitor tinggi 
rendahnya pertumbuhan ekonomi dan ditentukan 
prioritas pada sektor tersebut (Amalia, 2012). 


Pembangunan berbasis sumber daya 
perikanan dan kelautan perlu dijadikan arus utama 
pembangunan nasional, baik secara ekonomi, 
politik, sosial, maupun budaya (Dahuri, 2002). 
Menurut Charles (2001), proses pembangunan 
perikanan terdiri dari dua tahapan, yaitu menduga 
tingkat pemanfaatan sumber daya berkelanjutan 
dan membangun input sumber daya manusia dan 
sumber daya fisik supaya mendapatkan manfaat 
dari sumber daya alam yang ada. Dalam konteks 
kewilayahan, pembangunan perikanan berkaitan 
dengan pembangunan masyarakat pantai dan 
lingkungan sosial ekonomi wilayah pesisir 
tersebut. Maka perhatian terhadap masyarakat 
pada wilayah pesisir dan sumber daya pesisir 
menjadi hal yang penting untuk diperhatikan 
(Charles, 2001). 


Pembangunan merupakan suatu 
kegiatan yang dilakukan secara terencana dan 
berkesinambungan untuk mencapai hasil yang 
lebih baik dimasa yang akan datang. Pembangunan 
dilaksanakan berdasarkan potensi lokal yang 
dimiliki (sumber daya alam, manusia, buatan, 
maupun sumber daya sosial). Menurut Rustiadi 
et al. (2011) tujuan akhir pembangunan adalah 
tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. 


Perencanaan pembangunan dapat dilakukan 
melalui dua pendekatan yaitu sektoral dan regional. 
Pendekatan sektoral memfokuskan perhatian pada 
sektor-sektor kegiatan yang ada diwilayah tersebut, 


sedangkan pendekatan regional memperhatikan 
penggunaan ruang untuk kegiatan produksi barang 
dan jasa, memprediksi serta memperkirakan 
kebutuhan fasilitas untuk masing-masing 
konsentrasi kegiatan yang dapat dihubungkan 
secara efisien. Pendekatan pembangunan wilayah 
harus tergabung antara pendekatan sektoral dan 
pendekatan regional (Tarigan, 2005b). 


Pembangunan wilayah memiliki berbagai 
tantangan. Menurut Todaro (2000), tantangan 
utama pembangunan yaitu terkait peningkatan 
kualitas hidup. Pembangunan wilayah perbatasan 
memiliki berbagai tantangan dan masalah yang 
mencakup aspek geografis, sumber daya alam, 
demografis, ekonomi, politik, sosial budaya 
dan pertahanan keamanan (DJPR, 2002). 
Abdillah (2006) mengatakan bahwa beberapa 
permasalahan yang dihadapi wilayah-wilayah 
perbatasan antara lain: (1) tidak adanya kepastian 


garis batas laut dengan negara tetangga: 
(2) kondisi masyarakat yang cenderung 
lebih terisolir dan tertinggal sehingga dapat 


dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan: 
(3) Tingginya tingkat pelanggaran hukum seperti 
penyelundupan, pencurian ikan, traficking, dan 
perompakan; (4) terbatasnya sarana dan prasarana 
untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan, 
(5) kondisi wilayah yang jauh sehingga sangat 
rentan terhadap kerusakan, baik oleh alam 
maupun manusia, (6) belum sinkronnya program 
pengelolaan perbatasan lintas sektoral: (7) belum 
adanya peraturan perundang-undangan yang 
jelas dan menyeluruh dalam pengelolaan pulau- 
pulau terluar, dan, (8) kurangnya sosialisasi 
tentang keberadaan dan pentingnya pulau-pulau 
terluar. 


Pembangunan perikanan merupakan 
pembangunan sektoral yang diharapkan mampu 
memberikan kontribusi secara signifikan terhadap 
pembangunan daerah di wilayah perbatasan, 
khususnya terhadap pendapatan daerah dan 
penyerapan tenaga kerja. Selain itu, sektor 
perikanan di zaman modern memiliki peran 
utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan 
(Fauzi, 2010). Berbagai hasil kajian di antaranya 
Susanto (2011), Pangabean (2013), dan Nurkamil 
(2015) menunjukkan bahwa sektor perikanan 
memiliki peran dalam pengembangan wilayah, 
meskipun masih rendah dan bukan sektor strategis 
dalam pengembangan wilayah. Namun dengan 
menetapkan komoditas unggulan pada wilayah 
terestrial, sektor perikanan berpeluang menjadi 
sektor strategis dalam pengembangan wilayah. 
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Jenis dan Sumber Data 


Data sekunder diperoleh dari berbagai 
sumber, seperti instansi penelitian dan badan pusat 
statistik. Data sekunder yang digunakan ini berupa 
beberapa laporan hasil penelitian terdahulu terkait 
penelitian, statistik beberapa kabupaten di Provinsi 
Kalimantan Barat yang berada di perbatasan 
(Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten 
Bengkayang, dan Kabupaten Sintang), data PDRB 
kabupaten, potensi sumber daya perikanan, dan 
data lainnya yang mendukung tujuan penelitian. 
Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, 
seperti instansi penelitian dan BPS. 


Metode Analisis Data 


Minimum Reguirement Approach 


Analisis terhadap peranan sektor perikanan 
di wilayah pesisir perbatasan yaitu dengan 
menggunakan pendekatan Minimum Reguirement 
Approach (MRA). Pendekatan ini digunakan 
untuk menggambarkan kondisi makro perikanan 
pada lokasi penelitian dan juga untuk melihat 
gambaran spesifik sektor perikanan relatif terhadap 
sektor ekonomi lainnya dalam suatu wilayah. 
Pendekatan MRA mengasumsikan bahwa suatu 
wilayah tidak akan memenuhi permintaan dari luar 
sampai kebutuhan wilayahnya dipenuhi terlebih 
dahulu. MRA membutuhkan pendugaan variabel 
yang dianalisis menggunakan data PDRB untuk 
kebutuhan lokal. Pendekatan MRA mengukur 
seberapa besar kekuatan sektor basic tersebut 
dengan mengukur base multiplier-nya. Formula 
MRA dapat ditulis sebagai berikut: 


PDRB! PDRBi, | 
a min peer PDRBI 
PDRB,  PDRBrrinpeer 


i— 


a 


Dalam kasus ini, pengukuran MRA 
menggunakan variabel PDRB sebagai salah satu 
indikatornya. Pendapatan regional suatu provinsi 
dapat dipakai untuk mengukur kenaikan tingkat 
pendapatan masyarakat. Kenaikan tersebut 
dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu kenaikan 
pendapatan yang benar-benar dapat menaikkan 
daya beli penduduk (kenaikan riil) dan kenaikan 
pendapatan yang disebabkan oleh karena inflasi 
(Robinson, 2014). Formula di atas menyatakan 
bahwa basic PDRB sektor i (dalam hal ini perikanan) 
di wilayah a adalah merupakan perkalian dari total 
PDRB sektor i di wilayah a dengan selisih share 
sektor perikanan, dengan share minimum sektor 
yang terdekat (peer). Teknik MRA mengandalkan 
wilayah yang memiliki karakteristik yang sama 
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yang dapat digunakan sebagai acuan atau peer. 
Wilayah perbatasan di Kalimantan yang dijadikan 
basis adalah Kabupaten Sambas dan untuk wilayah 
non-basis (penyangga) yaitu Kota Singkawang, 
Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Bengkayang. 
Ketiga wilayah ini dipilih berdasarkan letaknya yang 
berbatasan dengan Kabupaten Sambas dan secara 
geografis juga berada di wilayah perbatasan. 


Location Quotient 


Analisis Location Quotient (LQ) digunakan 
untuk menunjukkan peran sektor perikanan di 
Kabupaten Sambas dengan membandingkan 
dengan wilayah yang lebih besar melalui 
pendekatan nilai tambah PDRB. Formulasi yang 
digunakan adalah sebagai berikut: 


_ V/V; 


an Y,/Y, 


Keterangan/Remaks : 

Vi = Nilai PDRB pada sektor i pada tingkat 
wilayah yang lebih rendah (kabupaten)/ 
Value of GRDP in sector i at lower regional 
level (district). 

Total PDRB pada tingkat wilayah yang 
lebih rendah (kabupaten)/Total GRDP at 
the lower regional level (district). 

Nilai PDRB pada sektor | pada tingkat 
wilayah yang lebih tinggi (provinsi)/Value 
of GRDP in sector i at higher regional level 
(province). 

Total PDRB pada tingkat wilayah yang 
lebih tinggi (provinsi)/Total GRDP at higher 
regional level (province). 


Dengan ketentuan bahwa apabila nilai 
LQ> 1maka sektortersebut merupakan sektor basis 
yang menjadi kekuatan daerah untuk mengekspor 
produknya keluar daerah bersangkutan. Sebaliknya 
jika LQ< 1 maka sektor tersebut menjadi pengimpor 
atau sektor non basis dan jika LQ = 1 maka ada 
kecenderungan sektor tersebut bersifat tertutup 
karena tidak melakukan transaksi ke dan dari luar 
wilayah, namun kondisi seperti ini jarang ditemukan 
dalam sebuah perekonomian wilayah. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Kondisi Umum Sektor Perikanan di Kabupaten 
Sambas 


Kabupaten Sambas terletak pada bagian 
utara Provinsi Kalimantan Barat dengan posisi 
geografis 1'23” Lintang Utara dan 108'39” Bujur 
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Timur. Batas wilayah pada sebelah utara adalah 
Serawak (Malaysia Timur) dan Laut Natuna, batas 
pada sebelah selatan adalah Kota Singkawang, 
bagian barat berbatasan dengan Laut Natuna, 
dan pada sebelah timur berbatasan dengan 
Kabupaten Bengkayang dan Serawak. Luas 
wilayah Kabupaten Sambas adalah 6.395,70 
km? atau sekitar 4,36% dari luas wilayah Provinsi 
Kalimantan Barat. Kabupaten ini memiliki pantai 
yang cukup panjang, yaitu mencapai 198,76 
km dengan karakteristik sebagian besar adalah 
pantai berpasir membentang dari Semelagi hingga 
Tanjung Datok (Paloh). Luas wilayah laut yang 
menjadi kewenangan pengelolaan Kabupaten 
Sambas adalah 1.467,84 km? (BPS Kabupaten 
Sambas, 2017). 


Sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas 
(468.196 ha atau 67,59Y6) memiliki kontur yang relatif 
datar dengan kemiringan 0-15%. Ketinggian wilayah 
berbeda berdasarkan kecamatan. Ketinggian 0-7 
m dpl terdapat pada Kecamatan Sejangkung, 
Sambas, Tebas, Selakau, Jawai, Paloh, dan 
Teluk Keramat. Ketinggian 8-25 m dpl terdapat di 
Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, 
Pemangkat, dan Teluk Keramat. Ketinggian 26-100 
m dpl di Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, 
Selakau, Pemangkat, Teluk Keramat, dan Paloh 
(BPS Kabupaten Sambas, 2017). 


Penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 
2010 berjumlah 496.120 jiwa dengan kepadatan 
penduduk sekitar 78 jiwa/km? atau 2.696 jiwa 
per desa. Kecamatan Pemangkat merupakan 
kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk 
tertinggi, yaitu 402 jiwa/km?. Sebaliknya Kecamatan 
Sajingan Besar, dengan luas sekitar 21,75% 
dari total wilayah Kabupaten Sambas, hanya 
dihuni 7 jiwa/km?.Laju pertumbuhan penduduk 
Kabupaten Sambas tahun 2010 adalah 0,90%. 
Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi 
pada Kecamatan Sajingan Besar dan Tangaran, 
sebesar3,19%. Laju pertumbuhan penduduk yang 
terendah adalah Kecamatan Jawai Selatan, yaitu 
sebesar -0,32%. Kecamatan Tebas berada pada 
urutan pertama dari jumlah penduduk, namun dari 
sisi laju pertumbuhan penduduk masih berada di 
bawah laju pertumbuhan Kabupaten Sambas, yaitu 
0,85%. Mata pencaharian penduduk paling utama 
adalah pertanian (termasuk perikanan didalamnya), 
yaitu sebesar 66% dan diikuti dengan sektor industri 
sebesar 14%. 


Sektor perikanan merupakan sektor yang 
cukup berkembang pada Kabupaten Sambas. 


Hal ini ditandai pula dengan adanya Pelabuhan 
Perikanan Nusantara Pemangkat. Salah satu 
daerah yang merupakan konsentrasi nelayan 
adalah Desa Penjajab yang terletak di Kecamatan 
Pemangkat, Kabupaten Sambas. Sebagian besar 
penduduk di wilayah pesisir Kabupaten Sambas 
bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini tidak 
lepas dari keberadaan sumber daya perikanan di 
Laut Cina Selatan yang sudah dimanfaatkan oleh 
masyarakat secara turun temurun. Pada tahun 
2009-2013, rata-rata potensi perikanan tangkap 
di Kabupaten Sambas adalah 20.324 ton, dengan 
potensi sumber daya kelautan dan perikanan 
yang cukup besar tersebut tidak mengherankan 
jika banyak masyarakat yang menggantungkan 
hidupnya pada sumber daya tersebut, yaitu 
dengan bekerja sebagai nelayan. Jenis armada 
penangkapan yang digunakan oleh nelayan di 
Kabupaten Sambas sangat beragam, mulai dari 
yang berukuran «5 (Gross Tonnage) GT sampai 
dengan 230 GT. Kondisi ini dapat dilihat dari 
berbagai macam jenis armada penangkapan yang 
berlabuh di Pelabuhan Nusantara Pemangkat. 
Nelayan lokal asal Kabupaten Sambas pada 
umumnya menggunakan armada « 15 GT. Alat 
tangkap yang digunakannya pun cukup beragam, 
mulai dari jenis alat tangkap lampara dasar, bubu, 
tuguk, pukat ikan, gill net hanyut, dan juga pancing. 
Mayoritas ikan hasil tangkapan didominasi jenis 
ikan demersal dan udang (Firdaus dan Rahadian, 
2015). 


Peran Sektor Perikanan di Wilayah Pesisir 
Perbatasan 


Peran sektor perikanan pada penelitian ini 
diukur dengan menggunakan MRA, sehingga dapat 
diperoleh gambaran kondisi makro perikanan. Dalam 
penelitian ini, sektor perikanan dianggap sebagai 
sektor basic dalam pengembangan ekonomi lokal 
di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten 
Sambas. Perkembangan sektorperikanan diwilayah 
perbatasan dapat memperkuat dan menumbuhkan 
ekonomi lokal di wilayah perbatasan. Ada berbagai 
macam sektor yang mendominasi pertumbuhan 
ekonomi lokal di wilayah perbatasan, antara lain 
adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, dan 
industri pengolahan. 


Berdasarkan data BPS (2015), diketahui 
bahwa struktur perekonomian di Kabupaten 
Sambas utamanya ditunjang oleh sektor pertanian, 
kehutanan, dan perikanan. Hal ini menunjukkan 
bahwa banyak masyarakat yang tergantung pada 
sektor tersebut. Laju pertumbuhan PDRB per 
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kapita sektoral di Kabupaten Sambas khususnya 
untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 
pada periode tahun 2011-2015 mengalami 
penurunan (Tabel 1). Penurunan laju pertumbuhan 
PDRB per kapita yaitu utamanya terjadi pada 
subsektor pertanian dan kehutanan, sedangkan 
untuk subsektor perikanan mengalami peningkatan 
sekitar 12%, jauh lebih besar dibandingkan 
peningkatan laju pertumbuhan PDRB per kapita 
agregat semua sektor yang nilainya kurang dari 
1%. Peningkatan nilai PDRB pada subsektor 
perikanan telah menunjukkan bahwa Kabupaten 


Sambas merupakan wilayah pesisir dengan 
potensi sumber daya ikan yang cukup besar. 
Sektor perikanan dapat diandalkan sebagai salah 
satu motor penggerak pembangunan. Besarnya 
potensi perikanan di Kabupaten Sambas juga telah 
didukung oleh beberapa program dari Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, yakni melalui program 
nasional Minapolitan berbasis perikanan tangkap 
pada tahun 2011. Program ini merupakan salah 
satu program untuk peningkatan kesejahteraan 
nelayan dan masyarakat pesisir. 


Tabel 1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Sambas Atas 
Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%), 2011—2015. 


Table 1. Growth Rate of the Per Capita Gross Regional Domestic Product of Sambas Regency at 
Current Market Prices by Industry (percent), 2011—2015. 


No Sektor Industri/Industry Sectors 2011 2012 2013 2014 2015 
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan /Agriculture, 11.20 5.34 8.11 7.46 8.89 
Forestry and Fisheries 
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa 11.68 4.80 9.04 6.63 8.98 
Pertanian /Agriculture, Livestock, Hunting and 
Agriculture Services 
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu /Forestry and 4.03 5.46 0.70 -5.63 4.07 
Logging 
3. Perikanan /Fisheries 9.43 8.91 3.47 15.39 9.02 
B Pertambangan dan Penggalian/Minning and 21.37 25.95 17.90 23.55 18.30 
Quarrying 
C Industri Pengolahan /Processing Industry 9.14 7.28 8.54 10.01 8.19 
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas -0.42 7.32 5.22 14.45 6.52 
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan 12:11 4.28 -0.41 8.44 5.75 
Daur Ulang /Water Supply, Waste Management, 
Waste and Recycling 
F Konstruksi /Construction 18.71 17.58 20.08 20.69 12.40 
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, 15,18 5,57 8,84 10,25 10,57 
dan Sepeda Motor /Wholesale and Retail Trade, 
Car Repair and Motorcycles 
H Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and 10.81 10.41 11.58 1086 971 
Warehousing 
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ 9.60 11.83 10.17 11.49 13.11 
Provision of Accomodation and Food and Drink 
J Informasi dan Komunikasi /Information and 9.00 6.90 5.69 9.79 12.11 
Comunication 
K Jasa Keuangan dan Asuransi /Financial Services 10.18 20.67 19.60 17.06 9.56 
and Insurance 
L Real Estate /Real Estate 10.61 12.54 11.42 10.10 8.90 
M,N Jasa Perusahaan /Company Services 12.63 9.82 9.70 8.48 11.88 
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan -5.23 28.40 15.40 18.55 16.76 
Jaminan Sosial Wajib/ Mandatory Government 
Administration, Defense, and Social Security 
P Jasa Pendidikan/Educational Services 12.89 11.14 12.59 12.64 10.78 
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial /Health 13.16 10.65 10.03 11.41 10.39 
Services and Social Activities 
R,S,T,U Jasa Lainnya /Others Services 10.46 3.77 7.95 10.52 9.26 
Produk Domestik Regional Bruto /Gross Regional 11.27 8.74 10.19 10.91 10.29 


Domestic Product 


Sumber: BPS (2015)/Source: BPS (2015) 
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Wilayah perbatasan di Kalimantan Barat 
diketahui sangat bergantung pada sektor pertanian. 
Hal ini tercermin dari besarnya nilai PDRB sektor 
pertanian (Tabel 2) di semua wilayah perbatasan 
(Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten 
Sintang, dan Kabupaten Bengkayang) Kalimantan 
Barat. Jika dilihat dari besarnya PDRB masing- 
masing wilayah, diketahui bahwa nilai PDRB sektor 


perikanan terbesar yaitu di Kabupaten Sambas yang 
memberikan kontribusi sebesar 0,052% terhadap 
total PDRB. Kontribusi sektor perikanan berada 
pada urutan 4 terbesar setelah sektor pertanian, 
konstruksi, dan perdagangan. Potensi perikanan 
yang besar di Kabupaten Sambas diyakini dapat 
memberikan kontribusi PDRB yang lebih besar lagi 
jika dikelola secara optimal. 


Tabel 2. Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Sektor di Wilayah Perbatasan 


Kalimantan Barat, Tahun 2013. 


Table 2. Total Gross Regional Domestic Product (GRDP) per Sector in West Kalimantan Border 


Area, 2013. 
PDRB (Rp. Juta) /GRDP (IDR.Million) 
Kab. Sambas/ : Kota Kab ab: 
No Sektor/Sector Sambas Singkawang! Bengkayang/ Sintang/ 
Regency Singkawang Bengkayang Sintang 
City Regency Regency 
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan, 3,070,083 565,124.10 1,610,513.40 2,093,442.50 
dan Jasa Pertanian/Agriculture, Animal 
Husbandry, Hunting, and Agricultural 
Services 
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/ 75,450.10 41,616.30 7,050.50 171,068.30 
Forestry and Logging 
3 Perikanan /Fishery 466,569.40 149,964.40 128,118.50 36,932.40 
4 Pertambangan dan Penggalian /Minning 98,059.80 260,660.40 145,163.00 667,112.70 
and Quarrying 
5 Industri Pengolahan /Processing Industry 131,493.30 797,047.80 508,094.20 884,634,50 
6 Pengadaan Listrik dan Gas /Electricity 4.392,40 5.114,60 404,00 1,040.00 
and Gas 
7 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 6.227,90 22.018,20 3.379,30 4,747.90 
Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply, 
Waste Management, Waste, and 
Recycling 
8 Konstruksi/Construction 705.698,00 901.089,30 496.316,90 940,191.60 
9 Perdagangan Besar dan Eceran, 1.837.321,00 1.184.507,50 810.853,10 1,447,296.10 
Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor/ 
Large and Retail Trade, Car Repair and 
Motorcycles 
10 Transportasi dan Pergudangan/ 255.453,00 159.583,10 95.745,80 169,083.30 
Transportation and Warehousing 
11 Penyediaan Akomodasi dan Makan 200.242,70 188.494,70 101.295,70 197,901.10 
Minum/Provision of Accommodation and 
Food and Drink 
12 Informasi dan Komunikasi//nformation 431.912,80 161.328,00 216.508,90 352,827.50 
and Communication 
13 Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial 242,207.20 272,752.40 136,574.90 185,149.80 
Services and Insurance 
14 Real Estate/Real Estate 350,316.60 181,027.90 179,620.80 239,494.20 
15 Jasa Perusahaan /Company Services 40,568.80 43,805.60 18,554.20 37,781.20 
16 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, 384,679.80 36,560.10 323.702,70 303,107.90 
dan Jaminan Sosial Wajib /Mandatory 
Government, Defense, and Social 
Security Administration 
17 Jasa Pendidikan/Educational Services 462,612.70 394,361.50 145,814.00 412,798.80 
18 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ 126,065.20 90,324.40 92,490.80 191,480.10 
Health Services and Social Activities 
19 Jasa Lainnya /Others Services 94,592.20 103,170.70 41,096.40 62,100.40 
Total 8,983,945.90 5,388,551.00 5,061,297.10  8,398,190.30 


Sumber: BPS (2015)/Source: BPS (2015) 
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Sektor perikanan sebagai sektor basis 
dalam penelitian ini memiliki makna bahwa sektor 
perikanan terdiri dari usaha-usaha lokal yang 
aktivitasnya tergantung dari faktor-faktor eksternal. 
Sebagian besar produk dari sektor perikanan 
dikonsumsi diluar, misalnya untuk restoran, pabrik 
pengalengan, dan konsumen diwilayah lainnya (Kota 
Singkawang, Kabupaten Sintang dan Kabupaten 
Bengkayang). Pada Tabel 3 diketahui bahwa 
wilayah Kabupaten Sintang memiliki share paling 


minimum untuk sektor perikanan (0,004). Dengan 
demikian dapat diasumsikan bahwa Kabupaten 
Sambas memiliki basic sector (sektor perikanan) 
untuk PDRB di semua sektor lainnya. Angka basic 
PDRB untuk sektor perikanan di Kabupaten Sambas 
diketahui sebesar Rp427.061,05 juta. Dengan kata 
lain, kekurangan PDRB sebesar Rp39.508,35 juta 
(Rp466.569,40 juta-Rp427.061,05 juta) pada sektor 
lainnya diperlukan untuk mencapai target PDRB 
sektor perikanan di Kabupaten Sambas. 


Tabel 3. Share PDRB Antar Sektor dan Antar Daerah di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat, 


Tahun 2013 (Yo). 


Table 3. Share GRDP Inter-Sector and Inter-Region Border Area of West Kalimantan, 2013 (%). 


PDRB (%)/GRDP (%) 


Kab. Kota Kab. Kab. 
No Sektor Sambas/ Singkawang! Bengkayang/ Sintang/ 
Sambas Singkawang Bengkayang Sintang 
Regency City Regency Regency 
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa 0,342 0,0968* 0,318 0,249 
Pertanian/Agriculture, Animal Husbandry, 
Hunting, and Agricultural Services 
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/Forestry 0,008 0,007 0,001* 0,020 
and Logging 
3 Perikanan /Fishery 0,052 0,025 0,025 0,004* 
4 Pertambangan dan Penggalian /Minning and 0,011* 0,044 0,029 0,079 
Quarrying 
5 Industri Pengolahan /Processing Industry 0,01464* 0,13536 0,10039 0,10534 
6 Pengadaan Listrik dan Gas /Electricity and 0,00049 0,00087 0,00008* 0,00012 
Gas 
7 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0,00069 0,00374 0,00067 0,00057* 
Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply, Waste 
Management, Waste, and Recycling 
8 Konstruksi/Construction 0,079* 0,153 0,098 0,112 
9 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 0,205 0,201 0,160* 0,172 
Mobil, dan Sepeda Motor/Large and Retail 
Trade, Car Repair and Motorcycles 
10 Transportasi dan Pergudangan/ Transportation 0,028 0,027 0,019" 0,020 
and Warehousing 
11 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ 0,022 0,032 0,020" 0,024 
Provision of Accommodation and Food and 
Drink 
12 Informasi dan Komunikasi//nformation and 0,048 0,027" 0,043 0,042 
Communication 
13 Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial 0,027 0,046 0,027 0,022” 
Services and Insurance 
14 Real Estate/Real Estate 0,039 0,031 0,035 0,029" 
15 Jasa Perusahaan /Company Services 0,0045 0,0074 0,0037* 0,0045 
16 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, 0,043 0,062 0,064 0,036“ 
dan Jaminan Sosial Wajib /Mandatory 
Government, Defense, and Social Security 
Administration 
17 Jasa Pendidikan/Educational Services 0,051 0,067 0,029” 0,049 
18 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Health 0,014“ 0,015 0,018 0,023 
Services and Social Activities 
19 Jasa Lainnya /Others Services 0,011 0,018 0,008 0,007" 
Total 1,00 1,00 1,00 1,00 


Keterangan: * nilai minimum pada sektor /Remaks: * minimum value in the sector 


Sumber: BPS(2015), diolah /Source: BPS (2015), processed 
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Basis Multiplier Sektor Ekonomi 


Berdasarkan hasil analisis MRA diketahui 
bahwa sektor yang memiliki basis multiplier 
terbesar diwilayah perbatasan adalah sektor 
transportasi serta sektor penyediaan akomodasi, 
makanan, dan minuman. Hal ini menunjukkan 
bahwa untuk wilayah perbatasan, keberadaan 
akses jalan dan sarana transportasi menjadi faktor 
utama pendorong sektor lainnya untuk berkembang 
di wilayah perbatasan. Sesuai dengan pernyataan 
Kamaludin (2003) bahwa sarana transportasi 
berperan bagi perkembangan ekonomi bagi suatu 
wilayah. Selanjutnya, untuk sektor akomodasi, 
makanan, dan minuman menjadi sektor berikutnya 
yang memiliki basis multiplier terbesar setelah 
sektor transportasi. Nilai ini menandakan bahwa 
sektor akomodasi, makanan, dan minuman masih 


menjadi sektor primer dalam perkembangan 
wilayah di perbatasan. Besarnya nilai tersebut tidak 
terlepas dari kebutuhan masyarakat perbatasan 
yang sangat besar terhadap akomodasi, makanan, 
dan minuman atau merupakan kebutuhan hidup 
yang pokok. 


Hasil analisis dengan menggunakan MRA 
menunjukkan bahwa nilai basis multiplier dari 
sektor perikanan di Kabupaten Sambas sebesar 
1,09 (Tabel 4), hal ini mengandung makna bahwa 
setiap penciptaan 1 PDRB pada sektor basis 
(sektor perikanan) akan mendorong penciptaan 
0,09 PDRB pada sektor non-basis, atau untuk 
setiap Rp100 juta PDRB di sektor basic diharapkan 
dapat mendorong penciptaan Rp9 juta PDRB di 
sektor non basic. 


Tabel 4. Base Multiplier Antar-Sektor di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. 
Table 4. Inter-Sector Base Multiplier in Sambas District, West Kalimantan Province. 


No Sektor Share Minimum Basic Total PDRB Basic 
Sektor Share Peer (PDRB) Sektor Multiplier 
1 Pertanian, Peternakan, 0,34173 0,09597 2.207.893,92 3,070,083.00 1,39 
Perburuan, dan Jasa Pertanian/ 
Agriculture, Animal Husbandry, 
Hunting, and Agricultural Services 
2 Kehutanan dan Penebangan 0,00840 0,00139 62.935,26 75,450,10 1,20 
Kayu/Forestry and Logging 
3 Perikanan /Fishery 0,05193 0,00440 427.061,05 466,569.40 1,09 
4 Pertambangan dan Penggalian / 0,01092 0,01092 - 98,059.80 0 
Minning and Quarrying 
5 Industri Pengolahan /Processing 0,01464 0,01464 - 131,493.30 0 
Industry 
6 Pengadaan Listrik dan Gas / 0,00049 0,00008 3,675.29 4,392,40 1,19 
Electricity and Gas 
7 Pengadaan Air, Pengelolaan 0,00069 0,00057 1,148.84 6,227,90 5,42 
Sampah, Limbah, dan Daur 
Ulang/Water Supply, Waste 
Management, Waste, and 
Recycling 
8 Konstruksi/Construction 0,07855 0,07855 - 705,698.00 0 
9 Perdagangan Besar dan Eceran, 0,20451 0,16021 398,033.75 1,837,321.00 4,61 
Reparasi Mobil, dan Sepeda 
Motor/Large and Retail Trade, Car 
Repair and Motorcycles 
10 Transportasi dan Pergudangan/ 0,02843 0,01892 85,501.49 255,453.00 2,99 
Transportation and Warehousing 
11 Penyediaan Akomodasi dan 0,02229 0,02001 20,439.96 200,242.70 9,79 
Makan Minum/Provision of 
Accommodation and Food and 
Drink 
12 Informasi dan Komunikasi/ 0,04808 0,02740 185,780.60 431,912.80 2,32 
Information and Communication 
13 Jasa Keuangan dan Asuransi/ 0,02696 0,02205 44,143.60 242,207.20 5,48 


Financial Services and Insurance 
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Lanjutan Tabel 4/Continue Table 4 


No Sektor Share Minimum Basic Total PDRB Basic 
Sektor Share Peer (PDRB) Sektor Multiplier 
14 Real Estate/Real Estate 0,03899 0,02852 94,118.20 350,316.60 3,72 
15 Jasa Perusahaan /Company 0,00452 0,00367 7,634.57 40,568.80 5,31 
Services 
16 Administrasi Pemerintahan, 0,04282 0,03609 60,430.78 384,679.80 6,36 
Pertahanan, dan Jaminan Sosial 
Wajib /Mandatory Government, 
Defense, and Social Security 
Administration 
17 Jasa Pendidikan/Educational 0,05149 0,02881 203,788.71 462,612.70 2,21 
Services 
18 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 0,01403 0,01403 - 126,065.20 0 
Sosial/Health Services and Social 
Activities 
19 Jasa Lainnya /Others Services 0,01053 0,00739 28,160.43 94,592.20 3,36 
Total 1,00 8,983,945.90 


Sumber : BPS (2015), diolah/Source : BPS (2015), processed 


Berdasarkan hasil analisis MRA dengan 
pendekatan PDRB, sektor perikanan di Kabupaten 
Sambas dapat dijadikan sebagai salah satu sektor 
unggulan atau sektor basis. Pendekatan PDRB 
yang digunakan dalam pengukuran sektor basis 
dapat menjadi dasar ukuran untuk meningkatkan 
pendapatan regional (Kadariah, 1985). Sektor 
perikanan memberikan multiplier yang cukup 
besar terhadap sektor lainnya (sektor non-basic). 
Hasil analisis MRA menunjukkan bahwa sektor 
perikanan memberikan dampak positif bagi sektor 
lainnya diluar perikanan pada wilayah perbatasan 
Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten 
Sambas. Pendorongan penciptaan PDRB 
pada sektor lain memberikan makna bahwa 
value added atau nilai tambah yang terjadi pada 
sektor perikanan akan memberikan nilai tambah 
pada sektor lainnya karena ada keterkaitan 


kedepan (forward linkage) dan kebelakang 
(backward linkage) antar-sektor dalam suatu 
wilayah. 


Jika dibandingkan dengan antar sektor 
penyedia pangan (Pertanian, Peternakan, 
Perburuan, dan Jasa Pertanian), secara umum 
sektor perikanan masih berada dibawahnya. Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Kuznet (1966) telah 
menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan 
penyedia pangan utama sejak dahulu. Namun, 
hasil analisis MRA menunjukkan bahwa sektor 
perikanan diwilayah perbatasan memiliki peluang 
menjadi sektor penyedia pangan utama bagi 
masyarakat karena barang-barang yang dihasilkan 
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dari industri tersebut dapat bersifat konsumsi 
langsung. 


Location Quotient (LA), Faktor Ekonomi 


Hasil perhitungan analisis LQ menunjukkan 
terdapat beberapa sektor basis (LQ > 1) yang 
terdapat di Kabupaten Sambas antara lain yaitu 
(1) sektor pertanian, peternakan, perburuan 
dan jasa pertanian: (2) sektor perikanan, (3) 
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil 
dan sepeda motor, (4) informasi dan komunikasi: 
(5) real estate, (6) jasa pendidikan, dan (7) jasa 
lainnya. Sektor perikanan memiliki nilai LQ yang 
jauh lebih tinggi (3,18) dibandingkan sektor-sektor 
lainnya di Kabupaten Sambas. Hal ini menunjukkan 
bahwa sektor perikanan memiliki potensi besar 
untuk dikembangkan sehingga dengan bertambah 
banyak kegiatan ekonomi pada sektor perikanan 
akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi 
pada sektor lainnya. Pengukuran kontribusi sektor 
perikanan melalui pendekatan PDRB bukanlah 
salah satu cara, masih banyak instrumen lainnya 
yang dapat digunakan seperti penyerapan tenaga 
kerja dan pendapatan tenaga kerja (Agnarson dan 
Anarson (2007) dalam Fauzi, 2010). Penggunaan 


instrumen PDRB untuk mengukur kontriibusi 
memiliki kelemahan karena mengabaikan 
keterkaitan antar-industri, khususnya industri 


perikanan yang banyak terkait dengan komponen 
lainnya, sehingga PDRB tidak sensitif membedakan 
mana industri yang sangat penting bagi ekonomi 
lokal dan mana yang hanya pendukung saja. 


Peran Sektor Perikanan Pada Wilayah Pesisir Perbatasan Kalimantan Barat 


(Maulana Firdaus dan Rikrik Rahadian) 


PDRB (Rp. Juta rupiah) /GRDP (IDR. Million) 


No Sektor/Sector Kab. Sambas/ Prov. Kalimantan Barat / LQ 
Sambas Regency West Kalimantan Province 
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan, 
dan Jasa Pertanian/Agriculture, Animal 
Husbandry, Hunting, and Agricultural Sa 2 eck bene Mee 
Services 
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/Forestry 75.450,10 2.188.224,7 0,46 
and Logging 
3 Perikanan /Fishery 466.569,40 1.937.915,3 3,18 
4 Pertambangan dan Penggalian /Minning 98.059,80 5.966.680,4 0,22 
and Quarrying 
5 Industri Pengolahan /Processing Industry 131.493,30 19.379.981,3 0,09 
6 pai Listrik dan Gas /Electricity and 4.392,40 65.547,4 0,88 
7 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply, 6.227,90 152.397,9 0,54 
Waste Management, Waste, and Recycling 
8 Konstruksi/Construction 705.698,00 13.588.365,0 0,69 
9 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 
Mobil, dan Sepeda Motor/Large and Retail 1.837.321,00 17.230.627,1 1,41 
Trade, Car Repair and Motorcycles 
10 Transportasi dan Pergudangan/ 255.453,00 5.000.738,4 0,67 
Transportation and Warehousing 
11 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ 
Provision of Accommodation and Food and 200.242,70 2.711.440,7 0,98 
Drink 
12 Informasi dan Komunikasi//nformation and 431.912,80 3.920.160,8 1,45 
Communication 
13 Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial 242.207,20 4.278.479,5 0,75 
Services and Insurance 
14 Real Estate/Real Estate 350.316,60 3.654.364 ,4 1,27 
15 Jasa Perusahaan /Company Services 40.568,80 537.078,4 1,00 
16 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, 
dan Jaminan Sosial Wajib /Mandatory 
Government, Defense, and Social Security 384.679,80 6.882.268,0 0,74 
Administration 
17 Jasa Pendidikan/Educational Services 462.612,70 5.267.143,7 1,16 
18 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Health 126.065,20 1.771.390,8 0,94 
Services and Social Activities 
19 Jasa Lainnya /Others Services 94.592,20 1.221.326,6 1,02 
Total 8.983.945,90 118.640.958,00 


Sumber : BPS (2015), diolah/Source : BPS (2015), processed 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Sektor perikanan di wilayah perbatasan 
Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten 
Sambas memiliki peranan yang besar. Besarnya 
peranan sektor perikanan di wilayah tersebut 
ditunjukkan dengan nilai basis multiplier dari 
sektor perikanan di Kabupaten Sambas sebesar 


1,09, yang bermakna bahwa setiap penciptaan 
Rp100 juta PDRB di sektor basic (sektor perikanan) 
diharapkan dapat mendorong penciptaan Rp9 juta 
PDRB di sektor non basic. Selain itu hasil analisis 
LQ menunjukkan sektor perikanan memiliki nilai 
LA yang jauh lebih tinggi (3,18) dibandingkan 
sektor-sektor lainnya yang menunjukkan bahwa 
sektor perikanan memiliki potensi besar untuk 
dikembangkan sehingga dengan bertambah 
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banyak kegiatan ekonomi pada sektor perikanan 
akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi 
pada sektor lainnya. Hal ini tentu saja tidak terlepas 
dari dukungan arah kebijakan dan infrastruktur 
bagi pengembangan sektor perikanan di wilayah 
perbatasan Kalimantan Barat. 


Implikasi Kebijakan 


Pengembangan sektor perikanan di wilayah 
perbatasan perlu didukung dengan kebijakan 
pemerintah pusat dan daerah. Selama ini sentra 
pembangunan yang masih terkonsentrasi di Pulau 
Jawa harus segera mungkin dilakukan pemerataan 
terhadap wilayah-wilayah perbatasan maupun 
pulau terluar. Sektor perikanan dapat menjadi sektor 
unggulan dan penggerak pertumbuhan ekonomi 
karena pada sektor ini memiliki potensi yang besar 
dan belum dikelola secara optimal. Terlepas dari 
hal tersebut, pengukuran peran sektor perikanan 
melalui instrumen PDRB bukan salah satu cara, 
masih banyak instrumen lainnya yang dapat 
digunakan seperti penyerapan dan pendapatan 
tenaga kerja. Pengukuran peran sektor perikanan 
dapat menggunakan metode lainnya yang lebih 
sensitif terhadap keterkaitan antar-sektor, baik 
industri yang penting bagi ekonomi lokal maupun 
yang bersifat pendukung saja 
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ABSTRAK 


Progam COREMAP (Coreal Reef Rehabilitation and Mangement) dicanangkan untuk 
merehabilitasi dan mengkonservasi terumbu karang di Indonesia. Tujuan dari program ini adalah untuk 
membantu masyarakat menghadapi dua masalah besar di Indonesia yang dihadapi oleh nelayan 
yang tinggal di pulau-pulau kecil dan pesisir yaitu: pengentasan kemiskinan dan degradasi karang. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi dampak program COREMAP II dari perspektif nelayan 
terhadap kondisi keanekaragaman hayati laut sebelum dan sesudah tahun proyek COREMAP II dengan 
membandingkan persepsi nelayan di daerah COREMAPII dan daerah control (Non-COREMAP ll). 
Responden dalam penelitian ini sebanyak 684 rumah tangga nelayan di Indonesia Timur di Kabupaten 
Wakatobi, Pangkep dan Raja Ampat (sebagai situs COREMAP II), Muna, Makassar dan Kaimana 
(sebagai situs control). Survei yang dilakukan dari Januari hingga Maret 2016. Metode deskriptif stastik 
digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa menurut masyarakat pesisir yang kami 
survey, COREMAP II memberikan dampak positif terhadap kualitas dan biodiversitas ekosistem laut 
dibandingkan dengan wilayah Non-COREMAP II. Dampak positif ini merupakan salah satu pertanda 
bahwa program COREMAP II mempunyai potensi berkontribusi secara ekonomi dari perbaikan kualitas 
sumber daya perikanan dan ekosistem laut. 


Kata Kunci: COREMAP II: persepsi: dampak; Indonesia Timur 


ABSTRACT 


Coral Reef Rehabilitaiton and Management Program (COREMAP) was launched for reef 
conservation and rehabilition in Indonesia. The ultimate goal of this program is to encourage the coastal 
communities against two major issues of coastal communities across Indonesia: poverty alleviation and 
reef resource degradation. The objective of this study is to evaluate COREMAP II impact on marine and 
fishery resource condition based on people’s perception before and after the COREMAP II by comparing 
people’s perception both in COREMAP II areas and non-COREMAP II areas (control group). Total 
respondents were 684 households from eastern part of Indonesia: Wakatobi, Pangkep and Raja ampat 
(COREMAP areas), Muna, Makassar and Kaimana (control areas). The survey was conducted from 
January to March 2016. Descriptive statistical analysis was used in this study. This study discovered that 
based on coastal communities’ perception, COREMAP II contributes to positive impact toward quality 
and biodiversity of marine ecosystem compared to non-COREMAP II areas. This result indicates that 
COREMAP II gives an economic potential contribution for the impovement of fisheries resources and 
marine ecosystem. 


Keywords: COREMAP II; perception; impact; East part of Indonesia 
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PENDAHULAN 


Perikanan ikan karang di Indonesia telah 
memberikan penghidupan kepada 8-20 juta 
penduduk di sepanjang pantai Indonesia (FAO, 
2014). Tekanan terhadap penangkapan perikanan 
ikan karang sangat tinggi karena pesatnya 
pertumbuhan penduduk di wilayah pesisir dan 
perangkap kemiskinan. Hal itu menyebabkan 
perikanan skala kecil dan perikanan ikan karang 
berada di ambang kepunahannya. Konservasi 
adalah salah satu alat yang efektif untuk mengelola 
sumber daya perikanan dan meningkatkan 
kualitas ekosistem. Salah satu program nasional 
di Indonesia adalah Coral Rehabilitation and 
Management Programme  (COREMAP) II. 
Di desa-desa COREMAP II, sebagian wilayah 
laut disepakati sebagai daerah zona larangan 
mengambil ikan untuk konservasi sumber daya. 


Indikator ekologi kunci dari proyek COREMAP 
Il menunjukkan bahwa daerah-daerah COREMAP 
Il memiliki sumber daya ikan dan tutupan karang 
dan rumput laut yang meningkat dari tahun ke tahun 
selama proyek (World Bank, 2012). Perbaikan 
indikator ekologi tersebut diambil di zona larangan 
(no take zone) dan di daerah di luar no take zone 
tersebut dimana semua parameter ekologi penting 
di area no take zone mengalami perbaikan. Khusus 
untuk peningkatan tutupan karang, hasilnya 
cukup bervariasi di seluruh kabupaten di bawah 
COREMAP II. 


Beberapa studi menunjukkan bahwa adanya 
no take zone dapat memberikan dampak positif 
terhadap kehidupan masyarakat (Leiser et al., 2007: 
Mascia et al., 2010, Cohen et al., 2008). Misalnya, 
Leiser et al. (2007) melaporkan bahwa keberadaan 
zona larangan dapat membantu mengentaskan 
kemiskinan melalui peningkatan hasil tangkapan 
ikan, penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah 
pariwisata, tata kelola pemerintahan daerah yang 
lebih baik, peningkatan kesehatan ekosistem, dan 
peningkatan pemberdayaan perempuan karena 
pendapatan yang lebih baik yang dihasilkan. 
Mascia et al. (2010) menemukan bahwa no take 
zone berdampak kepada masyarakat melalui lima 
indikator kesejahteraan manusia, yaitu, ketahanan 
pangan, sumber daya yang tepat, pekerjaan, 
organisasi masyarakat dan pendapatan. Lebih 
lanjut, ia menyatakan bahwa peningkatan hak-hak 
sumber daya berkorelasi positif dengan zonasi 
kawasan konservasi laut (KKL) dan kepatuhan 
terhadap peraturan KKL. Cohen et al. (2008) 
mempelajari KKL di pulau Pasifik dan menyimpulkan 
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bahwa dengan membentuk KKL berdampak pada 
pendaratan ikan, menjadi pemerintahan lokal lebih 
berdaya, organisasi masyarakat, ketahanan dan 
adaptasi, kesehatan pangan atau pasokan ikan 
dijamin, manajemen sumber daya terpadu. 


Penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi 
dampak-dampak kegiatan COREMAP terhadap 
kondisi indikator ekologi kunci kawasan konservasi 
dengan menggunakan survei perspektif nelayan 
dan anggota masyarakat pesisir lainnya mengenai 
dampak yang dirasakan dari kegiatan program 
COREMAP II pada keanekaragaman hayati laut di 
desa-desa COREMAP. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Studi dilakukan di bagian Timur dari 
Indonesia yang memiliki ketergantungan tinggi 
pada kegiatan penangkapan ikan karang dan 
berbagai isu degradasi sumber daya laut. Wilayah 
penelitian yaitu Wakatobi, Raja Ampat, dan 
Pangkep (yang tercakup dalam COREMAP II). 
Dalam studi ini, dipilih satu kabupaten dari masing- 
masing provinsi. 


Gambar 1 menunjukkan posisi desa-desa 
sampel penelitian ini. Tabel 1 menunjukkan 
responden dari desa-desa COREMAP II 
(kelompok perlakuan) yang dipilih dari provinsi di 
Papua Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi 
Selatan. Studi dilakukan pada desa-desa non- 
COREMAP II sebagai studi area (daerah kontrol 
atau pembanding). Dearah pembanding (kontrol) 
terletak di provinsi yang sama tetapi kabupaten 
berbeda dan bukan merupakan area kerja proyek 
COREMAP II. Kabupaten pembanding yaitu 
Kaimana, Makassar dan Muna. 


Untuk survei rumah tangga, rumah tangga 
nelayan desa dipilih secara acak untuk diwawancarai 
sebagai responden di tiga kabupaten COREMAP 
Il. Kabupaten yang memiliki lebih banyak desa 
nelayan diharapkan memiliki sampel lebih banyak 
daripada yang lain. Sekitar 100-133 nelayan 
dijadikan sampel untuk setiap kabupaten secara 
proporsional di desa-desa yang diidentifikasi. 
Total survei rumah tangga 360 rumah tangga 
dimana 167 RT penerima manfaat COREMAP 
Il dan 193 bukan penerima manfaat COREMAP 
Il. Sedangkan responden dari desa-desa dan 
kabupaten non-COREMAP sejumlah 324. 
Untuk penelitian ini, penerima manfaat COREMAP 
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Il mengacu pada nelayan yang menerima bantuan 
teknis dan keuangan, atau salah satu dari kedua 
bantuana tersebut. Sementara, bukan penerima 
manfaat COREMAP II mengacu pada siapa yang 
tidak menerima bantuan apapun kecuali berada di 
dalam wilayah COREMAP II. 


Jenis dan Sumber Data 


Data primer dikumpulkan melalui survei 
rumah tangga di desa COREMAP II meliputi 
informasi demografis dan sosio-ekonomi seperti 
karakteristik rumah tangga, usia dan pendidikan, 
jumlah anggota rumah tangga, jumlah kapal yang 
dimilikidan ukuran mesin kapal. Variabelindependen 
yang ditanyakan selama survei adalah dampak 
yang dirasakan COREMAP II pada beberapa 
indikator utama kesehatan sumber daya laut seperti 
kelimpahan ikan, ukuran tangkapan, kesehatan 
stok, dan sebagainya. Pertanyaannya berfokus 
pada persepsi tentang kualitas keanekaragaman 
hayati sebelum dan sesudah proyek COREMAP II 
yaitu pada kisaran tahun 2006 dan 2012. 


Untuk melengkapi survei tersebut, Focus 
Group Discussion (FGD) dilakukan di desa 
COREMAP II. Ini melibatkan beberapa peserta 
dari petugas COREMAP II di tingkat desa, 
nelayan, pelaku pasar dan tokoh masyarakat. Hal 
ini dilakukan untuk menggali dan mendapatkan 
informasi mendalam tentang berbagai pendapat, 
persepsi dan gagasan di antara berbagai pihak 
terkait program COREMAP II. Persepsi ditanyakan 
sebagai perubahan yang dirasakan oleh masyarakat 
tentang kelimpahan ikan, ukuran tangkapan, 
kesehatan stok antara sebelum COREMAP II dan 
sesuai COREMAP-II. 


Metode Analisis Data 


Data penelitian dianalisa secara deskriptif 
dan menggunakan analisa statistik deskriptif dalam 
bentuk persentase jawaban persepsi nelayan dan 
masyarakat terhadap pertanyaan kunci tentang 
dampak dari kegiatan COREMAP II. Uji beda tidak 
digunakan dalam analisis ini dikarenakan fokus 
penelitian adalah persepsi kondisi untuk sebelum 
dan sesudah proyek COREMAP II. 
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Gambar 1. Lokasi studi di wilayah COREMAP dan Non-COREMAP di Indonesia Timur. 
Figure 1. The Study Sites of COREMAP and Control Areas, the Eastern Part of Indonesia. 


(Sumber: www.emapsworld.com, diakses: 12 Desember 2016/Source: www.emapsworld.com, accessed: 12 December 2016) 


Tabel 1. Jumlah Responden dari Setiap Provinsi. 


Table 1. Number of Repondents From Each Province. 


Penerima Manfaat 


Lokasi/ Location 
Bukan Penerima 


Tana Total/ 
Provinsi/ COREMAP/Coremap Manfaat COREMAP/ Pembanding/ Total 
Province Beneficiaries Non-Coremap Control 
Beneficiaries 
Papua Barat/ West Papua 79 37 115 231 
Sulawesi Tenggara/Southeast 11 122 109 242 
Sulawesi 
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 77 34 100 211 
Total/Total 167 193 324 684 


Sumber: data survey primer, 2016/Source: survey data, 2016 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 


Program COREMAP II 


COREMAP II sangat memperhatikan 
peningkatan ekosistem sumber daya kelautan dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di 
wilayah. COREMAP II mencakup daerah-daerah 
ekologis terpilih di dalam KKL. Cakupan wilayah 
COREMAP mencapai sekitar 336.651 ha terumbu 
karang, 7.383 ha padang lamun dan 9.493 ha 
hutan mangrove (Universitas Hasanuddin, 2013). 
Seperti kita ketahui bahwa sektor pesisir dan 
kelautan Indonesia, khususnya perikanan skala 
kecil, didukung oleh ekosistem terumbu karang 
untuk penghidupan nelayan kecil. Terumbu karang 
adalah aset produktif yang penting bagi Indonesia 
dan sekitar 8 juta nelayan kecil yang tergantung 
pada sumber daya pesisir dan laut (BPS, 2014). 
Program ini bertujuan untuk meremajakan 
perikanan terumbu karang dan mendiversifikasi 
peluang penghidupan masyarakat nelayan yang 
berpartisipasi melalui kemitraan manajemen 
kolaboratif. Ekosistem terumbu karang yang 
sehat akan memiliki dampak yang signifikan pada 
ekosistem dan habitat kesehatan sumber daya laut. 


COREMAP II memiliki tiga komponen. 
Komponen pertama ditujukan untuk mendukung 
instansi pemerintah dalam merespon kebutuhan 
masyarakat pesisir, pengelolaan kolaboratif 
kelautan dan kawasan lindung laut lainnya. 
Kegiatan termasuk koordinasi program, monitoring, 
evaluasi dan pelatihan, penelitian terumbu karang 
dan monitoring, kebijakan hukum dan bantuan 
strategi (World Bank, 2012). Komponen kedua 
adalah memberdayakan masyarakat dan lembaga 
pesisir melalui program yang dilaksanakan pada 
tingkat kabupaten. Selain itu, program menyediakan 
bantuan teknis dan keuangan berbentuk dana 
bergulir untuk meningkatkan kemampuan 
masyarakat pantai dengan menciptakan mata 
pencaharian di luar sektor perikanan. Komponen 
ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat tentang manfaat terumbu karang 
dan perubahan perilaku masyarakat dalam 
memanfaatkan ekosistem yang berkelanjutan dan 
lestari. Kegiatan kampanye melalui penyebaran 
informasi advokasi terumbu karang di media massa 
(radio, berita-kertas dan media sosial), memproduksi 
bahan-bahan pendidikan terumbu karang untuk 
kurikulum sekolah, pelatihan bagi penduduk desa 
guru dan masyarakat, yang melibatkan mahasiswa 
dari universitas/pendidikan tinggi untuk kegiatan 
penanaman karang dan kurikulum terumbu karang 
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di pendidikan Sekolah Dasar dan perluasan 
program pelatihan lapangan praktis yang ada 


untuk mendukung kegiatan berbasis desa 
(World Bank, 2012). 

Secara khusus, anggota konservasi 
masyarakat yang melibatkan pemantauan, 


pengendalian dan pengawasan (MCS/Pokmaswas) 
memiliki tanggung jawab dalam melakukan 
pengawasan dan patroli di Daerah Perlindungan 
Laut (DPL), untuk mengurangi kegiatan ilegal di 
daerah. Kegiatan patroli setidaknya dilakukan 
sebulan sekali. Beberapa pelanggaran atau 
aktivitas penangkapan ikan yang merusak sering 
ditemukan seperti penggunaan sianida untuk 
memancing, penyelam kompresor, peledakan ikan 
atau pemboman ikan dan praktik penangkapan 
ikan yang merusak lainnya. 


Kegiatan produksi dan usaha diberikan 
kepada masyarakat pesisir wilayah kerja 
COREMAP II. Kegiatan-kegiatan tersebut misalnya 
kewirausahaan, dimana anggota dilatih untuk 
menciptakan usaha kecil atau menengah sebagai 
mata pencaharian alternatif selain kegiatan 
penangkapan ikan. Menciptakan peluang bisnis 
bagi masyarakat di daerah pesisir yang berdampak 
pada pengurangan ketergantungan terhadap 
perikanan dan pada gilirannya akan memperbaiki 
sumber daya kelautan. Beberapa kegiatan lain 
meliputi pengolahan ikan (misalnya bahan ikan 
mentah menjadi keripik ikan, ikan kering, ikan 
abon dan ikan asap), kerajinan tangan, kegiatan 
membuat, budi daya rumput laut, rumah ikan (fish 
cage) dan pariwisata pemancingan ikan. Kegiatan 
pariwisata termasuk menyelam dan instruktur 
snorkeling, penjualan agen perjalanan, kapten 
kano, operator homestay, operator wisata burung, 
dan wisata melihat lumba-lumba. Kegiatan akan 
berkelanjutan jika program dikelola dengan baik 
dan semua pemangku kepentingan (pemerintah, 
LSM, sektor swasta, kelompok masyarakat) bekerja 
sama untuk terus melakukan semua aktivitas yang 
telah direncanakan. Kelompok masyarakat sebagai 
produsen membutuhkan bantuan dari pemerintah/ 
LSM untuk menemukan pasar terbaik bagi mereka 
melalui menghubungkannya dengan pelaku pasar 
lainnya dan juga mempromosikan aktivitas mereka 
secara luas melalui media massa digital, elektronik 
dan lainnya. Tempat-tempat wisata terbaik terletak 
di daerah COREMAP II seperti pantai, tempat 
menyelam dan snorkeling, budaya dan bangunan 
bersejarah, aset kekayaan ini dapat memberi 
manfaat bagi orang-orang selama ini dikelola dan 
direncanakan dengan baik. 
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Komponen ketiga bertujuan untuk 
memberdayakan perempuan yang tinggal di 
daerah pesisir. Kelompok perempuan merupakan 
kelompok isteri-isteri nelayan yang terlibat 
dalam program COREMAP II. Mereka dilatih 
untuk membuat usaha kecil untuk menambah 
pendapatan dan menjadi mata pencaharian 
mereka seperti kuliner lokal, kerajinan tangan, 
tenun, dan pengolahan ikan. Program 
ini diharapkan dapat membantu nelayan 
meningkatkan mata pencaharian mereka 
melalui peningkatan keterampilan dan seed fund 
untuk kegiatan bisnis. Dengan pemberdayaan 
perempuan di wilayah COREMAP II, masyarakat 
pesisir dapat meningkatkan pendapatan nelayan 
dan menyebabkan peningkatan kesejahteraan 
rakyat. 


Profil dari Responden di Daerah COREMAP II 
dan non-COREMAP II 


Ukuran rumah tangga nelayan di COREMAP 
rata-rata adalah 4 orang per keluarga. Usia kepala 
rumah tangga relatif muda, berusia rata-rata sekitar 
39 tahun. Sedangkan usia istri berkisar antara 
34-35 tahun. Tingkat pendidikan nelayan sebagian 
besar rendah yaitu tamat sekolah dasar baik untuk 
kepala rumah tangga dan istri. Untuk pengalaman 
usaha sebagai nelayan rata-rata memiliki 
pengalaman sekitar 20-23 tahun. Tenaga mesin 
yang digunakan untuk perahu bermotor umumnya 
di bawah 16 PK. Rata-rata nelayan di COREMAP 
yang hanya memiliki 1 kapal nelayan. Ringkasan 
profil responden (baik penerima manfaat dan 


non-penerima manfaat) di Indonesia Timur dapat 
dilihat pada Tabel 2. 


Analisis dilakukan kepada 151 penerima 
manfaat COREMAP dan 130 non-penerima manfaat 
sehingga jumlah total responden dari wilayah 
COREMAP adalah 281 responden rumah tangga 
bukan 360 responden karena beberapa data yang 
sangat outlier. Papua Barat menunjukkan manfaat 
tertinggi karena populasi kecil sementara Sulawesi 
Tenggara adalah penerima manfaat terkecil yang 
tercakup dalam studi ini. 


Tabel 3 menjelaskan keterlibatan penerima 
manfaat dalam kegiatan COREMAP II selama 
tahun proyek (2006-2012) dalam lokasi penelitian. 
Kegiatan terdiri dari pelatihan konservasi dan 
manfaatlain yang diterima dalam rangka mendukung 
program konservasi. Kegiatan dilakukan di bawah 
unit manajemen yaitu Lembaga Pengelolaan 
Sumber Daya Kelautan (LPSK). Sebagian besar 
penerima manfaat, (58,28%) terlibat dalam 
sosialisasi kegiatan COREMAP di tingkat desa 
dan mereka mendapat pengetahuan mengenai 
manfaat dan fungsi terumbu karang sebagai 
habitat perikanan yang menjadi sumber mata 
pencaharian. Kesehatan terumbu karang akan 
berdampak pada mata pencaharian yang 
berkelanjutan. Sekitar 36% dari penerima 
manfaat mengakui bahwa mereka terlibat 
dalam melakukan kegiatan konservasi seperti 
menghadiri pelatihan, melakukan patroli dan 
pengawasan di daerah-daerah perlindungan laut, 
dan aktif terlibat dalam transplantasi terumbu 
karang. 


Tabel 2. Ringkasan Data Demografi dan Sosial Ekonomi para Responden di Lokasi Studi. 
Table 2. Socio-Economic Characteristics of Respondents in the Study Areas. 


COREMAP 
Penerima Manfaat/ Non- Penerima Pembanding/ 
Karakterisik/ COREMAP Manfaat/Non- gondol 
Characteristics Beneficiaries Beneficiaries 
D Min Max Pitot Min Max pints Min Max 

Jumlah anggota keluarga/HH number 4.41 1 9 4.16 1 10 4.43 1 10 
Umur kepala kel./ HH age 39.33 18 70 39.17 19 70 4191 20 70 
Umur istri/Wife age 34.18 18 65 35.13 18 80 35.50 19 65 
Pendidikan suami/Husband’s Education 1.39 0 4 1.19 0 4 1.18 0 4 
Pendidikan istri/Wife’s education 1.30 0 4 1.13 0 4 1.13 0 4 
Pengalaman sebagai nelayan (tahun)/ 22.88 3 69 19.65 2 50 22.25 1 55 
Fishing experience (years) 

Mesin kapal/ Horse power (hp) 0.16 0 1 0.15 0 1 0.12 0 1 
Kepemilikan kapal (unit) 1.09 1 3 1.03 0 3 1.01 1 2 
Jumlah responden/ Total respondents (151) (130) (324) 


Sumber: Data Primer (2016)/Source: Primary data (2016) 
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Tabel 3. Kegiatan COREMAP yang Melibatkan Rumah Tangga Penerima Manfaat pada 281 Rumah 
Tangga Nelayan, di Indonesia Timur. 
Table 3. COREMAP Activities Involving Beneficiaries in 281 households, in the East of Indonesia. 


Penerima Manfaat Yang Terlibat/ 


Kegiatan COREMAPICOREMAP activities Beneficiaries Involved 


Frek/Freg Yo 
Pelatihan yang diterima berkaitan dengan kegiatan konservasi/ 
Training received from the conservation program 
a. Mengikuti sosialisasi kegiatan COREMAP/ 88 58.28 
Attended the set up program for COREMAP 
b. Surveilans di KKL/Surveillance training on the MPA 1 0.68 
c. Transplantasi terumbu karang/Reef transplantation 2 1.32 
d. Semua pelatihan tersebut (1, 2 & 3) diterima/ 55 3,642 
All three trainings were received 
e. Lainnya/Others 5 3.31 
Manfaat lainnya yang diterima/Other benefits received 
a. Bantuan dana hibah/Revolving fund 36 23.84 
b. Pelatihan kewirausahaan/Intrepreneurship training 10 6.62 
c. Manajemen keuangan/Financial management 1 0.66 
d. Semua manfaat tersebut (1, 2 & 3) diterima/All received 17 11.26 
e. Lainnya/Others 3 1.99 
f. Tidak ada jawaban/No answer 84 55.63 
Tugas sebagai penerima manfaat COREMAP/ 
Task as beneficiaries COREMAP 
a. Monitoring, pengawasan dan pengendalian/Monitoring, 44 29.14 
controlling and surveillance 
Kelompok masyarakat produksi/Production community group 2 1.32 
. Kelompok masyarakat jender/Gender community group - - 
d. Terlibat dalam tugas 1 & 2 atau 1 & 3 tersebut//nvolved in 18 11.92 
task 1,2,3 
e. Lainnya/Others 17 11.26 
f. Tidak ada Jawaban/No answers 70 46.36 
Tugas dilakukan dalam sebulan/Frequency of task in a month 
a. 1-2 kali/ 1-2 times 53 35.57 
b. 3-4 kali/3-4 times 16 10.74 
c. > 5 kali/>5 times 8 5.36 
d. Tidak ada Jawaban/no answer 72 48.32 
Anggota keluarga lainnya terlibat/Other household members involved 
a. Tidak ada/None 132 88.00 
b. 1 14 9.33 
C. 2 3 2.00 
d. 3 1 0.67 


Sumber: Data primer, 2016/ Source: Survey Data, 2016 


Dana hibah diberikan hanya kepada 24% kewirausahaan dan manajemen keuangan. 


responden. Dana ini digunakan untuk mendukung 
dan meningkatkan kegiatan usaha mereka baik 
terkait dengan kegiatan perikanan maupun non- 
perikanan. Dana hibah yang diterima penerima 
manfaat berkisar antara Rp1 juta — Rp2 juta. 


Sekitar 11% dari penerima manfaat juga 
memperoleh beberapa bantuan selain dana bergulir, 
mereka juga menerima pelatihan keterampilan 
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Manfaatnya adalah membantu masyarakat nelayan 
untuk menemukan mata pencaharian alternatif 
yang dapat mengurangi ketergantungan pada 
usaha perikanan. Berdasarkan hasil survei, 56% 
responden menyatakan mereka tidak menerima 
dana hibah bergulir karena terbatasnya anggaran 
di masing-masing desa. Namun, mereka masih 
mendapat bantuan seperti pelatihan untuk 
meningkatkan keterampilan mereka. 


Persepsi Dampak Coremap II Terhadap Ekosistem dan Biodiversitas Masyarakat Pesisir ....... (Umi Muawanah dan Sopian Hidayat) 


Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa 
COREMAP membentuk tiga kelompok masyarakat 
dan masing-masing kelompok memiliki tugas dan 
tanggung jawab. Berdasarkan wawancara dengan 
penerima manfaat COREMAP dan seperti yang 
ditunjukkan pada Tabel 3, studi ini menemukan 
bahwa penerima manfaat program (beneficiaries) 
terlibat dalam komunitas konservasi sebesar 29%, 
baik komunitas konservasi dan produksi atau 
komunitas konservasi dan gender dengan 12%. 
Sebagian besar penerima manfaat tidak tahu 
sebesar 46% dan 11% terlibat dalam kegiatan 
lain yang dikecualikan dalam kegiatan COREMAP 
di tingkat desa tapi mereka penerima manfaat. 
Keterlibatan dalam kegiatan COREMAP telah 
dilakukan setidaknya 1-2 kali dalam sebulan dan 
9% diantaranya mengatakan bahwa mereka juga 
termasuk anggota keluarga mereka dalam kegiatan 
tersebut. 


Kesadaran 
COREMAP II 


Masyarakat terhadap Kegiatan 


Dalam survey lapangan, kami temukan 
bahwa kesadaran masyarakat terhadap kegiatan- 
kegiatan COREMAP II cukup baik. Hal ini salah 
satunya disebabkan pada awalnya proyek 
COREMAP II dilakukan pertemuan terfokus FGD 
(Focus Discussion Group) yang melibatkan semua 
anggota masyarakat. Namun, kami menemukan 
bahwa beberapa RT yang wanitanya pergi 
memancing mengaku tidak dapat hadir dalam FGD 
dan tidak pernah terlibat dalam pertemuan tersebut. 
Beberapa orang di desa COREMAP II mengerti 
kegiatan COREMAP II tersebut, sementara 
beberapa dari mereka tidak mengetahui tujuan 
proyek COREMAP II di desa mereka. Pemahaman 
mereka tentang COREMAP II adalah bahwa 
a) program memberikan pengetahuan tentang 
pentingnya terumbu karang bagi keanekaragaman 
hayati pesisir dan laut, b) untuk mempertahankan 
sumber daya kelautan dan perikanan di daerah 
tersebut, c) pelatihan untuk kegiatan konservasi, 
d) membentuk kelompok pemantauan, kontrol dan 
pengawasan, dan e) melatih keluarga perempuan 
untuk pengolahan ikan dan memproduksi rumput 
laut untuk mendapat nilai tambah lebih banyak. 
Mereka juga mengerti bahwa program COREMAP 
mengacu pada pembangunan infrastruktur di desa 
seperti membangun tanggul laut untuk melawan 
gelombang besar di sepanjang garis pantai dan 
infrastruktur lainnya. 


Sosialisasi ke semua stakeholder di wilayah 
COREMAP akan menciptakan penerimaan 


program oleh masyarakat lokal secara lebih 
baik. Penerimaan oleh masyarakat lokal ini kunci 
untuk keberhasilan sebuah program konservasi. 
Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian 
lain bahwa penerimaan masyarakat akan 
membantu pengelolaan adaptif program DPL dan 
meningkatan keberhasilan program konservasi 
tersebut (Gall and Rodwell, 2016; Leleu et al., 
2012). 


Faktor penting untuk memperbaiki 
pengelolaan perikanan berkelanjutan adalah 
dengan melibatkan semua orang di desa. Selain 
itu, pengawasan dan patroli untuk semua kegiatan 
di laut harus didorong untuk mencegah kegiatan 
ilegal yang datang dari luar. Beberapa tahun yang 
lalu, sebelum proyek COREMAP ada, banyak 
masalah yang terjadi terkait dengan penangkapan 
ikan ilegal dan aktivitas penangkapan ikan yang 
merusak seperti jaring ikan kecil (ukuran 6mm) yang 
akan menangkap ikan kecil dan belum dewasa, 
menggunakan jangkar yang merusak terumbu 
karang, peledakan ikan dan dasar laut, penggunaan 
pukat. Nelayan lokal dan orang luar menggunakan 
bom dan sianida untuk menangkap ikan yang 
membuat ekosistem pesisir dan laut hancur. 
Kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah ini 
dapat menurunkan jumlah ikan dan ekosistem di 
laut. Sayangnya, mereka tidak menyadari aktivitas 
mereka akan menekan sumber penghidupan bagi 
banyak orang di daerah tersebut. Setelah proyek 
dilaksanakan dan orang-orang mendapat informasi 
yang lebih baik, kegiatan tersebut selangkah demi 
selangkah dapat dikurangi dan sekarang tidak 
pernah terjadi lagi di daerah COREMAP II. 


COREMAP II juga memiliki program melalui 
kerjasama dengan radio lokal untuk menyebarkan 
informasi tentang kegiatan konservasi. Program 
radio melaporkan tentang bagaimana terumbu 
karang bermanfaat bagi nelayan dan masyarakat. 
Dengan tagline “terumbu karang sehat, ikan 
melimpah dan rakyat sejahtera”. Program ini 
sengaja dilaksanakan untuk menyebarkan informasi 
kepada sebagian besar orang di pulau kecil yang 
mereka punya radio untuk mengakses berita dan 
hiburan. Kegiatan ini telah mengubah pola pikir 
bahwa sumber daya kelautan dapat menghasilkan 
pendapatan tidak hanya dari penjualan ikan, tetapi 
juga dengan melestarikan sumber daya ini, mereka 
bisa menghasilkan pendapatan, bahkan lebih dari 
sekedar menjual ikan. Kini, beberapa desa telah 
mentransformasi diri menjadi destinasi wisata. 
Sumber daya meningkat dan pendapatan juga 
meningkat. 
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Sebelum menjadi tujuan wisata, kondisi 
kehidupan masyarakat dalam kesulitan, biaya 
transportasi terlalu tinggi karena daerahnya jauh. 
Saat ini, orang bisa bertahan dengan pelayanan 
lingkungan yang mereka miliki. Dengan promosi 
yang baik, desa-desa pariwisata di bawah lokasi 
COREMAP, misalnya desa-desa di Raja Ampat 
dan Wakatobi, telah dikenal secara luas, baik 
secara nasional bahkan secara global, tentu saja 
dengan menggabungkannya dengan pemangku 
kepentingan lainnya yang terlibat. 


COREMAP memiliki kontribusi untuk 
mengurangi kemiskinan dengan menjembatani 
masyarakat di desa COREMAP sejak awal 
penangkapan ikan hingga kegiatan pariwisata 
yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan 
(Leisher et al., 2007). Penangkapan ikan tidak 
menjadi sumber pendapatan utama di beberapa 
desa wisata, tetapi hanya untuk konsumsi rumah 
tangga dan kebutuhan tamu home stay. Tapi, 
ini tidak semua diterapkan. Beberapa desa 
yang sedang melaju menuju wisata desa masih 
mengandalkan sumber daya perikanan sebagai 
sumber pendapatan. Namun, semua aktivitas 
terkendali dan berkelanjutan. 


Persepsi Dampak yang Dirasakan pada Sumber 
Daya Laut 


Program konservasi sumber daya laut 
seperti COREMAP dipercaya untuk meningkatkan 
kelestarian habitat laut dan meningkatkan sumber 


8.02 


Increasing (4) Sane (%) Decreasing (4) 


IMCOREMAP site MControl site 


Before COREMAP project (2006) 


Keterangan/Remaks: 


daya perikanan. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui persepsi masyarakat tentang dampak 
proyek COREMAP sebelum dan setelah proyek 
COREMAP terhadap perbaikan keanekaragaman 
hayati laut. Persepsi yang ditanyakan kepada 
responden dan nelayan termasuk jumlah 
spesies ikan di DPL, komposisi ikan berdasar 
nilai ekonomis, ukuran ikan, waktu memancing, 
frekwensi memancing, frekuensi partisipasi dalam 
pengelolaan dan tingkat kepatuhan terhadap 
peraturan. 


Hasil survei persepsi menunjukkan bahwa 
persepsi nelayan di wilayah COREMAP mengenai 
jumlah spesies ikan di KKL meningkat setelah 
7 tahun proyek berjalan (dari tahun 2006 sampai 
2012). Gambar 3 menunjukkan bahwa setelah 
proyek COREMAP persepsi nelayan berubah, 
sekitar 43% dari responden menjawab bahwa 
spesies ikan meningkat di DPL, sementara 
sebelum proyek ada/dimulai, hanya 27% dari 
responden mengatakan spesies ikan meningkat. 
Artinya masyarakat menganggap proyek 
COREMAP berkontribusi untuk meningkatkan 
jumlah spesies ikan di DPL. Di sisi lain, di daerah 
kontrol, pada saat yang sama setelah proyek 
COREMAP terbentuk, nelayan memperkirakan 
kenaikan ikan di DPL hanya 5%, sementara 
sebelum proyek COREMAP, sekitar 25% 
mengatakan bahwa ikan meningkat. Ini berarti 
bahwa masyarakat merasakan penurunan 
jumlah spesies ikan di DPL pada kurun waktu 
2006-2014 di daerah kontrol. 


Increasing (6) Same (%) Decreasing (%) No answer 


BCOREMAP site MControl ste 


After COREMAP project (2012) 


Gambar di sebelah kiri: sumbu Y menunjukkan prosentase jawaban responden untuk daerah COREMAP dan control pada tahun-tahun 
sebelum proyek COREMAP tentang jumlah spesies Ikan/ The figure on the left: the Y axis shows the percentage of respondents’ answers for 
the COREMAP and control areas in the years before the COREMAP project on the number of fish species. 

Gambar di sebelah kanan: sumbu Y menunjukkan prosentase jawaban responden untuk daerah COREMAP dan control pada tahun-tahun 
sesudah proyek COREMAP tentang jumlah spesies Ikan/ The figure on the right: Y axis shows the percentage of respondents’ answers for 
COREMAP and control areas in the years following the COREMAP project on the number of fish species. 


Gambar 3. Persepsi Masyarakat terhadap Jumlah Spesies Ikan di Zona DPL. 
Figure 3. Communities' Perception on the Number of Species In No-Take Zone DPL. 
(Sumber: Data Primer, 2016)/Source: Primary Data, 2016) 


36 


Persepsi Dampak Coremap II Terhadap Ekosistem dan Biodiversitas Masyarakat Pesisir ....... (Umi Muawanah dan Sopian Hidayat) 


KONTROL Persepsi kedua adalah pada 
komposisi ikan di daerah DPL sebelum dan sesudah 
COREMAP. Hasil survei menunjukkan bahwasetelah 
proyek COREMAP II, nelayan yang melaporkan 
komposisi ikan bernilai ekonomi tinggi meningkat 
di COREMAP dibandingkan dengan daerah non- 
COREMAP untuk jangka waktu yang sama, dimana 
persentase meningkat dari 20% menjadi 32%. 
Sementara di lokasi penelitian non-COREMAP 
jumlah nelayan yang melaporkan komposisi ikan 
yang tinggi nilainya mengalami penurunan dari 
19% sebelum tahun proyek COREMAP II dan 
17% setelah tahun proyek COREMAP II. Ini berarti 
persepsi masyarakat diubah baik dalam COREMAP 
dan kontrol. Program COREMAP mengarah pada 
peningkatan komposisi ikan-ikan bernilai ekonomi 
tinggi di daerah COREMAP. 


Penelitian yang serupa menemukan 
bahwa nelayan dan stakeholder merasa kawasan 
konservasi memberikan dampak positif terhadap 
stok ikan. Beberapa kelompok pengguna alat 
tangkap yang berbeda menyatakan bahwa DPL 
memperbaiki stok ikan dan menurunkan konflik 
untuk studi kasus di Skotlandia (Pita C. et al., 2013; 
Islam et al., 2017). 


Persepsi ketiga adalah pada ukuran spesies 
ikan biasa. Spesies yang umum mengacu pada 
ikan yang paling banyak ditangkap oleh nelayan di 
daerah tersebut. Gambar 4 menunjukkan bahwa 
nelayan di COREMAP menganggap tangkapan 


Less valued fish (96) Same (%) High valued fish (96) 


Before COREMAP project (2006) 


No answer 


Keterangan/Remaks: 


ikan semakin besar setelah proyek COREMAP II, 
dengan persentase peningkatan dari 19% menjadi 
29%. Di sisi lain, persepsi keempat di daerah 
kontrol mengatakan ikan menjadi lebih besar 
mengalami penurunan, dari 28% sebelum tahun 
proyek untuk 9% setelah proyek COREMAP. Di 
Tanzania, para nelayan yang merasakan kenaikan 
jumlah ikan cenderung menyetujui perencanan 
kawasan konservasi (Kincaid and Gall, 2014). 


Persepsi kelima adalah partisipasi dalam 
manajemen. Lebih banyak nelayan yang 
berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan berarti 
program ini semakin baik. Di daerah COREMAP 
dan daerah kontrol, nelayan melaporkan 
bahwa lebih banyak dari mereka berpartisipasi 
dalam pengelolaan dibandingkan sebelumnya. 
Di COREMAP, persentase kenaikan lebih tinggi 
dari kontrol dari 2% menjadi 29%, sedangkan 
pada kontrol hanya dari 1% sampai 10%. Hal 
ini mengindikasikan bahwa program COREMAP 


berdampak pada peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan perikanan. 
Hasilnya adalah sejalan dengan laporan dari 
COREMAP II (2012) dimana program telah 


membentuk sistem co-manajemen terumbu karang 
yang desentralisasi yang diterapkan ke daerah 
no zona take (DPL), taman nasional laut daerah, 
kawasan lindung laut kabupaten dan kawasan 
lindung desa. Pembentukan kawasan lindung 
tersebut melibatkan komunitas nelayan. 


18.63 1834 


Less valued fish (%) Same (%) High valued fish (%) No answer 


BCOREMAP site Control ste 


After COREMAP project (2012) 


Gambar di sebelah kiri: sumbu Y menunjukkan prosentase jawaban responden untuk daerah COREMAP dan control pada tahun-tahun 
sebelum proyek COREMAP tentang komposisi hasil tangkapan/ The figure on the left: Y axis shows the percentage of respondents’ answers 
for COREMAP and control areas in the years before the COREMAP project on catch composition. 

Gambar di sebelah kanan: sumbu Y menunjukkan prosentase jawaban responden untuk daerah COREMAP dan control pada tahun-tahun 
sesudah proyek COREMAP tentang komposisi hasil tangkapan/ The figure on the right: Y axis shows the percentage of respondents’ answers 
for COREMAP and control areas in the years after the COREMAP project on catch composition. 


Gambar 4. Persepsi Masyarakat terhadap Komposisi Hasil Tangkapan Ikan di Perariran Laut. 
Figure 4. Community’s Perception on the Fish Catch Compositionin Their Fishing Ground. 
(Sumber: Survei, 2016/Source: Survey, 2016) 
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Before COREMAP project (2006) 


Keterangan/Remaks: 


EL. 


Becoming smaller (%) Same (%) Becoming bigger (%) 


BCOREMAP site MControl site 


No answer (96) 


After COREMAP project (2012) 


Gambar di sebelah kiri: sumbu Y menunjukkan prosentase jawaban responden untuk daerah COREMAP dan control pada tahun-tahun 
sebelum proyek COREMAP tentang ukuran spesies ikan/ The figure on the left: the Y axis shows the percentage of respondents' answers for 
the COREMAP and control areas in the years before the COREMAP project on the size of fish species. 


Gambar di sebelah kanan: sumbu Y menunjukkan prosentase jawaban responden untuk daerah COREMAP dan control pada tahun-tahun 
sesudah proyek COREMAP tentang ukuran spesies ikan/ The figure on the right: Y axis shows the percentage of respondents' answers for 
COREMAP and control areas in the years following the COREMAP project about the size of fish species. 


Gambar 5. Persepsi Masyarakat Terhadap Ukuran Spesies Ikan Yang Paling Umum. 
Figure 5. Community's Perception on The Average Size Of The Most Common Cought Fish. 
(Sumber: Survei, 2016/Source: Survey, 2016) 


None (%) Less (%) Same (%) 


MCOREMAP site MControl site 


Less (%) Same (%) More (%) 


BCOREMAP site MControl site 


Before COREMAP project (2006) 


Keterangan/Remaks: 


After COREMAP project (2012) 


Gambar di sebelah kiri: sumbu Y menunjukkan prosentase jawaban responden untuk daerah COREMAP dan control pada tahun-tahun 
sebelum proyek COREMAP tentang partisipasi dalam pengelolaan/ The figure on the left: Y axis shows the percentage of respondents' 
answers for COREMAP and control areas in the years before the COREMAP project on participation in management. 


Gambar di sebelah kanan: sumbu Y menunjukkan prosentase jawaban responden untuk daerah COREMAP dan control pada tahun-tahun 
sesudah proyek COREMAP tentang partisipasi dalam pengelolaan/ The figure on the right: Y axis shows the percentage of respondents' 
answers for COREMAP and control areas in the years following the COREMAP project on participation in management. 


Gambar 6. Persepsi Masyarakat tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya 


Laut Figure. 


Figure 6. Community's Perception on Stakeholder Participation in Marine Resource Management. 


(Sumber: Survei, 2016/Source: Survey, 2016) 


Persepsi keenam terkait dengan kepatuhan 
terhadap peraturan di kalangan nelayan. Hal ini 
mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya 
kepatuhan nelayan terhadap peraturan, maka 
semakin baik pula programnya. Sebelum tahun 
proyek COREMAP II, hanya 3% dari responden 
COREMAP melaporkan mereka mematuhi 
peraturan tersebut, sementara di lokasi kontrol 
hanya 1%. Setelah proyek, persepsi kepatuhan 
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terhadap peraturan meningkat di kedua lokasi, 


namun responden COREMAP lebih tinggi 
perubahan persentasenya daripada lokasi 
kontrol. Sekitar 65% responden COREMAP 


percaya bahwa mereka lebih mematuhi peraturan, 
sementara pada kontrol lebih rendah sebesar 
18%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa proyek 
COREMAP telah berhasil meningkatkan kesadaran 
nelayan terhadap peraturan yang berlaku. 


Persepsi Dampak Coremap II Terhadap Ekosistem dan Biodiversitas Masyarakat Pesisir ....... (Umi Muawanah dan Sopian Hidayat) 


Less (%) Same (%) 
MCOREMAP site MControl site 


None (%) Less (%) Same (%) More (%) 
BCOREMAP site MControl site 


Before COREMAP project (2006) 


Keterangan/Remaks: 


After COREMAP project (2012) 


Gambar di sebelah kiri: sumbu Y menunjukkan prosentase jawaban responden untuk daerah COREMAP dan control pada tahun-tahun 
sebelum proyek COREMAP tentang partisipasi dalam pengelolaan/ The figure on the left: Y axis shows the percentage of respondents' 
answers for COREMAP and control areas in the years before the COREMAP project on participation in management. 


Gambar di sebelah kanan: sumbu Y menunjukkan prosentase jawaban responden untuk daerah COREMAP dan control pada tahun-tahun 
sesudah proyek COREMAP tentang partisipasi dalam pengelolaan/ The figure on the right: Y axis shows the percentage of respondents' 
answers for COREMAP and control areas in the years following the COREMAP project on participation in management. 


Gambar 7. Persepsi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Peraturan Di Kalangan Nelayan. 
Figure 7. Community’s Perception Regarding Fishers’ Compliance on Regulations. 
(Sumber: Survei, 2016/Source: Survey, 2016) 


Persepsi peningkatan keanekaragaman 
hayati di daerah kawasan COREMAP didukung 
oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). LIPI 
menemukan bahwa tren tutupan karang hidup dan 
kelimpahan ikan di daerah COREMAP meningkat 
berdasarkan survei biologi dan ekologi pada tahun 
2006 sampai 2011. Tutupan terumbu karang adalah 
ukuran proporsi permukaan terumbu karang yang 
ditutupi dengan substrat hidup seperti spons, alga, 
atau organisme lainnya. Data LIPI menyatakan 
bahwa bahwa tutupan karang hidup yang meningkat 
sebesar 17% per tahun, rata-rata di tiga kabupaten 
COREMAP, sedangkan peningkatan kelimpahan 
ikan meningkat sebesar 10% per tahun, rata-rata. 
Peningkatan tertinggi terjadi di Papua Barat dari 
33%, sedangkan terendah terjadi di Sulawesi 
Tenggara yaitu tidak terjadi perubahan secara 
rata-rata. Untuk kelimpahan ikan, Papua Barat juga 
mengalami peningkatan tertinggi sebesar 35%, 
sedangkan Sulawesi Tenggara terendah sebesar 
16% per tahun secara rata-rata (LIPI, 2013). 


Secara ekologi, meningkatkan cakupan 
hidup karang dan indikasi melimpahnya ikan 
menunjukkan bahwa tekanan memancing di daerah 
COREMAP telah dapat dikurangi. Peningkatan 
jumlah spesies ikan dan ikan ukuran menjadi lebih 
besar di daerah No Take Zone (DPL) membuktikan 
bahwa ada efek spillover pada fishing ground dari 
dampak DPL itu sendiri di kabupaten COREMAP. 
Menurunnya kualitas sumber daya laut di 
lokasi kontrol berdasarkan persepsi masyarakat 


disebabkan oleh aktivitas penangkapan ikan 
yang ilegal dan merusak. Di Sulawesi Tenggara 
(Muna) masih banyak terjadi praktik penangkapan 
ikan secara ilegal. Beberapa nelayan merasa 
terganggu dengan aktivitas ilegal ini karena mereka 
tahu aktivitas tersebut mengancam keberlanjutan 
sumber daya perikanan dan mempengaruhi sumber 
penghidupan mereka. 


Tidak seperti di daerah COREMAP, 
orang menerima beberapa pelatihan mengenai 
manajemen keuangan dan keterampilan 
kewirausahaan, pengetahuan tentang pentingnya 
konservasi terumbu karang untuk penghidupan 
mereka, dan bantuan keuangan, seperti hibah, 
dapat mendukung sebagai sumber pendapatan 
alternatif mereka. Kesadaran masyarakat akan 
sumber daya perikanan dan kelautan yang 
berkelanjutan semakin meningkat karena paparan 
terus menerus dilakukan mengenai pentingnya 
terumbu karang oleh tim COREMAP. Selain itu, 
komunitas konservasi di bawah pengelolaan 
COREMAP sangat membantu komunitas nelayan 
seperti kegiatan patroli dan pengawasan dan 
juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 
melestarikan habitat laut yang berkelanjutan. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Secara keseluruhan, COREMAP berhasil 
meningkatkan kualitas sumber daya alam dan 
terdapat dampak program COREMAP II pada 
masyarakat pesisir. Perlu dicatat bahwa tidak 
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semua nelayan menerima bantuan COREMAP 
Il dalam bantuk bantuan finansial karena 
keterbatasan anggaran COREMAP, kecuali di 
Papua Barat (Raja Ampat) karena populasi kecil 
yang tinggal di daerah tersebut. 


Dampak program COREMAP II juga 
dirasakan oleh nelayan yang tidak menerima 
bantuan finansial, dengan adanya perubahan 
kualitas sumber daya yang menciptakan spill-over 
terhadap produksi hasil tangkapan nelayan. 
Kegiatan patroli oleh kelompok COREMAP juga 
mengurangi aktifitas destruktif di wilayah tersebut 
yang manfaatnya juga dinikmati oleh penerima 
manfaat di desa-desa Non-COREMAP. 


Persepsi masyakarat pesisir mengenai 
dampak COREMAP didukung oleh survey ekologi 
yang dilakukan untuk memonitor peningkatan 
keanekaragaman hayati, peningkatan daerah 
tutupan karang, makin melimpahnya ikan, jumlah 
jenis ikan yang bernilai ekonomi penting di 
daerah No Take Zone dan sekitar No Take Zone 
di beberapa daerah wilayah kerja COREMAP. 
Namun, penerima manfaat masih menerima 
beberapa bantuan lain untuk mengalihkan 
masyarakat dari kegiatan penangkapan ikan. 
Proyek ini mendorong masyarakat untuk terlibat 
dalam kegiatan mata pencaharian alternatif seperti 
memproses produk ikan dan menyediakan dana 
bergulir sebagai bibit modal untuk rumah tangga 
dan terlibat dalam bisnis lain yang sesuai dengan 
wilayah mereka. Dari laporan proyek COREMAP 
Il menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan 
masyarakat sekitar 10-15% selama kurun waktu 
proyek dan indikator ekologi untuk daerah di bawah 
konservasi secara signifikan meningkat secara 
deret waktu di wilayah kerja COREMAP II. 


Program konservasi dan investasinya 
mampu memperbaiki kondisi sumber daya alam 
yang dilindungi. Penelitian ini mendukung klaim 
tersebut dimana masyarakat pesisir di desa-desa 
COREMAP II menyatakan merasakan dampak 
positif dari program terhadap beberapa indikator 
utama perbaikan kualitas sumber daya seperti 
perbaikan tutupan karang, jumlah jenis ikan penting, 
ukuran ikan yang lebih besar dan indikator ekologi 
lainnya. 


Selain itu, kesatuan manajemen masyarakat 
(LPSTK) yang didirikan oleh COREMAP memainkan 
peran penting dalam melestarikan sumber daya 
pesisir dan laut. Hal ini menegaskan pentingnya 
pelibatan masyarakat pemangku kepentingan 
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utama dalam setiap program konservasi baik 
yang dilakukan oleh pemerintah maupun non- 
pemerintah. Sumber daya manusia yang mengelola 
sumber daya alam adalah aktor utama dalam 
keberhasilan pengelolaan sumber daya perikanan 
maupun konservasi ekosistem laut. 
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ABSTRAK 


Laut Arafura merupakan salah satu perairan yang penting, sebesar 21% potensi ikan Indonesia 
terdapat di perairan Arafura yaitu 2,64 juta ton per tahun. Pemanfaatan sumber daya ikan demersal 
terutama udang di Laut Arafura telah dilakukan semenjak tahun 1970an oleh perusahaan dengan sistem 
joint venture. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat optimal pengelolaan sumber daya ikan 
demersal di Laut Arafura dan perubahan rente ekonomi setelah adanya kebijakan moratorium kapal asing 
di Indonesia yaitu pelarangan penggunaan kapal pukat dan kapal asing. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder runtun waktu yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat 
Statistik serta hasil-hasil penelitian yang relevan. Metode analisis data menggunakan model bioekonomi 
perikanan dengan model surplus produksi Walters dan Hilborn. Analisis kebijakan ekonomi meliputi 
jumlah alat tangkap, jumlah investasi dan rente ekonomi maksimum. Jumlah produksi tertinggi terjadi 
ketika pengelolaan pada kondisi maksimum secara biologi, sedangkan jumlah alat tangkap tertinggi 
yang diperbolehkan ketika pengelolaan pada kondisi open akses menggunakan alat tangkap pancing 
rawai dasar, serta rente ekonomi tertinggi diperoleh ketika pengelolaan pada kondisi maksimum secara 
ekonomi menggunakan pancing rawai dasar. Kebijakan pemerintah terkait moratorium kapal perikanan 
asing, memberikan kesempatan lebih banyak untuk kapal perikanan Indonesia dalam melakukan 
penangkapan ikan demersal di WPP 718. Jumlah kapal perikanan dengan menggunakan alat tangkap 
pancing rawai dasar dapat dikembangkan sampai 4 ribuan unit untuk memanfaatkan ikan demersal yang 
optimal secara ekonomi, sehingga rente ekonomi maksimum dapat diperoleh sebesar 3,40 trilyun rupiah 
per tahun. 


Kata Kunci: perikanan demersal; bioekonomi; Walters dan Hilborn; Laut Arafura 


ABSTRACT 


Arafura sea is one of important fishing ground in Indonesia, contributing 21% of fisheries at about 
2,64 million ton/year. Arafura’s demersal fishery has been exploited since 1970 by joint venture system. 
This study aims to determine the optimum level of demersal fish management in Arafura Sea as well 
as the fluctuations of economic rent after the foreign fishing vessel moratorium in Indonesia. The study 
collected time series data from 2001-2014 from Ministry of Marine and Fisheries, Statistics Indonesia 
and relevant researches. The data were analyzed using bioeconomic model, particularly Walters and 
Hilborn Model. Analysis of economic policy includes fishing gears, investments and maximum economic 
rents. The results show that the maximum production occurs when fisheries management is on maximum 
yield. The highest number of permitted fishing gear is reached when the management is on open access 
condition using the set longline, while the maximum economic rents are obtained when the management 
is on maximum economic yield using the set long line. Foreign fishing vessel moratorium gives more 
opportunity to Indonesian vessels to catch more demersal fish in WPP 718. The number of total optimum 
fishing vessel could be increased up to 4 thousand units in WPP 718 for demersal fishery in order reach 


optimum economic rent of 3.40 trillion rupiah per year. 


Keywords: demersal fishery; bioeconomic; Walters and Hilborn; Arafura Sea 
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PENDAHULUAN 


Laut Arafura merupakan salah satu perairan 
yang penting dan telah memberikan kontribusi besar 
dalam pembangunan perikanan nasional. Potensi 
yang tinggi berupa ikan-ikan bernilai ekonomis 
tinggi seperti udang dan ikan demersal, sehingga 
perairan Arafura dikenal sebagai the golden fishing 
ground. Usaha penangkapan ikan di perairan 
Arafura sudah berkembang pesat dan diusahakan 
secara komersial, terutama untuk wilayah perairan 
di atas 12 mil dari garis pantai dan di wilayah ZEE 
Indonesia di bagian selatan perairan. Alat tangkap 
dominan yang digunakan di bagian selatan adalah 
pukat udang dan pukat ikan. Di wilayah perairan 
Papua dan sekitarnya, khususnya untuk wilayah 
kurang dari 12 mil ke arah pantai, penangkapan 
ikan dilakukan menggunakan alat tangkap antara 
lain: trammel net, bagan perahu, pancing ulur, 
bubu, huhate, tuna long line, mini purse seine dan 
gillnet. 


Berdasarkan data perizinan usaha 
penangkapan ikan yang dikeluarkan Direktorat 
Jenderal Perikanan Tangkap (Mulyana, 2012), 
usaha penangkapan ikan di Laut Arafura oleh 
kapal-kapal perikanan berukuran di atas 30 GT 
umumnya menggunakan alat tangkap: pukat ikan, 
pukat udang, jaring insang hanyut oseanik, rawai 
dasar, pancing cumi, dan jaring insang hanyut 
pantai. Total kapal perikanan di atas 30 GT yang 
beroperasi sebanyak 980 unit atau jumlah GT 
sebanyak 184.024 dengan dominan alat tangkap 
pukat. Hasil tangkapan utama kapal pukat adalah 
udang dan hasil tangkapan sampingan kapal pukat 
yaitu ikan demersal. Kapal pukat yang beroperasi 
di Laut Arafura telah berkembang semenjak tahun 
1970an, dimulai dengan perusahaan joint venture 
yang berpangkalan di beberapa pelabuhan seperti 
Sorong, Ambon, Tual, Merauke, Kendari dan 
Makassar. 


Secara ekonomi, keberadaan kapal-kapal 
dan industri perikanan tangkap terpadu telah 
memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam 
bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 
penyerapan tenaga kerja, dan pembangunan 
ekonomi regional. Namun, Wilayah pengelolaan 
perairan Arafura ini merupakan perairan rawan 
terjadinya praktek /UU fishing yang dilakukan 
oleh kapal-kapal perikanan baik yang memiliki 
izin penangkapan maupun tidak. Nikijuluw (2008) 
menyebutkan bahwa di Perairan Arafura beroperasi 
sekitar 3.000 kapal secara ilegal. 


Semenjak akhir tahun 2014, pemerintah 
Indonesia menetapkan kebijakan pelarangan bagi 
kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di 
perairan Indonesia (PermenKP no 56 tahun 2014) 
dan larangan penggunaan alat tangkap pukat hela 
dan pukat tarik (PermenKP no 2 tahun 2015), maka 
seluruh kapal pukat udang dan pukat ikan sudah 
tidak beroperasi di WPP 718. Dengan demikian, 
struktur armada penangkapan ikan mengalami 
perubahan, kapal perikanan yang beroperasi 
hanya kapal perikanan Indonesia dengan kapasitas 
penangkapan yang jauh lebih kecil dibandingkan 
kapasitas kapal pukat. Kebijakan ini merupakan 
kebijakan limited entry yang telah banyak diterapkan 
pada perikanan di negara-negara subtropis. 


Kebijakan limited entry pertama kaliditerapkan 
oleh Australia, British Columbia, Alaska dan negara 
bagian Washington pada akhir tahun 1960an 
dan awal tahun 1970an. Selanjutnya diikuti oleh 
Amerika Serikat, Kanada dan beberapa perairan 
Eropa (Grainger & Parker, 2013). Alaska dan 
Kanada menerapkan limited entry untuk perikanan 
salmon, California, Oregon dan Washington untuk 
perikanan kepiting, perancis untuk perikanan 
kerang dan Selandia Baru untuk perikanan lobster. 


Kebijakan limited entry dapat meningkatkan 
rente ekonomi (Anderson (1985), Campbell & 
Lindner (1990) dan Asano et al. (2016)). Anderson 
(1985) menunjukkan bahwa kebijakan limited entry 
dapat meningkatkan rente ekonomi perikanan 
ketika penggunaan kapal perikanan pada unit 
biaya yang mengalami peningkatan serta adanya 
peningkatan penggunaan input yang tidak dibatasi. 
Penelitian selanjutnya dilakukan Campbell dan 
Lindner (1990) terhadap perubahan kesejahteraan 
apabila nelayan atau perusahaan perikanan dapat 
menggantikan penggunaan input yang dibatasi 
dengan input yang tidak dibatasi. Dalam hal ini, 
input yang dibatasi adalah jumlah kapal sedangkan 
input yang tidak dibatasi adalah biaya operasional. 
Hasil penelitian Asano et al. (2016) menunjukkan 
bahwa kebijakan limited entry tidak menyebabkan 
penggunaan kapital yang berlebihan atau jumlah 
hari melaut berlebihan serta tidak ada insentif untuk 
penambahan investasi kapal. Perikanan dengan 
pemanfaatan pada tingkat MSY, kebijakan limited 
entry dapat meningkatkan jumlah hasil tangkapan, 
jumlah biomass dan rente ekonomi. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui perubahan rente 
ekonomi perikanan setelah adanya kebijakan 
moratorium kapal asing pada rezim pengelolaan 
open akses, optimal secara biologi (MSY) dan 
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optimal secara ekonomi (MEY), sehingga dapat 
dirumuskan kebijakan yang tepat untuk perikanan 
demersal di WPP 718. 


METODOLOGI 


Metode, Lokasi dan Waktu Penelitian 


Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode studi kasus, dengan 
satuan kasus perikanan tangkap khususnya ikan 
demersal di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 
718. Penelitian ini dilakukan di WPP 718 yang 
meliputi wilayah administrasi Papua, Papua Barat 
dan sebagian Maluku. Penelitian berlangsung 
pada tahun 2017 meliputi tahap persiapan, 
pengumpulan data sekunder, pengolahan data, 
penyusunan model dan verifikasi dari model yang 
dihasilkan. Kebijakan ekonomi yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah jumlah alat tangkap yang 
terkait dengan jumlah investasi dan rente ekonomi 
dari pemanfaatan sumber daya ikan demersal di 
Laut Arafura. 


Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 


Data yang dikumpulkan pada penelitian ini 
adalah data sekunder. Data sekunder bersumber 
dari Buku Statistik Kelautan dan Perikanan, 
Badan Pusat Statistik, laporan hasil penelitian, 
jurnal terpublikasi dan sumber lainnya yang dapat 
dipercaya. Jenis data sekunder yang digunakan 
adalah data runtun waktu mulai tahun 2001 sampai 
tahun2014 untuk jumlah hasil tangkapan, jumlah alat 
tangkap, harga ikan dan indeks harga konsumen. 
Data jumlah hasil tangkapan menggunakan data 
produksi seluruh ikan demersal di WPP 718. Data 
harga ikan yang digunakan adalah harga ikan 
bawal hitam dan bawal putih, kakap merah dan 
kakap putih, manyung, kuwe, kuro dan semua jenis 
udang. Data jumlah perijinan kapal perikanan yang 
melakukan penangkapan ikan di WPP 718 tahun 
2011 dan 2017 juga digunakan dalam penelitian ini 
serta data lainnya. 


Metode Analisis Data 


Metode analisis data menggunakan model 
Walters & Hilborn. Model tersebut dipilih setelah 
dilakukan beberapa uji model, dan diperoleh 
bahwa Model Walters & Hilborn merupakan model 
terbaik untuk menggambarkan data yang dimiliki. 
Model Surplus produksi yang dikembangkan 
oleh Walters & Hilborn (1976) dikenal sebagai 
difference model. Model Walters dan Hilborn juga 


dikenal sebagai model yang berbeda dari model 
Schaefer, 


Xe = Xe + rp (1 — ŽE) — he mw (1) 
11 = Biomasa pada waktu t+1/ Biomass at t+1 time 
x, = Biomasa pada waktu t / Biomass at t time 
r 3 Tingkat pertumbuhan intrinsik/ Intrinsic growth 
rate 
K = Daya dukung perairan/ Carrying capacity 
h, = Jumlah hasil tangkapan pada waktu t/ Harvest 


at t time 


Model Walters & Hilborn menggunakan versi 
model biologi diskrit, sedangkan model Schaefer 
tidak diskrit. Estimasi parameter biologi dengan 
metode regresi linier berganda, yang relatif lebih 
mudah karena dapat dilakukan secara langsung 
dari persamaan yang dimiliki (Hilborn and Walters, 
1992). Prosedur estimasi parameter biologi dengan 
menggunakan Walters dan Hilborn adalah: 


x, = Ut cre. (2) 


Dimana: U, =<, = hasil tangkapan per unit 
upaya penangkapan/catch per unit effort (CPUE) 


g = koefisien kemampuan tangkap/ catchability 
coefficient 


Dengan melakukan substitusi persamaan 2 ke 
persamaan 1, maka dapat dituliskan: 


Urat — Ut TUE, NOMRE ............... 3 
, Ze Ted z) U,E, (3) 


Dengan memindahkan ~ ke sebelah kiri, dan 


mengalikan kedua sisi dengan Yu, maka diperoleh 
persamaan berikut: 


Ut+1 


r 
—1—-r ——U,— 
Ut Kq 


Persamaan (4) dapat diselesaikan dengan 
model regresi linier berganda yang terdiri dari 
variabel bebas (independent) CPUE (U) dan 
jumlah alat tangkap (E) dan variabel terikat 
(dependent) adalah tingkat perubahan biomasa 
ikan. Persamaan (4) menunjukkan bahwa model 
surplus produksi Walters dan Hilborn adalah 
linier, lag dan reciprocal. Secara umum, bentuk 
persamaan regresi linier berganda adalah: 


Y; = Bo kai BiXit = B2X2t + Et PEPPE TE EATE (5) 
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Dimana/Where: 


Y = Ut+1 = = Perbandingan CPUE,,, dengan 
U, CPUE,/ Comparison of CPUE, 
with CPUE, 

Xit =U = CPUE pada waktu / CPUE at 

time 1 
Xat = Er = Jumlah alat tangkap/ Number of 
fishing gear 


& = error — term 


Menggunakan persamaan 5, sehingga dapat 
diperoleh masing-masing koefisien. Koefisien 
tersebut dapat digunakan untuk melakukan estimasi 
parameter biologi r, K dan g secara terpisah dari 
ketiga koefisien yang dihasilkan. Pendugaan nilai 
biomassa, hasil tangkapan dan alat tangkap untuk 
masing-masing pilihan pengelolaan diturunkan dari 
model bioekonomi Gordon Schaefer (Tabel 1). 


HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Perikanan Demersal di Laut 
Arafura 


Laut Arafura atau laut Arafuru adalah laut 
yang terletak di antara wilayah Australia dan Pulau 
Papua, tepatnya di sebelah selatan kepulauan Aru 
dan berada di wilayah samudera Pasifik. Kendati 
berada di dekat pulau Papua, wilayah laut Arafura 
terletak di provinsi Maluku bagian tenggara dan 


berbatasan dengan pantai Irian Jaya di sebelah 
barat daya. Laut Arafura memiliki luas wilayah 
yang mencapai 650.000 km? dengan kedalaman 
laut maksimal kurang lebih sekitar 3,68 km dan 
merupakan laut transgresi di dangkalan Sahul. Laut 
Arafura merupakan laut yang termasuk dalam zona 
Neritik. Laut Arafura berbatasan dengan beberapa 
laut di sebelah barat, yaitu berbatasan dengan 
laut Banda atau kepulauan Maluku dan laut Timur. 
Laut Arafura berbatasan dengan kepulauan Aru di 
sebelah utara dan pulau Papua di sebelah timur. 
Selain itu, laut Arafura juga berbatasan dengan 
wilayah Australia di sebelah selatan. Di sekitar 
wilayah laut Arafura terdapat beberapa pulau, yaitu 
pulau Aru, pulau Kai, dan pulau Tanimbar. 


Laut Arafura merupakan wilayah perairan 
yang menyimpan sumber daya alam perikanan 
yang sangat potensial. Laut Arafura menyimpan 
banyak jenis ikan dan udang, maka tidak heran 
beberapa perusahaan memiliki pangkalan laut di 
Sorong dan Ambon guna menangkap ikan-ikan 
yang berada di wilayah perairan Laut Arafura. 
Setidaknya terdapat sekitar 228 spesies hewan 
laut yang ada di kawasan laut Arafura yang 
mewakili 101 family yang tergolong dalam 10 
kelompok sumber daya, hal ini didasarkan 
pada hasil riset yang dilakukan oleh Balai Riset 
Perikanan Laut tahun 2006. Kelompok ikan 
demersal merupakan hasil tangkapan paling tinggi 


Tabel 1. Persamaan Untuk Pendugaan Nilai Biomassa, Hasil Tangkapan dan Alat Tangkap. 
Table 1. Formulation For Estimated Value of Biomass, Harvest and Fishing Gear. 


Pilihan Pengelolaan/Management Alternative 


Kriteria/ 
Criterion Open Akses/ 
Open Access 
Jumlah alat E.= r ( C | 
tangkap/Effort OA | 
angkap/Effo g p-q:K 
Hasil tangkapan/ | rec li c ) 
Harvest % pag p-g'K 
f c 
Stok/Biomass Xo4 =—— 
Pd 
Rente/Rent = Prho,—C- Eo, 


Sumber: Clark, 1990/Source: Clark, 1990 
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Maksimum Secara 
Biologi/ Maximum 
Sustainable Yield 


Maksimum Secara 
Ekonomi/ Maximum 
Economic Yield (MEY) 


(MSY) 
r 
k= | LA Fea 
a A pqK 
r:K pai (ae | 
Aysy = 4 4 pqk pqk 
r a h 
Xusy = A 
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yaitu 58,89%, Kemudian disusul ikan pelagis 11,36%, 
kepiting 9,88%, udang 7,80% dan kelompok lainnya 
kurang dari 4% (Wedjatmiko, 2008). 


Kelompok ikan demersal yang tertangkap 
terdiri dari 135 spesies yang tergolong dalam 61 
famili. Hasil tangkapan tersebut didominasi famili 
ikan petek yang mencapai 19,57% dan famili 
ikan tiga waja sekitar 11,41%. Hasil tangkapan 
kelompok kurtase terdiri dari udang dan kepiting. 
Jenis udang yang tertangkap sebanyak 19 spesies 
yang mewakili 7 famili dan hasil tangkapan tertinggi 
adalah famili udang peneidae sebesar 86,23%. 
Pada kelompok kepiting, tertangkap sebanyak 11 
spesies (Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Sumber daya Laut dan Pesisir, 2013). 


Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan 
No 50 tahun 2017 tentang estimasi potensi, 
jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan 
tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, 
total potensi ikan di WPP 718 adalah 2,64 juta 
ton. Potensi terbesar adalah ikan demersal yaitu 
876.722 ton dan potensi udang 62.842 ton. Tingkat 
pemanfaatan tertinggi adalah kelompok cumi dan 
ikan karang yaitu 1,28 dan 1,07 yang berarti 
bahwa jumlah hasil tangkapan ikan telah melebihi 
dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan. 
Tingkat pemanfaatan terendah adalah jenis ikan 
pelagis kecil yaitu 0,51%. Jenis kelompok ikan yang 


telah mengalami tangkap lebih adalah cumi-cumi, 
ikan karang, ikan pelagis besar dan lobster. Secara 
lebih rinci besarnya potensi, jumlah tangkapan 
yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan untuk 
perikanan di Laut Arafura disajikan pada Tabel 2. 


Rata-rata tingkat pemanfaatan dari seluruh 
jenis kelompokikan adalah 0,89 denganstandarerror 
0,0755. Jenis kelompok ikan yang telah mengalami 
tangkap lebih dan yang mendekati tangkap lebih 
adalah jenis kelomok ikan cumi-cumi, ikan karang, 
ikan pelagis besar dan lobster. Sedangkan jenis 
kelompok ikan dengan tingkat pemanfaatan 
masih rendah, atau harus dikembangkan untuk 
mengoptimalkan pemanfaatan adalah ikan pelagis 
kecil, ikan demersal dan rajungan. 


Semenjak diberlakukan Permen 56 tahun 
2014 tentang moratorium perpanjangan dan 
pemberian ijin baru kapal perikanan asing dan 
Permen No 2 tahun 2015 tentang pelarangan 
trawl di seluruh perairan Indonesia, maka 
struktur armada penangkapan yang beroperasi 
di perairan Arafura mengalami perubahan. Kapal 
perikanan yang mendapat izin dari pemerintah 
pusat (berukuran lebih dari 30 GT) telah beroperasi 
sebanyak 1551 unit yang terdiri dari armada 
dengan alat tangkap jaring insang oseanik, 
pancing cumi, purse seine, pancing rawai dasar, 
bouke ami, jaring insang liong bun dan pancing 
ulur (Tabel 3). 


Tabel 2. Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Ikan di WPP 


718, Tahun 2017. 


Table 2. Potential, Total Allowable Catch and Utilization Level Fish in Fisheries Management Area 


718, 2017. 
No Jenis Kelompok Ikan/ Potensi/ JTB/ Tingkat Pemanfaatan/ 
Type of Fish Group Potential TAC Utilization Level 

1 Ikan pelagis kecil/Small pelagic 836,973 669,578 0.51 

2 Ikan pelagis besar/Big pelagic 818,870 655,096 0.99 

3 Ikan demersal/Demersal 876,722 701,378 0.67 

4 Ikan karang/Coral fish 29,485 23,588 1.07 

5 Udang penaeid/Crustaceans 62,842 50,274 0.86 

6 Lobster/Lobster 1,187 950 0.97 

7 Kepiting/Mangrove mud crab 1,498 1,198 0.85 

8 Rajungan/Swimming crab 775 620 0.77 

9 Cumi-cumi/Common squids 9,212 7,370 1.28 

Jumlah/ Total/Rata-rata//Average 2,637,564 2,110,051 


0.89 


Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2017)/ 
Source: Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia (2017) 
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Tabel 3. Jumlah Kapal Perikanan (> 30 GT) Berdasarkan Jenis Alat Tangkap yang Beroperasi di Laut 


Arafura, 2017. 


Tabel 3. Number of Fishing Vessel (> 30 GT) Based on Type of Fishing Gear in Arafura Sea, 2017. 


No Nama Alat Tangkap/ Jumlah/ 
Fishing Gear Name Number (unit) 

1 Pancing rawai dasar/ 134 
Set long lines 

2 Jaring insang oseanik/ 511 
Oceanic gillnet 

3 Pancing cumi/Squid jigging 589 

4 Jaring lingkar/Purse seine 256 

5 Bouke ami/Bouke ami 12 

6 Jaring insang liong bun/ Lion 39 
bun gillnet 

7 Pancing ulur/ Handline 10 


Jumlah/ Total! Rata-rata//Average 1,551 


Prosentase/ Rata-rata GT/ Produktivitas/ 
Percentage Average GT Productivity 
8.64 75 1.00 
32.95 97 0.85 
37.98 106 0.75 
16.51 140 1.30 

0.77 86 0.85 
2.51 59 0.65 
0.64 81 0.60 
100.00 92 0.86 


Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (2017)/Source: Ministry of Marine Affairs and Fisheries (2017) 


Jumlah kapal perikanan yang terbesar 
adalah kapal perikanan menggunakan alat tangkap 
pancing cumi dan selanjutnya jaring insang oseanik. 
Armada kapal perikanan yang memiliki rata-rata 
ukuran GT yang terbesar adalah kapal perikanan 
menggunakan alat tangkap purse seine yaitu 
140 GT. Secara keseluruhan, rata-rata ukuran 
kapal perikanan (>30 GT) yang beroperasi di 
Perairan Arafura adalah 92 GT. Setiap jenis 
alat tangkap memiliki spesies target tangkapan 
yang berbeda dan memiliki tingkat produktivitas 
yang berbeda pula. Kapal perikanan dengan 
menggunakan alat tangkap purse seine dan jaring 
insang oseanik bertujuan untuk menangkap ikan 
pelagis, sedangkan pancing rawai dasar digunakan 
untuk menangkap ikan demersal, serta pancing 
cumi untuk menangkap cumi-cumi. Berdasarkan 
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 
No. 86 tahun 2016, tentang produktivitas kapal 
perikanan di Indonesia, maka kapal perikanan 
dengan menggunakan alat tangkap purse seine 
memiliki produktivitas paling tinggi dibandingkan 
kapal perikanan dengan alat tangkap lainnya. 
Produktivitas masing-masing alat tangkap disajikan 
pada Tabel 3. 


Jumlah produksi ikan di WPP 718 secara 
keseluruhan mengalami penurunan dari tahun 2014 
ke tahun 2015, yaitu sebesar 38%. Penurunan 
tertinggi secara persentase adalah kelompok lobster 
(349%) dan dari segi jumlah, penurunan tertinggi 
adalah kelompok jenis ikan demersal (146%). 
Penurunan jumlah produksi ini disebabkan karena 
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sudah tidak beroperasinya jenis alat tangkap pukat 
udang dan pukat ikan yang memiliki produktivitas 
tinggi untuk menangkap ikan demersal. Namun, 
produksi jenis ikan karang, pelagis kecil, pelagis 
besar dan rajungan mengalami peningkatan 
dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan jumlah 
penurunan ikan demersal. Hal ini disebabkan 
karena berkembangnya penggunakan alat tangkap 
jaring insang oseanik dan purse seine di WPP 
718, dengan target tangkapan jenis ikan pelagis. 
Produksi ikan menurut kelompok jenis ikan tahun 
2014 dan 2015 disajikan pada Tabel 4. 


Analisis Bioekonomi 


Jenis alat tangkap kapal perikanan yang 
beroperasi di Laut Arafura mengalami perubahan 
yang sangat signifikan semenjak diberlakukannya 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 56 
tahun 2014 dan no2 tahun 2015. Dengan kebijakan 
tersebut, pelaku usaha perikanan juga mengalami 
perubahan, industri pengolahan tidak mendapatkan 
pasokan yang cukup dan penggunaan tenaga kerja 
semakin diperketat. Kapal pukat udang dan pukat 
ikan melakukan usaha penangkapan skala besar, 
menghasilkan produk hasil perikanan dengan 
kualitas tinggi dan sebagian besar menggunakan 
tenaga kerja asing. Nelayan tradisional/lokal 
hanya melakukan penangkapan skala kecil, serta 
hasil tangkapan untuk pasar lokal. Setelah adanya 
kebijakan tersebut, usaha penangkapan ikan 
dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan 
kapal perikanan yang dibangun didalam negeri. 
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Tabel 4. Jumlah Produksi Menurut Kelompok Jenis Ikan di WPP 718, tahun 2014-2015. 
Table 4. Fish Production Based on Type of Fish Group in WPP 718, 2014-2015. 


Jenis Kelompok Ikan/ 


Produksi/Production Perubahan/ Rate 


Z 
(e) 


Type of fish group 
Ikan pelagis kecil/Small pelagic 
ikan pelagis besar/Big pelagic 
Ikan demersal/Demersal 
Ikan karang/Coral fish 
Udang Penaeid/Crustaceans 
Lobster/Lobster 
Kepiting/Mangrove mud crab 
Rajungan/Swimming crab 


OMAN Da FP ON > 


Cumi-cumi/Common squids 


Jumlah/ Total/Rata-rata//Average 


2014 2015 of Changes (%) 
40,228 59,681 32.59% 
33,191 47,126 29.57% 
165,729 67,337 -146.12% 
7,788 16,157 51.80% 
7,238 6,259 -15.64% 
755 168 -349.40% 
1,712 1,431 -19.64% 
1,496 1,768 15.38% 
3,030 7,340 58.72% 
261,167 207,267 -38.08% 


Sumber: Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Ikan, DJPT (2017)/ Source: Directorate Fishery Resources Management (2017) 


Ukuran armada penangkapan yang digunakan 
dengan kategori sedang (60 GT — 200 GT) dengan 
rata-rata 92 GT (Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, 2017). 


Penelitian ini menggunakan analisis 
bioekonomi untuk mengetahui tingkat optimal 
pemanfaatan sumber daya ikan demersal di Laut 
Arafura. Sebelum adanya kebijakan pemerintah 
tersebut, alat tangkap yang banyak digunakan 
adalah alat tangkap pukat (trawis), dan setelah 
kebijakan, alat angkap yang dioperasikan oleh 
nelayan untuk menangkap ikan demersal adalah 
pancing rawai dasar. Analisis bioekonomi 
menggunakan parameter biologi dan parameter 
ekonomi. Parameter biologi yang digunakan 
adalah tingkat pertumbuhan intrinsik ikan, 
koefisien kemampuan menangkap dan daya 
dukung lingkungan untuk perikanan tersebut. 
Parameter ekonomi yang digunakan adalah 
biaya penangkapan menggunakan alat tangkap 
standar, rata-rata harga ikan dan indeks harga 
konsumen. Model surplus produksi paling baik 
yang dihasilkan dari data yang digunakan adalah 
Model Walters & Hilborn (1976). 


Analisis pertama dilakukan dengan 
menggunakan alat tangkap pukat sebagai alat 
tangkap standar serta jumlah pancing rawai dasar 
distandarkan ke alat tangkap pukat. Rata-rata 
ukuran kapal perikanan dengan menggunakan 
alat tangkap pukat adalah 180 GT (Purwanto, 
2013). Rata-rata ukuran kapal perikanan dengan 
alat tangkap pancing rawai dasar adalah 75 GT. 


Rata-rata produktivitas kapal pukat adalah 2 ton/ 
GT kapal per tahun dan rata-rata produktivitas 
kapal pancing rawai dasar satu ton/GT kapal/ 
tahun. Perkembangan jumlah produksi, jumlah alat 
tangkap untuk menangkap ikan demersal dengan 
alat tangkap standar pukat dan pancing rawai 
dasar serta catch per unit effort (CPUE) per kapal 
(Tabel 5). 


Data runtun waktu yang digunakan untuk 
menduga parameter biologi ikan demersal di 
Perairan LautArafura adalah data tahun 2001 sampai 
dengan tahun 2014. Data jumlah produksi terdiri 
dari seluruh jenis ikan demersal dan udang yang 
telah dikelompokkan menurut wilayah pengelolaan 
perikanan 718. Jumlah produksi merupakan hasil 
tangkapan yang dilaporkan dan tercatat secara 
statistik. Data jumlah kapal pukat adalah kapal 
pukat yang mendapat izin penangkapan di WPP 
718, sedangkan kapal pancing rawai dasar terdiri 
dari kapal perikanan mulai dari yang berukuran 
kecil sampai dengan yang berukuran besar. Jumlah 
kapal pukat diperoleh dari seluruh GT kapal (pukat 
dan pancing rawai dasar) dibagi dengan 180 GT, 
sedangkan untuk jumlah kapal pancing rawai dasar 
dibagi dengan 75 GT. Pada penelitian ini, analisis 
dilakukan terhadap kapal dengan kedua jenis alat 
tangkap tersebut secara terpisah, untuk mengetahui 
tingkat optimal pemanfaatan ikan demersal dengan 
kapal pukat dan tanpa kapal pukat. 


Secara keseluruhan, model regresi linier 
berganda yang dihasilkan signifikan pada nilai 
a@=0,05, dengan uji F 5,67. Korelasi antara 
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Tabel 5. Jumlah Produksi, Jumlah Kapal Pukat dan Pancing Rawai Dasar dan Jumlah Hasil 


Tangkapan Per Kapal di Laut Arafura. 


Table 5. Productions, Trawls, Set Longlines and Catch Per Unit Trawl in Arafura Sea. 


Jumlah Kapal/ 


CPUE (Ton/Unit Kapal)/ 


Tahun/ Produksi/ Number of Vessel CPUE (Ton/Ship Unit)/ 
Year Production Pancing Rawai Dasar/ — Pukat/ Pancing Rawai Dasar/ 
Pukau TIA Wis Set Longline Trawis Set Longline 
2001 119,400 790 1,926 151.09 62.00 
2002 127,700 819 2,047 155.87 62.39 
2003 141,200 830 2,069 170.20 68.25 
2004 194,900 1,071 2,605 181.94 74.82 
2005 198,700 1,291 3,135 153.95 63.37 
2006 116,395 1,376 3,344 84.61 34.81 
2007 131,700 952 2,329 138.34 56.54 
2008 95,471 919 2,247 103.90 42.49 
2009 96,998 670 1,677 144.86 57.85 
2010 160,773 850 2,111 189.11 76.16 
2011 119,383 907 2,269 131.65 52.62 
2012 106,164 938 2,356 113.20 45.06 
2013 104,616 958 2,437 109.18 42.92 
2014 172,967 947 2,516 182.69 68.74 


Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (2016)/Source: Ministry of Marine Affairs and Fisheries (2016) 


variabel Y dengan variabel bebas sebesar 72,90% 
dan koefisien determinasi sebesar 53,14% (untuk 
kapal pukat). Dengan menggunakan model surplus 
produksi Walters dan Hilborn untuk data yang 
dimiliki maka variabel tidak bebas (== — 1) dapat 
dijelaskan oleh variabel U; dan E; sebagai variabel 
bebas sebesar 53,14%, sedangkan 46,86% lainnya 
dijelaskan oleh variabel lain. Uji tanda untuk hasil 
regresi linier berganda telah sesuai dengan tanda 
pada model yaitu bertanda negatif baik untuk 
variabel U+ maupun £;. Pada persamaan diatas, 
nilai dalam tanda kurung menunjukkan nilai uji t, 
dimana variabel U; signikan pada nilai œ = 0,05, 
sedangkan variabel E: hanya signifikan pada nilai 
a = 0,30. Persamaan hasil regresi menggunakan 
model Walters dan Hilborn dengan regresi berganda 
(informasi dalam kurung menunjukkan nilai uji t, *** 
menunjukkan variabel signifikan pada œ = 0,05, “ 
menunjukkan variabel signifikan pada « — 0,30. 


Y = 1,7201 — 0,0087 *** U, — 0,0005 « E, 
(—3,37) (—1,10) 
Pada model Walters dan Hilborn, nilai 
konstanta atau fọ dalam persamaan regresi 
menunjukkan nilai tingkat pertumbuhan intrinsik 


ikan (r), serta nilai f2 menunjukkan nilai koefisien 
kemampuan tangkap alat tangkap yang digunakan 
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(q). sedangkan nilai daya dukuna lingkiııngan 
(K) dapat diduga dari perhitungan K= BBa atau 
K =E Secara lengkap besar nilai parameter 
biologi disajikan Tabel 6. 


Tingkat pertumbuhan intrinsik ikan demersal 
di WPP 718 adalah 1,72. Nilai ini menunjukkan 
distribusi umur dari populasi ikan yang dianalisis 
cukup lebar, karena perbedaan umur diantara jenis 
ikan bervariasi. Kakap merupakan salah satu contoh 
ikan demersal yang memiliki tingkat pertumbuhan 
lambat dan juga tingat kematian rendah. 
Pada umumnya umur maksimum ikan kakap lebih 
dari 10 tahun (Brule et al., 2018). Sedangkan umur 
maksimum udang adalah 5 tahun (Yamaguchi 
et al., 2014). Nilai cathability coefficient diperoleh 
sebesar 0,000455, serta daya dukung perairan 
untuk perikanan demersal adalah 435.371 ton 
per tahun. Besaran daya dukung menunjukkan 
banyaknya jumlah ikan yang dapat ditampung oleh 
perairan, dimana ikan tersebut dapat tumbuh dan 
berkembang maksimum. 


Pendugaan parameter selanjutnya adalah 
untuk kapal perikanan menggunakan alat tangkap 
pancing rawai dasar sebagai alat tangkap standar. 
Proses yang dilakukan untuk menentukan jumlah 
alat tangkap standar sama seperti yang dilakukan 
terhadap kapal pukat. Produktivitas kapal perikanan 
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dengan alat tangkap pukat lebih besar dari 
produktivitas kapal perikanan dengan alat tangkap 
pancing rawai dasar, sehingga jumlah alat tangkap 
pancing rawai dasar menjadi lebih besar (Tabel 5). 


Model regresi linier berganda yang dihasilkan 
juga signikan pada nilai œ = 0,05, dengan uji F 
5,46. Korelasi antara variabel Y dengan variabel 
bebas sebesar 72,26% dan koefisien determinasi 
sebesar 52,21% (untuk kapal pancing rawai dasar). 
Dengan menggunakan model surplus produksi 
Walters dan Hilborn untuk data yang dimiliki maka 
variabel tidak bebas (Ia _ 1) dapat dijelaskan 
oleh variabel U, dan E," sebagai variabel bebas 
sebesar 52,21%, sedangkan 47,79% lainnya 
dijelaskan oleh variabel lain. Uji tanda untuk hasil 
regresi linier berganda telah sesuai dengan tanda 
pada model yaitu bertanda negatif baik untuk 
variabel U, maupun Er. Pada persamaan diatas, 
nilai dalam tanda kurung menunjukkan nilai uji t, 
dimana variabel U, signikan pada nilai œ = 0,05, 
sedangkan variabel E: hanya signifikan pada nilai 
æ = 0,30. Persamaan hasil regresi untuk kapal 
dengan pancing rawai dasar yaitu: 


Y = 1,5947 — 0,0202U, — 0,00016E, 
(—3,30) #4 (—0,97) * 


Angka dalam kurung menunjukkan nilai uji t, 
dimana variabel U; signifikan pada nilai œ = 0,05, 
sedangkan variabel E, hanya signifikan pada nilai 
æ = 0,40. Dari koefisien yang diperoleh maka 
parameter biologi untuk alat tangkap pancing rawai 
dasar diperoleh seperti pada Tabel 6. 


Parameter ekonomi yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini adalah struktur biaya penangkapan dan 
harga ikan. Struktur biaya penangkapan mengacu 
pada struktur biaya penangkapan menggunakan 
pukat udang dan pukat ikan di Arafura yang 
dilakukan pada tahun 2012. Sebesar 70% biaya 
penangkapan terdiri dari biaya untuk bahan bakar 
minyak. Bahan bakar minyak yang digunakan oleh 
kapal perikanan dengan alat tangkap pukat adalah 
solar dengan tingkat penggunaan berkisar antara 
60.000 liter sampai 90.000 liter per trip Harga 
bahan bakar solar mengacu pada harga solar 
untuk industri yang ditetapkan oleh pemerintah. 
Pada tahun 2012 harga solar sebesar 12.350 per 
liter sedangkan pada tahun 2014 harga solar untuk 
industri di wilayah IV adalah 8.950 per liter. Biaya 
penangkapan untuk melakukan penangkapan ikan 
di WPP 718 oleh kapal perikanan pukat udang 
dan pukat ikan bervariasi, namun data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah biaya rata- 
rata dengan harga solar industri pada tahun 
2014 sehingga diperoleh biaya operasional 
penangkapan menggunakan alat tangkap pukat 
adalah Rp1.323,21 juta atau 1,32 milyar rupiah 
per trip . 


Struktur biaya penangkapan dengan alat 
tangkap pancing rawai dasar menggunakan data 
hasil penelitian yang dilakukan Kisworo et al. 
(2013). Penelitian dilakukan pada tahun 2012 
menggunakan alat tangkap pancing rawai dasar. 
Total biaya yang disampaikan pada jurnal tersebut 
merupakan data biaya penangkapan per tahun, 
sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 


Tabel 6. Nilai Parameter Biologi dan Ekonomi Perikanan Demersal di WPP 718 Dengan Alat Tangkap 


Pukat dan Pancing Rawai Dasar. 


Table 6. Biological and Economical Parameters of Demersal Fish in WPP 718 Used Trawis 


and Set Long Lines. 


Koefisien/ TAF a Marie - 
No Coefficient Definisi/Definition Pukat/Trawl Pancing Rawai Dasar/ 
Set Long Line 
1 r Tingkat pertumbuhan intrinsic / 1.720052 1.594739 
Intrinsic Growth Rate 
2 q Koefisien Kemampuan tangkap/ 0.000455 0.000166 
Catchability coefficient 
3 K Daya dukung perairan (ton/tahun)/ 435,371 477,027 
Carrying capacity (ton/year) 
4 Cc Biaya penangkapan (juta rupiah/ 1,323.21 192.82 
trip)/ Cost of fishing (IDR/ trip) 
5 P Harga ikan (juta rupiah/ton)/ Price of 27.87 27.87 


fish/ (IDR/ton) 


Sumber: Hasil analisis data (2018)/Source: Results of data analysis (2018) 
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biaya penangkapan per trip. Dengan asumsi 
kapal perikanan dengan alat tangkap pancing 
melakukan operasi penangkapan lebih dari 
30 hari, maka rata-rata jumlah trip per tahun 
adalah 5. Setelah data biaya per trip diperoleh 
maka, untuk menyetarakan data yang digunakan 
dikalikan dengan indeks harga konsumen. 
Dengan demikian diperoleh biaya penangkapan 
penggunakan alat tangkap pancing  rawai 
dasar per trip pada tahun 2014 adalah 192,82 juta 
rupiah. 


Harga ikan yang digunakan dalam penelitian 
ini meliputi harga ikan bawal (hitam dan putih) 
kakap (merah dan putih), manyung, kuwe, kuro 
dan seluruh jenis udang (putih, dogol, windu dan 
lainnya). Rata-rata harga dari semua jenis ikan 
tersebut semenjak tahun 2001 sampai tahun 2014. 
Supaya harga ikan dapat diperbandingkan untuk 
setiap tahunnya, maka harga nominal tersebut 
dikalikan dengan indeks harga konsumen setiap 
tahun yang telah mempertimbangkan nilai inflasi. 
Indeks harga konsumen yang digunakan adalah 
indeks harga dengan tahun dasar tahun 2007-100. 
Dengan demikian, indeks harga sebelum tahun 
2007 lebih rendah dari 100 dan indeks harga 
setelah tahun 2007 lebih dari 100. Indeks harga 
tahun 2014 adalah 145,30 dengan tahun dasar 
tahun 2007. Harga yang digunakan sebagai harga 
patokan adalah harga tahun 2014 karena seluruh 
analisis dilakukan pada tahun tersebut. Rata-rata 
harga adalah 27,87 juta per ton. 


Dengan menggunakan parameter biologi 
dan parameter ekonomi untuk masing-masing 
alat tangkap yang digunakan sebagai alat 
tangkap standar, maka pada kondisi tidak adanya 
pengelolaan yang diterapkan (open access), maka 
kondisi stok ikan demersal ketika menggunakan 
alat tangkap pukat lebih tinggi dibandingkan 
jumlah stok ketika menggunakan alat tangkap 
pancing rawai dasar. Jumlah hasil tangkapan 
yang dapat dihasilkan oleh alat tangkap pukat 
adalah 136.399 ton per tahun dengan alat tangkap 


2.873 unit. Pada saat adanya larangan penggunaan 
pukat, dengan asumsi hanya alat tangkap pancing 
rawai yang beroperasi, jumah alat tangkap pancing 
yang dapat dioperasikan sebanyak 8.787 unit. 
Dalam kondisi open access, penggunaan alat 
tangkap pancing rawai menyebabkan pengurasan 
sumber daya yang lebih besar dibandingkan 
menggunakan pukat, hal ini disebabkan 
karena banyaknya kapal yang beroperasi, 
sehingga menghambat perkembangbiakan ikan, 
pertumbuhan ikan menjadi rendah, dan jumlah stok 
terus mengalami penurunan. Hal demikian tidak 
terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, 
karena Indonesia menerapkan semi open access, 
dengan menetapkan sejumlah aturan untuk kapal 
perikanan dengan ukuran lebih dari 10 GT. Jumlah 
stok, hasil tangkapan dan jumlah alat tangkap pada 
pengelolaan open access disajikan pada Tabel 7. 
Pada pengelolaan open access, pelaku usaha tidak 
mendapatkan rente ekonomi. 


Pengelolaan sumber daya perikanan dengan 

optimum secara biologi (MSY) menunjukkan 
bahwa kapal perikanan menggunakan alat tangkap 
pancing rawai dasar lebih ramah dibandingkan 
menggunakan kapal pukat, hal ini dapat dilihat dari 
jumlah stok/biomas dan jumlah hasil tangkapan 
yang lebih tinggi (Tabel 8). Jumlah stok/biomas 
memiliki nilai yang lebih tinggi disebabkan karena 
parameter biologi daya dukung lingkungan 
menggunakan alat tangkap pancing rawai dasar 
lebih tinggi dibandingkan menggunakan kapal 
pukat. Sehingga jumlah kapal yang diperbolehkan 
untuk melakukan penangkapan lebih banyak, hasil 
tangkapan menjadi lebih tinggi dan rente yang 
diperoleh juga lebih tinggi. Moratorium kapal 
perikanan asing di Indonesia yang menyebabkan 
berkurangnya kapal pukat (fraw/) di WPP 718 
secara biologi dapat memperbaiki ekosistem 
perairan karenatingkatpemanfaatan yang dilakukan 
masih lebih rendah dibandingkan tingkat optimal. 
Namun memberikan manfaat ekonomi yang 
lebih rendah karena sebagian potensi ikan tidak 
termanfaatkan. 


Tabel 7. Jumlah Stok, Jumlah Hasil Tangkapan dan Jumlah Alat Tangkap Pada Open Access. 
Table 7. Biomass, Harvest and Fishing Gear Number st Open Access. 


Simbol / Definisi/ Satuan/Unit Pukat / Pancing Rawai Dasar/ 
Symbol Definition Trawl Set Long Line 

x Stok/Biomass ton 104,273 41,780 

h Hasil tangkapan/Harvest ton 136,399 60,792 

E Jumlah alat tangkap/Effort unit 2,873 8,787 


Sumber: Hasil analisis data (2018)/Source: Results of data analysis (2018) 
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Tabel 8. Jumlah Stok, Jumlah Hasil Tangkapan dan Jumlah Alat Tangkap Pada MSY. 
Table 8. Biomass, Harvest and Fishing Gear Number at MSY. 


Simbol / Definisi/ 
Symbol Definition 
x Stok/Biomass 
h Hasil tangkapan/Harvest 
Jumlah alat tangkap/Effort 
Phi Rente/ Rent 


Satuan/ Pukat / Pancing Rawai Dasar/ 
Unit Trawl Set Long Line 
ton 217,686 238,514 
ton 187,215 190,184 
unit 1,889 4,815 
Rp (juta) 2,718,380 4,371,959 


Sumber: Hasil analisis data (2018)/Source: Results of data analysis (2018) 


Tabel 9. Jumlah Stok, Jumlah Hasil Tangkapan dan Jumlah Alat Tangkap Pada MEY. 
Table 9. Biomass, Harvest and Fishing Gear Number at MEY. 


Simbol/ Definisi/ 
Symbol Definition 
x Stok/Biomass 
h Hasil tangkapan/Harvest 
E Jumlah alat tangkap/Effort 
Phi Rente/Rent 


Satuan/ Pukat / Pancing Rawai Dasar/ 
Unit Trawl Set Long Line 
ton 269,822 259,404 
ton 176,476 188,725 
unit 1,436 4,393 
Rp (juta) 3,017,677 4,412,618 


Sumber: Hasil analisis data (2018)/Source: Results of data analysis (2018) 


Penentuan tingkat optimal secara ekonomi 
dipengaruhi oleh parameter ekonomi dan juga 
parameter biologi. Maksimum rente ekonomi dapat 
dicapai dengan tidak mengabaikan faktor biologi, 
sehingga jumlah stok/biomas dan rente ekonomi 
pada kondisi MEY lebih tinggi dibandingkan MSY, 
namun jumlah kapal dan produksi lebih rendah. 
Ditinjau dari segi ekonomis, produktivitas kapal 
pukat lebih tinggi dibandingkan kapal pancing 
rawai, namun memerlukan biaya operasional 
yang jauh lebih tinggi, sehingga jumlah kapal 
yang diperbolehkan untuk beroperasi lebih 
sedikit, yang memberikan total jumlah produksi 
lebih rendah, maka rente ekonomi kapal pukat 
menjadi lebih rendah (Tabel 9). Jumlah kapal 
dengan alat tangkap pancing rawai lebih tinggi, 
sehingga memberikan jumlah produksi lebih 
tinggi, namun menyebabkan berkurangnya jumlah 
stok/biomas. 


Kebijakan moratorium kapal asing yang 
menyebabkan dilarangnya kapal perikanan yang 
dibangun di luar negeri untuk beroperasi di wilayah 
pengelolaan perikanan Indonesia, maka sebanyak 
614 kapal pukat sudah tidak beroperasi di WPP 
718 untuk melakukan penangkapan ikan demersal. 
Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan 
maksimum secara ekonomi (MEY) merupakan 


jenis pengelolaan terbaik yang memberikan 
rente tertinggi dan juga stok/biomas paling baik. 
Menurut Keputusan Menteri Kelautan No 50 tahun 
2017, tingkat pemanfaatan ikan demersal di WPP 
718 sebesar 67% dari jumlah tangkapan yang 
diperbolehkan. Dalam upaya mencapai tingkat 
pemanfaatan optimal secara ekonomi maka perlu 
penambahan pancing rawai dasar sebanyak 1.450 
unit atau 33% dari total jumlah kapal optimal. 
Biaya investasi untuk setiap unit kapal perikanan 
dengan alat tangkap pancing rawai dasar sebesar 
953,74 juta rupiah. Total investasi yang dibutuhkan 
untuk mencapai jumlah effort optimal adalah 
1,38 trilyun rupiah (Tabel 10). 


Jumlah produksi yang telah dihasilkan 
adalah 126,66 ribu ton. Menggunakan rata-rata 
harga ikan demersal pada tahun 2017 yaitu 
32.06 juta/ton, maka total penerimaan adalah 
4,05 trilyun per tahun. Biaya operasional 
penangkapan ikan menggunakan alat tangkap 
pancing rawai dasar adalah 221,83 juta rupiah, 
maka diperoleh total biaya penangkapan 
dari seluruh kapal yang telah beroperasi adalah 
652,97 milyar per tahun. Dengan demikian 
total rente yang diperoleh sebesar 3,40 trilyun 
atau 77,07% dari total rente maksimum secara 
ekonomi. 
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Tabel 10. Jumlah Kapal, Investasi dan Rente Ekonomi Ikan Demersal di WPP 718, 2017. 
Table 10. Number of Set Long Lines, Investmens and Economi Rents Demersal Fishery in WPP 


718, 2017. 
Keterangan/Remaks Satuan/Unit Jumlah/Total 
Tingkat pemanfaatan/Utilization rate % 67 
Jumlah pancing rawai dasar/Number of set longline Unit 2,944 
Tambahan pancing rawai dasar/Lack of optimal level Unit 1,450 
Investasi//nvestments Juta/unit 953 
Kebutuhan Investasi/Investment needed Juta 1,381,305 
Produksi/Productions Ton 126,446 
Rata-rata harga/Average price Juta/ton 32 
Penerimaan/ Total revenue Juta 4,053,900 
Biaya operasional/Cost of fishing Juta 221.83 
Total biaya/Total cost Juta 652.973 
Rente/Rent Juta 3,400,927 


Sumber: Hasil analisis data (2018)/Source: Results of data analysis (2018) 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan 
demersal di Laut Arafura sebelum kebijakan 
moratorium kapal asing, telah mendekati kondisi 
optimal, bahkan sebagian literatur menunjukkan 
telah terjadi kelebihan tangkap, karena banyaknya 
kapal perikanan tanpa izin yang melakukan 
penangkapan. Kebijakan moratorium kapal asing 
yang menyebabkan dilarangnya kapal perikanan 
yang dibangun di luar negeri untuk beroperasi di 
wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, maka 
sebanyak 614 kapal pukat sudah tidak beroperasi 
di WPP 718 untuk melakukan penangkapan ikan 
demersal. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan 
maksimum secara ekonomi (MEY) merupakan 
jenis pengelolaan terbaik yang memberikan 
rente tertinggi dan juga stok/biomas paling baik. 
Menurut Keputusan Menteri Kelautan No 50 
tahun 2017, tingkat pemanfaatan ikan demersal 
di WPP 718 sebesar 67% dari jumlah tangkapan 
yang diperbolehkan. Dalam upaya mencapai 
tingkat pemanfaatan optimal secara ekonomi 
maka perlu penambahan pancing rawai dasar 
sebanyak 1.450 unit atau 33% dari total jumlah 
kapal optimal. Biaya investasi untuk setiap unit 
kapal perikanan dengan alat tangkap pancing 
rawai dasar sebesar 953,74 juta rupiah. 
Total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai 
jumlah effort optimal adalah 1,38 trilyun rupiah 
(Tabel 10). 
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Jumlah produksi yang telah dihasilkan 
adalah 126,66 ribu ton. Menggunakan rata-rata 
harga ikan demersal pada tahun 2017 yaitu 
32.06 juta/ton, maka total penerimaan adalah 
4,05 trilyun per tahun. Biaya operasional 
penangkapan ikan menggunakan alat tangkap 
pancing rawai dasar adalah 221,83 juta rupiah, 
maka diperoleh total biaya penangkapan dari 
seluruh kapal yang telah beroperasi adalah 
652,97 milyar per tahun. Dengan demikian 
total rente yang diperoleh sebesar 3,40 trilyun 
atau 77,07% dari total rente maksimum secara 
ekonomi. 


Implikasi Kebijakan 


Laut Arafura sudah sangat terkenal 
memiliki potensi sumber daya perikanan terbesar 
di Indonesia. Kebijakan moratorium kapal 
perikanan asing telah menyebabkan turunnya 
jumlah produksi, turunnya jumlah ekspor sehingga 
turunnya devisa negara dari perikanan. Dalam 
upaya mencapai tingkat pemanfaatan secara 
optimal yang memberikan rente maksimum, 
maka diperlukan tambahan jumlah kapal yang 
beroperasi di WPP 718. Salah satu cara yang dapat 
dilakukan adalah dengan relokasi penangkapan 
bagi kapal perikanan yang menangkap ikan 
di WPP lainnya, serta memberikan kemudahan- 
kemudahan kepada pengusaha perikanan 
nasional untuk memperoleh izin penangkapan di 
WPP 718. 
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Produk hasil perikanan merupakan produk 
yang sangat mudah rusak, maka penanganan 
pasca panen sampai ikan dikonsumsi harus 
dilakukan dengan baik, oleh karena itu diperlukan 
prasarana dan sarana penangkapan, penanganan 
dan pemasaran yang memadai. Pengolahan dan 
pemasaran hasil perikanan terpusat di Pulau Jawa, 
transportasi dan distribusi ikan membutuhkan 
waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Oleh 
karena itu diperlukan penyediaan infrastruktur 
untuk pengolahan ikan menjadi produk olahan 
setengah jadi, sehingga diperoleh nilai tambah dan 
rente ekonomi yang lebih tinggi. 
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Appendix 1. Output OLS Model Walter-Hilborn 


Kapal pancing rawai dasar 


Regression Statistics 


Multiple R 0,722589515 

R Sguare 0,522135608 

Adjusted R Sguare 0,426562729 

Standard Error 0,255310672 

Observations 13 

ANOVA 

df SS MS F Significance F 

Regression 2 0,712223 0,3561119 5,463219 0,024918 

Residual 10 0,651835 0,0651835 

Total 12 1,364059 

Standard 
Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 
Intercept 1,594738 0,615484 2,5910295 0,026902 0,223353 2,9661241 
Ut -0,0201881 0,006113 -3,3020644 0,007985 -0,033810 -0,0065657 
Et -0,0001655 0,000169 -0,9758769 0,352141 -0,000543 0,0002124 
Kapal Pukat/trawl 
Regression Statistics 

Multiple R 0,728995578 

R Square 0,531434552 

Adjusted R Square 0,437721463 

Standard Error 0,261837568 

Observations 13 

ANOVA 

df SS MS F Significance F 

Regression 2 0,7775770 0,388789  5,67086792 0,022586623 

Residual 10 0,6855891 0,068559 

Total 12 1,4631661 

Standard 
Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 1,720052624 0,6249401 2,752348 0,0203959 0,3275991 3,1125061 
Ut -0,008676814 0,0025772 -3,36664 0,0071618 -0,0144193 -0,0029342 
Et -0,000455325 0,0004122 -1,10462 0,2951936 -0,0013737 0,0004631 
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ABSTRAK 


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung potensi ekonomi pariwisata Kabupaten 
Pulau Morotai. Kabupaten Pulau Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Bahari 
menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber pemasukan daerah karena atraksi wisata yang ada 
berdasarkan potensi sumber daya alam dan peninggalan sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif metode deskritif dan desk study. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis benefit transfer dari hasil penelitian sebelumnya di Kabupaten 
Pulau Morotai yang menggunakan metode travel cost method (TCM). Berdasarkan hasil wawancara 
dan observasi, daya tarik wisata di Kabupaten Pulau Morotai adalah wisata alam seperti wisata alam 
bawah laut, wisata pantai serta wisata budaya dari hasil peninggalan sejarah diantaranya peninggalan 
sejarah Perang Dunia II. Berdasarkan hasil perhitungan daya tarik wisata di Kabupaten Pulau Morotai 
potensi ekonomi Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai adalah Rp13.295.140.000. Nilai ini disumbang 
dari wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Pulau Morotai 
selama 4 -11 hari. Memasukan potensi ekonomi dalam dokumen perencanaan pengembangan 
pariwisata Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu dasar dasar untuk membuka pintu investasi 
baik untuk menanamkan modal dalam pengembangan pariwisata. 


Kata Kunci: pariwisata: bahari; ekonomi: Morotai 


ABSTRACT 


This research aims to calculate economic potential of tourism at Morotai Island Regency. Regency 
of Morotai has tourist attraction due to its natural resources and historical heritage. It is branded as 
Special Economic Zone (KEK) of Marine Tourism and make tourism as one of the source of its regional 
income. This research used descriptive gualitative and desk study method. The data is analyzed using 
benefit transfer analysis from the previous research which uses travel cost method (TCM). Based on 
interview and observation, marine tourism such as underwater travel, beach and cultural attraction, is a 
leading tourist attraction at Morotai Island Regency. Tourist attraction calculates the number of economic 
potential of tourism at Regency of Morotai Island amount IDR 13.295.140.000. It is contributed mostly 
from domestic and foreign travelers who traveled to Morotai Island for 4 to 11 days. Therefore, economic 


potential of tourism will lead to investment in tourism development. 


Keywords: tourism; maritime; economics; Morotai 


PENDAHULUAN 


Pariwisata mulai ada sejak terjadinya 
perpindahan manusia baik karena dorongan untuk 
melakukan perdagangan, perasaan ingin tahu atau 
mencari pengalaman baru dan ilmu pengetahuan 
baru serta dorongan keagamaan atau melakukan 
ziarah (Spillane, 1987). Pariwisata saat ini 
dijadikan sebagai sumber pendapatan valuta 


*Korespodensi Penulis: 
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 


asing, penyerapan tenaga kerja lokal dan sumber 
pertumbuhan ekonomi negara (Brida et al., 2010a). 
Pariwisata tercatat telah berkontribusi 4% dari 
total perekonomian (www.indonesia-investment. 
com, 2016) dan tahun 2015 sudah menyumbang 
devisa sebesar 12 juta USD urutan ke 4 dari 
11 ekspor barang terbesar Indonesia. Jumlah 
kunjungan wistawan mancanegara dari 19 pintu 
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masuk utama dan pintu masuk lainnya tercatat 
mengalami peningkatan 21,88 % dari tahun 2016 ke 
tahun 2017 yang mencapai lebih dari 14 juta orang 
(Ditjen Imigrasi dan BPS, 2017). Hal ini didorong 
karena semakin banyaknya destinasi wisata 
di Indonesia dan acara festival yang banyak 
diselenggarakan setiap bulannya di berbagai 
wilayah di Indonesia serta diikuti dengan 
perkembangan positif investasi di sektor pariwisata. 
Pertumbuhan sektor pariwisata juga disebabkan 
oleh banyaknya wisatawan di tingkat internasional 
walaupun beberapa negara dunia mengalami 
krisis global, dimana jumlah wisatawan yang 
melakukan kunjungan tahun 2015 sebanyak 
1,18 milyar orang (Khumaedy, 2017). 


Perkembangan kunjungan wisatawan 
akan berbanding lurus dengan pertumbuhan 
sektor pariwisata kearah positif. Secara tidak 
langsung pertumbuhan positif ini memberikan 
efek berganda pada permintaan terhadap produk 
yang mendukung sektor pariwisata. Semakin 
tinggi permintaan terhadap sektor pariwisata tidak 
menutup kemungkinan sektor lainnya akan ikut 
tumbuh secara positif (Purwanto, 2013). Salah satu 
destinasi wisata yang memiliki atraksi menarik dan 
berbeda dengan destinasi wisata bahari lainnya 
adalah Kabupaten Pulau Morotai. Kabupaten Pulau 
Morotai sebagai salah satu wilayah pulau terluar 
bagian utara menghadap kepada Samudera Pasifik 
memiliki keunggulan geopolitik dan ekonomi serta 
memiliki potensi sumber daya bahari yang kaya 
akan alam bawah lautnya juga memiliki daya tarik 
wisata budaya sejarah yaitu peninggalan perang 
dunia Il. Kabupaten Pulau Morotai dijadikan 
sebagai salah satu lokasi Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) Pariwisata yang ditetapkan pada 
saat Sail Morotai 2012 oleh Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono. Penetapan suatu 
kawasan menjadi kawasan khusus adalah untuk 
pengembangan kawasan tersebut sebagai 
kawasan pembangunan ekonomi yang nantinya 
akan memberikan ruang kepada perusahaan- 
perusahanan untuk berinvestasi tanpa harus 
melalui birokrasi yang rumit. Dengan kata lainnya 
dengan masuknya investor untuk mengairahkan 
ekonomi di kawasan tersebut nantinya akan 
diikuti pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. 


Penetapan KEK di Kabupaten Pulau Morotai 
diharapkan membawa dampak positif terhadap 
peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan 
lapangan kerja, peningkatan pajak baik langsung 
dan tidak langsung. Namun ketika ada 
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pembangunan pariwisata di suatu kawasan akan 
memberikan tekanan terhadap sumber daya alam 
karena sumber daya alam memberikan manfaat 
ekonomi dari barang dan jasa yang digunakan 
sebagai atraksi wisata. Perhitungan besarnya 
manfaat ekonomi sumber daya alam untuk sektor 
pariwisata sebagai daya tarik wisata Kabupaten 
Pulau Morotai. Di lain pihak melakukan perhitungan 
terhadap potensi ekonomi pariwisata sebagai 
bentuk mengukur nilai lingkungan yang terdapat 
pada destinasi wisata. Potensi ekonomi pariwisata 
muncul ketika ada barang dan jasa lingkungan 
yang dimanfaatkan khususnya untuk kegiatan 
pariwisata dan adanya transaksi ekonomi 
didalamnya. Menurut Zamroni et al. (2016) 
nilai lingkungan akan menurun seiring dengan 
rusaknya lingkungan karena barang dan jasa yang 
dihasilkan dari lingkungan menurun. Perhitungan 
nilai ekonomi terhadap sumber daya alam 
berdasarkan karakteristik pemanfaatan kegiatan 
pariwisata penting untuk dilakukan sebagai dasar 
mengimplemetasikan program kerja yang terukur 
secara ekonomi untuk perbaikan lingkungan dan 
menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan 
keberlanjutan sumber daya alam (Letson, 2002). 
Berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk menghitung potensi ekonomi 
pariwisata Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan 
aktraksi wisata yang ada dan nilai ekonomi 
sehingga dapat digunakan dalam Masterplan KEK 
Pariwisata untuk pembangunan danpengembangan 
pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pulau 
Morotai. 


METODOLOGI 


Waktu dan Lokasi Penelitian 


Penelitian dilakukan pada tahun 2017 
di Kabupaten Pulau Morotai. Kabupaten Pulau 
Morotai sebagai salah satu lokasi KEK (Kawasan 
Ekonomi Khusus) yang bergerak di bidang 
pariwisata. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan 
pertimbangan potensi yang ada di Kabupaten 
Pulau Morotai seperti peninggalan sejarah Perang 
Dunia II dan potensi sumber daya kelautan 
perikanan yang ditetapkan melalui Peraturan 
Pemerintah No. 50 Tahun 2014. Selain sebagai 
lokasi KEK, Kabupaten Pulau Morotai ditetapkan 
sebagai salah satu lokasi Sentra Kelautan dan 
Perikanan Terpadu atau SKPT dari enam lokasi 
SKPT yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan 
Perikanan yang diharapkan dapat menjadi 
leading sector percepatan pembangunan industri 
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perikanan nasional sebagai salah satu upaya 
pelaksanaan pilar poros maritim sesuai dengan 
Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2016. SKPT 
dibangun dengan tujuan untuk mengintegrasikan 
proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis 
masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan 
sumber daya kelautan dan perikanan di pulau- 
pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan secara 
berkelanjutan. 


Jenis dan Sumber Data 


Pendekatan penelitian yang digunakan 
adalah kombinasi penelitian kuantitatif kualitatif. 
Penelitian kuantitatif dan kualitatif banyak dilakukan 
pada penelitian sosial jika hanya melakukan 
pendekatan kuantitatif tidak akan bermakna jika 
tidak diperkaya dengan pendekatan kualitatif dan 
sebaliknya jika hanya pendekatan kualitatif tanpa 
adanya pendekatan kuantitatif data yang disajikan 
dalam bentuk kalimat mudah untuk direkayasa 
(Mulyadi, 2011). Penelitian ini dilakukan dengan 
cara mengumpulkan data yang berupa angka 
dan kalimat dari individu serta literatur termasuk 
hasil-hasil penelitian sejenis yang sudah dilakukan 
sebelumnya (Martono, 2011) 


Pendekatan perhitungan potensi ekonomi 
diukur dari dampak ekonomi secara langsung. 


PE (Cornelia Miwantini Witomo dan Andrian Ramadhan) 


Dampak langsung berasal dari nilai tranksasi 
yang nyata digunakan oleh wisatawan di daerah 
tujuan wisata (Marpaung dan Bahar, 2002). Jenis 
data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah data yang secara 
langsung diperoleh dengan cara wawancara 
kepada informan kunci yaitu pengelola Daloha 
Resort dan operator jasa penyedia pariwisata yang 
ada di Daloha Resort. Daloha Resort sebagai basis 
operator PT Jababeka Morotai sebagai pengelola 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai. Data 
primer yang diperoleh memuat informasi terkait 
dengan paket wisata, asal wisatawan, jumlah hari 
menginap, aktraksi wisata. 


Data sekunder yang dimaksud adalah 
data-data yang diperoleh dari hasil penelitian 
terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. 
Data sekunder yang dimaksud adalah potensi 
ekonomi pariwisata Kabupaten Pulau Morotai 
dari perhitungan Travel Cost Method (TCM) dan 
Willingness to Pay (WTP) yang penelitiannya 
dilakukan pada tahun 2006 - 2007. Data sekunder 
lainnya adalah rata-rata jumlah hari wisatawan 
berlibur baik wisatawan domestik dan wisatawan 
mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan 
ke Kabupaten Pulau Morotai, biaya perjalanan 
wisatawan (Tabel 1). 


Tabel 1. Jenis dan Sumber Data Sekunder Penelitian Potensi Ekonomi Pariwisata di Kabupaten 


Pulau Morotai 2017. 


Table 1. Type of Data and Source of Secondary Data For Economics Tourism Potency in Morotai 
Island Regency, 2017. 


No Data dan Informas/ Sumber/ Tahun/ Keterangan/ 
Information and Data Source Year Remaks 
1. Potensi Ekonomi Banapon 2008 - Surplus Konsumen dari perhitungan 
Pariwisata Kabupaten TCM Rp. 1765,6/Consumer Surplus 
Pulau Morotai/ Potential from TCM Calculation IDR 1765, 6 
Economics Tourism of - WTP perindividu Rp. 14.522.210/ WTP 
Morotai Island Regency per individual IDR 14.522.210 
- Penelitian dilakukan pada tahun 2006- 
2007 
2. Rata-rata Hari BPS (Diolah 2016 - Wisatawan Domestik 4 hari 3 malam/ 
Berkunjung/Average Kembali-2017)/ BPS Domestic Tourist 4 days 3 nights 
days of visiting (Update Primary Data - Wisatawan Mancanegara 11 hari 10 
Processed 2017) malam/Foreign Tourist 11 days 10 
nights 
3. Pengeluaran Perhari/ Kementerian Pariwisata 2014 - Wisatawan Asia dan Timur Tengah 
Daily Expenditure (Diolah Kembali-2017)/ USD 136/Tourist from Asia and Middle 
Ministry of Tourism East USD 136 
(Update Primary Data - Wisatawan Eropa dan Amerika USD 
Processed 2017) 


111/Tourist from Europe and US USD 
111 
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Metode Pengumpulan Data 


Metode yang digunakan dalam pengumpulan 
data adalah wawancara mendalam dan studi 
kepustakaan. Pengumpulan data dengan cara 
wawancara mendalam kepada pengelola KEK 
Morotai yaitu PT Jababeka Morotai. Selain 
melakukan wawancara mendalam juga melakukan 
observasi non partisipan secara langsung terhadap 
perkembangan pariwisata di Kabupaten Pulau 
Morotai. Obsevasi non partisipan tidak terlibat 
langsung dengan kehidupan masyarakat namun 
hanya sebagai pengamat (Martono, 2011). Metode 
pengumpulan data lainnya adalah studi pustaka. 
Menurut Wirartha (2006), metode studi pustaka 
adalah penelitian kepustakaan yang digunakan oleh 
peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh 
dari dokumen literatur melalui berbagai sumber 
kepustakaan. Data dan informasi pendukung serta 
hasil penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai 
pihak terutama yang berhubungan dengan 
kegiatan kajian. Sumber data yang digunakan 
bersifat selektif dan memuat prinsip relevansi dan 
kemuktahiran (Harahap, 2014). Kemuktahiran 
dilihat tidak terbatas pada tahun tertentu karena 
bisa saja penelitian yang serupa di lokasi tertentu 
belum ada yang dipublikasi pada tahun terbaru 


Metode Analisis Data 


Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder. 
Analisis data sekunder memanfaatkan data yang 
tersedia dari lembaga pemerintah atau sumber 
terpercaya lainnya yang relevan dengan penelitian 
ini (Sugiyono, 2013). Setelah data berupa angka 
dikumpulkan dan maka selanjutnya dilakukan 
discounting. Menurut Fauzi (2014) discounting 
adalah prosedur ekonomi yang dilakukan 
dengan cara transformasi aliran uang yang terjadi 
antar waktu ataupun pada waktu tertentu pada 
suatu nilai tertentu yang setara waktu sekarang 
atau secara umum adalah menentukan nilai waktu 
sekarang dari manfaat dan biaya akan terjadi 
di masa mendatang melalui pembobotan yang 
disebut discount factor. Besaran discount 
rate/suku bunga pasar (r) yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 6,15% dengan asumsi 
elastisitas utilitas sama dengan 1, suku bunga 
preferensi waktu murni sama dengan 1 dan laju 
pertumbuhan konsumsi Indonesia tahun 2014 
tercatat 5,15%. Discount rate diperoleh dari 
formula Ramsey (Fauzi, 2014). Formula Ramsey 
dalam menghitung discount rate adalah sebagai 
berikut: 
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r= ng+p 

Keterangan/Remaks 

r 3 Suku bunga pasar/Discount rate 

n = Elastisitas utilitas marjinal/Elasticity of 
marginal utility 

g = Laju pertumbuhan konsumsi/ 
Consumption growth 

p = Suku bunga preferensi waktu murni/ 


Interest rate of time preference 


Formula dalam menghitung discount factor adalah: 


df = TTT (2) 


— (a+r) 


Keterangan/Remaks 
df = Diskon faktor/Discount factor 
r = Suku bunga pasar/Discount rate 


Dasar pemilihan waktu untuk menghitung 
potensi ekonomi pariwisata berdasarkan data 
yang tersedia. Data yang dimaksud adalah jumlah 
wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pulau 
Morotai tercatat pada tahun 2014. Oleh karena itu 
perhitungan discounting merujuk pada tahun 2014 
dengan menggunakan discount rate yang telah 
dihitung sebelumnya. 


Analisis yang dilakukan menggunakan 
statistik deskriptif yang digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 
data yang telah terkumpul dan dianalisis dengan 
sederhana menggunakan discounting tanpa 
maksud membuat kesimpulan yang berlaku secara 
umum (Sugiyono, 2013). Secara umum hasil 
dari analisis deskriptif adalah potensi ekonomi 
pariwisata yang terhitung dari data yang 
dikumpulkan sebagai dasar pengembangan 
ekonomi sektor pariwisata di Kabupaten Pulau 
Morotai. 


Selain analisis data yang sudah disebutkan 
sebelumnya, penelitian ini menggunakan hasil 
penelitian Banapon (2008) berupa surplus 
konsumen wisatawan yang diperoleh dari metode 
travel cost method (TCM). Tujuan dasar dari 
TCM adalah ingin mengetahui nilai manfaat dari 
sumberdaya alam dengan proxy atau secara 


sederhana dengan mengetahui biaya yang 
dikeluarkan untuk mengkonsumsi jasa dari 
sumberdaya alam tersebut dapat digunakan 


sebagai pendekatan untuk menentukkan harga 
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dari sumberdaya alam (Fauzi, 2004). Dengan 
mengetahui biaya perjalanan dari lokasi asal 
wisatawan menuju lokasi tujuan wisata dapat ditulis 
dalam persamaan berikut: 


X = f(c,d,I,u, P) 


Keterangan/Remaks 
X = Jumlah kunjungan/ Total visit 
c = Biaya perjalanan/ Travel cost 
d = Jarak/Distance 
i = Pendapatan/Income 
u = Umur/Age 
P = Harga barang substitusi/ 
Substitute goods price 

InV, = Po + B,lnTC, + PalnING eee (4) 
Keterangan/Remaks 
Vt = Tingkat kunjungan/Visit level 
TC, = Biaya perjalanan/Travel cost 
INC. = Pendapatan individu/Income individu 


B, B, B, = Koefisien regresi/ 
Regression coefficient 


=. Vi 
CS; = D on (5) 
Keterangan/Remaks 
CS, = Surplus konsumen individu/Individual 
consumer surplus 
V, - Tingkat kunjungan individu/Individual 


visit level 

P, = Koefisien regresi untuk biaya 
perjalanan/Regression coefficient for 
travel cost 


TCS = CS + Vp seers (6) 
Keterangan/Remaks 
TCS = Total surplus konsumen/nilai ekonomi 


pariwisata/Consumer surplus total or 
tourism value 


CS. Surplus konsumen/Consumer surplus 


< 
Il 


Total kunjungan pada tahun analisis 
(tahun ke-t)/Number of visitor in the 
year of analysis 
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Metode lain yang digunakan oleh Banapon 
(2008) adalah metode kontingensi/contingen value 
method (CVM). Nilai ekonomi yang diperoleh dari 
CVM dijumlahkan dengan nilai ekonomi yang 
diperoleh dari TCM menjadi total nilai ekonomi 
pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai. CVM 
digunakan untuk menghitung nilai ameniti atau 
estetika lingkungan dari suatu barang publik. 
Barang publik adalah barang yang dapat dinikmati 
oleh seseorang tanpa harus mengurangi manfaat 
barang tersebut untuk dinikmati oleh orang 
lain. Nilai estetika lingkungan dapat didapatkan 
dengan cara wawancara kepada responden 
namun harus hati-hati karena nilai dari responden 
mewakili populasi sehingga nilai tersebut dapat 
merepresentasikan nilai yang sebenarnya. 


Pemberian nilai ekonomi terhadap sumber 
daya alam dapat didekatkan dengan cara 
kemampuan individu untuk mengeluarkan sejumlah 
uang untuk menjaga estetika sumber daya alam 
tersebut atau dengan kata lain besaran keinginan 
untuk membayar atau Willingness to Pay (WTP). 
Estimasi WTP yang bangun dalam penelitian 
Banapon (2008) adalah menduga hubungan 
antara WTP dengan karakteristik responden yang 
menggambarkan nilai penghargaan yang diberikan 
oleh individu yang selalu memanfaatkan sumber 
daya alam tersebut. Estimasi nilai WTP dapat 
dinilai dari fungsi berikut: 


WTP; = Po + BiX1 + B2X2 + P3X3 


Keterangan/Remaks 

WTP, = Kemampuan responden membayar/ 
Willingness to pay 

X, = Umur responden/Age of respondent 

X, = Pendapatan responden/Income of 
respondent 


X = Pendidikan responden/Education 


level of respondent 


3 


Bo B, B, B, = Koefisien regresi/Regression 
coefficient 


Analisis selanjutnya menghitung total 
manfaat yang diperoleh dari nilai WTP individu yang 
dihasilkan dari persamaan sebelumnya dikalikan 
dengan total populasi. Secara sederhana tertuang 
dalam persamaan berikut: 


TM = WTP; x P, 
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Keterangan/Remaks 

TM = Total manfaat/ Total benefit 

WTPi = Nilai WTP per individu/ Individual 
WTP value 

Pt = Total populasi pada tahun ke-t yang 


relevan dengan analisis/ Number of 
population in the year of analysis 


Menurut Banapon (2008) total manfaat 
ini dapat dilakukan untuk penelitian multi years 
dengan cara mendiskon sesuai dengan prosedur 
yang berlaku dengan menggunakan tingkat diskon 
yang sesuai dengan karakteristik sumberdaya alam 
yang akan dihitung. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Atraksi Wisata Kabupaten Pulau Morotai 


Daya tarik wisata di Kabupaten Pulau 
Morotai adalah wisata alam seperti wisata alam 
bawah laut, wisata pantai serta wisata budaya 
dari hasil peninggalan sejarah seperti peninggalan 
sejarah Perang Dunia II. Aktivitas wisata yang bisa 
dinikmati oleh para wisatawan di Pulau Morotai 
antara lain rekreasi pantai, snorkeling, diving, 
(terutama di situs bangkai kapal perang dunia ll), 
sun bathing, serta wisata sejarah yang menjadi 
andalan utama kekhasan lainnya adalah wisata 
budaya yang unik dan khas budaya timur dan ada 
anggapan bahwa wisatawan asing senang dengan 
destinasi yang memberikan atraksi budaya karena 
menurut wisatawan sangat eksotik dan layak untuk 
dikunjungi dan dinikmati (Spillane, 1987). 


Berdasarkan hasil wawancara destinasi 
utama para wisatawan yang ada di Kabupaten 
Pulau Morotai adalah Pulau Dodola. Pulau Dodola 
terletak di bagian barat Pulau Besar Morotai yang 
dapat dijangkau dengan menggunakan speed boat 
dari Daruba selama kurang lebih 20 menit. Pulau 
lainnya yang menjadi objek wisata alam adalah 
Pulau Zum Zum. Pulau ini sangat istimewa karena 
pemimpin pasukan sekutu untuk kawasan Asia 
Pasifik masa Perang Dunia II Jenderal Douglas 
Mac Arthur pernah tinggal disini. Objek wisata 
alam lainnya yang tidak kalah menarik adalah 
Tanjung Gorango dan Tanjung Sopi. Tanjung 
Gorango yang terletak Desa Gorua dan Korango 
Kecamatan Morotai Utara sedangkan Tanjung 
Sopi yang terletak di Desa Sopi. Tanjung Gorango 
terkenal dengan panorama pasir putih sedangkan 
Tanjung Sopi terkenal dengan ombak besar karena 
langsung berhadapan dengan Samudera Pasifik 
sehingga ini adalah titik untuk berselancar. 
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Destinasi objek wisata alam yang tidak kalah 
menarik adalah Air Kaca. Air Kaca adalah tempat 
pemandian Jenderal Douglas Mac Arthur disebut 
Air Kaca karena airnya yang jernih dan sebening 
kaca. Objek wisata alam Kabupaten Pulau Morotai 
tidak hanya ada di darat namun juga di bawah 
laut. Untuk melihat alam bawah laut di Kabupaten 
Pulau Morotai titik menyelam terdapat 28 titik yang 
tersebar di perairan Morotai. Titik penyelaman di 
Kabupaten Pulau Morotai meliputi shark dive dan 
wreck dive. Shark dive adalah lokasi penyelaman 
dengan target untuk melihat ikan hiu yang hidup 
di perairan Morotai sedangkan wreck dive adalah 
lokasi penyelaman selain melihat terumbu karang 
adalah melihat peninggalan Perang Dunia II berupa 
bangkai pesawat. 


Selain objek wisata alam, atraksi wisata 
yang ditawarkan adalah objek wisata sejarah. 
Berdasarkan hasil wawancara, Pulau Zum-Zum 
dan Air Kaca tidak hanya memiliki nilai keindahan 
tetapi juga memiliki nilai sejarah karena Jenderal 
Douglas Mac Arthur pernah menetap dan hidup 
di tempat itu. Objek wisata sejarah lainnya adalah 
Landasan Pitoe yang merupakan landasan 
udara yang digunakan pada saat Perang Dunia 
Il yang berjumlah tujuh landasan hal ini yang 
menyebabkan landasan ini dinamakan Landasan 
Pitoe. Pada saat Perang Dunia II Jenderal Douglas 
Mac Arthur mendarat bersama pesawat sekutu 
di Kabupaten Pulau Morotai dan menjadikan 
basis militer karena letaknya yang strategis dekat 
dengan Filipina dan pintu masuk ke Samudera 
Pasifik. Objek wisata sejarah yang berhubungan 
dengan bangsa Indonesia adalah museum Trikora 
sebagai peringatan perintah Soekarno dalam 
rangka pembebasan Irian Barat dibawah jajahan 
Belanda dan menjadikan Kabupaten Pulau Morotai 
sebagai pangkalan terluar tentara Indonesia untuk 
menyerang Belanda di Irian Barat. 


Negara Jepang sangat tertarik dengan 
keberadaan Kabupaten Pulau Morotai karena dari 
segi sejarah banyak tentara Jepang yang gugur 
dalam perang dan dimakamkan secara massal 
di Kabupaten Pulau Morotai. Salah satu bukti 
sejarah tentara Jepang pernah ada di Kabupaten 
Pulau Morotai adalah adanya Gua Nakamura 
yang merupakan gua persembunyian seeorang 
tentara Jepang bernama Teruo Nakamura 
yang bersembunyi dari tentara sekutu di hutan 
pegunungan Galoka karena menolak menyerahkan 
diri kepada tentara sekutu. Pada tahun 1974 atau 
30 tahun kemudian Teruo Nakamura ditemukan 
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oleh tim TNI AU atas permintaan pemerintahan 
bantuan Jepang. Salah satu bukti Kabupaten Pulau 
Morotai menjadi basis militer pada Perang Dunia 
Il banyak ditemukan barang-barang peninggalan 
Perang Dunia II seperti senjata, peluru, koin, 
sendok, garpu, kalung. 


Berdasarkan BPS Kabupaten Pulau Morotai 
(2018), PDRB tahun 2013-2017 atas dasar harga 
konstan 2010 kontribusi pariwisata yang tercermin 
dari lapangan usaha penyediaan akomodasi dan 
makan minum pertumbuhannya bergerak lambat 
yaitu sebesar 29%. Berdasarkan hasil wawancara 
dan observasi hal ini dapat disebabkan salah 
satunya penawaran pariwisata Kabupaten Pulau 
Morotai yang memuat aspek ketersediaan dan 
keterjangkauan tergolong rendah. Salah satu 
contohnya adalah ketersediaan prasarana dan 
sarana serta infrastruktur pariwisata seperti hotel, 
restoran, pusat oleh-oleh dan keterjangkauan yang 
kurang mudah namun saat ini sudah mengalami 
perubahan yang ke arah yang cukup baik seperti 
pembukaan jalur udara dari ternate-morotai-ternate 
namun hanya 1 kali penerbangan dalam sehari 


(pulang-pergi). 


Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah 
satu kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki 
potensi ekonomi tinggi dikembangkan sebagai 
kawasan ekonomi khusus bidang pariwisata. 
Selain memiliki nilai sejarah yang tinggi, kawasan 
ini juga memiliki kekayaan biota laut yang beraneka 
ragam. Namun sejauh ini belum termanfaatkan 
secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat disekitarnya. Berdasarkan observasi 
secara langsung belum terlihat pergerakan ekonomi 
di bidang pariwisata walaupun sudah ditetapkan 
sebagai wilayah KEK seperti jumlah kunjungan 
yang tidak signifikan meningkat kecuali pada saat 
acara Sail Morotai. Selain itu kurangnya akses pada 
destinasi tertentu sehingga membutuhkan waktu 
dikarenakan kondisi jalan yang kurang memadai 
dan pembangunan infrastrukur pariwisata yang 
belum sesuai target seperti pembebasan lahan 
oleh PT Jababeka Morotai masih tersisa 50% dari 
target hingga akhir dari kontrak yang disepakati. 


Menurut Bappeda Kabupaten Pulau Morotai 
(2015a), Perwujudan Kawasan Peruntukan 
Pariwisata meliputi penataan dan optimalisasi 
fungsi objek wisata, pengembangan infrastruktur 
pendukung, peningkatan aksesbilitas menuju 
obyek wisata, peningkatan pemasaran dan 
promosi potensi wisata daerah, dan penyadaran 
publik dibidang kepariwisataan. Namun ada 
ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan 
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peruntukan pariwisata. Ketentuan tersebut meliputi 
(a) pengembangan kawasan pariwisata harus tetap 
memperhatikan kelestarian ekosistem lingkungan; 
(b) pengembangan kawasan pariwisata harus 
tetap memperhatikan kelestarian fungsi lindung; 
(c) peningkatan kualitas pariwisata agar terwujud 
"pariwisata berkualitas”; (d) pengembangan 
kawasan pariwisata didukung oleh pengembangan 
kawasan penunjang pariwisata serta obyek dan 
daya tarik wisata; (e) pengembangan obyek dan 
daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan 
fungsi konservasi kawasan; (f) pengembangan 
kawasan agrowisata untuk memberikan 
keberagaman obyek wisata di daerah, dengan 
fasilitas pendukung dan akomodasi seluas- 
luasnya 2,5% dari total pengelolaan lahan 
ekowisata; (g) optimalisasi pemanfaatan lahan- 
lahan tidur yang sementara tidak diusahakan; 
(h) perlindungan terhadap situs peninggalan 
kebudayaan masa lampau; (i) diizinkan 
pengembangan aktivitas komersial sesuai 
dengan skala daya tarik pariwisatanyan; (j) 
diizinkan secara terbatas pengembangan 
aktivitas perumahan dan permukiman dengan 
syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak 
mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; 
(k) pembatasan pendirian bangunan hanya 
untuk menunjang pariwisata; dan (I) mengendalikan 
pertumbuhan sarana dan prasarana pariwisata. 


Wilayah Pengembangan | meliputi 
Kecamatan Morotai Selatan, Morotai Selatan 
Barat dan Morotai Timur yang diperuntukan 
sebagai pusat pengembangan pariwisata dan 
pengembangan industri berbasis perikanan. 
Pariwisata yang akan dikembangkan berupa 
marine ecotourism yang akan dikembangkan 
di kawasan Daruba dan pulau-pulau kecil di 
sekitarnya seperti Pulau Dodola dan sebagainya. 
Sementara pengembangan kawasan industri 
perikanan akan di kembangkan di wilayah Tiley 
dan sekitarnya, diaman wilayah ini juga ditetapkan 
sebagai kawasan strategis kabupaten dalam 
bentuk KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). 


Pariwisata, sesuai dengan potensi bahari 
dan keindahan alamnya pariwisata merupakan 
salah satu andalan sebagai lokomotif pertumbuhan 
ekonomi wilayah. Pada sisi lain, pariwisata akan 
mendorong pembangunan wilayah yang lebih 
mengedepankan kaidah-kaidah perencanaan, 
arsitektural, budaya lokal, estetika dan kualitas 
lingkungan. Kawasan ini, antara lain Pulau Dodola 
yang direncanakan untuk dikembangkan sebagai 
kawasan wisata bahari Pulau Morotai. 
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Potensi Ekonomi Pariwisata Kabupaten Pulau 
Morotai 


Wisatawan melakukan perjalanan wisata 
karena adanya dorongan daya tarik dari destinasi 
wisata serta biaya perjalanan yang sangat 
mempengaruhi tingginya permintaan untuk 
melakukan perjalanan. Biaya perjalanan bisa 
bersifat absolut dan relatif (Marpaung dan Bahar, 
2002). Menurut Banapon (2008) daya dukung 
wisatawan untuk Kabupaten Pulau Morotai dengan 
total luas pantai 510.000 m* adalah 20.400 orang 
perhari. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan 
tahun 2014 ke Kabupaten Pulau Morotai dalam 
setahun 891 jiwa (Dinas Pariwisata 2015 dalam 
Bappeda Kabupaten Pulau Morotai 2015b), masih 
jauh dari jumlah orang yang dapat tertampung 
dalam suatu kawasan wisata. Jika dilihat trend 
kunjungan wisatawan menurun 55,7% pada tahun 
2014. Hal ini disebabkan Kabupaten Pulau Morotai 
jika dilihat dari segi akses cukup jauh dan fasilitas 
untuk mendukung pariwisata kurang memadai jika 
dibandingkan dengan destinasi wisata di Maluku 
Utara yang sudah lebih dahulu terkenal. 


Berdasarkan hasil wawancara dan observasi 
penyebab menurunnya jumlah kunjungan 
wisatawan karena rendahnya promosi dan 
membidik wisatawan negara tertentu sepertinya 
halnya membidik wisatawan dari Jepang yang 
memiliki konektivitas sejarah dengan Morotai 
dalam hubungan sejarah Perang Dunia II. 
Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pulau 
Morotai mulai menurun setelah tahun 2012 
(Gambar 1). Hal ini diduga karena tingginya 


kunjungan pada tahun 2012 bersamaan dengan 
berlangsungnya event Sail Morotai. Kemungkinan 
besar wisatawan yang sudah pernah berkunjung 
ke Kabupaten Pulau Morotai tidak berkunjung 
kembali disebabkan fasilitas yang kurang memadai 
dan akses yang cukup jauh. Hal senada juga 
disampaikan oleh Naude dan Saayman (2005) 
yang menyebutkan bahwa infrastruktur sebagai 
salah satu faktor penentu seorang wisatawan 
untuk berkunjung kembali selain kondisi politik, 
biaya perjalanan dan isu kesehatan. Berdasarkan 
hasil wawancara dengan pengelola Daloha 
Resort, tamu hotel berasal dari wisatawan 
domestik dan luar negeri. Wisatawan luar negeri 
sebagian besar berasal dari negara Jepang, 
kemudian diikuti oleh wisatawan dari Cina, 
Australia, Belanda. Singapura, Malaysia, Taiwan. 
Jerman, New Zealand, Belgia. Menurut Bappenas 
(2016), berdasarkan rataan jumlah hari tinggal 
di Indonesia biasanya dilakukan oleh wisatawan 
dari Eropa, Amerika Utara, Tengah dan Latin 
kurang lebih 13 hari lebih tinggi jika dibandingkan 
wisatawan Asia dan Timur Tengah yang 
menghabiskan liburan di Indonesia kurang lebih 7 
hari. Namun berbanding terbalik wisatawan Asia 
dan Timur Tengah yang cenderung mengeluarkan 
biaya harian sebesar US$ 136,14 lebih tinggi dari 
pengeluaran wisatawan Eropa, Amerika Utara, 
Tengah dan Latin sebesar US$ 111,38. Rataan 
pengeluaran wisatawan asing tanpa melihat 
asal negara adalah sebesar US$ 123,50 senada 
dengan rata-rata pengeluaran wisatawan yang 
menggunakan operator diving lebih dari US$ 
100 perhari yang digunakan untuk akomodasi, 
konsumsi, transportasi lokal di Kabupaten Pulau 


Jumlah Kunjungan Wisatawan (Jiwa) 
/Number of Tourist (Person) 


2012 


me Wisman/Foreign Touirst 


2013 


ses Wisnu/Domestic Tourist 


Gambar 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Domestik di Kabupaten 


Pulau Morotai dari Tahun 2012-2014. 
Figure 1. 


Numbers of Foreign and Domestic Tourist in Morotai Island Regency From 2012-2014. 


Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai 2015 dalam Bappeda Kabupaten Pulau Morotai 2015b)/ 
Source: Tourism Agency of Morotai Island Regency 2015 in Development Planning Agency of Morotai Island Regency 2015b) 
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Morotai (Shark Diving Indonesia, 2014). Jika 
ditotal biaya perjalanan wisatawan asing untuk 
melakukan perjalanan wisata lebih besar dari 200% 
dibandingkan dengan wisatawan domestik. Dari 
hasil penelitian Brida et al. (2010b) menunjukkan 
wisatawan asing memberikan dampak positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi Trentino-Alto 
Adige sebagai destinasi wisata. Dampak positif itu 
berasal dari biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan 
asing selama melakukan perjalanan wisata. 


Berdasarkan hasil penelitian Banapon (2008) 
adapun jenis biaya yang dikeluarkan, antara lain 
biaya transportasi, konsumsi, akomodasi, belanja 
souvenir dan biaya lainnya. Dengan memperhatikan 
inflasi Kabupaten Pulau Morotai nilai pariwisata 
yang diperoleh dari pendekatan Travel Cost 
Method (TCM) dan Willingness To Pay (WTP) 
adalah sebesar Rp11.603.275.657. Surplus 
konsumen perindividu tahun 2006 yang diperoleh 
dari perhitungan TCM sebesar Rp. 1765,6 
kemudian menggunakan discount rate sebesar 
6,15% untuk memperoleh surplus konsumen 
perindividu tahun 2014 sebesar Rp 2.934 yang 
kemudian dikalikan dengan jumlah wisatawan 
yang berkunjung ke Kabupaten Pulau Morotai 
tahun 2014 tercatat sebanyak 897 orang sehingga 
diperoleh nilai pariwisata Kabupaten Pulau 
Morotai sebesar Rp2.631.543.Dengan pendekatan 
WTP diperoleh nilai pariwisata Kabupaten Pulau 
Morotai tahun 2014 sebesar Rp11.600.644.114,- 
yang diperoleh dari perhitungan WTP per individu 
setelah menghitung discount rate yaitu sebesar 
Rp12.932.714. Jika dijumlahkan maka total nilai 
pariwisata Kabupaten Pulau Morotai dengan 
menggunakan hasil penelitian Banapon (2008) 
sebesar Rp11.603.275.657,-. Untuk lebih jelas 
tertuang dalam Tabel 2. 


Batakan asn (Cornelia Miwantini Witomo dan Andrian Ramadhan) 


Nilai ini lebih rendah dengan hasil 
perhitungan menggunakan pendekatan estimasi 
pengeluaran wisatawan yang diperoleh dari 
berbagai sumber baik hasil penelitian sejenis 
yang telah dilakukan sebelumnya, promosi paket 
wisata Morotai serta laporan dari dinas terkait. 
Nilai pariwisata diperoleh dari total pengeluaran 
pertrip wisatawan domestik dan wisatawan 
mancanegara. Pengeluaran wisatawan domestik 
dan wisatawan mancanegara berbeda karena 
jumlah hari berkunjung berbeda. Wisatawan 
domestik rata-rata menghabiskan waktu 
berkunjung selama 4 hari 3 malam sedangkan 
wisatawan mancanegara rata-rata menghabiskan 


waktu berkunjung selama 11 hari 10 malam 
(BPS,2016). Perbedaan waktu berkunjung 
sangat mempengaruhi besaran transaksi 


ekonomi pada saat melakukan kegiatan wisata. 
Besaran transaksi ekonomi yang dilakukan 
oleh wisatawan domestik sebesar Rp5.305.000/trip 
dan dikalikan dengan jumlah wisatawan domestik 
tahun 2014 sebanyak 311 orang, maka diperoleh 
nilai pariwisata yang disumbang dari wisatawan 
domestik sebesar Rp1.649.855.000,- sedangkan 
besaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh 
wisatawan mancanegara sebesar Rp19.872.500/ 
trip dan dikalikan dengan jumlah wisatawan 
mancanegara tahun 2014 sebanyak 586 
orang, maka diperoleh nilai pariwisata yang 
disumbang dari wisatawan mancanegara sebesar 
Rp11.645.285.000. Total nilai pariwisata Kabupaten 
Pulau Morotai adalah Rp13.295.140.000.-. 
Jika potensi ekonomi pariwisata Kabupaten Pulau 
Morotai jika ditarik pada tahun 2017 dengan 
discount rate 5,96% maka terhitung potensi 
ekonomi pariwisata adalah Rp. 15.986.561.161,-. 
Untuk lebih jelas tertuang dalam Tabel 3. 


Tabel 2. Nilai Ekonomi Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai dengan Pendekatan Discounting. 
Table 2. Tourism Economic Value of Morotai Island Regency With Discounting Approach. 


Jenis/ Type 2006 2014 
Surplus Konsumen Individu//ndividual Consumer Surplus 1,766 2,934 
Total Surplus Konsumen/ Total Consumer Surplus? 2,631,543 
Kemampuan Membayar Individu/Individual Willingness to pay 7,783,302 12,932,714 


Total Kemampuan Membayar/Total Willingnes to pay? 
Total Nilai Ekonomi Pariwisata/ Total Tourism Economic Value 


11,600,644,114 
11,603,275,657 


Keterangan/Remaks 


"Nilai diperoleh dengan melakukan discounting dengan discount rate: 6,15%/ 


"Value is obtained by discounting with a discount rate: 6.15% 


2 Jumlah wisatawan tahun 2014 sebanyak 897 orang/?The number of tourists in 2014 was 897 people 
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Tabel 3. Nilai Ekonomi Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai dengan Pendekatan Biaya Perjalanan 
Wisata Wisatawan Domestik dan Wisatawan Mancanegara Pertrip. 
Table 3. Tourism Economic Value of Morotai Island Regency With Total Expenditure of Domestic 


Tourist and Foreign Tourist pertrip. 


Jenis/ Type 


2014 2017” 


Biaya Perjalanan Wisatawan Domestik/ 
Travel Cost of Domestic Tourist 


Biaya Perjalanan Wisatawan Mancanegara/ 
Travel Cost of Foreign Tourist 


Total Nilai Ekonomi Pariwisata/ 
Total Tourism Economic Value 


1,649,855,000 1,983,845,816 


11,645,285,000 14,002,715,345 


13,295,140,000 15,986,561,161 


Keterangan/Remaks 


"Nilai diperoleh dengan melakukan discounting dengan discount rate: 5,96%/ 


"Value is obtained by discounting with a discount rate: 5,96% 


Jika membandingkan nilai potensi ekonomi 
pariwisata di berbagai destinasi wisata yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah sebagai destinasi 
utama wisata Indonesia seperti Menjangan Bali, 
Kepulauan Seribu DKI Jakarta dan Gili Matra NTB, 
Kabupaten Pulau Morotai memiliki nilai potensi 
ekonomi yang jauh di bawah destinasi tersebut. Hal 
ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata 
tiga destinasi tersebut sudah ada sejak tahun 
1990an dan dari segi akses sangat mudah karena 
sudah terhubungan dengan moda transportasi 
udara yang memiliki jadwal penerbangan lebih 
dari 5 kali dalam seminggu. Nilai ekonomi potensi 
Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai yang 
dilakukan oleh Banapon (2008) terhitung sebesar 
Rp46.708.856,- serupa dengan nilai ekonomi 
potensi pariwisata Karimunjawa tertuang dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2009) 
sebesar Rp77.536.080,-. Hal ini dikarenakan 


kondisi pariwisata Karimunjawa dibawah tahun 
2010 belum berkembang pesat seperti 4 tahun 
terakhir. Hal ini dikarenakan akses menuju 
Karimunjawa tidak semudah sekarang dengan 
jumlah penyeberangan dalam seminggu lebih 
dari 13 kali dari Pantai Kartini Jepara dan belum 
termasuk akses via udara dengan menggunakan 
pesawat perintis. Kondisi pariwisata Karimunjawa 
di bawah tahun 2010 hampir sama dengan kondisi 
pariwisata Kabupaten Pulau Morotai dengan 
jumlah kunjungan wisatawan dibawah 2000 orang 
dalam setahun dan akses yang terjangkau secara 
terbatas. Sangat berbeda dengan nilai ekonomi 
Karimunjawa pada tahun 2012 yang signifikan 
nilai ekonomi meningkat terlihat dari jumlah 
wisatawan yang berkunjung meningkat 6 kali lipat. 
Untuk lebih detail perbandingan nilai ekonomi 
pariwisata dari berbagai hasil penelitian tertuang 
dalam Tabel 4. 


Tabel 4. Nilai Ekonomi Pariwisata dari Berbagai Hasil Penelitian. 
Table 4. Economic Tourism Value of Various Research Results. 


Surplus 


Nilai Ekonomi 


Tahun Pendekatan! Pns en) Jumlah Tahun 2014 Setelah 
Lokasi/ Penelitian/ Wisatawan/ Nilai Ekonomi/ Diskon Faktor 6,15%/ 
No z Research WTP! g A É Sumber/Source 
Location Research Number of Economic Value Economic Value in 
Approach Consumer 5 5 z 
Year Surplus/WTP Tourist 2014 with Discount 
p Factors 6,15% 
1 ee 2005 TCM 13,077,232 14,191 185,579,000.000 3,228,392,777,914 Andalita, 2006. 
2 Saka 2009 TCM 937,000 98,050 97,241,142,846 251,962,494,869 Putri. 2009. 
3 Karimunjawa 2008 CVM 60,199 1,288 77,536,080 294,024,842 Anggraeni, 2009. 
4 Gili Matra 2006 TCM 5,362,536 14,968 80,266,441,929 788,678,572,000 oe et al., 
5 Karimunjawa 2012 TCM 550,250 9,054  4,981,963,500 6,026,951,693 Nahib et al., 2012. 


Sumber: Andalita, V. 2006, Putri. 2009. Anggraeni, 2009, Yulianto et al.,2007 Nahib et al., 2012. (Data diolah kembali, 2017)/ 
Source: Andalita, V. 2006, Putri. 2009. Anggraeni, 2009, Yulianto et al., 2007 Nahib et al., 2012. (Data Have Been Processed, 2017) 


68 


Potensi Ekonomi Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai ............. 


Hasil dari multilateral meeting yang 
dilaksanakan oleh BAPPENAS tercatat proyeksi 
devisa dari kunjungan wisatawan mancanegara 
sebesar USD 500.000 dengan pembangunan 
infrastruktur untuk mendukung sektor pariwisata 
sebesar USD 3.600.000 yang nantinya dapat 
mengakomodasi wisatawan mancanegara 
sebanyak 500.000 jiwa dan proyeksi devisa yang 
diperoleh mencapai USD 500.000.000. atau 
6,75 triliun rupiah (Bappenas, 2016). Masukan 
lainnya dari hasil penelitian Moerwanto dan 
Junoasmono (2017) untuk pengembangan 
infrastruktur pariwisata di Kabupaten Pulau 
Morotai adalah menyusun Masterplan Pariwisata 
yang menyeluruh dan terintegrasi salah satunya 
menyusun program dukungan infrastruktur jalan 
dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait 
serta mencari sumber pendanaan lain selain 
APBN atau APBD seperti pinjaman luar negeri. 
Penyusunan Masterplan Pariwisata harus memuat 
konsep wisata berkelanjutan yaitu strategi yang 
digunakan untuk mengelola aktivitas pariwisata 
yang fokus terhadap dampak yang ditimbulkan 
terhadap sumber daya alam. Masterplan 
Pariwisata harus memuat kebijakan pengelolaan 
pesisir dan laut, fasilitas lingkungan, 
perawatan infrastruktur, peningkatan kapasitas 
dan pengembangan ekonomi untuk mendukung 
keberlanjutan sumber daya alam (Hengky, 2017). 


Pariwisata memberikan dampak positif 
terhadap perekonomian. Dampak yang terlihat 
langsung adalah adanya pembukaan lapangan 
kerja baru serta peningkatan devisa negara 
dan memberikan efek jangka panjang terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Nizar (2011), pertumbuhan 
ekonomi yang tahun sebelumnya akan memberikan 
dampak langsung terhadap pendapatan 
pada 3 triwulan pertama tahun berjalan. 
Di Indonesia ekonomi bertumbuh dan kegiatan 
pariwisata memiliki hubungan kausalitas timbal 
balik yaitu saling memberikan manfaat satu dengan 
yang lain. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas 
terhitung potensi ekonomi Pariwisata Kabupaten 
Pulau Morotai adalah Rp.13.295.140.000 merujuk 
pada discount rate tahun 2014 sebesar 6.15%. 
Nilai ini disumbang dari wisatawan domestik dan 


PE (Cornelia Miwantini Witomo dan Andrian Ramadhan) 


wisatawan mancanegara yang berkunjung ke 
Kabupaten Pulau Morotai berkisar selama 4 — 11 
hari. 


Implikasi Kebijakan 


Dengan memasukan potensi ekonomi 
dalam dokumen Masterplan Pariwisata sebagai 
dasar besaran anggaran yang dibutuhkan dalam 
pengembangan pariwisata dan membuka pintu 
investasi dalam skema penanaman modal oleh 
investor. Pertumbuhan ekonomi sangat signifikan 
memberikan pengaruhnya terhadap peningkatan 
pariwisata kebijakan pengembangan pariwisata 
sebaiknya tidak terpisahkan dengan investasi 
ekonomi Kabupaten Pulau Morotai yang mendukung 
kegiatan pariwisata seperti hotel, bandara udara, 
pelabuhan, jalan raya dan pengembangan pada 
masing-masing daerah aktraksi wisata. Dalam 
penyusunan Masterplan Pariwisata mengajak 
keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan 
pengembangan karena dengan adanya keterlibatan 
masyarakat menambahkan kepentingan 
masyarakat untuk menjadikan pariwisata di 
Kabupaten Pulau Morotai berhasil. 
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ABSTRAK 


Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola konsumsi ikan di Indonesia dan 
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ikan menurut karakteristik rumah tangga 
di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data SUSENAS yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik 
pada bulan Maret 2016. Pola konsumsi ikan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan model 
permintaan ikan dianalisis dengan menggunakan pendekatan model Linnear Approximation Almost Ideal 
Demand System (LA/AIDS). Hasil riset menunjukkan bahwa pola konsumsi rumah tangga di Indonesia 
dikelompokkan menjadi konsumsi ikan air laut segar sebesar 22.10 kg/kapita/tahun, ikan air tawar/ 
payau segar sebesar 16.75 kg/kapita/tahun, udang segar sebesar 9.58 kg/kapita/tahun dan ikan olahan 
sebesar 4.22 kg/kapita/tahun. Dugaan model permintaan memberikan hasil cukup baik dengan 82.15% 
dari semua peubah berpengaruh signifikan terhadap fungsi permintaan kelompok ikan dan koefisien 
determinasi sebesar 27.06%. Nilai elastisitas pendapatan mengindikasikan bahwa seluruh kelompok 
ikan merupakan barang normal dan ikan olahan cenderung inelastis, sedangkan dari nilai elastisitas 
harga menunjukkan tanda negatif yang sesuai dengan teori ekonomi. Nilai elastisitas silang antar 
kelompok ikan menunjukkan hubungan yang bervariasi antar kelompok. Implikasi kebijakan yang dapat 
disarankan untuk meningkatkan konsumsi ikan segar adalah dengan peningkatan ketersediaan ikan 
melalui kebijakan peningkatan produksi dan peningkatan efektifitas distribusi ikan. Kebijakan promosi 
dan edukasi masih diperlukan untuk meningkatkan konsumsi ikan olahan karena sifatnya yang inelastis 
terhadap perubahan harga dan pendapatan. 


Kata Kunci: permintaan ikan; konsumsi, AIDS; elastisitas 


ABSTRACT 


This study aims to describe the pattern of fish consumption in Indonesia and to identify factors 
affecting household's fish demand in Indonesia as well as estimating the elasticities of income and price. 
The data analyzed were mainly obtained from the SUSENAS Database-a nation social economy survey 
conduct by the Indonesian Bureau of Statistic (BPS- during march 2016. Fish consumption patterns 
were analyzed using descriptive statistical analysis, while fish demand models were analyzed by Linnear 
Approximation Almost Ideal Demand System (LA/AIDS). Research shows that household consumption 
patterns in Indonesia are grouped into consumption of marine fish at 22.10 kg / capita / year, freshwater/ 
brackish fish at 16.75 kg / capita / year, fresh shrimp at 9.58 kg / capita / year and processed fish 
amounted to 4.22 kg / capita / year. The estimation of the demand model gives quite good results with 
82,15% of all variables have a significant effect on the demand function of fish groups and the coefficient 
of determination is 27.06%. The value of income elasticity showed that all fish groups are normal goods 
and were negatively related to prices. The cross elasticities showed variation relationship between fish 
groups. With such result, in order for the government to be able to push the fish consumption level further 
would require an increasing fish availbility through policies to increase production and effectiveness of 
fish distribution for fresh fish. Meanwhile education and promotion policies are necessary to increase 


consumption of processed fish because of their inelastic demand for changes in prices and income. 


Keywords: fish demand; consumption; AIDS; elasticity 
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PENDAHULUAN 


Konsumsi ikan di Indonesia dianggap masih 
rendah dan tidak merata antar wilayah sehingga 
Pemerintah sejak era Presiden Megawati terus 
melakukan berbagai program peningkatan 
konsumsi ikan. Kebijakan ini juga dilakukan untuk 
mengoptimalkan peran sektor perikanan dalam 
perekonomian karena menurut Dahuri (2018) 
potensi ekonomi sektor kelautan perikanan 
mencapai 1.6 kali lipat PDB nasional namun 
hingga saat ini peran sektor perikanan dalam 
PDB Nasional hanya 3.25% (KKP 2016a). Upaya 
peningkatan konsumsi ikan juga berkaitan dengan 
kebijakan pangan dan gizi yang ditetapkan 
Pemerintah. Menurut Hariyadi (2015) angka 
kurang gizi pada balita masih memprihatinkan yaitu 
mencapai 19.6% dan angka balita pendek sebesar 
37,2%. Oleh karena itu dengan meningkatkan 
konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani 
yang kaya gizi diharapkan dapat memperbaiki 
kualitas gizi masyarakat Indonesia. 


Meskipun berbagai program peningkatan 
konsumsi ikan telah dilakukan namun konsumsi 
ikan Indonesia dianggap masih rendah. Rendahnya 
angka konsumsi ikan di Indonesia terlihat jika 
dibandingkan dengan negara lain seperti dikutip 
dari Helgilibrary (2013) lima besar negara 
dengan tingkat konsumsi ikan tertinggi 
ditempati oleh Maldives (166kg/kapita/tahun), 
Islandia (90,1kg/kap/tahun), Hongkong (71kg/ 
kapita/tahun), Malaysia  (58,8kg/kapita/tahun) 
dan Macao (58,4 kg/kapita/tahun). Data lain juga 
menunjukkan angka konsumsi ikan Indonesia relatif 
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lebih rendah dibandingkan negara ASEAN dimana 
Indonesia menduduki peringkat ke 6 dari 8 negara 
(Yee et al., 2017). Berdasarkan uraian tersebut 
di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsumsi 
ikan di Indonesia masih rendah dibandingkan 
negara lainnya sehingga perlu dipelajari lebih 
lanjut bagaimana pola konsumsi ikan di Indonesia. 
Sebaran konsumsi ikan di Indonesia dijelaskan 
dalam Gambar 1. 


Berdasarkan Gambar 1 maka diketahui 
bahwa angka konsumsi ikan di pulau Jawa jauh 
lebih rendah dibandingkan kepulauan lainnya. 
Hal ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih 
lanjut mengingat penduduk di wilayah Indonesia 
Timur banyak mengkonsumsi ikan namun tidak 
memberikan kontribusi optimal bagi angka 
konsumsi ikan nasional. Oleh karena itu menjadi 
menarik untuk mempelajari pola konsumsi ikan dan 
faktor-faktor yang mempengaruhinya di Indonesia 
karena selain konsumsi ikan yang rendah 
dibandingkan negara lain juga tidak merata antar 
kepulauan. Dalam mempelajari faktor-faktor yang 
mempengaruhi pola konsumsi ikan maka dapat 
digunakan pendekatan model sistem permintaan. 
Teori permintaan berlandaskan kepada teori 
perilaku konsumen yang kemudian menjadi 
permintaan. Salah satu model permintaan yang 
sering digunakan dalam penelitian pola konsumsi 
adalah Almost Ideal Demand System (AIDS) yang 
dikembangkan oleh Deaton & Muellbauer (1980). 
Model ini dianggap memenuhi sifat-sifat dari fungsi 
permintaan sehingga secara teoritis dianggap 
model paling ideal dalam menganalisis permintaan 
seperti yang telah dilakukan oleh Harianto (1994) 
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Gambar 1. Rata-Rata Angka Konsumsi Ikan Nasional tahun 2012-2016 berdasarkan Kepulauan 


(Kg/Kap/Thn). 
Figure 1. 
Sumber: KKP, 2016b/Source: KKP, 2016b 
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Average National Fish Consumption Rate of 2012-2016 by Islands (Kg/Cap/Year). 
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; Rachman dan Erwidodo (1993); Rachman 
(2001); Taljaard et al. (2006); Kahar (2010). 
Faktor yang dapat mempengaruhi permintaan 
selain pendapatan dan harga berdasarkan hasil 
penelitian Delgado dan Miles (1996) dan Ritonga 
(1994) adalah faktor karakteristik rumah tangga 
juga memiliki pengaruh. Oleh karena itu dalam 
penelitian ini menggunakan model permintaan 
AIDS dengan variabel pendapatan, harga dan 
karakteristik rumah tangga untuk menganalisis 
permintaan ikan. 


Studi tentang permintaan ikan beberapa 
kali telah dilakukan di dunia, salah satunya oleh 
Dey et al. (2008) pada sembilan negara di Asia 
dan Garcia et al. (2005) di Filipina. Sedangkan di 
Indonesia studi mengenai permintaan produk ikan 
umumnya dijadikan satu dengan studi mengenai 
permintaan pangan hewani seperti yang dilakukan 
oleh Suryawati et al. (2005), Setiawan (2006), 
Lesmono et al.(2016 dan Wahyuni et al. (2016). 
Penelitian mengenai permintaan ikan yang lebih 
spesifik telah dilakukan oleh Virgantari (2012) 
dengan data SUSENAS tahun 2008 namun 
belum membagi jenis ikan menjadi ikan air tawar/ 
payau yang dapat menjadi bahan informasi bagi 
stakeholders mengingat budidaya air tawar/ 
payau sedang dikembangkan di Indonesia selain 
itu penelitian tersebut juga hanya memasukkan 
variabel jumlah anggota keluarga sebagai variabel 
demografi dan belum melibatkan variabel lain yang 
secara empiris dapat mempengaruhi konsumsi. 


Berdasarkan uraian sebelumnya dapat 
disimpulkan bahwa analisis terhadap permintaan 
ikan sangat penting sebagai informasi dalam 
merumuskan kebijakan terkait peningkatan 
konsumsi ikan dalam mendorong pertumbuhan 
sektor perikanan. Oleh karena itu tulisan ini 
bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang 
mempengaruhi permintaan ikan dalam rumah 
tangga di Indonesia dan memperkirakan elastisitas 
pengeluaran dan harga dari permintaan ikan rumah 
tangga menggunakan model LA/AIDS. 


METODOLOGI 


Jenis dan Sumber Data 


Data yang digunakan pada penelitian ini 
adalah data Survey Sosial Ekonomi Nasional 
(SUSENAS) bulan Maret tahun 2016. Jumlah 
responden sebanyak 291.414 rumah tangga 
yang tersebar di seluruh provinsi dan 511 Kab/ 
Kota di Indonesia. Untuk mengatasi masalah 


adanya rumah tangga yang tidak mengkonsumsi 
kelompok ikan yang dianalisis maka dilakukan 
pengelompokkan beberapa rumah tangga menjadi 
Primary Sampling Unit (PSU) atau rumah tangga 
contoh yang berjumlah 29.625 PSU. Data konsumsi 
dari setiap PSU merupakan rata-rata dari sejumlah 
rumah tangga yang tergabung didalamnya. 


Metode Analisis 


Pada tahap awal pola konsumsi ikan 
dianalisis secara statistik deskriptif melalui 
penyajian besaran tingkat konsumsi ikan menurut 
kelompok jenis ikan dan tingkat partisipasi rumah 
tangga yang mengkonsumsi. Teknik analisis yang 
sama juga telah dilakukan pada beberapa penelitian 
sebelumnya mengenai pola konsumsi (Saptanto 
dan Suryawati 2005: Mauludyani et al. 2008; 
Virgantari 2012). Hasil tabulasi dari analisis pola 
konsumsi kemudian digunakan untuk membentuk 
variabel pada model permintaan ikan yang diduga 
dalam penelitian. 


Model permintaan Linnear Approximationl 
Almost Ideal Demand System (LA/AIDS) yang 
merupakan modifikasi model yang dikembangkan 
oleh Deaton dan Muelbauer (1980) digunakan 
dalam penelitian ini dengan memasukkan berbagai 
variabel yang secara teoritis dan empiris relevan 
mempengaruhi permintaan. Dipilihnya model ini 
karena telah digunakan dalam berbagai penelitian 
sebelumnya dan mampu memberikan hasil yang 
baik saat diaplikasikan dengan data di Indonesia. 
Selain itu penelitian ini juga menggunakan asumsi 
separability yang sudah banyak digunakan dalam 
analisis pola konsumsi untuk mengatasi kendala data 
dan kompleksitas dalam analisis sistem permintaan 
yang lengkap (Moschini et al 1994; Edgerton 
1997). Variabel karakteristik rumah tangga yang 
digunakan dalam penelitian ini juga dimodifikasi dari 
beberapa penelitian sebelumnya (Rachman 2001; 
Adam 2007; Yuliana 2008, Kahar 2010; Virgantari 
2012, Nugroho dan Suparyono 2016) sehingga 
secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dalam 
analisis yang digunakan. 


Kelompok ikan yang dianalisis dalam 
model LA/AIDS pada penelitian ini terdiri dari (1) 
kelompok ikan air laut, (2) ikan air tawar/payau, 
(3) udang segar dan (4) ikan olahan. Keempat 
kelompok tersebut merupakan hasil agregasi dari 
13 jenis ikan yang terdapat dalam modul konsumsi 
SUSENAS tahun 2016. Secara lebih jelas proses 
pengelompokkan komoditas ikan dijelaskan melalui 
Tabel 1. 
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Tabel 1. Klasifikasi Kelompok Ikan terhadap Data Pengeluaran Konsumsi SUSENAS. 
Table 1. Fish Group Classification on SUSENAS Consumption Expenditure Data. 


Kode/ Jenis Ikan/ Kelompok Ikan / 
Code Type of Fish Fish Group 
15 Tongkol/Tuna/Cakalang/Eastern tuna/skipjack tuna Ikan air laut/ Marine fish 
16 Kembung/ Long jawed mackerel Ikan air laut/ Marine fish 
17 Teri/ Anchovies Ikan air laut/ Marine fish 
18 Mujair/ Tilapia fish Ikan air tawar-payau/ Freshwater-brackkish fish 
19 Bandeng/ Milk Fish Ikan air tawar-payau/ Freshwater-brackkish fish 
20 Lele/Patin/Gabus/Belut/ Catfih/snake head/eel Ikan air tawar-payau/ Freshwater-brackkish fish 
21 Ikan air tawar/payau segar lainnya/ Freshwater fish Ikan air tawar-payau/ Freshwater-brackkish fish 
and others 
22 Ikan air laut segar lainnya/ Saltwater fish and others Ikan air laut/ Marine fish 
23 Udang/cumi/sotong/kerang/kepiting/ketam segar/ Udang segar/ Fresh shrimp 
Fresh shrimps 
24 Ikan air tawar/payau diawetkan/diasinkan/ Ikan olahan/ Processed fish 
Preserved freshwater fish 
25 Ikan air laut diawetkan/diasinkan/ Preserved Ikan olahan/ Processed fish 
saltwater fish 
26 Udang/cumi/sotong/kerang/kepiting/ketam Ikan olahan/ Processed fish 
diawetkan diasinkan/ Preserved shrimp 
27 Ikan Kaleng/ Canned fish Ikan olahan/ Processed fish 


Sumber : Data SUSENAS 2016 diklasifikasikan (2018)/Source: SUSENAS Data Classified (2018) 


Proses 
berdasarkan 
kemungkinan 
menjadi kendala pada analisis model permintaan. 
analisis diharapkan dapat 


Hasil 


pengelompokan ikan dilakukan wi 
Tabel 1 untuk memperkecil 
zero consumption yang dapat 


menjelaskan 


konsumsi ikan pada sektor perikanan tangkap, 
perikanan budidaya, dan pengolahan perikanan x 


sehingga dapat diambil kebijakan yang efektif bagi 
peningkatan konsumsi ikan nasional. 
model permintaan ikan dilakukan dengan metode 
Information Maximum Likelihood 


Full 


Estimasi 


(FIML) 


yang telah teruji dapat digunakan pada model S 


In Pj 


ay, 8,0, £ 


= Pangsa dari kelompok jenis ikan ke-i 
terhadap pengeluaran total komoditas 
ikan/ Expenditure shares for of each 
fish group; 

= Logaritma natural harga estimasi 
kelompok komoditi ikan ke-j/ Logharitm 
of estimation price for each fish group; 


= Pengeluaran total komoditas ikan/ 
Total fish expend; 

= Indeks harga stone/ Stone price 
index, dimana In p* = Swi In pi; 


= Parameter regresi/ Regression 
parameters; 
= Jumlah anggota rumah tangga / 


permintaan (Deschamps 1997; Goodwin et Number of households members 
al., 2018). Spesifikasi model permintaan yang Umur = Umur kepala keluarga/ Headhouse- 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai Kala age ANN i 
berikut Pnddkn = Pendidikan istri/ Wife’s education 
| balita = Jumlah anggota rumah tangga yang 
masih balita (0-4 tahun) Number of 
E eta i ; x family members under five years (0-4 
wi = dio + 2 yijInpj+Bin(=)+OlnS+ year) 
a A D1 = Dummy Jawa/ Dummy Java ; ™=1: 
£ In S + án umurt Gi2pndkkn + Jawa/ Java; °'=0: lainnya/ Others 
; . z g r f D2 = Dummy Perkotaan? Dummy Rural, 
1 D1 å. D2 +á. PIL, D4 ; 
Gis balita + Óg His +Óis “+Ó ...(1) 02=4: Kota/ Rural; °?=0: lainnya/ Others 
D3 = Dummy Kelas Pendapatan Rendah/ 
Keterangan/ Remarks: Dummy Low Income Groups; °=1: 
ij = 1234 (kelompok ikan/Fish groups Rendah/Low °°=0: lainnya/ Others 
1=ikan air laut/ Marine fish, 2=ikan D4 = Dummy Kelas Pendapatan Tinggi/ 
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air tawar-payau/ Freshwater/brackish 
fish, 3=udang segar/Fresh shrimp, 4= 
ikan olahan/ processed fish) 


Dummy High Income Groups; ™=1: 
Tinggi / High ; °4=0: lainnya/ Others 
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Setelah model permintaan ikan LA/AIDS 
terbentuk maka dapat dianalisis lebih lanjut untuk 
memperoleh besaran nilai elastisitas pengeluaran, 
elastisitas harga, elastisitas harga silang dan 
elastisitas karakteristik rumah tangga untuk dapat 
menggambarkan respon permintaan terhadap 
berbagai perubahan yang terjadi dalam variabel. 
Rumus perhitungan elasitisitas sebagai berikut: 


(1). Elastisitas pengeluaran/ Expenditure elasticity: 
i 

aera: £ EE (2) 
nilai elastisitas pengeluaran pada persamaan 
diatas adalah elasisitas masing-masing 
komoditas ikan jenis tertentu terhadap 
total pengeluaran ikan. Besaran elastisitas 
permintaan masing-masing komoditas ikan 
terhadap total pengeluaran rumah tangga 
dapat diperoleh melalui rumus berikut: 


Log Y,_a+b Log Y, 
e,_b/Log Y,+ 1 


li = eX e, 


Dimana/Where 


B, = Koefisien pengeluaran ikan ke i/ 
Expenditure coeffiecient of fish 
groups to i, 

Pangsa pengeluaran ikan ke i/ 
Expenditures share's of fish 
groups to i, 

Y = Total pengeluaran untuk komoditi 

ikan/ Total fish expenditure, 


Y = Total pengeluaran rumah tangga/ 
Total household’s expenditure; 


Elasitisitas pengeluaran komoditi 
ikan ke i/ Expenditure elasticity 
of fish groups to i, 


Elasitisitas pengeluaran rumah 
tangga/ Household's expenditure 
elasticity; 


Elasitisitas pengeluaran ikan 
ke i terhadap total pengeluaran 
rumah tangga/ Total elasticity of 
fish groups to i compare to total 
expend; 


(2). Elastisitas harga sendiri/ Own price elasticity: 


_ yii-Biwi _ 
C= aA 1 


Dimana/Where 


e. = Elastisitas harga sendiri 
permintaan ikan ke i/ Own 
price elasticity for fish groups 
to i, 

YA = Koefisien harga ikan i pada 
permintaan ikan i/ Own price 
coefficient for fish groups to i, 


Bi = Koefisien pengeluaran ikan 
pada permintaan ikan i/ 
Expenditure coeffiecient for 
fish groups to i, 


wi = Pangsa pengeluaran ikan ke- 
i/ Expenditure share's of fish 
groups to i ; 


(3). Elastisitas harga silang/ Cross price elasticity: 


ej Ra dimana i #j. 

e. = Elastisitas harga silang ikan 
ke i terhadap ikan j/ Cross 
elasticity value fish group to i 
for fish group to j; 

Yi = Koefisien harga ikan j pada 
permintaan ikan i/ Price 
coefficient for fish groups j 
from demand fish group to i ; 

Bi = Koefisien pengeluaran ikan 
pada permintaan ikan i; / 
Expenditure coeffiecient for 
fish groups to i, 

wi = Pangsa pengeluaran ikan ke- 
i/ Expenditure share's of fish 
groups to i; 

wj = Pangsa pengeluaran ikan ke- 
j/ Expenditure share’s of fish 
groups to j; 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Pola Konsumsi Ikan Rumah Tangga 


Hasil analisis terhadap data SUSENAS 
bulan Maret tahun 2016 menunjukkan bahwa 
sebanyak 256.211 rumah tangga dari 291.414 
rumah tangga yang menjadi responden SUSENAS 
mengkonsumsi ikan. Hal tersebut memberikan 
pengertian bahwa belum semua rumah tangga di 
Indonesia mengkonsumsi ikan meskipun Indonesia 
dikenal sebagai negara yang memiliki sumberdaya 
perikanan melimpah. Pola konsumsi ikan rumah 
tangga dapat dianalisis menggunakan dua cara 


77 


J. Sosek KP Vol. 13 No. 1 Juni 2018: 73-86 


Sulawesi Tenga 


Kepulauan Bangka Belitung 


Jawa Barat — 


Sumatera Bara 


Nusa Tengg 


Gambar 2. Konsumsi Ikan per Kapita berdasarkan Provinsi (Kg/Kap/Thn). 
Figure 2. Per Capita Fish Consumption by Province (Kg/Cap/Year). 
Sumber: Data SUSENAS 2016 Diolah (2018)/ Source :SUSENAS 2016 Data Processed (2018) 


yakni melalui nilai konsumsi ikan per kapita dan 
nilai partisipasi konsumsi rumah tangga. Data 
SUSENAS memungkinkan untuk mengagregasi 
tingkat konsumsi ikan per kapita berdasarkan 
Provinsi yang ditunjukkan melalui Gambar 2. 


Berdasarkan Gambar 2 maka dapat 
diketahui jika dilihat dari volume ikan yang 
dikonsumsi maka wilayah Indonesia timur memiliki 
nilai konsumsi tertinggi, sedangkan tingkat 
konsumsi terendah ditempati oleh Jawa Tengah. 
Indikator konsumsi ikan yang dikeluarkan oleh 
KKP (2016b) mengkategorikan daerah yang 
memiliki angka konsumsi rendah adalah dengan 
nilai konsumsi di bawah kurang dari 20 kg/kapita/ 
tahun sedangkan konsumsi sedang pada angka 
20—31.4 kg/kapita/tahun dan konsumsi tinggi di 
atas 31.4 kg/kapita/tahun. Berdasarkan kategori 
tersebut maka diketahui bahwa 41 persen provinsi 
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berada pada konsumsi ikan tinggi, 38 persen 
termasuk konsumsi ikan sedang dan 21 persen 
termasuk dalam konsumsi yang rendah. Oleh 
karena itu peningkatan konsumsi ikan menjadi perlu 
untuk dilakukan. Meskipun dalam penelitian ini 
indikator pengukuran tingkat konsumsi ikan hanya 
berdasarkan konsumsi ikan dalam rumah tangga 
namun masih dapat mewakili kondisi konsumsi 
secara nasional. 


Selain dianalisis dari volume konsumsi 
melalui konsumsi ikan per kapita maka pola 
konsumsi ikan juga dapat dianalisis berdasarkan 
tingkat partisipasi konsumsi ikan. Nilai ini 
menunjukkan sebaran rumah tangga pada suatu 
daerah yang mengkonsumsi ikan yang digambarkan 
melalui besaran persentase. Tingkat partisipasi 
konsumsi ikan berdasarkan provinsi dijelaskan 
melalui Gambar 3. 
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Gambar 3. Tingkat Partisipasi Konsumsi Ikan berdasarkan Provinsi (%). 
Figure 3. Participation Rate of Fish Consumption by Province (%). 
Sumber: Data SUSENAS 2016 Diolah (2018)/ Source :SUSENAS 2016 Data Processed (2018) 
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Berdasarkan Gambar 3 di atas maka 
dapat diketahui bahwa provinsi yang paling tinggi 
partisipasinya adalah Sulawesi Tenggara yang 
diikuti dengan Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi 
Selatan dan Maluku Utara sedangkan provinsi 
yang tingkat partisipasinya terendah adalah DI 
Yogyakarta, Papua, Jawa Tengah, DKI Jakarta 
dan Bali. Berdasarkan nilai partisipasi konsumsi 
maka diketahui bahwa Kepulauan Sulawesi dan 
Indonesia Timur memiliki partisipasi yang tinggi 
terhadap ikan untuk dikonsumsi dengan lebih 
dari 97 persen rumah tangga mengkonsumsi 
ikan. Keadaan berbeda terjadi di Pulau Jawa 
khususnya di DIY memiliki partisipasi konsumsi 
ikan yang relatif rendah yakni 57.49 persen rumah 
tangga. Namun kondisi tersebut sudah mengalami 
peningkatan karena pada penelitian Virgantari 
(2012) menggunakan data Susenas tahun 2008 
tingkat partisipasi konsumsi di DIY hanya sebesar 
20 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
program peningkatan konsumsi ikan yang dilakukan 
Pemerintah berdampak positif dengan adanya 
peningkatan partisipasi konsumsi ikan, 


Konsumsi ikan dalam penelitian ini dibagi 
berdasarkan kelompok ikan air laut, ikan air tawar/ 
payau, udang segar dan ikan olahan. Hal ini 
didasarkan pada kecenderungan konsumsi rumah 
tangga dan arah kebijakan subsektor perikanan. 
Konsumsi ikan berdasarkan kelompok ikan secara 
nasional dapat dilihat dalam Tabel 2. 


Berdasarkan Tabel 2 maka dapat diketahui 
bahwa secara nasional ikan air laut paling banyak 
dikonsumsi baik dari sisi konsumsi ikan per 
kapita maupun tingkat partisipasi konsumsinya. 


Tabel 2. 
Tangga (%). 
Table 2. 
Fish Consumption. 


Sedangkan untuk ikan olahan dikonsumsi paling 
rendah dari sisi konsumsi per kapita namun sebaran 
rumah tangga yang mengkonsumsinya cukup 
banyak yakni sebesar 40.08 persen rumah tangga 
di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena 
ikan olahan yang dimaksud dalam penelitian ini 
sebagian besar merupakan ikan asin/ikan awetan 
sehingga dikonsumsi dalam kuantitas yang lebih 
sedikit dibandingkan ikan segar. Berdasarkan 
Tabel 2 juga dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi 
konsumsi ikan di Indonesia sebesar 87.92 persen 
artinya belum semua rumah tangga di Indonesia 
mengkonsumsi ikan dimana jika dilihat pada 
Gambar 3 provinsi yang berada di pulau Jawa 
yang paling padat penduduknya justru yang tingkat 
partisipasinya paling rendah. Oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa konsumsi ikan nasional masih 
dapat ditingkatkan. 


Deskripsi Statistik Variabel Permintaan Ikan 
Rumah tangga 


Secara teoritis faktor pendapatan dan harga 
merupakan faktor utama yang mempengaruhi 
permintaan, selain itu beberapa penelitian 
sebelumnya juga menunjukkan bahwa karakteristik 
rumah tangga dapat mempengaruhi konsumsi. Oleh 
karena itu model permintaan yang dibentuk dalam 
penelitian ini juga melibatkan variabel karakteristik 
rumah tangga. Model permintaan yang dianalisis 
menggunakan data dari 29.625 rumah tangga 
contoh yang merupakan agregasi berdasarkan 
nomor kode sampel dari seluruh rumah tangga 
yang mengkonsumsi ikan Deskripsi statistik dari 
variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
dijelaskan dalam Tabel 3. 


Konsumsi Ikan per Kapita (Kg/Kap/Tahun) dan Partisipasi Konsumsi Ikan Rumah 


Per Capita Fish Consumption (Kg/Cap/Year) and Participation Rate of Household's 


Indikator Konsumsi/ Consumption Indicator 


Kelompok Ikan/ Fish Groups 


Konsumsi Per Kapita/ 
Per Capita Fish 


Partisipasi Konsumsi/ 
Participation Rate of Fish 


Consumption Consumption 
Ikan air laut/ Marine fish 22.10 58.69 
Ikan air tawar/ payau - 
brackkish fish Tan na jk 
Udang segar/ Fresh shrimp 9.58 10.39 
Ikan olahan/Processed fish 4.22 40.08 
Rata-rata/ Average 25.77 87.92 


Sumber: Data SUSENAS 2016 Diolah (2018)/ Source: SUSENAS 2016 Data Processed (2018) 
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Tabel 3. Deskripsi Statistik Variabel Model Permintaan Ikan. 
Table 3. Statistic Descriptive of Variabel on Fish Demand Model. 


Variabel/ Variable Nilai/ Value 
Pangsa pengeluaran/ Expenditure shares (%) 
Ikan air laut/ Marine fish 39 
Ikan air tawar/payau / Freshwater/brackish water fish 34 
Udang segar/ Fresh shrimp 12 
Ikan olahan/ Processed fish 16 
Harga Rata-rata (Rp/Kg)/ Price average (Rp/Kg) 
Ikan air laut/ Marine fish 25 523 
Ikan air tawar/payau / Freshwater/brackish water fish 22 146 
Udang segar/ Fresh shrimp 41 395 
Ikan olahan/ Processed fish 50 396 
Total pengeluaran ikan (Rp/Minggu/Rumah tangga)/ 64 299 
Total fish expenditure (Rp/Kg/Household) 
Rata-rata jumlah anggota rumah tangga (Jiwa)/ 3.81 
Number of family members (people) 
Rata-rata umur kepala keluarga (Tahun)/ Household's age (year) 48.43 
Rata-rata lama sekolah istri (Tahun)/ Wife’s wducation (year) 7.53 
Rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang balita (Jiwa)/ 0.31 
Number of family members under 5 years (people) 
Persentase rumah tangga yang berada di Pulau Jawa (%)/ 33% 
Percentage of household's on Java Island (%) 
Persentase rumah tangga yang berada di perkotaan (%) / 43% 
Percentage of household’s on rural (%) 
Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan rendah (%)/ 40% 


Percentage of household’s on low income groups (%) 


Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan tinggi (%)/ 20% 
Percentage of household’s on high income groups (%) 


Sumber: Data SUSENAS 2016 Diolah (2018)/ Source: SUSENAS 2016 Data Processed (2018) 


Berdasarkan Tabel 3 maka dapat diketahui 
bahwa ikan air laut merupakan ikan dengan pangsa 
pengeluaran konsumsi paling tinggi, yang diikuti 
dengan ikan air tawar/payau, ikan olahan dan udang 
segar. Pada penelitian ini kelompok ikan olahan 
terdiri atas ikan air laut, ikan air tawar/payau, udang 
yang diawetkan/diasinkan dan juga ikan dalam 
kaleng. Ikan air tawar/payau merupakan kelompok 
ikan yang harga rata-ratanya paling rendah 
dibandingkan kelompok ikan lainnya. Variabel 
jumlah anggota rumah tangga dipilih untuk 
mewakili skala ekonomi dalam pemenuhan 


kebutuhan konsumsi dimana rata-rata setiap 
rumah tangga memiliki anggota sebanyak 
3.81 jiwa. Variabel umur kepala keluarga 


dihubungkan dengan indikator keluarga muda 
menengah dan tua yang dapat berkaitan dengan 
kecenderungan mengkonsumsi kelompok ikan 
tertentu selain itu pendidikan istri yang diproksi 
dari lama masa sekolah dipilih karena peran istri 
dalam rumah tangga pada umumnya sebagai 
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pemegang keputusan konsumsi. Variabel dummy 
jawa-luar jawa dan kota-desa dipilih untuk dapat 
menggambarkan pengaruh lokasi dan tipe daerah 
terhadap permintaan ikan karena seperti diketahui 
konsumsi ikan di Jawa lebih rendah dibandingkan 
luar Jawa. Sedangkan dalam jumlah anggota 
rumah tangga yang masih balita dipilih berdasarkan 
asumsi bahwa rumah tangga yang memiliki balita 
memiliki kesadaran gizi yang lebih tinggi sehingga 
mempengaruhi permintaan ikan. Tabel 3 juga 
menjelaskan persentase responden SUSENAS 
yang berada di lokasi Jawa sebanyak 33 persen, 
dan yang berada di perkotaan sebanyak 43 persen. 
Distribusi kelas pendapatan yang dilakukan dalam 
penelitian ini menggunakan standar dari world 
bank dimana 40 persen dari range pengeluaran 
terendah merupakan kelas pendapatan rendah 
dan 20 persen dari range pengeluaran tertinggi 
merupakan kelas pendapatan tinggi dan sisanya 
40 persen merupakan kelas pendapatan 
menengah. 


Analisis Pola Konsumsi Dan Model Permintaan Ikan Menurut Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia....... (Arthatiani, F.Y., et al) 


Estimasi Parameter Model Permintaan Ikan 


Model permintaan dikatakan dapat sesuai 
teori jika memenuhi syarat-syarat fungsi permintaan 
sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Oleh 
karena itu model yang digunakan adalah model 
permintaan ikan dengan restriksi homogenitas 
dan simetri dan adding up. Dugaan Parameter 
terhadap model permintaan ikan dengan restriksi 
digambarkan dalam Tabel 4. 


Berdasarkan Tabel 4 maka terlihat nilai 
koefisien determinasi adalah 27.06% sisanya 
dijelaskan oleh faktor lain diluar model. Rendahnya 
koefisien determinasi dapat disebabkan karena 
data yang digunakan adalah data cross section 
yang keberagamannya sangat tinggi (Gujarati 
2003). Koefisien determinasi yang rendah pada 


data cross section juga diperoleh dalam penelitian 
model permintaan oleh Piumsombun et al. (2003), 
Garcia et al. (2005), Yuliana (2008), Nugroho dan 
Suparyono (2016). Data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data cross section dengan 
jumlah rumah tangga contoh relatif besar yakni 
sebanyak 29.625 rumah tangga serta heterogenitas 
dari jenis ikan konsumsi menyebabkan tingginya 
keberagaman dari variabel bebas pada model. 
Hal ini diduga menyebabkan rendahnya koefisien 
determinasi yang dihasilkan dari estimasi model 
permintaan ikan. Selain dari nilai koefisien 
determinasi maka ketepatan sebuah model dalam 
menduga kondisi aktual juga dapat diukur dari nilai 
uji statistik t yang menunjukkan seberapa jauh 
pengaruh suatu variabel bebas secara individual 
dalam menerangkan model permintaan ikan. 


Tabel 4. Dugaan Parameter Model Permintaan Ikan Rumah Tangga. 
Table 4. Parameter Estimation for Household's Fish Demand Model. 


Model Permintaan/ Demand Model 


Variabel/ Variable Ikan Air Laut/ Ikan Air Tawar-Payau/ Udang Segar/ Ikan Olahan/ 
Marine Fish  Freshwater-Brackish Fish Fresh Shrimp Processed Fish 
Intercept -0.2171** 0.7829** 0.1102* 0.3240** 
(0.0467) (0.00469) (0.316) (0.0282) 
P ikan laut/ P marine fish -0.0953** 0.0599** -0.0125** 0.0478** 
(0.0041) (0.0349) (0.00225) (0.00173) 
P ikan air tawar-payau/ 0.00599** -0.0399** 0.0112** -0.0312** 
P freshwater-brackish fish (0.00349) (0.0043) (0.00234) (0.00178) 
P udang segar/ -0.0124** 0.0112** -0.0004 0.0016** 
P fresh shrimp (0.00225) (0.00234) (0.00231) (0.00125) 
P ikan olahan/ 0.0478** -0.0312** 0.0016 -0.0182** 
P processed fish (0.00173) (0.00178) (0.00125) (0.0014) 
Pengeluaran Ikan/ 0.0583** 0.0015 0.0702** -0.1301** 
Fish Expenditure (0.00249) (0.00249) (0.00171) (0.00153) 
Jumlah ART/Number of 0.1287** -0.1064** -0.0579** 0.0356** 
family member (0.00782) (0.00783) (0.00537) (0.00481) 
Umur KK/ 0.0908** -0.0747** -0.0013 -0.0148 * 
Headhousehold’s age (0.0117) (0.0118) (0.00792) (0.00708) 
Pendidikan Istri/ 0.0044** -0.0002 0.0005 -0.0047** 
Wife’s education (0.00071) (0.00071) (0.00049) (0.00043) 
Jumlah ART Balita/ 0.0180** -0.0407** 0.0076 0.0152** 
Number of family member (0.00731) (0.00732) (0.00501) (0.00449) 
under 5 years 
D1 -0.1125** 0.1004** 0.0490** -0.0369** 
(0.00328) (0.00328) (0.00227) (0.00202) 
D2 -0.0111** -0.0259** 0.0521** -0.0151** 
(0.00317) (0.00318) (0.00218) (0.00195) 
D3 0.0518** -0.0060 -0.0277** -0.0182** 
(0.00318) (0.00318) (0.00219) (0.00195) 
D4 -0.0306** -0.0308** 0.0416** 0.0197** 
(0.00382) (0.00382) (0.00262) (0.00234) 


R? Sistem 


0.2706 


Sumber : Data SUSENAS 2016 Diolah (2018)/Source: SUSENAS Data Processed 
Keterangan": “signifikan pada taraf nyata 5% , ** signifikan pada taraf nyata 1%/ 


Remarks* : *significance at the 5% level, ** significance at the 


1% level 
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Berdasarkan Tabel 4 maka dapat diketahui 
bahwa dari 56 koefisien yang diduga dalam model 
ternyata 46 atau 82,15% diantaranya signifikan, 
sehingga dapat disimpulkan mayoritas variabel 
bebas dalam model berpengaruh nyata dalam 
menentukan permintaan ikan. Dari empat sistem 
persamaan tersebut diatas dugaan parameter 
harga sendiri bernilai negatif yang sesuai dengan 
teori ekonomi, sedangkan dugaan parameter 
pengeluaran ikan bernilai positif kecuali pada 
kelompok ikan olahan meskipun untuk kelompok 
ikan air tawar/payau tidak signifikan. Hal ini berarti 
meningkatnya total pengeluaran untuk ikan akan 
menyebabkan permintaan ikan air laut, air tawar/ 
payau dan udang segar meningkat sedangkan 
untuk permintaan ikan olahan akan menurun. 


Seperti sudah dijelaskan sebelumnya 
bahwa karakteristik rumah tangga juga dapat 
mempengaruhi permintaan salah satunya adalah 
karakteristik demografi. Ciri demografi yang 
dianalisis dalam penelitian ini adalah variabel 
jumlah anggota rumah tangga,umur kepala 
keluarga dan jumlah anggota rumah tangga yang 
balita. Parameter dugaan untuk jumlah anggota 
rumah tangga signifikan untuk semua kelompok 
ikan meskipun pada kelompok ikan air tawar/ 
payau dan udang segar bernilai negatif. Dugaan 
parameter umur kepala keluarga yang bertanda 
positif untuk kelompok ikan air laut dan negatif 
untuk ikan air tawar/payau udang segar dan ikan 
olahan. Sedangkan untuk dugaan parameter 
jumlah anggota rumah tangga yang balita secara 
umum berpengaruh positif terhadap permintaan 
ikan kecuali untuk kelompok ikan air tawar/payau. 


Hasil penelitian Can et al. (2015) di Turki 
menunjukkan hubungan yang positif antara 
konsumsi ikan dengan pendidikan. Pada penelitian 
ini hubungan pendidikan dengan konsumsi ikan 
diestimasi melalui dugaan parameter untuk 
pendidikan istri. Hasil dugaan bernilai positif untuk 
permintaan ikan air laut dan udang segar, namun 
bernilai negatif untuk ikan air tawar/payau dan ikan 
olahan. Meskipun pada permintaan ikan air tawar/ 
payau dan udang segar nilainya tidak berpengaruh 
nyata. Untuk variabel dummy yang dipilih terdiri 
atas dummy jawa-luar jawa yang signifikan untuk 
semua kelompok ikan dan bertanda negatif untuk 
permintaan ikan air laut dan ikan olahan. Sedangkan 
dummy variabel tipe daerah perkotaan-perdesaan 
menunjukkan tanda negatif dan signifikan kecuali 
untuk kelompok udang segar. Hal ini dapat diartikan 
bahwa jika lokasi di perkotaan maka permintaan 
akan udang segar akan meningkat, namun 
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permintaan akan ikan air laut, ikan air tawar/payau 
dan ikan olahan akan menurun. Variabel kelas 
pendapatan rendah hanya bertanda positif untuk 
permintaan ikan air laut, artinya jika rumah tangga 
merupakan kelas pendapatan rendah maka akan 
meningkatkan permintaan rumah tangga tersebut 
terhadap ikan air laut. Dugaan variabel dummy 
kelas pendapatan tinggi menunjukkan tanda 
negatif untuk ikan air laut dan ikan air tawar/payau 
namun bernilai positif untuk udang segar dan ikan 
olahan. Hal ini dapat diartikan jika rumah tangga 
merupakan kelas pendapatan tinggi maka akan 
meningkatkan permintaan rumah tangga tersebut 
terhadap udang segar dan ikan olahan. 


Elastisitas Pendapatan 


Pendapatan memegang peran penting dalam 
permintaan pangan. Pada umumnya terdapat 
hubungan positif antara pendapatan dan permintaan 
Ukuran elastisitas pendapatan digunakan untuk 
mengetahui respons perubahan permintaan yang 
disebabkan oleh perubahan pendapatan. Penelitian 
ini menggunakan nilai pengeluaran konsumsi 
rumah tangga sebagai proksi dari pendapatan, 
hal ini lazim digunakan dalam memperkirakan 
respon terhadap perubahan pendapatan karena 
secara teoritis konsumsi sangat tergantung 
dari pendapatan yang siap untuk dibelanjakan 
(disposable income). Nilai elastisitas pendapatan 
merupakan respon perubahan permintaan ikan 
jika terjadi perubahan pada pendapatan yang 
dialokasikan untuk pembelian ikan, sedangkan 
nilai elastisitas total merupakan respon perubahan 
permintaan ikan jika terjadi perubahan pada total 
pendapatan rumah tangga. Hasil perhitungan 
elastisitas pendapatan ditampilkan dalam Tabel 5. 


Berdasarkan Tabel 5 maka dapat diketahui 
bahwa nilai elastisitas pendapatan untuk semua 
kelompok ikan bernilai lebih dari 0 dan berpengaruh 
nyata pada level 1% artinya ikan digolongkan 
sebagai barang normal. Kelompok komoditas 
udang segar memiliki nilai elastisitas paling tinggi, 
apabila terjadi peningkatan pendapatan sebesar 
10% maka permintaan terhadap udang segar akan 
naik sebesar 15.8%. Hal ini sama dengan hasil 
penelitian Virgantari (2012) dimana udang segar 
paling responsif terhadap perubahan pendapatan. 
Hal menarik lainnya jika dilihat dari nilai variabel 
dummy kelas pendapatan tinggi pada Tabel 4 
maka udang berhubungan positif dan nyata dengan 
kelas pendapatan tinggi artinya udang dapat 
dikategorikan sebagai barang mewah dimana 
semakin meningkat pendapatan rumah tangga 


Analisis Pola Konsumsi Dan Model Permintaan Ikan Menurut Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia....... (Arthatiani, F.Y., et al) 


Tabel 5. Nilai Elastisitas Pendapatanberdasarkan Kelompok Ikan. 
Table 5. Value of Income Elasticity for Fish Groups. 


Kelompok Ikan/ 


Elasitisitas Pendapatan/ 


Elastisitas Total/ 


Fish Groups Income Elasticity Pendapatan/ 
Total Elasticity 
Ikan air laut/ Marine fish 115” 1.24" 
Ikan air tawar/payau /Freshwater/Brackish 1.01” 1.08" 
water Fish 
Udang segar/ Fresh shrimp 1.58“ 1.70” 
Ikan olahan/ Processed fish 0.17** 0.18** 


Sumber: Data SUSENAS 2016 Diolah (2018)/Source: SUSENAS Data Processed 
Keterangan": “signifikan pada taraf nyata 1% / Remarks*:** significance at the 1% level 


maka permintaan terhadap udang semakin tinggi. 
Hal ini juga diperkuat dengan harga rata-rata udang 
segar yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga 
ikan segar lainnya. Kondisi tersebut hampir sama 
dengan di Thailand yang dijelaskan dalam penelitian 
oleh Piumsombun et al. (2003). Sedangkan 
nilai elastisitas pendapatan yang paling rendah 
ditunjukkan oleh komoditas ikan olahan dengan 
nilai antara 0.17 sampai 0.18, artinya ikan olahan 
termasuk kategori barang pokok (necessities). 
Dengan melihat nilai elastisitas pendapatan maka 
dapat diketahui bahwa apabila terjadi peningkatan 
total pendapatan maka rumah tangga di Indonesia 
akan cenderung meningkatkan konsumsi udang 
segar dan ikan air laut dibandingkan ikan lainnya. 


Elastisitas Harga 


Elastisitas harga mengukur seberapa banyak 
kuantitas permintaan atas suatu barang berubah 
mengikuti perubahan harga barang tersebut. Untuk 
melihat bagaimana respon permintaan keempat 
kelompok ikan apabila terjadi perubahan harga 
maka berikut disajikan nilai elastisitas harga pada 
Tabel 6. 


Berdasarkan Tabel 6 maka dapat dilihat 
bahwa seluruh nilai elastisitas harga berpengaruh 
nyata pada level 1%. Nilai elastisitas harga sendiri 
menunjukkan nilai negatif untuk semua kelompok 
ikan, artinya kenaikan harga akan direspon dengan 
penurunan permintaan. Berdasarkan nilai elastisitas 
harganya komoditas paling responsif adalah ikan 
air laut dengan nilai -1.360 hal ini dapat dipahami 
karena ikan air laut merupakan ikan dengan tingkat 
konsumsi rata-rata dan share pengeluaran paling 
tinggi. Sedangkan pada ikan olahan nilai elastisitas 
harganya sebanyak -0.986 yang menunjukkan 
bahwa kelompok ini kurang responsif dan memiliki 
permintaan yang cenderung inelastis. 


Elastisitas harga silang menunjukkan 
hubungan antara jumlah barang yang diminta 
terhadap perubahan harga barang lain yang 
mempunyai hubunngan dengan barang tersebut. 
Nilai elastisitas silang ikan air laut dengan ikan 
air tawar/payau dan ikan olahan menunjukkan 
hubungan positif. Hal ini diartikan jika terjadi 
peningkatan harga ikan air laut maka rumah 
tangga akan meresponnya dengan meningkatkan 


permintaan terhadap ikan air tawar/payau dan ikan 


Tabel 6. Nilai Elastisitas Harga berdasarkan Kelompok Ikan. 
Table 6. Price Elasticity Value Based on Fish Groups. 


Ikan Air Tawar- Ikan 
Kelompok Ikan/ Ikan Air Laut / Payau/ Udang Segar/ Olahan/ 
Fish Groups Marine Fish Freshwater / Fresh Shrimp Processed 
Brackish Fish Fish 
Ikan air laut/ Marine fish -1.360** 0.105** -0.051** 0.101** 
Ikan air tawar-payau/ xx xx xx xx 
Freshwater-brackish water fish oe ae daaa oe 
Udang segar/ Fresh shrimp -0.324** -0.103** -1.074** -0.077** 
Ikan olahan/ Processed fish 0.625** 0.081** 0.111** -0.986** 


Sumber: Data SUSENAS 2016 Diolah (2018)/Source: SUSENAS Data Processed 
Keterangan": “signifikan pada taraf nyata 1% / Remarks*:** significance at the 1% level 
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olahan. Selain itu tanda negatif elasitistas silang 
ikan laut terhadap udang segar menunjukkan 
bahwa ikan air laut bersifat komplementer dengan 
udang segar. Nilai elastisitas ikan air tawar/payau 
menunjukkan jika terjadi peningkatan ikan air tawar/ 
payau maka rumah tangga akan meresponnya 
dengan meningkatkan permintaan terhadap ikan 
air laut dan udang segar. Nilai tersebut juga 
menunjukkan bahwa ikan air tawar/payau bersifat 
komplementer dengan ikan olahan. Nilai elastisitas 
silang udang segar menunjukkan tanda negatif 
terhadap semua kelompok ikan, artinya udang 
segar merupakan barang komplementer dengan 
semua kelompok ikan lainnya. Nilai elastisitas ikan 
olahan menunjukkan bahwa ikan olahan bersifat 
substitusi dengan semua kelompok ikan lainnya 
karena jika ada peningkatan harga ikan olahan 
maka rumah tangga akan meresponnya dengan 
meningkatkan permintaan terhadap kelompok ikan 
air laut, ikan air tawar/payau dan udang segar. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Pola konsumsi ikan di Indonesia menunjukkan 
bahwa belum semua rumah tangga di Indonesia 
mengkonsumsi ikan dan ikan air laut segar 
merupakan ikan yang paling banyak dikonsumsi 
rumah tangga. Hasil estimasi model permintaan ikan 
menunjukkan hampir semua koefisien dianggap 
berpengaruh nyata dengan koefisien determinasi 
sebesar 27,06%. Pada permintaan ikan air laut 
semua variabel berpengaruh nyata. Pada model 
permintaan ikan air tawar/payau semua variable tak 
bebas berpengaruh nyata kecuali faktor pendidikan 
istri dan pengeluaran ikan. Model permintaan udang 
segar menunjukkan faktor yang tidak berpengaruh 
nyata adalah harga udang segar, harga ikan olahan, 
umur kepala keluarga, pendidikan istri dan jumlah 
anggota rumah tangga yang balita. 


Nilai elastisitas pendapatan menunjukkan 
bahwa semua kelompok ikan merupakan barang 
normal. Elastisitas harga sendiri untuk semua 
kelompok ikan bernilai negatif yang artinya 
sesuai dengan asumsi negativity pada teori 
permintaan. Berdasarkan nilai elastisitas harga 
silang menunjukkan bahwa ikan air laut bersifat 
substitusi dengan ikan air tawar/payau dan ikan 
olahan, ikan air tawar/payau dan ikan olahan hanya 
bersifat substitusi dengan kelompok ikan lainnya 
dan udang segar bersifat komplementer dengan 
semua kelompok ikan lainnya. 
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Implikasi Kebijakan 


Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
konsumsi ikan secara umum dapat ditingkatkan 
jika pendapatan rumah tangga meningkat dan 
jika adanya penurunan harga. Oleh karena itu 
instrumen kebijakan yang dapat diambil Pemerintah 
adalah dengan peningkatan ketersediaan ikan di 
pasar sehingga harga ikan akan turun. Elastisitas 
permintaan yang responsif menunjukkan kurva 
permintaan ikan cenderung landai sehingga jika 
terjadi peningkatan supply maka penurunan harga 
ikan tidak signifikan dan justru akan meningkatan 
total penerimaan nelayan atau pembudidaya 
perikanan. Oleh karena itu kebijakan peningkatan 
produksi masih relevan untuk dapat diterapkan 
dalam upaya peningkatan konsumsi ikan. Selain 
itu cara lain untuk meningkatkan ketersediaan 
ikan di pasar adalah dengan peningkatan efektifitas 
distribusi ikan kongkritnya berupa pengembangan 
sarana prasarana distribusi dan infrastruktur 
sehingga ketersediaan ikan yang tinggi pada 
daerah-daerah produksi dapat disalurkan ke 
daerah-daerah yang jauh dari sentra produksi. 
Kebijakan diluar intervensi harga dan pendapatan 
seperti promosi dan edukasi yang dapat merubah 
selera dan menggeser permintaan diperlukan untuk 
meningkatkan konsumsi ikan olahan mengingat 
permintaanya cenderung inelastis. 
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ABSTRAK 


Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan strategi pemberdayaan masyarakat nelayan soma 
pajeko di Kecamatan Salibabu Kabupaten kepulauan Talaud. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Analisis SWOT mempertimbangkan faktor 
lingkungan internal kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses). Analisis ini didasarkan pada 
logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara 
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Hasil penelitian 
menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat yang paling tepat diterapkan untuk nelayan soma pajeko 
yaitu (1). Pembangunan/pengoperasian sarana prasarana usaha perikanan, 2) Memberikan akses 
modal pengembangan usaha, 3) Pendekatan akses perbankan 4) Kebijakan distribusi BBM khusus 
nelayan 5) Pelatihan pengolahan ikan pasca panen, dan 6) Adanya diversifikasi pekerjaan pada nelayan 
disaat cuaca buruk/ tidak melaut. 


Kata Kunci: strategi pemberdayaan, nelayan soma pajeko; SWOT 


ABSTRACT 


This research aims to determine the empowerment strategy of Purse Seine fisher's in Salibabu sub 
district of Talaud Regency. Data were analyzed using SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunity, 
Threat). SWOT analysis considers the strength and weakness of internal environmental factor. This 
analysis is constructed upon logical comprehension to maximize the strengths and opportunities, 
but simultaneously minimize the weaknesses and threats. Results of the research suggests the 
most applicable empowerment toward Purse Seine fishers are: (1). development/operation of fishery 
infrastructure, (2) acces to business capital, (3) approach to banking access (4) distribution of fishery 
fuel policy (5) Post-harvest fish processing training, and; 6) Alternative income for the fishers during bad 
weather. 


Keywords: empowerment strategy; purse seine fishers; SWOT 


ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan) 


Membangun Indonesia dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 
Kerangka Negara Kesatuan merupakan salah 
satu Nawa Cita ke-3 dalam RPJMN 2015-2019 
(Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 
Hidup, 2015). Pembangunan nasional yang terkait 
adalah pemerataan pembangunan antar wilayah, 
terutama kawasan timur Indonesia. Dalam RPJMN 
juga disebutkan bahwa ke depan secara khusus 
akan dilakukan pula percepatan pembangunan 


*Korespodensi Penulis: 


Program Studi Magister Ilmu Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, 


Universitas Sam Ratulangi. Jln. Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115, 
Sulawesi Utara, Indonesia 


dengan memanfaatkan sumber daya kelautan 
dan jasa maritim, yaitu peningkatan produksi 
perikanan, pengembangan energi dan mineral 
kelautan, pengembangan kawasan wisata bahari, 
dan kemampuan industri maritim dan perkapalan. 


Selaras dengan itu dalam RENSTRA KKP 
2015-2019 (Biro Perencanaan Kementeriaan 
Kelautan dan Perikanan, 2015) juga menyebutkan 
salah satu kebijakan pokok yang dilakukan adalah 
menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan kelautan 
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dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya 
saing dan berkelanjutan. Salah satu strategi 
dan langkah operasional yang dilakukan adalah 
membantu kemandirian Pulau-Pulau Kecil melalui 
pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan 
Terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil Terluar serta 
promosi dan investasi pemanfaatan pulau- 
pulau kecil. Dalam Renstra KKP 2015-2019 juga 
terdapat kebijakan yang bersifat lintas bidang, 
yakni pembangunan kewilayahan dalam rangka 
mengurangi kesenjangan antar wilayah. Salah satu 
langkah operasional yang dilakukan adalah sinergi 
kegiatan di kawasan/sentra perikanan terpadu/ 
Minapolitan/sentra bisnis perikanan rakyat berbasis 
pulau-pulau kecil. 


Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Utara No. 1 tahun 2017 pasal 12 tentang Rencana 
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2037, 
Kabupaten Kepulauan Talaud ditetapkan sebagai 
lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, 
selain Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lokasi 
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Talaud 
terletak di Kecamatan Salibabu , dimana pada Perda 
RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) No. 1 Tahun 
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. 
Kepulauan Talaud Tahun 2014-2034, Kecamatan 
Salibabu diutamakan untuk Pengembangan dan 
Pengelolaan Kawasan Perikanan Tangkap 


Kecamatan Salibabu merupakan salah satu 
kecamatan yang terletak di Kabupaten Kepulauan 
Talaud Sulawesi Utara, dimana Kecamatan ini 
akan dikembangkan sebagai kawasan Minapolitan 
tangkap perikanan dan kelautan. Kawasan 
Minapolitan adalah kawasan ekonomi berbasis 
kelautan dan perikanan yang terdiri dari sentra- 
sentra produksi jasa dan perdagangan, serta 
kegiatan lainnya yang saling terkait satu dengan 
lainnya. Perikanan tangkap di Kabupaten Talaud 
sangat prospektif, sehingga harus dikembangkan 
secara maksimal. Untuk pengembangan kawasan 
minapolitan ini sangat mengutamakan peran aktif 


masyarakat untuk mendorong kesejahteraan 
masyarakat. 
Nelayan soma pajeko di Kecamatan 


Salibabu merupakan kelompok masyarakat pesisir 
yang hidup berkelompok. Mayoritas nelayan soma 
pajeko merupakan nelayan penuh yang mata 
pencaharian utamanya sebagai nelayan dan tidak 
memiliki pekerjaan lain. Masyarakat nelayan pada 
umumnya merupakan kelompok masyarakat yang 
relatif tertinggal secara sosial, ekonomi dan budaya 
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bila dibandingkan dengan kelompok masyarakat 
lain. Keterbelakangan ini sangat berpotensi 
menghambat dinamika pembangunan di wilayah 
pesisir. Karena itu tidaklah heran bila sering terjadi 
kelemahan bargaining position dengan pihak-pihak 
lain di luar kawasan pesisir, sehingga akibatnya 
mereka kurang memiliki kemampuan untuk 
mengembangkan potensi dirinya, organisasi atau 
kelembagaan sosial yang mereka miliki sebagai 
sarana aktualisasi dalam pembangunan wilayahnya 
(Kusnadi, 2006). 


Masyarakat pesisir pada umumnya 
mengalami keterbelakangan dibandingan dengan 
pelaku usaha lainnya, yang secara umum 
keterbelakangan ini disebabkan oleh beberapa 
faktor. Lebih jauh Kusnadi (2003) menegaskan 
bahwa faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke 
dalam faktor alamiah dan non-alamiah. Faktor 
alamiah merujuk pada fluktuasi musim-musim 
penangkapan dan struktur alamiah faktor sumber 
daya ekonomi desa. Sedangkan faktor non alamiah 
berkaitan dengan keterbatasan daya jangkau 
teknologi penangkapan, ketimpangan dalam bagi 
hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga 
kerja yang pasti, lemahnya penguasaan jaringan 
pemasaran dan belum berfungsinya koperasi 
nelayan yang ada, serta dampak negatif kebijakan 
modernisasi perikanan. Oleh karena itu, agar 
bisa keluar dari belenggu keterbelakangan perlu 
ada intervensi dari luar sebagai suatu dorongan 
untuk memberdayakan mereka. Berdasarkan 
pemahaman ini maka penelitian ini dipandang 
perlu untuk menentukan strategi pemberdayaan 
yang tepat bagi masyarakat nelayan soma pajeko 
di Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan 
Talaud. 


Penelitian serupa juga pernah dilakukan 
di Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera utara, 
Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, 
Kecamatan Watulino Kabupaten Trenggalek dan 
Kota Semarang. Berdasarkan hal itu, maka peneliti 
hendak melakukan penelitian untuk menentukan 
strategi pemberdayaan di Kecamatan Salibabu 
Kabupaten Kepulauan Talaud karena penelitian ini 
belum pernah dilakukan sebelumnya. 


METODOLOGI 


Jenis Penelitian 


Jenis penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif, yaitu meneliti status sekelompok 
manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu 
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sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa 
pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 
deskritif ini adalah untuk membuat deskripsi, 
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual 
dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 
serta hubungan antar fenomena yang diselidiki 
(Nasution et al., 2005). 


Tempat dan Waktu Penelitian 


Penelitian ini dilakukan di Kecamatan 
Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi 
Sulawesi Utara. Penelitian dilakukan selama 4 
(empat) bulan dimulai sejak bulan September 2017 
sampai dengan bulan Desember 2017. 


Metode Pengumpulan Data 


Ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. 
Pengumpulan data primer dilakukan melalui 
observasi langsung di lapangan dan wawancara 
terhadap responden menggunakan kuesioner. 
Untuk pengumpulan data sekunder diperoleh lewat 
dokumen yang ada di Kantor Desa Salibabu, Dinas 
Perikanan Kabupaten Talaud, Bappeda Kabupaten 
Kepulauan Talaud dan sumber pustaka lainnya 
yang relevan dengan tujuan penelitian. 


Pengumpulan data primer dilakukan melalui 
observasi langsung di lapangan dan wawancara 
terhadap responden menggunakan kuesioner. 
Untuk pengumpulan data sekunder diperoleh lewat 
dokumen yang ada di Kantor Desa Salibabu, Dinas 
Perikanan Kabupaten Talaud, Bappeda Kabupaten 
Kepulauan Talaud dan sumber pustaka lainnya 
yang relevan dengan tujuan penelitian. 


Menurut Usman et al. (2009), kuesioner 
merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan 
yang diberikan kepada responden, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Pengumpulan 
data dengan menggunakan kuesioner digunakan 
untuk menggumpulkan data-data primer yang 
berkaitan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian 
ini peneliti menyebarkan kuesioner kepada 33 
responden, yaitu 3 orang responden juragan/ 
pemilik kapal soma pajeko yang dipilih 
menggunakan teknik sensus, yaitu suatu teknik 
pengambilan sampel dimana keseluruhan total 
populasi diambil sebagai responden. Selain itu 30 
responden lainnya diambil menggunakan teknik 
purposive sampling, yaitu suatu teknik pengambilan 
sampel dimana responden dipilih karena bersedia 
untuk dijadikan sebagai responden dan memiliki 
pengetahuan yang memadai sehingga dapat 
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Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian. 
Figure 1. Map of Research Location. 
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Source : Map of Spatial Plans North Sulawesi Province 2014-2034 (2016) 
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memberikan informasi sesuai dengan tujuan 
penelitian. Responden yang diambil sebanyak 
50% dari populasi anak buah kapal/masanae, 
yang dianggap dapat mewakili total populasi anak 
buah kapal/masanae soma pajeko di Kecamatan 
Salibabu. 


Analisis Data 


Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari 
lingkungan internal Strengthsdan Weaknessesserta 
lingkungan eksternal Opportunities dan Threats. 
Rangkuti (2013) mengatakan bahwa analisis SWOT 
adalah suatu cara mengidentifikasi berbagai faktor 
secara sistematis dalam rangka merumuskan 
strategi perusahaan/organisasi. Analisis SWOT 
mempertimbangkan faktor lingkungan internal 
kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses). 
Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 
memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang 
(opportunities), namun secara bersamaan dapat 
meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan 
ancaman (threats). Analisis SWOT membandingkan 
antara faktor eksternal dan internal. Dengan 
demikian, analisis SWOT dapat diartikan sebagai 
suatu teknik analisis yang menggunakan unsur 
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 
sebagai variabel utama dalam melakukan analisis 
(Sjafrizal, 2012). Hal pertama yang dilakukan dalam 
menentukan matriks SWOT adalah mengetahui 
faktor strategi internal (IFAS) dan faktor strategi 
eksternal (EFAS). Penentuan berbagai faktor, 
bobot setiap faktor dan tingkat kepentingan setiap 
faktor didapatkan dari hasil wawancara dengan 
orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan 
disesuaikan dengan kondisi di lapang. Hal ini 
dilakukan agar sifat obyektif dari analisis ini dapat 
diminimalkan. 


Tahap Awal pelaksanaan analisis SWOT 
dengan melakukan identifikasi: 


1. Cara penentuan faktor strategi internal: 


a. Menentukan faktor-faktor yang menjadi 
kekuatan serta kelemahan dari masyarakat 
nelayan 


Tabel 1. Faktor Strategi Internal. 
Table 1. Internal Strategic Factor. 


b. Memberi bobot masing-masing 
faktor tersebut sesuai dengan tingkat 
kepentingannya. Jumlah seluruh bobot 
harus sebesar 1,00. 


c. Menghitung rating (kolom 3) untuk masing- 
masing faktor berdasarkan pengaruh/ 
respon faktor-faktor tersebut (nilai: 4 - 
sangat penting, 3 - penting, 2 - cukup 
penting, 1 = kurang penting). 


d. Mengalikan bobot pada kolom 2 dengan 
rating pada kolom 3 untuk memperoleh 
faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasil dari 
perkalian ini akan berupa skor pembobotan 
untuk masing-masing faktor. 


2. Cara penentuan faktor strategi eksternal: 


a. Menentukan faktor-faktor yang menjadi 
peluang serta ancaman. 


b. Memberi bobot masing-masing 
faktor tersebut sesuai dengan tingkat 
kepentingannya. Jumlah seluruh bobot 
harus sebesar 1,00. 


c. Menghitung rating (kolom 3) untuk masing- 
masing faktor berdasarkan pengaruh/ 
respon faktor-faktor (nilai: 4 - sangat 
penting, 3 = penting, 2 = cukup penting, 1 = 
kurang penting). 

d. Mengalikan bobot pada kolom 2 dengan 


rating pada kolom 3 untuk memperoleh 
faktor pembobotan dalam kolom 4. hasilnya 


akan berupa skor pembobotan untuk 
masing-masing faktor. 
Faktor eksternal merupakan dampak 


yang diciptakan dari suatu organisasi terhadap 
pihak luar, atau kegiatan diluar organisasi yang 
dapat mempengaruhi organisasi (Tarigan, 2012). 
Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya 
opportunities dan threats (O-T). Faktor ini 
menyangkut dengan kondisi- kondisi yang 
terjadi diluar perusahaan yang mempengaruhi 
dalam pembuatan suatu keputusan perusahaan 
(Fahmi, 2013) 


Faktor-Faktor Strategi/ 


Ne Strategis Factors 
1 Kekuatan/Strength 
2 Kelemahan/Weakness 


Bobot/Value 


Rating/Rating Skor/Score 


Sumber: Rangkuti, 2013/Source: Rangkuti, 2013 
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Tabel 2. Faktor Strategi Eksternal. 
Table 2. External Strategic Factor. 


Faktor-Faktor Strategi/ 


No Strategic Factors 


Bobot/Value 


Rating/Rating Skor/Score 


1 Peluang/ Opportunity 


2  Ancaman/ Threat 


Sumber: Rangkuti, 2013/Source: Rangkuti, 2013 


3. Pembuatan Matriks SWOT 


Setelah matriks IFAS dan EFAS selesai, 
selanjutnya unsur-unsur tersebut dihubungkan 
dalam matrik untuk memperoleh beberapa 
alternatif strategi. Matriks ini memungkinkan empat 
kemungkinan stategi. 


4. Pembuatan Tabel Ranking Alternatif Strategi 


Penentuan prioritas dari strategi yang 
dihasilkan dilakukan dengan memperhatikan 
faktor-faktor yang saling terkait. Jumlah 
dari skor pembobotan menentukan ranking 
prioritas strategi dalam pemberdayaan 
masyarakat nelayan. Jumlah skor diperoleh 


dari penjumlahan semua skor di setiap faktor- 
faktor strategis yang terkait. Ranking akan 
ditentukan berdasarkan urutan jumlah skor 
terbesar sampai yang terkecil dari semua strategi 
yang ada. 


Tabel 3. Diagram Matriks SWOT. 
Table 3. SWOT Diagram Matrix. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Konsep pemberdayaan masyarakat dan 
penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan 
secara umum dipengaruhi oleh lingkungan internal 
maupun eksternal, yang dapat menentukan 
tingkat keberhasilan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Untuk lingkungan internal secara 
sinergis akan menentukan kekuatan (strengths) 
dan kelemahan (weakness), kemudian lingkungan 
eksternal secara sinergis akan menentukan 
peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang 
akan dihadapi masyarakat nelayan soma pajeko 
di Kecamatan Salibabu Kabupaten kepulauan 
Talaud. Hasil analisis situasi dengan pendekatan 
secara komprehensif dari berbagai aspek yang 
berpengaruh penting terhadap pemberdayaan 
masyarakat nelayan di Kecamatan Salibabu, dapat 
diidentifikasi faktor-faktor lingkungan strategis 
internal (kekuatan dan kelemahan) dan strategis 
eksternal (peluang dan ancaman). 


IFAS 
(Internal Factors 
Analysis Summary) 


KEKUATAN/ STRENGTHS (S) 


EFAS 
(External Factors 


_Analysis Summary) 


KELEMAHAN/ WEAKNESSES (W) 


Strategi S-O/ Strategic S-O 
(Strategi menggunakan 
kekuatan untuk memanfaatkan kelemahan untuk memanfaatkan 
peluang/Strategy using 
power to take advantage of 


PELUANG/ OPORTUNIES (O) 
Tentukan Faktor peluang eksternal/ 
Determine the external opportunity 
factor 

opportunity) 


ANCAMAN/ TREATHS (T) 
Tentukan Faktor ancaman 
eksternal/Determine the external 
threat factor 


Strategi S-T/Strategic S-T 
(Strategi menggunakan 
kekuatan untuk mengatasi 
ancaman/Strategy using 
power to overcoming threat) 


Strategi W-O/ Strategic W-O 
(Strategi meminimalkan 


peluang/Strategy by minimize 
weakness to take advantage of 
opportunity) 


Strategi W-T/Strategic W-T 
(Strategi meminimalkan 
kelemahan untuk menghindari 
ancaman/Strategy by minimize 
weakness to avoid threat) 


Sumber: Rangkuti, 2013/Source: Rangkuti, 2013 
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a. Evaluasi Faktor Strategis Internal 


Berdasarkan hasil survei, diperoleh faktor 
internal utama yang menjadi kekuatan (faktor 
positif) dan kelemahan (faktor negatif) masyarakat 
nelayan soma pajeko di Kecamatan Salibabu 


b. Evaluasi Faktor Strategis Ekternal 


Berdasarkan hasil survey diperoleh faktor 
eksternal yang mempengaruhi usaha soma pajeko 
baik secara langsung maupun tidak langsung 
berupa peluang (faktor positif) dan ancaman 


sebagaimana tertuang dalam Tabel 4. 


Tabel 4. Parameter Faktor Internal. 
Table 4. Internal Parameter Factor. 


(faktor negatif) 
Tabel 5. 


sebagaimana disajikan dalam 


an baba Parameter/Parameter Indikator/Indicator Pena Ha 2 
Kekuatan/ Usia Nelayan/ Fisher’s Berdasarkan survey, 84,8 % Nelayan 0.20 4 0.80 
Strength age berusia di bawah 50 Tahun dan 
merupakan usia yang produktif untuk 
menjalankan usaha/Based on the 
survey, 80% of fisher’s are under 50 
years old and is a productive age to 
run the business 
Pengalaman melaut/ Mayoritas nelayan (88,3%) memiliki 0.31 4 1.24 
Fishing experience pengalaman melaut di atas 10 tahun/ 
The majority of fisher’s have the 
experience of fishing out over 10 
years 
Tingkat pendidikan 30,3% nelayan soma pajeko memiliki 0.24 3 0.72 
tinggi/ Level of education pendidikan Sekolah Menengah Atas 
is high 130,3% of soma pajeko fisher’s Senior 
high school 
2.76 
Kelemahan/ Belum beroperasinya Di Kecamatan Salibabu khususnya di 0.14 1 0.14 
Weakness pabrik es/Ice factory not Desa Dalum saat ini telah dibangun 
yet operate pabrik es, tapi sampai dengan 
saat dilakukan penelitian belum 
beroperasi//n Salibabu Sub-district, 
especially in Dalum Village, an ice 
factory has been built, but until now 
the research has not yet operated 
Tidak memiliki Semua hasil tangkapan dijual 0.05 2 0.1 
pengetahuan yang dalam bentuk ikan segar. Padahal 
memadai tentang teknik jika nelayan ingin memperoleh 
pengolahan ikan pasca pendapatan yang lebih tinggi, ikan 
panen/ Do not have dapat diolah menjadi ikan asin atau 
sufficient knowledge ikan asap, bahkan kerupuk ikan 
about post-harvest fish yang memiliki nilai jual lebih tinggi/AII 
processing technigue catches are sold in the form of fresh 
fish. Whereas if fisher's want to obtain 
higher income, fish can be processed 
into salted fish or smoked fish, even 
fish crackers that have a higher 
selling value 
Rumpon masih kurang/ Keterbatasan rumpon menyebabkan 0.02 1 0.02 
Not enough Rumpon nelayan membatasi waktu melaut/ 
Limitations of rumpon cause fisher's 
to limit time to sea 
Rendahnya budaya Sebagian besar nelayan tidak 0.04 2 0.08 
menabung/ Saving memiliki tabungan dan hanya 
culture still low menyimpan uang dirumah/Most 
fisher’s have no savings and only 
keep money at home 
0.34 
1 3.10 


Sumber: Data Primer Diolah (2017)/Source: Primary Data Processed (2017) 
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Tabel 5. Parameter Faktor Eksternal. 
Table 5. External Parameter Factor. 


Faktor Eksternal/ Parameter/ Indikator! Indicator Bobot/ Rating!  Skor/ 
External Factor Parameter Value Rating Score 
Peluang/ Opportunity Potensi Sumber daya 96,4% Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud 0.18 3 0.54 


Ikan Besar/ Potential terdiri dari Lautan dengan potensi SDI yang 

of large fish resourse belum dimanfaatkan sebesar 23,4 Ton/96.4% 
The Talaud Islands Region consists of Oceans 
with untapped Potential Fish Resources of 23.4 


Ton 
Bantuan pemerintah/ Pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan 0.11 4 0.44 
Government dan Kementerian Kelautan dan Perikanan 
assistance memberikan bantuan perahu dan alat tangkap 


serta rumpon bagi nelayan/Government in 

this case the Department of Fisheries and the 
Ministry of Maritime Affairs and Fisheries provide 
assistance boats and fishing gear and rumpon 


for fisher's 
Permintaan hasil Permintaan dari Manado dan pabrik ikan di 0.25 4 1.00 
produksi tinggi/ Bitung tinggi/Requests from Manado and fish 
Demand for factory in Bitung are high 
production result is 
high 
Lokasi penangkapan Lokasi tempat tinggal nelayan dekat dengan 0.07 3 0.21 
dekat dan luas/Fishing daerah penangkapan/Locations where fisher's is 
ground is near and near from fishing ground 
wide 
2.19 
Ancaman/ Threat Harga BBM mahal/ Kelangkaan BBM merupakan persoalan klasik 0.17 2 0.34 
Tidak tersedia/ di Kecamatan Salibabu. Letaknya yang jauh 
Expensive fuel or not dari ibukota provinsi menyebabkan kapal yang 
available membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) sering 
datang terlambat sehingga agen Bahan Bakar 
Minyak sering mengalami kekosongan stok 
sehingga nelayan harus membeli di tingkat 
pengecer yang menjual bahan bakar minyak 
lebih mahal/Fuel shortage is a classic problem 
in Salibabu Sub-district. It is located far from the 
provincial capital causing ships carrying Fuel 
(Oil) often come too late so that the Petroleum 
Fuel Agent often experience a stock void so the 
fisherman has to buy Fuel Oil 
at the retailer level that sells more expensive 
Cuaca buruk/ Bad Cuaca buruk menyebabkan nelayan tidak bisa 0.08 2 0.16 
weather turun melaut karena jika dipaksakan melaut 


akan merugi karena hasil yang diperoleh tidak 
bisa menutupi biaya operasional/ Bad weather 
causes fisher’s can not go down to sea because 
if forced to go to sea will lose because the 
results obtained can not cover operational costs 


Hasil tangkapan Dalam usaha perikanan ada 3 musim, yaitu 0.11 1 0.11 
bervariasi tergantung musim puncak, musim sedang dan musim 
musim/Catch is varies paceklik sehingga hasil yang diperoleh sangat 
depending on the fluktuatif/In the fishery business there are 3 
season seasons, peak season, normally season and 
season famine. so that the results obtained are 
very fluctuations 
Hargaikan rendah/ Harga ikan ditentukan oleh tibo- tibo. Tidak 0.03 2 0.06 
Low fish prices adanya tempat pelelangan ikan dan tidak 
adanya pabrik es menyebabkan nelayan harus 
segera menjual ikannya kepada tibo- tibo/ 
The price of the fish is determined by the tibo- 
tibo. The absence of fish auction sites and the 
absence of an ice factory caused the fisher's to 
immediately sell their fish to tibo- tibo 


0,67 


1 2.86 


Sumber: Data Primer Diolah (2017)/Source: Primary Data Processed (2017) 
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Pada faktor kekuatan memperoleh nilai 
2,76 dan faktor kelemahan memperoleh nilai lebih 
kecil yaitu 0,34. Artinya faktor kekuatan dapat 
meminimalkan kelemahan yang ada. Sedangkan 
pada faktor internal peluang memperoleh nilai 
2,19 sedangkan ancaman mendapat nilai lebih 
kecil yaitu 0,67 artinya faktor peluang dapat 
meminimalkan ancaman yang ada. Pada faktor 
internal keseluruhan (kekuatan dan kelemahan) 
memberikan nilai 3,10 dan faktor eksternal 
keseluruhan (peluang dan ancaman) memberikan 
nilai 2,86 yang dapat diartikan bahwa kondisi 
lingkungan internal lebih besar dibandingkan 
dengan kondisi lingkungan eksternal sehingga 
program pemberdayaan dapat memberikan respon 
yang positif. 


c. Perumusan Strategi Pemberdayaan 


Perumusan strategi pemberdayaan 
masyarakat nelayan di Kecamatan Salibabu 
Kabupaten Kepulauan Talaud dilakukan dengan 
menggunakan analisis SWOT yang didasarkan 
pada faktor-faktor lingkungan strategis. Hasil 
generating dari matriks SWOT disampaikan pada 
Tabel 6. 


Berdasarkan hasil analsis SWOT telah 
dirumuskan enam alternatif strategi pemberdayaan 
masyarakat nelayan soma pajeko di Kecamatan 
Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu: 


(1) Pembangunan/pengoperasian sarana 
prasarana usaha perikanan 


Tabel 6. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Soma Pajeko di Kecamatan Salibabu 


Kabupaten Kepulauan Talaud. 
Table 6. 
Islands Regency. 

Ringkasan analisis 


faktor internal/ Internal factors 
analysis summary (IFAS) 


Kekuatan/Strength(S) 


Empowerment Strategy of Purse seine Fisher's Community in Salibabu District of Talaud 


Kelemahan/Weakness(W) 


* Usia Nelayan/Fisher's age ° 
e Pengalaman melaut/Fishing 


Belum beroperasinya pabrik es/ 
Ice factory not yet operate 


experience . Tidak memiliki pengetahuan 
e Tingkat Pendidikan/Level of yang memadai mengenai 
education teknik pengolahan ikan pasca 
panen/Do not have sufficient 
knowledge about post-harvest 
fish processing technique 
Ringkasan analisis ° Rumpon masih kurang/Not 
faktor eksternal/ enough Rumpon 
External factors . Rendahnya budaya menabung/ 
analysis summary Saving culture still low 
(EFAS) 
Peluang/opportunity(O) Strategi/Strategy SO Strategi/Strategy WO 
e Potensi Sumber daya Ikan besar/ e Memberikan akses Modal ° Pembangunan sarana 


Potential of large fish resourse 
* Bantuan pemerintah/ Government 


pengembangan usaha/Giving 
access to capital of business 


prasarana usaha perikanan / 
Facilities development for 


assistance development fishery business infrastructure 
* Permintaan hasil produksi tinggi/ ° Pelatihan pengolahan 
Demand for production result is high ikan pasca panen/ Training 
* Lokasi penangkapan dekat dan luas/ processing post-harvest fish 
Catching location is near and wide ° Pendekatan akses perbankan/ 
Approach to banking access 
* BBM mahal/ tidak tersedia/Expensive * Alternatif pekerjaan lain ° Kebijakan distribusi BBM 


fuel or not available 

* Cuaca buruk/Bad weather 

* Hasil tangkapan bervariasi tergantung 
musim/Catch is varies depending on 
the season 

* Harga ikan rendah/ Low fish prices 


untuk nelayan ketika tidak 
melaut/ cuaca buruk/ 
Alternative work for fisher's 
when they not go to sea 


khusus nelayan/ Fuel 
distribution policy for fisher's 


Sumber: Data Primer Diolah (2017)/Source: Primary Data Processed (2017) 
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(2) Memberikan akses modal pengembangan 
usaha 


(3) Pelatihan teknik pengolahan 
panen 


ikan pasca 


(4) Pendekatan akses perbankan 


(5) Alternatif pekerjaan lain untuk nelayan ketika 
tidak melaut/ cuaca buruk 


(6) Kebijakan distribusi BBM khusus nelayan 


1. Pembangunan/pengoperasian sarana 
prasarana usaha perikanan 


Sarana prasarana penunjang usaha 
merupakan urat nadi dari kegiatan suatu usaha/ 
bisnis. Ketersediaan sarana prasarana pendukung 
tersebut sangat mempengaruhi berkembangnya 
usaha perikanan. Alternatif strategi kebijakan 
ini merupakan solusi terhadap masih minimnya 
sarana prasarana panunjang usaha perikanan di 
Kecamatan Salibabu, seperti belum adanya TPI 
serta pabrik es dan cold storage meskipun telah 
dibangun dengan bantuan pemerintah, namun 
sampai dengan saat dilaksanakan penelitian 
belum berfungsi sebagaimana peruntukannya. 
Pengoperasian pabrik es sangat diperlukan karena 
nelayan dilokasi penelitian sangat memerlukan es 
agar ikan hasil tangkapan tidak cepat rusak dan 
nelayan dapat melaut lebih dari satu hari tanpa perlu 
kuatir ikan akan rusak dan mengalami penurunan 
nilai secara ekonomis yang pada akhirnya berujung 
pada penurunan pendapatan nelayan. 


Atas dasar kenyataan itu, pemerintah daerah 
dalam mendukung pemberdayaan nelayan, agar 
memprioritaskan pengoperasian sarana prasarana 
penunjang usaha perikanan agar dapat menunjang 
meningkatkan kualitas produksi ikan, jika mutu ikan 
baik maka akan meningkatkan harga ikan dan 
sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan. 


2. Memberikan akses modal pengembangan usaha 


Strategi ini sangat penting karena pada 
dasarnya saat ini pemasalahan utaman masyarakat 
pesisir di Kecamatan Salibabu, khususnya 
nelayan sangat sulit memperoleh modal untuk 
pengembangan teknologi dan skala usahanya. 
Sifat usaha perikanan yang musiman, resiko tinggi 
(penuh ketidakpastian) sering menjadi alasan 
keengganan pihak bank menyediakan modal bagi 
usaha perikanan, apalagi tidak ada anggunan 
pinjaman. Dengan memperhatikan kesulitan akses 
permodalan tersebut, maka diharapkan adanya 
bantuan dari pemerintah dalam mengfasilitasi 


pemberian kredit kepada nelayan. Pemberian 
kredit dapat digunakan untuk membeli perahu dan 
alat tangkap sehingga nelayan yang dulunya hanya 
anak buah kapal/ masanae bias beralih menjadi 
juragan/ pemilik kapal yang notabene memiliki 
pendapatan yang jauh lebih besar disbanding 
dengan masanae. Berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti, pendapatan juragan/ 
pemilik kapal pertahunnya mencapai Rp86.784.000 
per tahun, bandingkan dengan anak buah kapal/ 
masanae yang rata-rata per tahunnya hanya 
mendapatkan pendapatan berkisar Rp10.608.000. 


3. Pendekatan akses perbankan 


Kecamatan Salibabu yang memiliki 6 
desa yaitu Desa Salibabu, Desa Salibabu Utara, 
Desa Balang, Desa Dalum, Desa Bitunuris dan 
Desa Bitunuris Selatan tidak satupun desa yang 
memiliki bank sehingga mayoritas nelayan tidak 
memiliki tabungan dan hanya menyimpan uang 
hasil pendapatan dirumah. Bank terdekat berada 
di Kecamatan Lirung, yang jaraknya mencapai 15 
KM dari Kecamatan Salibabu dengan jarak tempuh 
sekitar 45 menit dikarenakan kondisi jalan yang 
rusak. Hal ini menyebabkan nelayan enggan untuk 
membuka rekening sendiri. Pendekatan akses 
perbankan ke masyarakat di Kecamatan Salibabu 
bisa dilakukan dengan pembukaan bank unit 
pembantu, sekaligus dapat dilakukan penyuluhan 
kepada masyarakat pentingnya memiliki tabungan 
di Bank. 


4. Kebijakan distribusi BBM khusus nelayan 


Kesulitan mendapatkan BBM sangat 
mengkhawatirkan nelayan karena tanpa BBM 
mereka tidak bisa melaut. Kabupaten Talaud 
merupakan kabupaten yang terletak diperbatasan 
sehingga kapal pengangkut minyak seringkali 
terlambat datang menyebabkan kelangkaan BBM 
merupakan masalah klasik yang terus dihadapi 
oleh para nelayan. Kelangkaan BBM menyebabkan 
nelayan harus membeli BBM di tingkat pengecer 
dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya 
untuk premium, jika di tingkat agen harganya 
Rp10.000.000/ liter, maka ditingkat pengecer bisa 
mencapai Rp25.000.000/ liter. Begitu juga dengan 
minyak tanah, jika di agen harganya Rp5.000/ liter, 
di tingkat pengecer bisa mencapai Rp10.000/ liter 
atau bahkan tidak tersedia sama sekali. 


5. Pelatihan pengolahan ikan pasca panen 


Pengolahan ikan di Kecamatan Salibabu 
masih rendah. Semua ikan hasil tangkapan dijual 
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dalam bentuk ikan segar. Jika ingin meningkatkan 
pendapatan, ikan dapat diolah menjadi ikan asap, 
ikan asin, bakso ikan, nugget ikan dan sebagainya. 
Strategi pengembangan pengolahan ikan ini perlu 
terus ditingkatkan sebagai nilai tambah bagi 
penghasilan masyarakat pesisir dan daya serap dari 
hasil tangkapan nelayan. Selain itu, pengembangan 
diversifikasi pengolahan ikan ini akan memiliki 
dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja dan 
meningkatkan perekomian di kawasan pesisir. 
Namun demikian, untuk pengembangan strategi 
ini perlu didukung oleh berbagai instansi terkait 
berupa pembinaan, pelatihan, pemberian modal 
dan akses pasar. 


6. Alternatif pekerjaan lain untuk 
ketika cuaca buruk/tidak melaut 


nelayan 


Mayoritas nelayan soma pajeko di Kecamatan 
Salibabu tidak memiliki pekerjaan sampingan. 
Ketika cuaca buruk/tidak melaut, mereka tidak 
melakukan kegiatan apa-apa. Mereka hanya duduk 
berkumpul sepanjang hari tanpa melakukan aktivitas 
yang bernilai ekonomis. Oleh karena itu perlu ada 
alternatif pekerjaan lain ketika mereka tidak melaut, 
misalnya mengolah ikan hasil tangkapan menjadi 
olahan ikan asin, ikan asap bahkan kerupuk ikan 
yang dapat menjadi nilai tambah sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan. 


Berdasarkan enam strategi pemberdayaan 
diatas, maka yang menjadi prioritas mendesak dan 
harus segera dillakukan sebagai program jangka 
pendek adalah: (1) pembangunan/pengoperasian 
sarana prasarana usaha perikanan, (2) Memberikan 
akses modal pengembangan usaha, (3) Pelatihan 
teknik pengolahan ikan pasca panen. Sedangkan 
yang menjadi program jangka panjang adalah 
(1) Pendekatan akses perbankan, (2) Alternatif 
pekerjaan lain untuk nelayan ketika tidak melaut/ 
cuaca buruk, (3) Kebijakan distribusi BBM khusus 
nelayan. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Berdasarkan Analisis SWOT dengan 
mempertimbangkan faktor Kekuatan, kelemahan, 
peluang dan ancaman maka diperoleh 6 (enam) 
alternatif strategi pemberdayaan yaitu (1) 
Pembangunan/pengoperasian sarana prasarana 
usaha perikanan, (2) Memberikan Akses Modal 
Pengembangan Usaha, (3) Pendekatan akses 
perbankan (4) Kebijakan distribusi BBM khusus 
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nelayan 5) Pelatihan pengolahan ikan pasca 
panen, dan 6) Adanya diversifikasi pekerjaan pada 
nelayan disaat cuaca buruk/tidak melaut. 


Implikasi Kebijakan 


Pemberdayaan dapat merupakan salah satu 
upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang 
sudah dimiliki oleh masyarakat. Berbagai aspek 
yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan 
masyarakat, antara lain bagaimana suatu 
inovasi yang lebih maju dapat bermanfaat bagi 
masyarakat, bagaimana budaya lokal (termasuk 


kearifan lokal), bagaimana pula mekanisme 
pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan 
tersebut. 


Program pemberdayaan tidak akan berhasil 
tanpa dukungan dari Pemerintah baik Pusat maupun 
Daerah serta stakeholder terkait. Sehingga dalam 
pelaksanaan program pemberdayaan ini bantuan 
dari Pemerintah sangat diharapkan masyarakat 
nelayan soma pajeko di Kecamatan Salibabu 
Kabupaten Kepulauan Talaud agar dikemudian 
hari mereka dapat menjadi subjek pembangunan 
di daerahnya sendiri. 
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di Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan 
Talaud yang telah bekerja sama selama penulis 
melakukan penelitian dengan memberikan data 
yang akurat dan bersedia dijadikan sebagai 
responden sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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ABSTRAK 


Kecamatan Blanakan merupakan salah satu lokasi produksi udang vannamei di Jawa Barat dan 
menjadi salah satu lokasi penerapan progam revitalisasi tambak vannamei. Budi daya udang vannamei 
memiliki risiko produksi yang berasal dari faktor internal dan eksternal yang dapat terlihat pada fluktuasi 
produktivitas udang vannamei antar petambak. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis faktor- 
faktor yang memengaruhi produktivitas dan risiko produksi udang vannamei di Kecamatan Blanakan. 
Pemilihan responden dilakukan dengan metode purposive sampling sebanyak 70 petambak udang 
vannamei. Model Just and Pope digunakan untuk menganalisis risiko produksi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel-variabel yang dapat meningkatkan produktivitas udang vannamei yaitu 
pakan, kaporit, bakteri, dan dummy musim. Variabel benur merupakan faktor yang meningkatkan risiko 
sedangkan bakteri, solar, dan dummy musim merupakan faktor yang mengurangi risiko. Petambak perlu 
berhati-hati dalam menentukan padat tebar benur pada setiap musim serta mengontrol penggunaan 
tenaga kerja untuk meminimumkan risiko produksi. Peningkatan pendidikan dan pelatihan diperlukan 
untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja dalam budi daya udang vannamei. 


Kata Kunci: risiko produksi, udang vannamei, Kabupaten Subang; just and pope; revitalisasi 
tambak udang 


ABSTRACT 


Blanakan sub-district is one of the region selected by Ministry of Marine and Fisheries to implement 
shrimp farm revitalization program and become one of the biggest vannamei shrimp producer in West 
Java Province. However, vannamei shrimp aquaculture also deals with production risk from internal and 
external factors indicated from fluctuations of each farmers’ productivity. The objectives of this research 
are to analyze the factors influencing vannamei shrimp productivity and production risk in Blanakan 
sub-district. Data were purposively sampled from 70 vannamei shrimp farmers. Just and Pope model 
was used in production risk analysis. The results show that variables that would increase vannamei 
shrimp productivity are shrimp feed, disinfectant, probiotic, and season dummy. Variable of shrimp fry is 
risk inducing factors, while probiotic, diesel fuel, and season dummy are risk reducing factors. Farmers 
need to be careful in determining shrimp fry density on every seasons and controlling labor usage to 
minimize production risk. Education and training improvement are necessary to increase labors’ ability 
in vannamei shrimp aquaculture. 


Keywords: production risk; vannamei shrimp; Blanakan; Just and Pope; shrimp farm revitalization 


PENDAHULUAN tanaman perkebunan dan tanaman pangan pada 
sektor pertanian dengan laju pertumbuhan sebesar 

Perikanan merupakan salah satu sub  g 37% pada tahun 2015 (KKP, 2016a). Menurut data 

sektor pertanian yang berkontribusi besar dalam Badan Pusat Statistik (2016a) produksi perikanan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sub sektor gi Indonesia selalu meningkat setiap tahun. Pada 
perikanan juga merupakan penyumbang produk tahun 2010 produksi perikanan di Indonesia sebesar 
domestik bruto (PDB) terbesar ketiga setelah 44.662 ribu ton dan meningkat menjadi 20.817 ribu 


*Korespodensi Penulis: 
Program Studi Agribisnis, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, 99 
Jl. Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680 Jawa Barat, Indonesia 
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ton pada tahun 2014. Selain itu, tren peningkatan 
konsumsi ikan tahun 2011-2015 sebesar 6,27% 
dengan rata-rata konsumsi ikan sebesar 36,12 kg/ 
kapita/tahun (SIDATIK KKP, 2016b). 


Sub sektor perikanan terdiri dari dua jenis, 
yaitu perikanan tangkap dan perikanan budi 
daya. Produksi perikanan budi daya di Indonesia 
pada tahun 2010 hingga 2014 selalu lebih 
tinggi dibandingkan produksi perikanan tangkap 
(BPS, 2016b). Subsektor perikanan juga memiliki 
10 komoditas ekspor strategis, salah satunya 
udang vannamei. Provinsi Jawa Barat berada di 
peringkat ketiga produsen utama udang vannamei 
di Indonesia setelah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
dan Jawa Timur. Jawa Barat berkontribusi sebesar 
14,98 persen terhadap produksi udang vannamei 
nasional pada tahun 2015 (KKP, 2017). Produksi 
udang vannamei di Jawa Barat memiliki trend 
positif dari tahun ke tahun meskipun terdapat 
penurunan produksi yang terjadi pada tahun 2014. 


Kabupaten Subang merupakan salah 
satu wilayah dengan produksi udang vannamei 
terbesar di Jawa Barat. Luas lahan budi daya 
tambak potensial di Kabupaten Subang sekitar 
14.300 hektar namun hanya sebagian kecil saja 
lahan tambak yang dimanfaatkan dengan rata-rata 
produksi udang sebesar 1.223,24 ton pada tahun 
2012 (KKP, 2012). Besarnya potensi luas lahan budi 
daya tambak tersebut berimplikasi pada penetapan 
Kabupaten Subang, salah satunya Kecamatan 
Blanakan sebagai wilayah implementasi program 
revitalisasi tambak udang dan industrialisasi 
udang vannamei oleh Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) yang dimulai pada akhir tahun 
2012. Namun, Kecamatan Blanakan juga kerap 
mengalami penurunan produksi udang vannamei. 
Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah 
satunya faktor risiko produksi dalam budi daya 
udang vannamei (Tempo, 2014). 


Adanya risiko produksi salah satunya 
diindikasikan dengan fluktuasi produktivitas yang 
cukup besar pada budi daya udang vannamei 
di Kecamatan Blanakan. Produktivitas udang 
vannamei di Kecamatan Blanakan pada periode 
April - Oktober 2013 sebesar 7,50 ton/hektar, 
meningkat menjadi 10,80 ton/hektar pada periode 
Oktober 2014 -April 2015, dan kembali menurun 
pada periode April — Oktober 2016 menjadi 9,53 
ton/hektar (Divisi Marketing Global Shrimp Feed, 
2016a). Selain itu juga terdapat fluktuasi mortality 
rate yang terjadi setiap siklus dan semakin 
mengindikasikan adanya risiko produksi udang 
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vannamei di Kecamatan Blanakan. Mortality rate 
udang vannamei tertinggi di Kecamatan Blanakan 
yaitu sebesar 60% dan terendah sebesar 25% 
(Divisi Marketing Global Shrimp Feed, 2016b). 
Faktor-faktor risiko produksi dapat digolongkan 
menjadi dua, yaitu faktor risiko terkendali yang 
berasal dari variasi penggunaan input produksi dan 
faktor tidak terkendali yang berasal dari perubahan 
musim, penyakit, dan kualitas sumberdaya 
manusia. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian 
Kharisma dan Manan (2012) yang menyatakan 
bahwa parameter fisika dan kimia mutu air yang 
tidak baik akibat penggunaan input produksi yang 
berlebihan serta kepadatan tebar yang terlalu tinggi 
menjadi penyebab utama melimpahnya populasi 
bakteri yang meningkatkan mortality rate udang 
vannamei. Adanya berbagai risiko produksi udang 
vannamei juga berakibat pada penurunan produksi 
dan pendapatan petambak. Oleh karena itu, 
penelitian ini penting dilakukan sebagai solusi bagi 
petambak dan pemerintah dalam upaya mitigasi 
untuk menentukan faktor produksi yang dapat 
bersifat meningkatkan maupun menurunkan risiko 
produksi. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
memengaruhi produktivitas udang vannamei di 
Kecamatan Blanakan dan menganalisis pengaruh 
faktor-faktor produksi terhadap risiko produksi 
udang vannamei di Kecamatan Blanakan. 


METODA PENELITIAN 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian dilakukan di Kecamatan 
Blanakan, Kabupaten Subang. Pemilihan lokasi 
dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 
mempertimbangkan bahwa Kecamatan Blanakan 
merupakan salah satu wilayah pelaksana 
program revitalisasi tambak udang vannamei dari 
Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak akhir 
tahun 2012 dan juga menjadi salah satu sentra 
produksi udang vannamei terbesar di Kabupaten 
Subang. Pengambilan data dilakukan pada bulan 
April 2018. 


Jenis dan Sumber Data 


Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh langsung melalui wawancara 
dengan para petambak, perangat desa, ketua 
kelompok tani, maupun pemerintah dinas setempat 
berupa data profil petambak, aktivitas usahatani, 
penggunaan input-input produksi, jumlah produksi, 
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harga input dan output, serta biaya produksi 
lainnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 
studi literatur dan bahan pustaka yang diperoleh 
dari berbagai publikasi dan instansi pemerintahan 
yang terkait berupa informasi umum mengenai 
perikanan budi daya, budi daya udang vannamei, 
produksi udang vannamei, serta informasi lain 
sebagai data pendukung dalam penelitian. 


Metode Sampling 


Sampel atau responden dari penelitian ini 
adalah petambak udang vannamei di Kecamatan 
Blanakan, khususnya di Desa Jayamukti dan 
Muara. Metode penentuan sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling dengan kriteria 
petambak minimal telah melakukan Budi daya 
udang vannamei sejak tahun 2013 secara kontinu 
sejak program revitalisasi tambak udang vannamei 
dilaksanakan. Data yang digunakan merupakan 
data cross section dengan mempertimbangkan dua 
siklus Budi daya yaitu siklus ke-l (Oktober 2016 
— April 2017) dan II (April — Oktober 2017). Data 
dua siklus produksi digunakan untuk mengetahui 
pengaruh musim terhadap risiko produksi udang 
vannamei. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 
70 orang karena tidak terdapat data mengenai 
jumlah populasi petambak udang vannamei di 
Kecamatan Blanakan. Menurut kaidah batas sentral 
(central limit theorem) untuk ukuran sampel yang 
cukup besar (n 2 30), rata-rata sampel terdistribusi 
di sekitar rata-rata populasi yang mendekati 
distribusi normal (Cooper and Emory, 1996). 


Metode Pengumpulan dan Analisis Data 


Pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara dan diskusi, pengamatan langsung pada 
lokasi penelitian, dan studi literatur. Penelitian ini 
menggunakan analisis kuantitatif statistik deskriptif 
dan inferensial. Analisis kuantitatif dengan model 
Just and Pope digunakan untuk menghitung risiko 
produksi udang vannamei. 


Model Risiko Produksi Just and Pope 


Model yang digunakan yaitu model risiko 
produksi Just and Pope yang digambarkan oleh 
fungsi produktivitas rata-rata dan fungsi varians 
produktivitas (Just and Pope, 1976). Bentuk fungsi 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fungsi 
cobb-douglas karena merupakan model yang paling 
umum digunakan serta koefisien modelnya dapat 
diinterpretasikan dengan mudah. Fungsi cobb- 
douglas yang digunakan dalam fungsi produktivitas 
rata-rata dituliskan sebagai berikut: 


ea (Kania Larasati Hartoyo dan Anna Fariyanti) 


Fungsi produktivitas rata-rata [E[y] = f (X)]: 


Ln Y, SO a ,Lnx,, + a ,Lnx,, + a LnX, ta 
Linx, + a ,Lnx,, + a LNX; + a LnX, + 


aD te 


Variance produktivitas menunjukkan 
keragaman produktivitas yang dihasilkan setiap 
responden dan dapat diinterpretasikan sebagai 
gangguan  heteroskedastisitas (Asche and 
Tveteras, 1999). Heteroskedastisitas menunjukkan 
bahwa variance error memiliki nilai yang 
berbeda-beda pada setiap observasi. Indikasi 
adanya risiko produksi dapat dilihat dari adanya 
fluktuasi produktivitas. Fluktuasi produktivitas ini 
menyebabkan data produksi sangat bervariasi 
sehingga dalam pengukuran risiko produksi 
diggunakan pendekatan nilai variance error. 


Varians produktivitas: 


o2Yi = (Yi - Yi)2 


Sedangkan untuk melihat pengaruh input produksi 
terhadap risiko produksi yaitu menggunakan fungsi 
varians produktivitas atau fungsi risiko produksi 
sebagai berikut: 


Fungsi risiko produksi [h(X)]: 


Ino Bo + B,LnX +B inx, +B LNX, + 
B,LnX,, F P:LNnX;, ia B,LnX,, 4 B,LnXx,, jg 
Pns A mpasi an (3) 


Keterangan/Remarks: 


Y,= Produktivitas udang vannamei aktual (kg/ha)/ 
Actual vannamei shrimp productivity 


(kg/ha) 

Y = Produktivitas udang vannamei rata-rata (kg/ 
ha)/ Mean vannamei shrimp productivity 
(kg/ha) 

X, = Jumlah penggunaan benur per siklus (ekor/ 
ha)/ Quantity of shrimp fry per cycle 
(unit/ha) 

X,- Jumlah penggunaan pakan per siklus (kg/ 
ha)/ Quantity of shrimp feed per cycle (kg/ha) 


X,= Jumlah penggunaan kaporit per siklus (kg/ 
ha)/ Quantity of disinfectant per cycle (kg/ha) 


X,= Jumlah penggunaan bakteri per siklus (liter/ 
ha)/ Quantity of probiotic per cycle (liter/ha) 
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X, = Jumlah penggunaan kapur per siklus (kg/ha)/ 
Quantity of lime per cycle (kg/ha) 

X, = Jumlah penggunaan solar per siklus (liter/ 
ha)/ Quantity of diesel fuel per cycle 
(liter/ha) 


X, = Jumlah penggunaan tenaga kerja per siklus 
(HOK/ha)/ Quantity of labor per cycle 


(HOK/ha) 
D,- Dummy musim (D,- 1 jika musim kemarau 
(siklus II April — Oktober 2017) dan D,= 0 


jika musim hujan (siklus | Oktober 2016 — 
April 2017))/ Season dummy (D, = 1 if dry 


season (cycle II April — Oktober 2017) and D, 
3 0 if rainy season (cycle I Oktober 2016 — 
April 2017)) 


€ = Unsur error/ error element 

i = Petambak responden/ Respondent farmer 
a,= Konstanta/ constant 

B,= Konstanta/ constant 


a, = Koefisien parameter dugaan input produksi 
udang vannamei X, X, ..., X, D,/ Parameter 
coefficient of vannamei shrimp production 
input estimation X, X,, ..., xX D, 

B,= Koefisien parameter dugaan input risiko 

udang vannamei X, X, ..., X, D, Parameter 

coefficient of vannamei shrimp risk input 

estimation X, X,, ..., X, D, 


Tabel 1. 
Blanakan, Kabupaten Subang, 2017. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Penggunaan Input Budi Daya Udang Vannamei 


Budi daya udang vannamei secara intensif 
memiliki aturan yang sangat ketat terutama dalam 
penggunaan input sehingga mengharuskan 
petambak untuk mematuhi Standard Operational 
Procedure (SOP) budi daya yang ada. SOP yang 
menjadi acuan dalam penelitian ini bersumber dari 
KKP dan CP Prima. Ketidaksesuaian penggunaan 
input, baik mengurangi atau melebihi batas 
optimal pada SOP akan sangat mempengaruhi 
produktivitas udang vannamei. Berikut merupakan 
statistik penggunaan input, produktivitas, dan SOP 
budi daya udang vannamei yang ditampilkan pada 
Tabel 1. 


Produktivitas rata-rata udang vannamei 
di Kecamatan Blanakan jauh lebih rendah 
dibandingkan dengan produktivitas rata-rata yang 
sesuai dengan SOP. Selain itu terdapat perbedaan 
yang sangat besar antara produktivitas terendah dan 
tertinggi udang vannamei di Kecamatan Blanakan 
yaitu sebesar 15.011,94 kilogram per hektar. 
Hal tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian 
penggunaan input budi daya dengan SOP yang 
ada. Penggunaan input budi daya udang vannamei 
oleh para petambak sampel di Kecamatan Blanakan 
cenderung lebih rendah dari penggunaan optimal. 


Penggunaan Input, Produktivitas, dan SOP Budi daya Udang Vannamei di Kecamatan 


Table 1. Input Usage, Productivity, and SOP of Vannamei Shrimp Aquaculture in Blanakan 


Sub-district, Subang Regency, 2017. 


Rata-rata/ 


Minimum/ 


Maksimum/ Std. Deviasi/ 


NEM ELITI CUETO: Mean Minimum Maximum Std. Deviation Sop 
Produktivitas (kg/ha)/ 8,941.69 1,417.50 16,429.44 4,400.83 15,000 
Productivity (kg/ha) 

Lahan (ha)/ Land (ha) 1.61 0.50 7.00 1.22 - 
Benur (ekor/ha)/ 871,571.43 700,000.00 1,070,000.00 91,527.97 1,000,000 
Shrimp fry (unit/ha) 

Pakan (kg/ha)/ 12,285.91 2,072.11 26,865.96 7,175.01 24,000 
Shrimp feed (kg/ha) 

Kaporit (kg/ha)/ 822.34 408.00 1,009.80 122.45 1,020 
Disinfectant (kg/ha) 

Bakteri (liter/ha)/ 171.80 90.30 207.90 25.83 210 
Probiotic (liter/ha) 

Kapur (kg/ha)/ 3,056.86 1,600.00 3,960.00 569.20 4,000 
Lime (kg/ha) 

Solar (liter/ha)/ 7,051.02 2,184.57 13,944.42 2,555.32 12,000 
Diesel fuel (liter/ha) 

Tenaga kerja (HOK/ha)/ 369.88 50.00 750.00 196.13 783.75 
Labor (HOK/ha) 


Sumber: Data Primer Diolah (2018)/Source: Primary Data Processed (2018) 
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Rata-rata penggunaan benur di Kecamatan 
Blanakan cenderung sedikit lebih rendah 
dibandingkan dengan penggunaan optimal sesuai 
SOP. Hal tersebut dikarenakan wilayah Kecamatan 
Blanakan berada dekat dengan pantai utara Jawa 
dan memiliki riwayat terkena banjir besar sehingga 
para petambak mengurangi jumlah benur yang 
digunakan untuk mengantisipasi jumlah kerugian 
yang mungkin dihadapi. Selain itu terdapat 
beberapa lokasi tambak udang vannamei dengan 
kepadatan tinggi yang terkena penyakit sehingga 
para petambak mengurangi benur yang digunakan 
untuk meminimalisir masuknya penyakit. 


Rata-rata penggunaan tenaga kerja di 
Kecamatan Blanakan yaitu sebesar 369,88 HOK 
per hektar juga masih lebih rendah dibandingkan 
dengan penggunaan optimal 783,75 HOK per 
hektar. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar 
petambak tidak menggunakan teknisi tambak yang 
bertugas untuk mengontrol anak kolam yang bekerja 
seharian di tambak dan menentukan pemberian 
input yang sesuai dengan kebutuhan. Mayoritas 
petambak mengandalkan kemampuan diri sendiri 
dalam mengelola tambaknya dan juga berperan 
sebagai input tenaga kerja dalam keluarga. 


Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produktivitas 
Udang Vannamei 


Nilai koefisien determinasi (R2) menunjukkan 
bahwa 94,6 persen keragaman produktivitas udang 
vannamei di Kecamatan Blanakan dapat dijelaskan 


aa (Kania Larasati Hartoyo dan Anna Fariyanti) 


secara bersama-sama oleh faktor produksi yang 
dimasukkan dalam model, sedangkan sisanya 
sebesar 5,4 persen dijelaskan oleh faktor lain di 
luar model (Tabel 2). Hal tersebut menunjukkan 
bahwa variabel independen yang digunakan telah 
dapat menggambarkan variasi produktivitas udang 
vannamei. 


Pada tahap awal, model melalui tahap 
pengujian model agar bersifat BLUE (Best Linear 
Unbiased Estimation). Hasil pengujian menunjukkan 
bahwa model fungsi produksi rata-rata udang 
vannamei di Kabupaten Subang terbebas dari 
masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, 
dan autokorelasi. Pengaruh faktor-faktor produksi 
terhadap produktivitas udang vannamei dijelaskan 
secara rinci sebagai berikut: 


Benur (X,) 


Koefisien input benur memiliki tanda negatif 
yang artinya penambahan input benur dapat 
menurunkan produktivitas udang vannamei namun 
tidak berpengaruh nyata karena nilai signifikansinya 
lebih dari taraf a = 10 persen. Pada usaha tani 
udang vannamei, jumlah padat tebar benur sangat 
memengaruhi survival rate udang vannamei. 
Padat tebar benur yang terlalu tinggi akan 
meningkatkan persaingan udang dalam memeroleh 
oksigen terlarut atau dissolved oxygen (DO) dan 
pakan dalam air. Apabila udang kekurangan 
DO dan pakan, maka udang lebih cepat stres 
dan survival rate akan turun, sehingga bobot 


Tabel 2. Hasil Dugaan Fungsi Produktivitas Rata-rata Udang Vannamei di Kecamatan Blanakan, 


Kabupaten Subang, 2017. 


Table 2. Estimation of Vannamei Shrimp Mean Productivity Function in Blanakan Sub-district, 


Subang Regency, 2017. 


Variabel/Variable bgo 
Konstanta/ Constant -1.0633 
Ln Benur/ Ln Shrimp fry -0.0643 
Ln Pakan/ Ln Shrimp feed 0.7167 
Ln Kaporit/ Ln Disinfectant 0.3638 
Ln Bakteri/ Ln Probiotic 0.5309 
Ln Kapur/ Ln Lime -0.1596 
Ln Solar/ Ln Diesel Fuel 0.0621 
Ln Tenaga Kerja/ Ln Labor -0.0317 
Dummy Musim/ Season Dummy 0.0650 
R-squared 0.9464 


Nilai Signifikansi 


SE/ Standard t- hitung/ A SS 

Error a pas alle 
2.1758 -0.4887 0.6259 
0.1523 -0.4225 0.6733 
0.0413 17.343 0.00002 
0.1363 2.6692 0.00862 
0.1313 4.0437 0.00012 
0.1103 -1.4467 0.1504 
0.0525 1.1827 0.2391 
0.0386 -0.8205 0.4134 
0.0386 1.6856 0.0943° 
Adj R-sq 0.9433 


Sumber: Data Primer Diolah (2018)/Source: Primary Data Processed (2018) 
Keterangan: a, b, c, dan d signifikan pada a = 1%, 5%, dan 10%/Remarks: a, b, c, and d are significant at a = 1%, 5%, and 10% 
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maupun jumlah panen pun akan berkurang. Hal 
tersebut tentunya akan menurunkan produktivitas 
udang vannamei, namun masih dapat diatasi 
dengan menyesuaikan penggunaan input 
lainnya dengan jumlah benur yang digunakan. 
Kondisi tersebut menyebabkan variabel benur 
dapat menurunkan produktivitas udang vannamei 
namun tidak signifikan berpengaruh terhadap 
model. Hasil penelitian tersebut juga sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh dan Leung 
et al. (2000), Susilo (2007), Diatin et al. (2008), dan 
Sanchez-Zazueta dan Martinez-Cordero (2009). 


Pakan (X,) 


Koefisien input pakan memiliki tanda positif 
yang artinya penambahan input pakan dapat 
meningkatkan produktivitas udang vannamei dan 
signifikan pada taraf a = 1 persen. Hasil estimasi 
variabel pakan yang berpengaruh positif terhadap 
produktivitas udang vannamei juga sejalan 
dengan penelitian Mustafa dan Ratnawati (2007), 
Diatin et al. (2008), dan Hartoyo (2017). Pakan 
merupakan sumber makanan utama bagi udang 
vannamei dan juga mengandung banyak zat 
nutrisi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan udang 
vannamei. 


Petambak sampel cenderung memberikan 
dosis pakan yang lebih rendah dibandingkan 
dengan SOP karena harga pakan udang vannamei 
yang relatif mahal sehingga petambak yang tidak 
memiliki cukup modal tidak dapat membeli pakan 
dalam jumlah yang banyak. Dosis pemberian 
pakan yang underfeeding dapat memperlambat 
pertumbuhan dan menurunkan daya tahan udang, 
sedangkan pemberian pakan yang overfeeding juga 
dapat memperburuk kualitas air tambak sehingga 
meningkatkan potensi terserang penyakit (Central 
Proteinaprima, 2013). Oleh karena itu, penggunaan 
pakan masih perlu ditingkatkan hingga dosis 
yang optimal sesuai SOP sehingga pertumbuhan 
dan produktivitas udang vannamei juga dapat 
ditingkatkan. 


Kaporit (X,) 


Hasil pendugaan fungsi produksi 
menunjukkan bahwa variabel kaporit merupakan 
variabel yang dapat meningkatkan produktivitas 
udang vannamei secara signifikan pada taraf 
a = 1 persen. Kaporit digunakan dalam tahap 
manajemen kualitas air pada persiapan tambak 
sebelum berlangsungnya usaha tani. Penggunaan 
kaporit bertujuan sebagai disinfektan yang dapat 
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membunuh mikroorganisme dan virus yang menjadi 
carrier penyakit pada udang vannamei. Pada 
kondisi lapang, sekitar 35 persen petambak sampel 
di Kecamatan Blanakan cenderung tidak sabar dan 
tidak disiplin dalam melakukan manajemen kualitas 
air, sehingga lebih ingin cepat menebar benur. 


Air tambak yang belum disterilisasi secara 
sempurna dalam tahap manajemen kualitas air 
masih membawa carrier penyakit yang dapat 
menurunkan survival rate udang vannamei, 
sehingga produktivitas udang vannamei pun dapat 
menurun. Pernyataan tersebut juga didukung 
oleh penelitian Cruz-Lacierda et al. (2008) bahwa 
kaporit dapat menjadi disinfektan yang dapat 
membantu mencegah terjangkitnya penyakit 
pada udang vannamei dan harus digunakan 
sesuai SOP. Penelitian yang dilakukan oleh 
Mustafa dan Ratnawati (2007), Mustafa et al. 
(2010), dan Hartoyo (2017) juga menemukan 
bahwa peningkatan penggunaan kaporit dapat 
meningkatkan produktivitas udang vannamei. 


Bakteri (X,) 


Nilai pendugaan parameter untuk variabel 
bakteri dalam pendugaan fungsi produksi bernilai 
positif dan signifikan pada taraf a - 1 persen. 
Secara umum, penggunaan bakteri bermanfaat 
dalam memproduksi senyawa penghambat 
berkembangnya bakteri patogen, menguraikan 
senyawa H,S yang dihasilkan dari pakan yang 
tidak termakan, dan menguraikan bahan organik 
untuk menjaga kualitas air tambak. Semakin 
baik kualitas air tambak, maka survival rate dan 
produktivitas udang vannamei pun semakin 
meningkat. 


Jumlah penggunaan bakteri oleh para 
petambak sampel masih lebih rendah dari dosis 
yang dianjurkan, bahkan juga terdapat petambak 
yang hanya menggunakan 90.3 liter bakteri per 
hektar padahal jumlah yang dianjurkan dalam SOP 
yaitu sebesar 210 liter per hektar. Berdasarkan hal 
tersebut, peningkatan penggunaan bakteri dalam 
usahatani udang vannamei dapat meningkatkan 
produktivitas udang vannamei. Hasil penelitian 
serupa juga dibuktikan oleh penelitian yang 
dilakukan oleh Mustafa dan Ratnawati (2007), 
Mustafa et al. (2010), dan Hartoyo (2017). 


Kapur (X,) 


Koefisien parameter kapur memiliki tanda 
negatif, namun tidak signifikan karena memiliki 
nilai signifikansi yang melebihi taraf a - 10 


Risiko dan Strategi Peningkatan Produksi Udang Vannamei ........ 


persen. Hasil pendugaan koefisien kapur juga 
terdapat dalam penelitian Diatin et al. (2008) 
dan Mustafa et al. (2010) bahwa peningkatan 
penggunaan kapur dapat menurunkan produktivitas 
udang vannamei. Kapur yang biasa digunakan 
dalam usahatani udang vannamei yaitu kapur 
panas, dolomit, dan kaptan. Ketiga kapur tersebut 
digunakan dalam tahap pengapuran dasar tambak 
dalam persiapan tambak sebagai disinfektan dan 
meningkatkan pH tanah dan air. 


Dosis penggunaan kapur tidaklah sama 
pada setiap tambak dan harus disesuaikan dengan 
karakteristik dan pH tanah dan air. Penggunaan kapur 
yang kurang dari dosis normal yang dianjurkan tidak 
terlalu berdampak buruk bagi pertumbuhan udang 
vannamei, sedangkan penggunaan jumlah kapur 
yang melebihi dosis atau tidak sesuai dengan pH 
tanah akan semakin mempercepat peningkatan pH 
tanah dan air sehingga menghambat pertumbuhan 
dan menurunkan survival rate udang vannamei. 
Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Mustafa dan Ratnawati (2007) bahwa peningkatan 
penggunaan kapur berdampak negatif terhadap 
produktivitas udang vannamei, terutama pada air 
tambak yang telah memiliki pH yang tinggi. Hal 
tersebut juga dapat terjadi jika petambak tidak 
melakukan pengecekan pH tanah dan air sebelum 
pengaplikasian kapur. 


Solar (X,) 


Input solar dapat meningkatkan produktivitas 
udang vannamei namun tidak berpengaruh 
nyata karena nilai signifikansinya lebih dari 
taraf a - 10 persen. Serupa dengan penelitian 
Diatin et al. (2008) dan Ruiz-Velazco et al. (2010) 
bahwa peningkatan penggunaan input solar 
dapat meningkatkan produktivitas udang 
vannamei. Solar tidak secara langsung dapat 
meningkatkan produktivitas udang vannamei. 
Hal tersebut dikarenakan solar digunakan 
sebagai bahan bakar untuk menghidupkan kincir, 
pompa air, dan genset. Kincir berperan sebagai 
aerator dan mendistribusikan pakan keseluruh 
sudut tambak dan pompa digunakan untuk 
mengeluarkan air yang kotor dan mengisi kembali 
air yang sudah disterilkan ke setiap petakan 
tambak. Penggunaan jumlah kincir yang sesuai 
dapat meningkatkan tingkat DO dalam air dan 
pakan yang termakan udang vannamei sehingga 
pertumbuhan udang pun meningkat. Oleh karena 
itu, penggunaan jumlah solar yang sesuai secara 
tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas 


ea (Kania Larasati Hartoyo dan Anna Fariyanti) 


udang vannamei. 


Tenaga Kerja (X,) 


Penambahan input tenaga kerja dapat 
menurunkan produktivitas udang vannamei namun 
tidak berpengaruh nyata karena nilai signifikansinya 
lebih dari taraf a = 10 persen. Sekitar 82 persen 
petambak responden hanya menggunakan tenaga 
kerja berupa anak kolam yang mayoritas memiliki 
tingkat pendidikan SD dan SMP. Tingkat pendidikan 
anak kolam tersebut tergolong rendah dan sebagian 
besar anak kolam juga tidak memiliki pengalaman 
dan kemampuan usahatani udang vannamei. Oleh 
karena itu, penambahan tenaga kerja tersebut 
justru akan menurunkan produktivitas udang 
vannamei karena tidak memiliki kemampuan dalam 
usahatani udang vannamei. Namun hal tersebut 
masih dapat diimbangi dengan peningkatan 
manajemen usahatani oleh petambak tersebut 
sehingga penambahan input tenaga kerja tidak 
secara signifikan menurunkan produktivitas udang 
vannamei. Hasil dugaan serupa juga terdapat pada 
penelitian yang dilakukan oleh Saptana (2011) dan 
Vinanda (2016). 


Musim (D,) 


Nilai koefisien parameter dugaan untuk 
variabel dummy musim yaitu 0.0650 yang signifikan 
pada a - 10 persen. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa produktivitas udang vannamei pada siklus II 
(musim kemarau) lebih tinggi dibandingkan dengan 
siklus | (musim hujan). Hasil penelitian yang sama 
juga terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh 
Saptana (2011), Umiliana et al. (2016), Hartoyo 
(2017), dan Apriana (2017). 


Berdasarkan kondisi di lapang, para 
petambak lebih menyukai melakukan budi daya 
udang vannamei pada musim kemarau karena 
suhu dan cuaca yang lebih stabil. Kestabilan 
tersebut membuat udang vannamei hidup normal 
(tidak stres), sehingga peningkatan penggunaan 


input-input produksi pada kondisi normal 
dapat meningkatkan produktivitas udang 
vannamei. Rata-rata produktivitas udang 


vannamei para petambak sampel di Kecamatan 
Blanakan pada musim hujan sebesar 6 395.55 
kilogram per hektar, sedangkan pada musim 
kemarau sebesar 11 487.83 kilogram per hektar. 
Data tersebut membuktikan bahwa produktivitas 
udang vannamei pada musim kemarau jauh 
lebih tinggi daripada musim hujan dan sesuai 
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dengan hasil koefisien parameter dugaan 
variabel dummy musim. 
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Risiko 


Produksi Udang Vannamei 


Nilai R2 pada Tabel 3 menunjukkan 
bahwa 19.58 persen variance produktivitas udang 
vannamei dapat dijelaskan oleh faktor produksi 
yang dimasukkan dalam model. Nilai koefisien 
determinasi fungsi risiko produksi tersebut relatif 
kecil dan serupa dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Fanani (2015), Vinanda (2016), dan Apriana 
(2017). Model estimasi fungsi risiko produksi 
diperoleh melalui beberapa tahap estimasi 
sehingga nilai koefisien determinasinya cenderung 
rendah (Walter et al., 2004). Meskipun nilai 
koefisien determinasi relatif kecil, namun model 
tersebut sudah cukup baik menjelaskan sifat dan 
pengaruh penggunaan input terhadap produksi 
dan risiko produksi terutama dalam hal tanda 
(sign) dari setiap koefisien input produksi dalam 
model. Pengaruh faktor-faktor produksi terhadap 
variance produktivitas udang vannamei dijelaskan 
secara rinci sebagai berikut: 


Benur (X,) 


Input benur merupakan input yang dapat 
meningkatkan risiko produksi (risk inducing 
factor) dan berpengaruh nyata pada taraf 
a = 5 persen. Hasil estimasi fungsi risiko produksi 


ini juga didukung oleh hasil estimasi fungsi 
produksinya bahwa penambahan input benur dapat 
menurunkan produktivitas udang vannamei. 


Setiap lahan tambak di suatu wilayah 
memiliki daya dukung lingkungan yang berbeda- 
beda. Apabila penggunaan benur tidak sesuai 
dengan jumlah yang ditentukan terutama melebihi 
SOP dan daya dukung lingkungannya, maka 
persaingan udang dalam mendapatkan tempat 
hidup, oksigen terlarut, pakan, dan nutrisi mikro 
lainnya pun semakin tinggi. Persaingan yang ketat 
membuat udang lebih cepat stres sehingga daya 
tahannya pun semakin menurun. Kondisi tersebut 
secara langsung meningkatkan risiko produksi 
udang vannamei. Hasil yang sama juga terdapat 
dalam penelitian Leung et al. (2000), Susilo 
(2007), Diatin et al. (2008), dan Sanchez-Zazueta 
dan Martinez-Cordero (2009). Penggunaan benur 
yang tidak berlebihan menjadi salah satu upaya 
yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak 
risiko serangan penyakit (Sanchez-Zazueta dan 
Martinez-Cordero, 2009). 


Pakan (X,) 


Koefisien input pakan bertanda negatif 
yang artinya penggunaan input pakan yang tepat 
waktu dan tepat jumlah dapat menurunkan 
risiko produksi udang vannamei sehingga pakan 
tergolong dalam risk reducing factor. Hasil estimasi 


Tabel 3. Hasil Dugaan Fungsi Risiko Produksi Udang Vannamei di Kecamatan Blanakan, Kabupaten 


Subang, 2017. 


Table 3. Estimation of Vannamei Shrimp Production Risk Function in Blanakan Sub-district, Subang 


Regency, 2017. 


Variabel/ Koefisien/ 

Variable Coefficient 
Konstanta/ Constant -31.921 
Ln Benur/ Ln Shrimp fry 3.4141 
Ln Pakan/ Ln Shrimp feed -0.6197 
Ln Kaporit/ Ln Disinfectant 0.2579 
Ln Bakteri/ Ln Probiotic -3.5068 
Ln Kapur/ Ln Lime 1.3332 
Ln Solar/ Ln Diesel Fuel -1.0993 
Ln Tenaga Kerja/ Ln Labor 0.5866 
Dummy Musim/ Season Dummy -0.8251 
R-squared 0.1958 


SE/ 


t—hitung/ Nilai Signifikansi (prob.)/ 
ere t- vate Eng, ek 
21.006 -1.5196 0.1310 
1.4701 2.3224 0.0218° 
0.3989 -1.5532 0.1228 
1.3157 0.1961 0.8449 
1.2677 -2.7662 0.00652 
1.0649 1.2519 0.2128 
0.5066 2.1702 0.0318” 
0.3725 1.5746 0.1178 
0.3723 -2.2161 0.0284” 
Adj R-sq 0.1467 


Sumber: Data Primer Diolah (2018)/Source: Primary Data Processed (2018) 


Keterangan: a, b, c, dan d signifikan pada a = 1%, 5%, dan 10%/Remarks: a, b, c, 
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and d are significant at a = 1%, 5%, and 10% 
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fungsi risiko produksi ini juga didukung oleh hasil 
estimasi fungsi produksinya bahwa penambahan 
input pakan dapat meningkatkan produktivitas 
udang vannamei. 


Rata-rata penggunaan pakan para petambak 
sampel pada kedua siklus hanya sebesar 12 
285.91 kilogram per hektar. Jumlah tersebut masih 
jauh dibandingkan dengan SOP yang dianjurkan 
sebesar 24 kilogram per hektar. Pemberian pakan 
yang baik haruslah sesuai dengan SOP yang 
sesuai dengan umur dan berat udang. Pemberian 
pakan yang underfeeding dapat memperlambat 
pertumbuhan udang dan menurunkan daya tahan 
udang vannamei. Pertumbuhan udang yang lambat 
dapat menurunkan bobot panen udang vannamei, 
sedangkan turunnya daya tahan udang dapat 
meningkatkan peluang terkena serangan penyakit 
sehingga survival rate akan turun. Hasil penelitian 
tersebut juga sesuai dengan penelitian Mustafa 
dan Ratnawati (2007), Diatin et al. (2008), dan 
Hartoyo (2017). 


Kaporit (X,) 


Hasil pendugaan fungsi risiko produksi 
menunjukkan bahwa variabel kaporit merupakan 
variabel yang dapat meningkatkan risiko produksi 
udang vannamei (risk inducing factor) namun tidak 
berpengaruh nyata karena nilai signifikansinya 
lebih dari taraf a = 10 persen. Meskipun rata-rata 
penggunaan  kaporit petambak sampel di 
Kecamatan Blanakan masih sedikit lebih rendah 
dari dosis yang dianjurkan, namun penggunaan 
kaporit yang berlebihan memiliki efek samping 
yang buruk dalam usahatani udang vannamei. 


Penggunaan kaporit sebagai tindakan kuratif 
harus sesuai dengan kondisi air. Proses oksidasi 
kaporit yang tidak sempurna dapat merubah 
kaporit menjadi senyawa yang mematikan udang 
vannamei. Dosis penggunaan kaporit yang tidak 
tepat juga dapat menurunkan daya dukung 
lingkungan dengan mematikan mikroorganisme, 
bakteri baik, dan plankton dalam air yang berguna 
bagi pertumbuhan udang vannamei. Hasil estimasi 
variabel kaporit yang dapat meningkatkan risiko 
produksi juga serupa dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Diatin et al. (2008). 


Bakteri (X,) 


Nilai pendugaan parameter untuk variabel 
bakteri dalam pendugaan fungsi produksi bernilai 
negatif dan signifikan pada taraf a = 1 persen. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa bakteri merupakan 


ea (Kania Larasati Hartoyo dan Anna Fariyanti) 


input yang dapat menurunkan risiko produksi 
(risk reducing factor). Hasil pendugaan parameter 
bakteri tersebut juga sesuai dengan estimasi fungsi 
produksi bahwa peningkatan penggunaan bakteri 
dapat meningkatkan produktivitas udang vannamei. 
Kesamaan hasil juga terdapat dalam penelitian 
Mustafa dan Ratnawati (2007) dan Mustafa et al. 
(2010). 


Penggunaan bakteri sangatlah penting dalam 
usaha tani udang vannamei karena merupakan 
bagian dari manajemen kulitas air dalam SOP usaha 
tani udang vannamei. Kekurangan penggunaan 
bakteri akan menyebabkan timbunan bahan organik 
yang tinggi sehingga bakteri vibrio akan meningkat. 
Hal tersebut akhirnya dapat menurunkan kualitas 
air tambak dan menghambat pertumbuhan udang 
vannamei serta memicu penyebaran penyakit. 
Namun hasil penelitian berbeda terdapat pada 
penelitian Diatin et al. (2008) karena dosis 
penggunaan bakteri sudah melebihi dosis yang 
dianjurkan sehingga dapat meningkatkan risiko 
produksi. 


Kapur (X,) 


Koefisien parameter kapur memiliki tanda 
positif namun tidak signifikan terhadap model 
fungsi risiko produksi. Kapur bersifat risk inducing 
factor yaitu input yang dapat meningkatkan risiko 
produksi. Kapur merupakan salah satu input produksi 
yang penggunaannya bersifat kuratif. Meskipun 
penggunaan kapur oleh petambak responden 
masih kurang dari dosis yang dianjurkan, namun 
penggunaannya juga perlu disesuaikan dengan 
kondisi tanah dan air. 


Apabila kondisi tanah dan air sudah normal, 
maka penggunaan kapur perlu dikurangi. Kapur 
memiliki sifat panas yang berfungsi sebagai 
disinfektan dan menaikkan pH air dan tanah, 
sehingga penggunaanya perlu diperhatikan dengan 
baik. Dosis penggunaan kapur yang tidak sesuai 
dapat menyebabkan plankton drop dan mematikan 
bakteri baik. Ukuran kapur yang halus akan 
lama terapung sehingga menghalangi intensitas 
sinar matahari yang masuk ke dalam air. Kondisi 
tersebut dapat dengan langsung menurunkan 
survival rate udang vannamei. Hasil dugaan input 
kapur sebagai risk inducing factor juga terdapat 
pada penelitian yang dilakukan oleh Mustafa dan 
Ratnawati (2007) dan Hartoyo (2017). Perbedaan 
hasil terdapat pada penelitian Mustafa et al. 
(2010) bahwa input kapur dapat meningkatkan 
produktivitas udang vannamei. 
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Solar (X,) 


Solar merupakan risk reducing factor karena 
memiliki tanda koefisien yang negatif dan dapat 
menurunkan risiko produksi udang vannamei 
secara signifikan pada taraf a - 5 persen. Hasil 
dugaan tersebut sesuai dengan estimasi fungsi 
produksi bahwa input solat dapat meningkatkan 
produktivitas udang vannamei. Kesesuaian hasil 
penelitian juga terdapat pada penelitian Diatin et 
al. (2008) dan Ruiz-Velazco et al. (2010). Solar 
digunakan sebagai salah satu sumber energi 
selain listrik yang digunakan untuk menyalakan 
kincir, pompa, dan genset. Petambak harus 
menggunakan solar sesuai dengan jumlah yang 
dianjurkan dan bahkan mempersiapkan jumlah dari 
yang dianjurkan. 


Penggunaan solar yang sesuai berarti jumlah 
kincir dan pompa untuk manajemen kualitas air 
dan dasar tambak juga sesuai sehingga usahatani 
dijalankan sesuai dengan SOP. Jika jumlah kincir 
yang dinyalakan sesuai, maka pakan dapat 
terdistribusi ke seluruh bagian tambak sehingga 
semua udang dapat makan secara merata. 
Kincir juga memengaruhi jumlah oksigen terlarut 
dalam air karena berfungsi sebagai aerator, 
sedangkan penggunaan pompa yang sesuai 
berarti kualitas air tambaknya pun selalu baik 
untuk pertumbuhan udang. Penggunaan solar yang 
kurang dapat menghambat fungsi dari kincir dan 
pompa sehingga pertumbuhan dan survival rate 
akan menurun. 


Tenaga Kerja (X,) 


Input tenaga kerja dapat meningkatkan risiko 
produksi udang vannamei namun tidak signifikan 
karena lebih dari taraf a = 10 persen. Oleh karena 
itu, input tenaga kerja merupakan risk inducing 
factor. Hal ini terjadi karena usahatani udang 
vannamei merupakan usahatani yang telah memiliki 
SOP dalam menjalankan setiap tahapannya. 
Dibutuhkan tenaga kerja berupa anak kolam yang 
terampil dan memiliki pengalaman yang banyak 
dalam usahatani udang vannamei. 


Pada daerah penelitian, sebagian besar 
anak kolam yang digunakan petambak merupakan 
warga sekitar yang didominasi hanya memiliki 
tingkat pendidikan setaraf SD dan SMP serta tidak 
memiliki keterampilan usahatani udang vannamei 
sebelumnya sehingga hanya mengandalkan 
instruksi petambak. Apabila instruksi petambak 
tidak dilakukan secara mendetail dan baik, 
maka usahatani akan tidak sesuai dengan SOP 
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dan produktivitasnya dapat menurun. Jumlah 
penggunaan anak kolam pada daerah penelitian 
juga sudah sesuai dengan yang dianjurkan, 
sehingga apabila melebihi jumlahnya maka 
petambak akan merasa kesulitan dalam 
mengontrolnya dan juga merugikan karena 
biaya tenaga kerja yang tinggi. Hasil estimasi 
variabel tenaga kerja yang meningkatkan risiko 
produksi juga terdapat pada penelitian 
Fariyanti (2008), Fanani (2015), Vinanda (2016), 
dan Hartoyo (2017). 


Musim (D,) 


Nilai koefisien parameter dugaan untuk 
variabel dummy musim yaitu -0.8251 yang signifikan 
pada a - 5 persen. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa musim kemarau merupakan faktor yang 
menurunkan risiko produksi (risk reducing factor). 
Musim sangat berpengaruh dalam tahap persiapan 
tambak dan proses usahatani udang vannamei. 
Musim kemarau yang memiliki suhu dan curah 
hujan yang tidak banyak dan cenderung stabil 
dapat menstabilkan kualitas air dan daya dukung 
lingkungan tambak. Keadaan yang stabil tersebut 
membuat udang tidak cepat stres sehingga 
daya tahan udang pun meningkat. Akibatnya 
pertumbuhan udang juga tidak terganggu dan 
survival rate tetap stabil. Pada penelitian Umiliana 
et al. (2016) menunjukkan bahwa salinitas 
rendah yang dapat terjadi pada musim hujan 
dapat meningkatkan risiko terkena serangan 
penyakit pada udang vannamei. Penelitian 
Saptana (2011), Hartoyo (2017), dan Apriana 
(2017) juga menyatakan bahwa musim kemarau 
merupakan faktor yang menurunkan risiko (risk 
reducing factor). 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, 
dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor produksi 
yang berpengaruh positif terhadap produktivitas 
udang vannamei, yaitu pakan, kaporit, bakteri, 
solar, dan musim, sedangkan faktor produksi 
benur, kapur, dan tenaga kerja berpengaruh 
negatif terhadap produktivitas udang vannamei. 
Namun variabel benur, kapur, solar, dan 
tenaga kerja tidak berpengaruh nyata terhadap 
produktivitas udang vannamei. Faktor produksi 
yang merupakan faktor yang meningkatkan risiko 
(risk inducing factors) pada budi daya udang 
vannamei yaitu benur, sedangkan faktor produksi 
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yang merupakan faktor yang mengurangi risiko 
(risk reducing factors) yaitu bakteri, solar, dan 
dummy musim. 


Implikasi Kebijakan 


Petambak perlu berhati-hati dalam 
menentukan padat tebar benur yang juga perlu 
disesuaikan dengan kondisi musim. Dari sisi kualitas 
tenaga kerja, diperlukan adanya peningkatan 
pendidikan, pengetahuan, dan kemampuan 
teknis dalam melakukan Budi daya udang 
vannamei melalui pemberian berbagai pelatihan 
informal kepada para tenaga kerja khususnya anak 
kolam. Penambahan tenaga kerja dapat dilakukan 
dengan merekrut teknisi tambak untuk mengontrol 
teknis Budi daya agar sesuai SOP budi daya 
udang vannamei. Para petambak udang vannamei 
di Kabupaten Subang khususnya Kecamatan 
Blanakan juga masih memerlukan pendampingan 
agar proses budi daya dan penggunaan input 
produksinya sesuai dengan SOP sehingga 
dapat meminimalisir adanya risiko produksi dan 
meningkatkan produktivitas udang vannamei. 
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ABSTRAK 


Ekosistem Mangrove mengalami tekanan dan penurunan jasa lingkungan diduga karena abrasi 
dan fenomena alam serta aktivitas masyarakat seperti penggalian pasir di pesisir pantai. Pemerintah 
telah melakukan upaya konservasi Mangrove dengan cara penanaman kembali, namun belum berhasil. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat pesisir tentang Mangrove dan 
tingkat partisipasinya dalam pengelolaan ekosistem Mangrove dan perencanaan program rehabilitasi 
ekosistem Mangrove. Metode pengumpulan data menggunakan instrument pertanyaan berupa angket, 
observasi dan wawancara secara bersamaan dengan pola terstruktur baik dalam bentuk pertanyaan 
terbuka dan tertutup dan dianalisis secara deskriptif tabulatif. Penentuan sampel menggunakan sistem 
kuota dan pemilihan responden menggunakan simple random sampling. Hasil penelitian menyatakan 
85 persen masyarakat pesisir paham terhadap pentingnya Mangrove bagi kehidupan mereka. Mereka 
paham bahwa Mangrove sebagai sumber mata pencaharian masyarakat pesisir dan pelindung pantai 
dari ombak dan abrasi. Mereka juga mengatakan bahwa Mangrove saat ini dalam keadaan kurang baik 
(53%). Mereka mengaku terlibat aktif dalam kegiatan program penanaman Mangrove (43%) namun 
bukan atas inisiatif sendiri. Kegiatan pelestarian Mangrove perlu melibatkan masyarakat setempat 
dalam bentuk pelatihan, penyuluhan atau pengawasan. 


Kata Kunci: pengetahuan masyarakat, ekosistem mangrove, Pesisir Laut Arafura 


ABSTRACT 


Ecosystem Mangrove had underpressure and decreasing environmental services because of 
abration as natural phenomena, and unsuistainable community activities such as sand mining. The 
Government has made the conservation of Mangrove by replanting, but has not succeeded. This study 
aims to determine community knowledge and participation in management ecosystem Mangrove for 
rehabilitation. The collecting datamethod use a guestionnaire instrument, observations and interviews 
simultaneously with open and closed questions and analyzed in descriptive tabulative. The sample size 
using the guota method and the selection of respondents used the simple random sampling. The result 
showed that 85 percent of coastal communities understand the importance of Mangrove for their lives. 
They understand that Mangrove as a source of livelihood of coastal communities and coastal protection 
from waves and abrasion. They also said that the Mangrove is currently in a state of poor (53 Yo). 
They claimed active involved in Mangrove planting program (43 %), but not on their own initiative. The 
Mangrove conservation activities should be involvedby local community in such training, counseling or 
supervision. 


Keywords: community knowledge; mangrove ecosystem; Arafura Coastal Area 
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PENDAHULUAN 


Ekosistem pesisir merupakan sumber 
daya penting dalam mendukung kehidupan 
manusia dan mahluk hidup yang tinggal di wilayah 
tersebut. Sumber daya pesisir yang melimpah 
dengan kualitas yang baik merupakan hal penting 
dalam proses biologis dan mendukung kehidupan 
mahluk hidup didalamnya, terlebih dalam hal 
keanekaragaman hayati (biodiversitas). Penyusutan 
keanekaragaman jenis terjadi baik pada populasi 
alami, maupun budidaya (Swaminathan, 1983). 
Fungsi sumber daya pesisir baik sebagai bahan 
produksi primer maupun turunannya banyak 
dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Studi valuasi 
sumber daya pesisir sangat dibutuhkan untuk 
meningkatkan pengetahuan terhadap nilai sebuah 
ekosistem. Manfaat yang dihasilkan dari sebuah 
ekosistem seringkali dinilai terlalu rendah, hal inilah 
yang menyebabkan sumber daya pesisir mudah 
dirusak (Wattage, 2011). 


Mangrove merupakan salah satu 
ekosistem pesisir yang memerlukan penanganan 
yang terpadu. Menurut Astirin (2000), prioritas 
pendekatannya adalah untuk memenuhi kebutuhan 
dasar manusia, memberikan sumber pendapatan 
dan mengembangkan lingkungan hidup yang 
sehat. Mangrove didefinisikan sebagai komunitas 
vegetasi pantai tropis yang didomonasi oleh 
beberapa jenis pohon mangrove yang mampu 
tumbuh dan berkembang pada daerah pasang 
surut pantai berlumpur. Mangrove merupakan tipe 
hutan tropika yang khas tumbuh di sepanjang pantai 
atau muara pantau yang dipengaruhi oleh pasang 
surut air laut mangrove banyak ditemukan dipantai- 
pantai teluk yang dangkal, estuaria, delta dan 
daerah pantai yang terlindung. Mangrove tumbuh 
optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara 
sungai besar dan bersubtrat lumpur, sedangkan di 
wilayah pesisir yang tidak terdapat muara sungai, 
hutan mangrove pertumbuhannya tidak optimal. 
Ini terbukti dari daerah penyebaran mangrove di 
Indonesia, yang umunya terdapat di Pantai Timur 
Sumatera, Kalimantan, Pantai Utara Jawa dan Irian 
Jaya (Bengen, 2002). 


Kabupaten Merauke terletak di pesisir 
Selatan Arafura dan memiliki ekosistem Mangrove 
terluas di Papua. Berdasarkan data Badan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tim Bappesdalh 
Provinsi Papua, 2012) pada Tahun 2000, Tiga 
Kabupaten yang memiliki hutan Mangrove terluas 
yaitu Kabupaten Merauke, Asmat dan Mimika 
dengan luas berturut-turut 343.766, 305.172 dan 
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268.788 ha, namun perhitungan luas Mangrove 
pada tahun 2006 oleh Bapedalda Provinsi Papua 
ternyata mengalami penurunan rata-rata 6,71 
persen/tahun. Menurut perhitungan Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) World Wild Fund 
(WWF), luas Mangrove di Kabupaten Merauke 
pun berkurang sebanyak 8,03% menjadi 316.157 
ha. Berdasarkan perhitungan citra satelit Tahun 
2010 yang dilakukan oleh organisasi tersebut 
(Tim WWF, 2011) luas Mangrove di Kabupaten 
Merauke kembali berkurang hingga tersisa 
296.778 ha. Selain luasan Mangrove yang terus 
mengalami penurunan, data WWF tahun 2010 
juga mencatat ternyata kerapatan Mangrove 
rata-rata per ha hanya 348 pohon. Menurut Kriteria 
Baku Kerusakan Mangrove yang dikeluarkan 
Kementerian Lingkungan Hidup, jika kerapatan 
« 1000 individu/ha, Mangrove dalam kategori 
rusak. Hal ini tentu saja merupakan masalah 
regional yang perlu mendapatkan perhatian serius 
dari berbagai pihak. 


Luasan ekosistem Mangrove yang terus 
menurun dan rendahnya tingkat kerapatan 
Mangrove diduga karena abrasi dan fenomena 
alam serta aktivitas masyarakat yang mengancam 
kelestarian Mangrove. Menurut Ratini etal. 
(2016), faktor penyebab degradasi meliputi faktor 
ekonomi, pendidikan dan lemahnya pengawasan 
dari pihak yang berwenang. Maraknya penggalian 
pasir di pesisir pantai, penebangan Mangrove 
untuk dijadikan kayu bakar dan perumahan, dan 
rendahnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi 
penting ekosistem ini mengancam manajemen 
pengelolaan pesisir. Hasil penelitian Jumaedi 
(2016), dilaporkan bahwa penyebab utama konversi 
ekosistem Mangrove di wilayah pesisir Kota 
Singkawang adalah tingginya kebutuhan ekonomi 
yang dibarengi dengan kurangnya kesadaran akan 
kepentingan ekologis serta kepedulian masyarakat 
pesisir akan dampak lingkungan. Rusaknya 
ekosistem ini berdampak buruk terhadap sejumlah 
masalah seperti tingkat abrasi yang tinggi, 
kerusakan rumah dan sarana jalan di pesisir pantai, 
menurunnya jumlah tangkapan udang dan kepiting 
dan masalah sosial ekonomi lain yang dirasakan 
oleh masyarakat. Menurut Arisandi (2014), telah 
terjadi penurunan rata-rata hasil tangkapan udang 
sebesar 5kg/penjaring/hari. Abrasi yang hebat 
juga telah merusak sarana jalan dan jembatan di 
wilayah utara Merauke. 


Pemerintah telah berupaya melakukan 
berbagai konservasi Mangrove dengan cara 
penanaman kembali. Namun upaya tersebut 
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belum berhasil yang diperkirakan penyebabnya 
adalah kurang melibatkan masyarakat sekitar 
melalui pengetahuan dan pendidikan lingkungan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
pemahaman masyarakat pesisir mengenai 
eksosistem Mangrove dan partisipasinya dalam 
kegiatan pengelolaan Mangrove. Hasil penelitian 
ini dapat menjadi dasar informasi bagi stakeholder 
yang melakukan program konservasi mangrove 
sehingga mampu menghasilkan dampak signifikan 
terhadap masyarakat sekitar dalam pengelolaan 
pesisir. 


METODOLOGI 


Waktu dan Lokasi Penelitian 


Penelitian dilaksanakan pada bulan 
November 2015 di Kabupaten Merauke yang 
meliputi3 titik pengamatan yang mewakili wilayah 
pesisir Laut Arafura dari bagian selatan hingga 
utara. Ketiga titik tersebut meliputi: 1) Pantai 
Nasem yang berada di Distrik Naukenjerai, 2) 
Pantai Payum yang beradadi Distrik Merauke dan 
3) Pantai Kumbe yang berada di Distrik Malind 
(Gambar 1). 


Data dan Sumber Data 


Data yang digunakan adalah data primer 
dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari 
penelusuran literatur berupa jurnal dan pustaka 
lainnya. Data primer diperoleh dari wawancara 
dengan masyarakat yang berada di pesisir 
pantai Laut Arafura. Pengambilan data dilakukan 


dengan tehnik wawancara mendalam dengan 
menggunakan daftar pertanyaan terstruktur. 
Robinson (2000); Rachmawati (2007) menyatakan 
bahwa wawancara mendalam, formal terbuka 
merupakan aliran utama penelitian kualitatif. 
Responden diberikan sejumlah pertanyaan 
mengenai karakteristik, pemahaman tentang 
ekosistem Mangrove dan keterlibatannya dalam 
pelestarian Mangrove. Pengambilan sample 
masyarakat dilakukan secara non probability 
sampling dengan tehnik kuota sampling. 
Penentuan kuota berdasarkan sifat populasi 
masyarakat yang hampir homogen. Homogenitas 
populasi dilihat dari jenis pekerjaan masyarakat 
yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan 
(BPS, 2014). Hal tersebut menjadi dasar dalam 
penentuan kuota sampling yaitu 20 responden 
per titik pengamatan. Terdapat 3 titik pengamatan, 
sehingga total responden sebanyak 60 orang. 


Metode Analisis Data 


Data karakteristik responden, tingkat 
pemahaman, dan tingkat partisipasi responden 
dianalisis dengan metode analisis statistik 
deskriptif. Data ditabulasi kemudian dilakukan 
pengukuran pemusatan data seperti nilai mean 
dan median untuk setiap variabel pertanyaan. 
Mean merupakan pengukuran untuk meringkas 
sekelompok data dalam satu nilai tunggal yang 
spesifik dan terletak di tengah dari nilai-nilai 
pengamatan yang terhimpun dalam sekelompok 
data (Sugiyono, 2014). Pengukuran mean lebih 
peka terhadap nilai dan jumlah pengamatan 
sehingga lebih reliabel. 


Gambar 1.Lokasi Pengambilan Data 
Figure 1. Location Data Collection 
Sumber: www.merauke.go.id)/Source: www.merauke.go.id 


113 


J. Sosek KP Vol. 13 No. 1 Juni 2018: 111-123 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Responden diberikan sejumlah pertanyaan 
mengenai karakteristik, pemahaman tentang 
ekosistem Mangrove dan keterlibatannya dalam 
pelestarian Mangrove seperti di bawah ini. 


Karakteristik Responden 


Jenis kelamin, Umur dan Status Perkawinan 
Responden 


Berdasarkan hasil rekapitulasi diperoleh 
58 persen responden berjenis kelamin laki-laki dan 
perempuan 42 persen. Umur responden berada 
pada rentang usia produktif dengan rata-rata 
responden berusia 40 tahun. Adapun rentang umur 
responden secara rinci dapat dilihat pada grafik 
dibawah ini (Gambar 2). Sebanyak 29 responden 
berada pada rentang usia 20-35 tahun dan 16 
responden berada di rentang usia 36-51 tahun, 


20-35 36-51 


sebanyak 11 responden berada pada rentang usia 
tidak produktif. Rentang umur ini menunjukkan 
bahwa rumah tangga nelayan di Pesisir Laut 
Arafura masih termasuk umur produktif dan 
masih dapat ditingkatkan kapasitas dan 
kualitasnya. 


Sebanyak 90% responden berstatus 
menikah dan 10% responden belum menikah. 
Hal ini sesuai dengan umur responden yang 
sebagian besar berada pada rentang umur 20-51 
tahun, sehingga dapat dipastikan bahwa sebagian 
besar responden sudah menikah (Gambar 3). 


Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Responden 


Dari hasil pengambilan data diperoleh 
tingkat pendidikan responden berkisar 58 persen 
berada pada level pendidikan dasar. Sebanyak 
20 persen pada tingkat pendidikan SMP dan SMA 
(Gambar 4). 


52-67 68-82 


Gambar 2. Karakteristik Umur Responden. 
Figure 2. Age Characteristics of Respondents. 
Sumber: data primer diolah (2015)/Source: Primary Data Processed (2015) 


Belum 
kawin/Single, 
10.00 


Gambar 3. Status Perkawinan Responden 
Figure 3. Marital Status of Respondents. 
Sumber: data primer diolah (2015)/Source: Primary Data Processed (2015) 
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| 


Gambar 4. Tingkat Pendidikan Responden. 
Figure 4. Education Level of Respondents. 
Sumber: data primer diolah (2015)/Source: Primary Data Processed (2015) 


Tingkat pendidikan rumah tangga nelayan 
yang rendah merupakan tantangan terbesar dalam 
upaya meningkatkan pendapatan masyarakat 
pesisir maupun dalam meningkatkan pengetahuan 
terutama dalam program konservasi Mangrove. 
Untuk itu, diperlukan usaha ekstra dalam 
membangun masyarakat pesisir. 


Survey ini dilakukan untuk masyarakat 
pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai 
nelayan. Wawancara dilakukan secara acak, 
ditemui adanya jenis pekerjaan yang lain. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden 
adalah nelayan yakni sebanyak 55 persen, 28 
persen responden adalah ibu rumah tangga dan 
5 persen adalah wiraswasta atau memiliki usaha 
kecil (Gambar 5). 


3.33 


PETANI/FARMERS NELAYAN/FISHERMAN 


PNS/GOVERNMENT 
OFFICER 


Dari penelitian diperoleh hasil bahwa 68 
persen responden memiliki pekerjaan sampingan. 
Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan utama 
nelayan belum dapat memberikan jaminan 
kesejahteraan bagi keluarga, sehingga sebagian 
besar memiliki alternatif usaha lain. Jenis 
pekerjaan utama yang mengandalkan sumber daya 
alam seperti petani, nelayan, dan penambang, 
memang memiliki resiko kerugian yang lebih 
tinggi dibandingkan jenis pekerjaan lain. Hal 
ini terjadi karena kelancaran usaha/pekerjaan 
tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal 
yang sulit dikendalikan oleh manusia, contohnya 
cuaca/iklim, kondisi tanah, air dan sejenisnya. Dari 
hasil penelitian, jenis pekerjaan sampingan yang 
terbanyak dimiliki oleh responden terdapat pada 
Gambar 6. 


IRT/HOUSEWIFE WIRASWASTA SWASTA/PRIVATE 


Gambar 5. Karakteristik Jenis Pekerjaan Responden. 
Figure 5. Job Characteristics of Respondent. 
Sumber: data primer diolah (2015)/Source: Primary Data Processed (2015) 
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Buruh / 
Workers16% 


Petani/Farmers 


Perdagangati## 


Trading1 Raed 


Gambar 6. Pekerjaan Sampingan Responden. 
Figure 6. Side Jobs of Respondent. 
Sumber: data primer diolah (2015)/Source:Primary Data Processed (2015) 


Sebagian besar responden masih bekerja 
seputar bidang perikanan dan kelautan (69%) 
seperti buruh kapal, juru mudi kapal, pembuat 
perahu, dan menjaring (Gambar 6). Profesi lainnya 
sebagai buruh bangunan sebanyak 16% dan 
perdagangan 13%. Alternatif pekerjaan lain yaitu 
sebagai petani atau peternak. 


Jumlah Anggota Rumah 
Pendapatan Responden 


Tangga dan 


Rata-rata jumlah anggota rumah tangga 
nelayan yang berada di pesisir pantai Laut Arafura 
sebanyak 6 orang, hal itu berarti rata-rata nelayan 
memiliki 4 orang anak atau menampung sanak 
keluarga untuk tinggal dalam rumah tangga 
mereka. Jumlah keluarga yang besar pada rumah 
tangga nelayan ini tentunya menambah besarnya 
pengeluaran keluarga, sehingga pendapatan 
nelayan sebagian besar habis untuk konsumsi 
rumah tangga. Untuk pendapatan rumah tangga 


responden, dari hasil kuesioner diperoleh hasil 
rata-rata pendapatan rumah tangga responden 
sebesar Rp1.343.860,00. Sebanyak 18 responden 
memiliki penghasilan di bawah Rp500.000,-/ 
bulan: 17 responden berpenghasilan antara 
Rp500.000 - Rp1.000.000; dan hanya 1 orang 
yang berpenghasilan di atas Rp5.000.000,- 
(Gambar 7). 


Pemahaman Tentang Ekosistem Mangrove 


Tingkat kepedulian dan kepentingan 
masyarakat terhadap ekosistem Mangrove 
dapat diketahui dengan memberikan sejumlah 
pertanyaan kepada responden dan diminta 
untuk melakukan penilaian terhadap pertanyaan 
tersebut. Adapun penilaian dibuat menggunakan 
skala likert dari 1 sampai 4, dengan kategori 
“sangat penting”, “cukup penting”, “kurang 
penting” dan “tidak penting” (Likert (1932) dalam 
Budiaji (2013)). 


Gambar 7. Tingkat Pendapatan Rumah Tangga Nelayan. 
Figure 7. Income Level of Fisher's Household. 
Sumber: data primer diolah (2015)/Source: Primary Data Processed (2015) 
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Dari hasil pengumpulan data diperoleh 85 
persen responden menyatakan bahwa Mangrove 
sangat penting bagi kehidupan masyarakat 
pesisir. Hanya dua responden yang mengatakan 
“cukup penting” dan satu responden mengatakan 
“tidak penting”. Sebanyak 70% menyatakan 
bahwa masyarakat “sering” beraktivitas di sekitar 
Mangrove, 25% menyatakan “jarang” dan hanya 
5% tidak pernah beraktivitas di Mangrove. Terkait 
dengan pengetahuan masyarakat mengenai 
fungsi ekosistem Mangrove, sebagian besar 
responden (79%) tahu bahwa fungsi Mangrove 
adalah sebagai tempat sumber mata pencaharian 
masyarakat seperti menangkap ikan, udang, 
kepiting dan mengambil kayu bakar atau kayu 
bangunan. Fungsi Mangrove sebagai tempat 
tinggal hanya diketahui oleh 7% responden dan 
6% responden yang mengetahui bahwa Mangrove 
berfungsi sebagai tempat perkembang-biakan 
hewan seperti udang, kepiting dan berbagai 
jenis ikan. Sebanyak 9% mengatakan bahwa 
fungsi Mangrove sebagai penahan ombak, 
perlindungan pantai dan mencegah banjir 
(Tabel 1). Jika dibandingkan dengan tingkat 
pemahaman masyarakat di Tugurejo Semarang 
(Diarto et al., 2012), 100% responden tahu 
bahwa Mangrove berfungsi sebagai pelindung 
pinggir pantai/sungai dari abrasi yang disebabkan 
gelombang laut. Begitupula 100% responden 
tahu bahwa Mangrove sebagai tempat 
perkembangbiakan berbagai jenis ikan, udang, 
kerang dan kepiting. Fungsi Mangrove sebagai 
tempat untuk mencari kayu bakar dan ikan hanya 
52%. Perbandingan data ini menyatakan bahwa 
masyarakat di pesisir pantai Arafura lebih banyak 
menggantungkan hidupnya terhadap ekosistem 
Mangrove dibandingkan masyarakat di kota 
Semarang. 


Hal ini sesuai dengan hasil verifikasi 
pada pertanyaan lanjutan mengenai: setujukah 
responden bahwa manfaat Mangrove adalah 
sebagai tempat hidup, tempat berkembang dan 
tempat memijah ikan? Mengenai jawaban ini 
sebanyak 50% responden menyatakan setuju dan 
ada 7% responden yang menyatakan tidak setuju. 
Begitupula untuk pertanyaan verifikasi mengenai: 
setujukah responden bahwa fungsi Mangrove 
adalah mencegah abrasi, menahan intrusi air laut, 
menahan badai dan gelombang dan mencegah 
bencana lainnya? Untuk pertanyaan verifikasi ini 
hampir 100% responden menyatakan setuju. Hal 
ini menunjukkan bahwa fungsi Mangrove yang 
diketahui oleh masyarakat hanyalah sebagai 
tempat mata pencaharian masyarakat dan untuk 
mencegah banjir serta abrasi pantai. Fungsi 
Mangrove sebagai tempat hidup ikan, berkembang 
biak dan pemijahan kurang banyak diketahui 
oleh masyarakat. Dilihat dari ketidak-konsistenan 
jawaban responden terkait fungsi tersebut, makahal 
ini menunjukkan bahwa hubungan sebab akibat 
antara sumber mata pencaharian masyarakat 
dengan mangrove sebagai ekosistem penunjang 
kehidupan berbagai biota laut tidak sepenuhnya 
dipahami masyarakat. 


Dari hasil wawancara mendalam dengan 
beberapa tokoh masyarakat, diperoleh informasi 
untuk beberapa wilayah seperti di Payum 
(Distrik Merauke) dan Kampung Nasem (Distrik 
Naukenjerai) memang telah dilakukan kegiatan 
penyuluhan tentang fungsi ekosistem hutan 
Mangrove dari instansi pemerintah terkait dan 
LSM Lingkungan. Sehingga jika dibandingkan 
pemahaman masyarakat pesisir diantara ketiga 
distrik, memang terdapat perbedaan signifikan 
antara masyarakat yang pernah mendapat 


Tabel 1. Pengetahuan Responden Mengenai Fungsi Mangrove. 
Table 1. Knowledge of Respondents About the Function of Mangrove Forest. 


Fungsi Mangrovel 
Mangrove Function 


Tempat tinggal/Feeding ground 
Sumber mata pencaharian/ Source of livelihood 


(menangkap ikan, udang, kepiting, mengambil kayu)/ 


(catching fish, Shrimp, crab, take the wood) 
Tempat perkembangbiakan hewan (udang, ikan, 
kepiting) / Spawning ground (shrimp, fish, crab) 
Lainnya / Others 


Total/ Total 


Jumlah/ Persentase/ 
Total Percentage 
5 7% 
55 79% 
4 6% 
6 9% 
70 100% 


Sumber: Data primer diolah (2015)/Source: Primary data processed (2015) 
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penyuluhan dan yang tidak pernah mendapat 
penyuluhan. Pendapat masyarakat tentang kondisi 
hutan Mangrove saat ini sangat beragam. Ada 
yang menganggap bahwa hutan Mangrove dalam 
keadaan sangat baik (2%), baik (38%). Sebagian 
besar responden mengatakan bahwa kondisi hutan 
Mangrove dalam keadaan kurang baik (53%) 
bahkan ada 2% responden mengatakan kondisi 
hutan Mangrove dalam keadaan rusak (Gambar 8). 


Mengenai dampak kerusakan Mangrove, 
sebagian besar responden tahu bahwa rusaknya 
hutan Mangrove memberi dampak negatif bagi 
kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat pada 
(Tabel 2), sebanyak 32% masyarakat menganggap 
bahwa dampak negatif dari rusaknya Mangrove 
adalah hilangnya daerah perlindungan pantai, 
26% hilangnya habitat ikan dan kepiting dan 
19% pendapatan nelayan hilang. Pilihan jawaban 


Rusak/ 
damaged 
7% 


“keindahan alam yang hilang” merupakan pilihan 
jawaban yang paling sedikit dipilih oleh responden, 
hanya 11 responden (10%) yang memilih pilihan ini. 
Sisanya sebanyak 12% menjawab lainnya, yaitu 
banjir dan instrusi air laut. 


Pemahaman masyarakat pesisir tentang 
pentingnya Mangrove bagi kehidupan mereka 
sangat baik. Masyarakat sudah mengerti arti penting 
Mangrove dan dampak dari kerusakan ekosistem 
tersebut. Hal ini tercermin juga dari jawaban 
responden tentang kegiatan pelestarian Mangrove, 
sebanyak 98,36% responden mengatakan bahwa 
mereka setuju jika Mangrove dilestarikan dan 
100% responden setuju jika dilakukan kegiatan 
konservasi/penanaman kembali Mangrove. 
Responden juga 100% setuju jika Mangrove ini 
lestari sehinggadapat membawa manfaat bagi 
masyarakat sekitar. 


Sangat baik/ 
Very good 
2% 


| 


Baik/Good 
38% 


Gambar 8. Kondisi Mangrovemenurut Responden. 
Figure 8. Perception Respondents of Mangrove Condition. 
Sumber: Data primer diolah (2015)/Source: Primary data processed (2015) 


Tabel 2. Jawaban Responden Mengenai Dampak Negatif Rusaknya Mangrove. 
Table 2. Respondents Answer About Negative Impact Mangrove Damage. 


Dampak Negatif Rusaknya Mangrove! 
Negative Impact of Mangrove Damage 
Hilangnya Habitat Ikan dan Kepiting/Loss of Fish 
and CrabsHabitat 
Hilangnya Daerah Perlindungan Pantai/Loss of 
Coastal Protection Area 


Pendapatan Nelayan Kurang/Less Fisher's Income 


Keindahan Alam Menjadi Hilang/Loss of Beach 
scenary 


Lainnya/Others 
Total/ Total 


Jumlah/ Persentase/ 
Total Percentage 

28 26% 

34 32% 

20 19% 

11 10% 

13 12% 

106 100% 


Sumber: Data primer diolah (2015)/Source: Primary data processed (2015) 
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Tingkat Partisipasi Masyarakat 


Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan 
atau keterlibatan masyarakat setempat dalam 
kegiatan pelestarian ekosistem Mangrove guna 
menjaga sumber daya pesisir tersebut agar 
tetaplestari. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam 
kegiatan konservasi Mangrove sangat diharapkan. 
Adanya partisipasi masyarakat menjadi faktor 
pendukung dalam upaya pengembangan wilayah 
pesisir (Diarto et al., 2012). Gambaran partisipasi 
masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan 
Mangrove ditunjukkan dengan tingginya keinginan 
masyarakat untuk menjaga dan melestarikan serta 
adanya harapan terhadap upaya perlindungan atau 
perbaikan ekosistem Mangrove. Bentuk partisipasi 
masyarakat adalah partisipasi sukarela atau 
swakarsa. 


Hasil penelitian Safitri et al. (2012) terhadap 
tingkat partisipasi masyarakat pesisir dalam 
pelestarian Mangrove di Kabupaten Tanah Laut, 
dilaporkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat 
secara keseluruhan pada tarap perencanaan 
berada pada kategori partisipasi rendahdengan 
skor rata-rata 4,17 (27,8%). Lebih lanjut Gumilar 
(2012), program rehabilitasi Mangrove di Indramayu 
periode 1995 — 2009, indeks partisipasi masyarakat 
sebesar 0,59. Artinya bahwa derajat partisipasi 
masyarakat dalam program rehabilitasi Mangrove 
masih rendah (<1). Berbeda dengan laporan 
penelitian oleh Fitria (2015), yang menyatakan 
bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Cirebon 
dalam pengelolaan kawasan Mangrove cukup 
baik, terdapat kelompok pengawas Mangrove 
(Pokwasmas) yang sudah terlatih (Gambar 9). 


Tidak 
Pernah/never, 


Jarang/rarely, - 
16.67 
Gambar 9. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pelestarian Mangrove. 


Figure 9. Community Involvement in Mangrove Conservation Activities. 
Sumber: Data primer diolah (2015)/Source: Primary data processed (2015) 


Jawaban responden untuk pertanyaan 
berikut ini: “Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti 
kegiatan pelestarian dan pengelolaan Mangrove 
(perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) yang 
difasilitasi oleh pemerintah dan lembaga”. 
Sebagian besar masyarakat (45%) pernah 
terlibat dalam kegiatan pelestarian Mangrove, 
1,67% mengaku “sering terlibat”: 43,3% mengaku 
“sering” dan 16% pernah terlibat namun tidak rutin 
(jarang). Sebanyak 38% responen mengatakan 
“tidak pernah” ikut kegiatan konservasi 
Mangrove (Gambar 9). Jika dibandingkan 
antara tiga wilayah pengamatan terlihat bahwa 
responden di Pantai Kumbe 75% tidak pernah 
terlibat dalam kegiatan pelestarian Mangrove, 
sedangkan dua wilayah lain yaitu Kampung 
Nasem dan Payum, sebagian besar masyarakatnya 
sudah pernah ikut kegiatan pelestarian dalam 
rentang aktif sampai dengan jarang. Gambaran 
keterlibatan responden antara tiga wilayah 
pengamatan terlihat pada Tabel 3. 


Selain keterlibatan masyarakat dalam 
program konservasi Mangrove yang diinisiasi oleh 
pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat 
yang bergerak di bidang lingkungan, penelitian 
ini juga menganalisis sejauh mana masyarakat 
dengan kehendak sendiri melakukan kegiatan 
konservasi di lingkungan sekitar mereka. Hasil 
penelitian terlihat pada Tabel 4. Secara umum 
masyarakat di Tiga Kampung sangat kurang 
inisiatifnya dalam program konservasi hutan 
Mangrove, walaupun mereka tahu dan paham 
pentingnya hutan Mangrove bagi ekonomi 
masyarakat dan keamanan dari bencana. 
Masyarakat di Kampung Nasem dan Payum yang 


Sangat 
sering/very 
often, 1.67 


Sering/often, 


119 


J. Sosek KP Vol. 13 No. 1 Juni 2018: 111-123 


Tabel 3. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Konservasi Mangrove. 
Table 3. Community Involvement in Mangrove Conservation Activities. 


Nama Kampung/ Sangat Sering/ 
Name of the Village Very Often 

Nasem Jumlah/Total 1 
Persentase/ 5 

Percentage (%) 
Payum Jumlah/Total 0 
Persentase/ 0 

Percentage (%) 
Kumbe Jumlah/Total 0 
Persentase/ 0 

Percentage (%) 
Rata-rata/ Average 0 
Persentase/ Percentage (100%) 2 


Sering/ Jarang/ Tidak Pernah/ Total/ 
Often Rarely Never Total 
9 6 4 20 
45 30 20 100 
13 3 4 20 
65 15 20 100 
4 1 15 20 
20 5 75 100 
9 3 8 20 
43 17 38 100 


Sumber: Data primer diolah (2015)/Source: Primary data processed (2015) 


pernah mendapatkan pelatihan maupun program 
penanaman Mangrove dari pemerintah maupun 
lembaga lain ternyata sangat kurang inisiatifnya 
dalam melakukan kegiatan konservasi secara 
swadaya, sedangkan di Kampung Kumbe yang 
berdasarkan hasil wawancara belum pernah 
mendapatkan penyuluhan maupun program 
penanaman Mangrove ternyata ada (20%) yang 
melakukan kegiatan penanaman Mangroveatas 
kehendak sendiri. Hal ini kemungkinan karena 
tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi 
dibandingkan dua desa yang lain. Struktur 
masyarakat di Kumbe juga lebih heterogen 
dibandingkan Payum dan Nasem yang memiliki 
struktur masyarakat hampir homogen. 


Terkait program konservasi Mangrove, 
Nurrani etal. (2015), melaporkan bahrwa partisipasi 
tokoh masyarakat, peneliti mancanegara, NGO/ 


LSM, Pemerintah desa, lembaga keagamaan dan 
lembaga pendidikan formal merupakan aspek 
penting yang menjadi pilar utama dan kunci 
keberhasilan dalam rehabilitasi hutan Mangrove di 
Desa Tiwoho Sulawesi Utara. 


Walaupun tingkat inisiatif masyarakat 
untuk kegiatan pelestarian Mangrove relative 
rendah, namun 43,3% responden sepakat bahwa 
masyarakat harus dilibatkan dalam program 
pelestarian Mangrove. Sebanyak 41,67% 
responden setuju jika pemerintah melakukan 
program pembinaan kepada masyarakat 
melalui penyuluhan dan pelatihan agar dapat 
berpartisipasi terhadap pelestarian Mangrove. 
Keterlibatan masyarakat juga dalam bentuk 
pengawasan, karena 58% responden setuju 
hutan Mangrove ini perlu diawasi supaya tetap 
lestari. 


Tabel 4. Inisiatif Masyarakat dalam Melakukan Penanaman Mangroveatas Kehendak Sendiri. 
Table 4. Community Initiative to Plant Mangrove by Their Own. 


Nama Kampung! Sangat sering/ 


Name of the 
Village very oran 
Nasem Jumlah/Total 0 
Persentase/ 0 
Percentage (%) 
Payum Jumlah/Total 0 
Persentase/ 0 
Percentage (%) 
Kumbe Jumlah/Total 1 
Persentase/ 5 
Percentage (%) 
Jumlah/ Total 0.3 
Persentase/ Percentage (%) 1.7 


Sering/ Jarang/ Tidak Pernah/ Total/ 
Often Rarely Never Total 
1 0 19 20 

5 0 95 100 

0 5 15 20 

0 25 75 100 

14 20 

15 10 70 100 

1.3 2.3 16 20 
6.7 11.7 80 100 


Sumber: Data primer diolah (2015)/Source: Primary data processed (2015) 
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Tidak tahu/do 


Tidak/No, 27 Ne P 


not know, 12 = 


ya/yes, 62 


Gambar 10. Pengetahuan Masyarakat Tentang Keberadaan Peraturan Kampung. 
Figure 10. Community Knowledge about Village Regulation. 
Sumber: Data primer diolah (2015)/Source: Primary data processed (2015) 


Dalam hal pengawasan sebagai bentuk 
kearifan lokal masyarakat, ternyata 62% responden 
mengatakan bahwa ada peraturan kampung yang 
mengatur tentang pengawasan dan pemanfaatan 
Mangrove, 27% responden mengatakan tidak 
ada peraturan kampung dan 12% mengatakan 
tidak tahu apakah ada peraturan kampung 
tentang Mangrove (Gambar 10). Hasil penelitian 
Madiama et al. (2016), persepsi masyarakat 
terhadap upaya pelestarian mangrove yang 
dianalisis berdasarkan skala pengetahuan, sikap 
dan tindakan. Dalam hal ini tingkat pengetahuan 
masyarakat termasuk dalam kategori tinggi yaitu 
mencapai angka 26.70%, sedangkan tingkat sikap 
masyarakat juga termasuk dalam kategori tinggi 
yaitu mencapai angka 31.10%. 


Walaupun sebagian responden menyatakan 
ada peraturan kampung namun mereka tidak bisa 
menyebutkan apa saja peraturan kampung tersebut. 
Terdapat 2 (Dua) orang responden dari Kumbe 
yang menyatakan bahwa ada peraturan kampung 
untuk tidak boleh menebang kayu mangrove tanpa 
ijin kepada kepala dusun. Ada pula responden 
dari Nasem yang menyatakan bahwa peraturan 
kampung tentang Mangrove masih dalam tahap 
pembahasan dengan warga masyarakat dan 
belum diputuskan. 


Responden yang menjawab ada peraturan 
di kampung tentang pelestarian dan pemanfaatan 
mangrove, pertanyaan selanjutnya adalah apakah 
responden setuju dengan peraturan tersebut? 
62% responden mengatakan setuju terhadap 
peraturan tersebut. 


Pemahaman 
peraturan daerah mengenai 


masyarakat tentang 
pelestarian dan 


pemanfaatan Mangrove, sebanyak 48,33% 
responden mengatakan bahwa pemerintah 
daerah memiliki peraturan perundang-undangan 
tentang Mangrove, 18,33% mengatakan tidak 
punya peraturan dan 33,3% tidak tahu apakah 
pemerintah daerah memiliki peraturan tentang 
Mangrove. Ketika responden ditanya apa jenis 
peraturan yang dibuat oleh pemerintah, hampir 
sebagian besar mengatakan tidak tahu dan tidak 
bisa menyebutkan apa saja peraturan tersebut. 
Hanya 2 (Dua) orang yang mengatakan tidak 
boleh menebang pohon Mangrove. Dari responden 
yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki 
peraturan tentang Mangrove, pertanyaan 
selanjutnya adalah apakah responden setuju 
dengan peraturan tersebut? 70,27% responden 
setuju dengan peraturan tersebut; 11% tidak setuju 
dan 2,7% tidak tahu. 


Dari hasil penelitian mengenai partisipasi 
masyarakat dapat dijelaskan bahwa masyarakat 
sudah cukup paham mengenai arti penting 
ekosistem Mangrove bagi kehidupan masyarakat 
baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Mereka pun memahami bahwa perlu ada peraturan 
baik di kampung maupun di daerah untuk menjaga 
kelestarian Mangrove. Terkait dengan tersebut, 
Raharjo et al. (2015), melaporkan bahwa upaya 
untuk menekan sekecil mungkin kerusakan 
adalah kerjasama antar pemerintah daerah, 
instansi terkait dan masyarakat. Walaupun tingkat 
partisipasi mereka secara inisiatif rendah dalam 
hal kegiatan konservasi/penanaman Mangrove, 
namun mereka setuju bahwa masyarakat 
perlu dilibatkan dalam program pelestarian 
Mangrove melalui kegiatan pelatihan/penyuluhan 
dan pengawasan. 
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KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Sekitar 85% masyarakat di wilayah pesisir 
Laut Arafura, yaitu masyarakat Pantai Nasem, 
Payum dan Kumbe, telah pahamtentang pentingnya 
ekosistem mangrove bagi kehidupan mereka. 
Masyarakat memahami bahwa mangrove sebagai 
sumber mata pencaharian masyarakat pesisir dan 
pelindung pantai dari ombak dan abrasi. Masyarakat 
menyadari bahwa ekosistem mangrove saat ini 
dalam kondisi kurang baik, mereka terlibat aktif 
dalam kegiatan program penanaman mangrove, 
namun bukan atas inisiatif sendiri. 


Saran untuk pengembangan penelitian 
lebih lanjut adalah dengan melihat pengaruh dan 
hubungan sebab akibat antara tingkat pemahaman 
dan partisipasi masyarakat dengan karakteristik 
masyarakat sehingga dapat memberikan informasi 
yang komprehensif mengenai perilaku masyarakat 
untuk mendukung program konservasi pesisir. 


Implikasi Kebijakan 


Pemahaman tentang ekosistem mangrove 


menunjukkan perbedaan yang signifikan 
antara masyarakat yang pernah mendapat 
penyuluhan dan yang tidak/belum pernah 


mendapat penyuluhan. Dengan demikian, dalam 
perencanaan kebijakan mengenai pengelolaan 


pesisir sebaiknya pemerintah daerah harus 
melibatkan masyarakat terutama tokoh adat 
dalam merencanakan program pengelolaan 
pesisir. Ketua adat atau tokoh masyarakat 
yang menggantungkan hidupnya pada 


ekosistem mangrove harus dapat mengajak dan 
mempengaruhi masyarakat serta memberikan 
contoh yang baik dalam mengelola ekosistem 
mangrove. 


Tahapan implementasi dapat dilakukan 
dengan mengadakan kegiatan pelatihan, 
penyuluhan serta pengembangan kapasitas 
masyarakatuntuk melakukan pengawasan terhadap 
program pengelolaan pesisir. Implementasi 
perencanaan harus segera dilakukan mengingat 
masih kurangnya inisiatif masyarakat tentang 
program konservasi mangrove, walaupun mereka 
sudah paham akan pentingnya mangrove bagi 
kehidupan mereka. 


Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan 
melibatkan masyarakat terutama tokoh adat dan 
tokoh kampung yang bersama-sama membuat 
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perencanaan program pengelolaan pesisir, agar 
dapat ditarik benang merah dari setiap kegiatan/ 
program dan menjadi pembelajaran bagi program 
pengelolaan pesisir selanjutnya. Pendampingan 
kepada masyarakat merupakan hal yang penting 
dan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. 
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ABSTRAK 


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi implikasi sistem bagi hasil terhadap 
keberlanjutan usaha tambak udang. Dengan mengunakan pendekatan kulitatif, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sistem bagi hasil telah mendorong usaha tambak udang lebih sustain. Terdapat 
dua hasil yang menarik yaitu, 1) Sistem penggajian memberikan jaminan biaya hidup bagi keluarga 
karyawan, 2) Sebagai mitra, ada persentase tertentu dari keuntungan pemilik yang diberikan kepada 
karyawan. Hal ini membuat karyawan bekerja dengan giat untuk mempertahankan usaha agar tetap 
berjalan dan berkembang. Sistem ini menjadikan kegiatan usaha tidak perlu pengawasan berlebih dari 
pemilik tambak. Jaminan biaya hidup dan bagi hasil diharapkan akan mendorong keberlanjutan usaha 
budidaya udang. 


Kata Kunci: sistem bagi hasil: sistem penggajian: keberlanjutan usaha tambak udang 


ABSTRACT 


This study aims to identify the implication of sharing system toward shrimp-culture business 
sustainability. By using qualitative approach, the results show that sharing system has encouraged the 
sustainability of shrimp-culture business. There are two interesting results: (1) The payroll system gives 
a guaranteed living cost for employees’ family. (2) As a partner, there is a certain percentage of profit for 
employees. It leads the employee try hard to maintain the corporate to keep running and developing. 
This system makes business activities do not need excessive supervision from the owner. Living cost 


guarantee and expected return will encourage the sustainability of shrimp-culture business. 


Keywords: sharing system; payroll system; shrimp-culture business sustainability 


PENDAHULUAN 


Masyarakat Indonesia, khususnya Jawa 
telah lama menjalankan sistem bagi hasil pada 
usaha tani. Pembiayaan dengan cara sebenarnya 
secara adat sudah lama dilakukan seperti apa 
yang disebut dengan praktek maro (Idat, 2001). 
Kunci keberhasilan pelaksanaan bisnis maro 
tersebut adalah: Pertama, adanya keteguhan 
amanah dalam menjalankan bisnis atau kejujuran 
para pihak, baik bank maupun nasabah sudah 
mulai terlingkup oleh nuansa kepercayaan untuk 
melakukan usaha dengan penuh kejujuran dan 
kesungguhan. Kedua, adanya keterlibatan pemilik 
modal secara lahiriah dan batiniah. Keterlibatan 
lahiriah atau fisik diwujudkan dalam bentuk 


*Korespodensi Penulis: 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Indonesia 
Jalan Veteran, Malang, Indonesia Telp : 0341 553512 Fax : 0341 557837 


pengawasan dan kunjungan yang dilakukan oleh 
pemilik modal sedangkan batiniah ini bukan hanya 
bentuk ucapan-ucapan spiritual tetapi merupakan 
perwujudan tanggung jawab moral pihak yang dititipi 
modal dengan kesadaran batin bahwa terdapat 
sanksi-sanksi yang tersembunyi yang secara moral 
mencegah pihak yang mengelola untuk melakukan 
penyimpangan atau tidak jujurnya pengelola, karena 
penyimpangan atau tindakan yang tidak jujur dapat 
mengakibatkan pengelola tidak dipercaya lagi dan 
berarti kehilangan sumber nafkah. Ketiga, rasa 
self belonging atau rasa memiliki yang mendalam 
terhadap objek bagi hasil, seperti tanah sawah 
yang digarap atau ternak sapi yang dibagi hasilkan 
maka rasa memiliki pengelola demikian tinggi yang 
diwujudkan dengan pengelolaan dan pemeliharaan 
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yang sungguh-sungguh karena semakin baik hasil 
yang diperoleh semakin banyak keuntungan yang 
diperoleh oleh kedua belah pihak. 


Ketiga hal di atas, yaitu kejujuran, keterlibatan 
dan rasa memiliki/tanggug jawab yang besar akan 
menelorkan kerjasama investasi yang win-win and 
happy business atau kedua belah pihak untung 
dan senang. Tapi mengapa dalam prakteknya para 
pelaku bisnis belum apa-apa sudah berkomentar 
bahwa bagi hasil sulit dilaksanakan, dan sebaliknya 
di pihak bank selalu dibayangi kekhawatiran 
pembiayaan menjadi hilang alias rugi. 


Padapraktek yang berkembang, dimanatelah 
terjadimasa transisi dari masyarakat agraris menjadi 
masyarakat industri, menjadikan system bagi hasil 
mulai banyak ditinggalkan. Manzilati et al. (2010) 
mengungkapkan bahwa hubungan antara pemilik 
dengan penggarap bergeser menjadi hubungan 
antara juragan dengan karyawan/pegawai. 
Hubungan antara juragan dengan karyawan atau 
yang dikenal dengan istilah hubungan industrial 
ini juga tidak menjamin hubungan kerja yang lebih 
adil dan berjangka panjang, yang pada gilirannya 
berimplikasi kepada keberlanjutan usaha. 


Hal ini sejalan dengan Setiadi (2009) bahwa 
tingkat upah dan jaminan sosial berbanding 
terbalik dengan produktivitas kerja karyawan di PT 
Semarang Makmur Semarang. Dengan demikian 
tingginya tingkat upah dan jaminan sosial tidak 
menjamin tingginya produktivitas kerja, tetapi 
hal tersebut disebabkan faktor-faktor lain di luar 
upah dan jaminan sosial. Sedangkan menurut 
Martcahyo et al. (2018) jaminan sosial berpengaruh 
positif pada kinerja karyawan di bagian produksi 
PT. Fumira Semarang. 


Manzilati (2015) mengungkapkan bahwa 
terdapat kemiripan antara tambak udang dan 
usaha tani dalam hal hubungan antara pemilik dan 
pekerja. Sawah atau lahan tambak, di masa lalu 
merupakan aset sosial. Artinya, antara pemilik dan 
penggarap/pekerja memiliki hubungan tetangga 
dan memiliki “sense of belonging” untuk menjaga 
keberlangsungan usaha tani/tambak atas lahan 
tersebut. Hal ini tercermin pada pilihan sistem 
bagi hasil dalam kerja sama antara keduanya 
daripada sistem pengupahan. Sistem pengupahan/ 
penggajian membawa implikasi kepada hubungan 
industrial antara pemilik dan penggarap hanya 
sebatas hubungan ekonomi atau bisnis, alih — 
alih hubungan sosial atau kekeluargaan. Namun 
demikian, beberapa pemilik dan atau pengusaha 
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tambak udang tetap mempertahankan sistem bagi 
hasil tersebut. Mempertahankan sistem bagi hasil di 
masa “cash economy” merupakan tantangan yang 
tidak mudah. Modifikasi dan inovasi atas sistem bagi 
hasil harus dikembangkan agar sistem ini bertahan 
dan pada gilirannya menjaga keberlanjutan usaha. 


Salah satu usaha tambak yang masih 
mempertahankan sistem bagi hasil ini adalah 
usaha tambak yang dikembangkan di daerah 
pantai Bayeman Probolinggo. Berdasarkan 
penelitian awal, pengusaha tambak ini memiliki 
strategi untuk mempertahankan sistem bagi hasil 
sekaligus memodifikasinya. Hubungan industrial 
yang dibangunnya dengan pekerja/penggarap 
bisa jadi menjadi menjadi sistem yang menjaga 
keberlanjutan usaha sekaligus merupakan best 
practice yang layak untuk diteliti dan dikembangkan. 


Tinjauan Pustaka 


Teori Kontrak Kerja: Hubungan yang Terjadi 
antara Principal dan Agent 


Teori Agensi merupakan teori yang 
menjelaskan hubungan antara pemilik modal 
(principal) yaitu investor dengan manajer (agent). 
Persoalan agensi (principal-agent) adalah 
persoalan yang muncul ketika pemilik (perusahaan/ 
usaha) dan manager (atau pengelola) bukan 
pihak yang sama. Jensen & Meckling (1976:308) 
mendefinisikan hubungan keagenan (agency 
relationship) sebagai: 


“...a contract under which one or more 
persons (the principal(s)) engage another 
person (the agent) to perform some service 
on their behalf which involves delegating 
some decision making authority to the 
agent.” 


Berdasar definisi tersebut, agen adalah 
seseorang yang membuat keputusan ekonomi 
untuk orang lain. Sebagai contoh manajer sebuah 
perusahaan yang dibayar/digaji untuk bertindak 
untuk keperluan pemilik. 


Perbedaan kepentingan itu dipicu oleh 
adanya informasi yang tidak simetris. Keadaan 
informasi asimetris terjadi ketika adanya distribusi 
informasi yang tidak sama antara principal 
dan agent. Akibat adanya informasi yang tidak 
seimbang (asimetri — informasi) ini, timbullah 
dua permasalahan yang disebabkan karena adanya 
kesulitan principal memonitor dan melakukan 
kontrol terhadap  tindakan-tindakan agen. 
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Yustika (2013) menyatakan permasalahan tersebut 
adalah: 


1. Moral Hazard, yaitu permasalahan yang 
muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal 
yang disepakati bersama dalam kontrak kerja. 


2. Adverse selection, yaitu suatu keadaan dimana 
principal tidak dapat mengetahui apakah suatu 
keputusan yang diambil oleh agen didasarkan 
pada informasi yang telah diperolehnya, atau 
terjadi sebagai kelalaian dalam tugas. 


Untuk meredam tindakan para agent yang 
tidak sesuai dengan kepentingannya principal 
memiliki dua cara yaitu: 


1. Mengawasi perilaku agent dengan mengadopsi 


fungsi audit dan mekanisme corporate 
governance lain yang dapat meluruskan 
kepentingan agent dengan kepentingan 
principal. 


2. Menyediakan insentif kepegawaian yang 
menarik kepada agent dan mengadakan 
struktur reward yang dapat membujuk 
para agent untuk bertindak sesuai dengan 
kepentingan terbaik principal. 


Pada konteks hubungan antara pemilik 
tambak dengan pekerja, hubungan keagenan 
dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemilik tambak 
merupakan seorang prinsipal, sedangkan pekerja 
adalah agen. Pemilik sebagai prinsipal tentu 
mengharapkan keuntungan maksimum dari usaha 
tambaknya. Sementara pekerja akan bekerja 
sebatas reward yang dijanjikan oleh prinsipal. 
Mereka bisa jadi merasa tidak harus bekerja 
keras melebihi ekspektasi reward yang mungkin 
diperolehnya. Secara sederhana bentuk hubungan 
antar keduanya merupakan hubungan internal 
principal-agent. 


Hubungan Sistem Pengupahan 


Sistem pengupahan pada dasarnya adalah 
sesuatu yang ekuivalen dengan sistem kompensasi. 
Secara umum, tujuan-tujuan yang hendak dicapai 
melalui sistem kompensasi atau pengupahan 
(Handoko, 2001) adalah untuk memperoleh 
karyawan yang sesuai kualifikasi, mempertahankan 
karyawan yang ada, menghargai perilaku yang 
diinginkan, dan mengendalikan biaya-biaya. 


Sistem pengupahan merupakan kerangka 
bagaimana upah diatur dan ditetapkan agar 
dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. 


Hanana Naa (Anthon Efani dan Asfi Manzilati) 


Menurut Sumarsono (2009), pengupahan di 
Indonesia pada umumnya didasarkan kepada 
tiga fungsi upah, yaitu: (a) menjamin kehidupan 
yang layak bagi pekerja dan keluarganya: 
(b) mencerminkan imbalan atas hasil kerja 
seseorang, dan (c) menyediakan insentip untuk 
mendorong peningkatan produktivitas pekerja. 
Selanjutnya Sumarsono (2009) menyatakan 
beberapa ekonom melihat bahwa penetapan upah 
minimum akan menghambat penciptaan lapangan 
kerja. Kelompok ekonom lainnya dengan bukti 
empirik menunjukkan bahwa penerapan upah 
minimum tidak selalu identik dengan pengurangan 
kesempatan kerja, bahkan akan mampu mendorong 
proses pemulihan ekonomi. 


Upah merupakan faktor yang sangat penting 
bagi perusahaan, karenajumlah upah ataubalasjasa 
yang diberikan perusahaan kepada karyawannya 
akan mempunyai pengaruh yang penting terhadap 
jalannya perusahaan. Upah yang dimaksud disini 
adalah balas jasa yang berupa uang atau balas 
jasa lain yang diberikan lembaga atau organisasi 
perusahaan kepada pekerjanya. Pemberian upah 
atau balas jasa ini dimaksud untuk menjaga 
keberadaan karyawan di perusahaan, menjaga 
semangat kerja karyawan dan tetap menjaga 
kelangsungan hidup perusahaan yang akhirnya 
akan memberi manfaat kepada masyarakat. 


Tercapainya tujuan dari sistem kompensasi 
sangat tergantung kepada terpenuhi syarat/ 
prinsip yaitu syarat keadilan dan kelayakan 
(Heidjrachman dan Husnan, 2002). Syarat keadilan 
berkaitan dengan nilai relatif suatu pekerjaan atau 
jabatan. Semakin tinggi pengorbanan semakin 
tinggi penghasilan yang diharapkan. Sedangkan 
syarat kelayakan berkaitan dengan tercukupinya 
kebutuhan hidup karyawan. 


Implikasi Sistem Kontrak Kerja 
Keberlanjutan Usaha 


terhadap 


Keberlanjutan usaha merupakan salah satu 
implikasi ekonomi yang terjadi dalam kontrak yang 
dijalankan antara pemilik usaha dan karyawan yang 
dapat dilihat pada beberapa hal, yaitu pendapatan 
atauomset, kesinambungan usaha, dan peningkatan 
produktivitas dari karyawan. Secara rinci implikasi 
tersebut akan diuraikan berikut ini. Pertama, terkait 
dengan pendapatan atau omzet dari pemilik usaha 
satu hal yang menjadi pertimbangan penting bagi 
seorang pemilik usaha dalam menjalin sebuah 
kontrak dengan karyawan selaku pelaksana dalam 
menjalankan usaha. Karena pendapatan merupakan 
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salah satu implikasi ekonomi yang mudah dilihat 
dan dirasakan. Selanjutnya, implikasi yang ketiga 
adalah peningkatan produktivitas atau etos kera. 
Seperti halnya kesinambungan dalam menjalankan 
usaha, peningkatan produktivitasbatau etos kerja 
ini penting meskipun dari implikasi ini tidak dapat 
mudah dilihat'diukur secara nominal. Sejalan 
dengan Renaldi et al. (2013) tentang kontrak pada 
pemasaran cabai. Petani dan pemasar membuat 
kontrak yang berisi tentang kesepakatan jumlah, 
kualitas dan harga cabai agar ketersediaan cabai 
dapat dipenuhi terus menerus. Selain untuk 
menjaga stok cabai di pasaran, kontrak tersebut 
juga menjamin kestabilan pendapatan petani. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian ini dilakukan di tambak udang 
Alim Muntasor yang terletak di Pantai Bayeman, 
Desa Tongas, Kecamatan Bayeman, Kabupaten 
Probolinggo. Pendekatan yang digunakan pada 
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 
Metode ini dipilih karena penelitian ini bermaksud 
mengidentifikasi bentuk-bentuk hubungan industrial 
terkait dengan sistem pengupahan dan atau bagi 
hasil pada usaha tambak udang. Identifikasi yang 
dimaksud tidak sekedar mengetahui bentuk sistem 
kompensasi (pengupahan dan atau bagi hasil 
yang diterapkan), tetapi juga bagaimana proses 
dan interaksi pada hubungan industrial tersebut 
berlangsung. Artinya, penelitian ini berusaha 
menekankan pada proses yang lebih mendalam 
ketimbang sekedar memotret hasil akhir dari 
sebuah proses. Seperti yang didefinisikan Moleong 
(2006:6) bahwa penelitian kualitatif bermaksud 
memahami fenomena tentang apa yang dialami 
oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, 
motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, 
dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 
dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 
metode alamiah. Hal ini sejalan dengan uraian Ulin 
et al. (2002:v) bahwa: 


”...ketika tujuan utama sebuah penelitian 
adalah untuk menggali dan menjelaskan 
perilaku ketimbang menggambarkannya, 
ketika masalah penelitian tidak “biasa” 
dan tidak mencukupi untuk diteliti, atau 
ketika kata-kata yang pantas untuk 
dikomunikasikan dengan responden 
tidak tersedia, maka peneliti disarankan 
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untuk menunjukkan jawaban pertanyaan 
penelitiannya dengan menggunakan 
metode kualitatif. 


Jenis dan Sumber Data 


Jenis data yang dikumpulkan adalah data 
primer berupa hasil wawancara mengenai bentuk- 
bentuk hubungan industrial terkait dengan sistem 
pengupahan dan atau bagi hasil pada usaha 
tambak udang. Penentuan informan dilakukan 
dengan sengaja mendasarkan pada kriteria 
tertentu. Informan utama dari penelitian ini adalah 
pemilik tambak udang dan seluruh pegawai tambak 
sebanyak 6 orang. Pemilik merupakan informan 
utama yang ditujukan untuk memperoleh informasi 
terkait keputusan sistem penggajian dan bagi hasil 
serta bagaimana mengelola hubungan industrial 
dengan karyawan. Sedangkan seluruh karyawan 
dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait 
sistem penggajian dan bagi hasil serta hubungan 
industrial pada sisi agen. Ini juga sekaligus sebagai 
sarana triangulasi atas informasi dari pemilik 
(principal). Sementara itu, informan pendukung 
adalah para pihak yang berhubungan dengan 
usaha tambak udang tersebut antara lain suplier 
pakan, pembeli hasil panen, dan masyarakat yang 
tinggal di sekitar tambak Alim Muntasor. Hal ini 
dimaksudkan untuk memperoleh informasi terkait 
sekaligus untuk alat uji validitas data (triangulasi). 


Teknik Pengumpulan Data 


Teknik pengumpulan data dilakukan terutama 
melalui wawancara mendalam. Wawancara 
mendalam (tidak terstruktur) dilakukan agar 
bentuk pengetahuan yang diperoleh dan validitas 
analisisnya didasarkan pada pemahaman yang 
mendalam, alamiah dari actor/para pihak dalam 
penelitian. Metode lain yang digunakan adalah 
observasi. Observasi ini sekaligus berfungsi untuk 
memastikan informasi yang diperoleh (triangulasi 
atas wawancara dan informasi lainnya). 


Metode Analisis Data 


Data yang berhasil dikumpulkan untuk 
selanjutnya ditentukan analisisnya. Proses analisis 
data dimulai dengan menelaah seluruh data 
yang tersedia dari berbagai sumber yang masih 
berhubungan dengan subjek penelitian, yaitu baik 
itu dari hasil wawancara, pengamatan yang sudah 
dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi, 
dan lain-lain. Lalu diadakan reduksi data dengan 
jalan melakukan abstraksi. Langkah selanjutnya 
adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. 


Implikasi Sistem Bagi Hasil Terhadap Keberlanjutan Usaha ......... 


Kemudian satuan-satuan itu dikategorisasikan pada 
langkah selanjutnya. Tahap akhir dari analisis data 
ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan 
data. Dan pada prinsipnya proses analisis data 
dalam penelitian ini dilakukan secara induksi yaitu 
lebih mengutamakan dan mementingkan proses 
daripada hasil. 


Selain melakukan analisa data dengan 
cara di atas, data juga nantinya akan dianalisa 
dengan mendeskripsikan data yang diperoleh 
selama proses penelitian berlangsung. Data yang 
dideskripsikan dapat berupa data primer maupun 
sekunder, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian 
dan konteks pembahasannya. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Pemberian reward kepada karyawan 
dilakukan dengan dua system yaitu upah, 
gaji bulanan dan sharing system. Dua bentuk 
reward yang diberlakukan oleh pemilik tambak 
ini terbukti membawa implikasi kepada loyalitas 
karyawan sekaligus menumbuhkan semangat 
karyawan untuk bekerja dan memiliki harapan 
atas keberlangsungan usaha tambak. Selain pada 
tambak udang, ternyata sistem tersebut juga terjadi 
pada kegiatan usaha kecil menengah seperti yang 
dijelaskan oleh Manzilati et al. (2015) bahwa 
sistem bagi hasil mendorong keberlanjutan usaha 
pada usaha kecil menengah. Karyawan bekerja 
keras untuk mendapatkan hasil optimal serta turut 
berperan untuk mempertahankan kegiatan usaha 
tersebut. Selanjutnya pada kegiatan usaha tambak 
udang akan dijelaskan secara rinci mengenai gaji 
dan sistem bagi hasil sebagai berikut. 


Sistem Penggajian 


Gaji Sebagai Jaminan Tercukupinya Biaya Hidup 


Usaha tambak adalah usaha yang memiliki 
siklus 4 (empat) bulan. Hal ini tentu berbeda 
dengan perusahaan, manufaktur misalnya, yang 
memproduksi sekaligus menjual hasil produksinya 
secara terus menerus. Dengan kata lain, cash-flow 
pada usaha tambak cenderung pengeluaran 
terlebih dahulu mulai saat tebar benih sampai udang 
tersebut siap dipanen dan dijual, baru kemudian ada 
pemasukan/penerimaan. Sementara itu, karyawan 
membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari. Untuk pemenuhan kebutuhan ini, tentu 
sangat sulit dilakukan jika reward yang diperoleh 
mengikuti siklus usaha tambak udang. 


Hanana Naa (Anthon Efani dan Asfi Manzilati) 


Berangkat dari pemahaman tersebut, 
pemilik usaha tambak udang “Alim Muntasor” 
memberlakukan system penggajian. Penggajian 
ini diberikan dalam jumlah tetap setiap bulannya. 
Dengan gaji tetap ini menjamin terpenuhinya 
kebutuhan sehari-hari karyawan dan keluarganya. 
Dengan jaminan terpenuhinya kebutuhan ini 
karyawan menjadi tenang dalam bekerja. Hal ini 
dinyatakan juga oleh pernyataan karyawan yang 
mengangap gaji tetap adalah hal yang penting 
karena merupakan jaminan “bisa makan”. Lebih 
tegas lagi, karyawan memilih keluar dari pekerjaan 
ini jika tidak ada gaji tetap. 


Upah (Harian) 


Di samping karyawan yang dibayar secara 
bulanan, usaha tambak udang “Alim Muntasor” juga 
mempekerjakan karyawan secara harian. Karyawan 
ini direkrut terutama pada saat menjelang dan saat 
panen. Beberapa orang memang lebih memilih 
menjadi karyawan harian daripada karyawan tetap. 
Hal ini dikarenakan dia bisa bekerja pada beberapa 
tambak yang berbeda. Karyawan tipe ini tidak 
memperoleh pendapatan lain selain upah harian. 


Sistem Bagi Hasil 


Sharing System yang diberlakukan oleh 
pemilik sangat spesifik dan merupakan modal 
social yang mereduksi timbulnya persoalan 
principal — agent. Hubungan yang dibangun oleh 
pemilik (principal) lebih dari sekedar hubungan 
industrial antara pemilik (sekaligus pimpinan) 
dengan karyawan. Lebih dari itu, hubungan yang 
bersifat kekeluargaan menjadikan monitoring 
(nyaris) tidak diperlukan disepanjang siklus usaha 
tambak. Bentuk sharing tersebut dapat dijelaskan 
ke dalam tiga bentuk yaitu take home pay minimal, 
bonus dan profit sharing. 


a. Take home pay minimal 


Seperti halnya usaha tani, usaha tambah 
juga menghadapi resiko alam. Lebih dari itu, sifat 
komoditi ini juga memerlukan perlakuan spesifik. 
Jika tidak, resiko gagal panen sangat besar. 
Untuk itu pemilik biasanya melakukan pemanenan 
secara parsial. Artinya, sebagian demi sebagian 
udang dipanen dan dijual sebelum benar-benar 
mencapai umur yang memang tepat untuk dipanen. 
Hal ini dilakukan untuk mengeliminir kemungkinan 
kerugian karena gagal panen. Dengan pemanenan 
parsial ini setidak-tidaknya biaya modal telah 
kembali. 
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Terkait dengan reward untuk karyawan, jika 
panen dibawah kurang berhasil ataupun gagal 
sekalipun, pemilik tetap berusaha memberikan 
tambahan “bonus” sebesar Rp1.300.000 sampai 
Rp1.500.000. Jumlah ini dimaksudkan untuk 
memotivasi karyawan untuk tetap optimis terhadap 
usaha di siklus berikutnya. 


b. Bonus sebagai Hadiah atas Kinerja 


Seperti telah disampaikan sebelumnya 
bahwa pada saat usaha tani kurang berhasil 
pemilik berusaha memberikan tambahan “bonus” 
dalam jumlah minimal tertentu. Jika panen berhasil, 
pemilik tidak segan-segan memberikan bonus yang 
cukup besar terutama kepada karyawan yang 
telah lama bekerja dengan loyalitas dan kinerja 
yang baik. Bentuk bonus biasanya berupa uang 
tunai yang besarannya tergantung pada penilaian 
pemilik. Bentuk bonus yang cukup besar yang 
pernah diberikan adalah sebuah sepeda motor 
merk Mio G. 


c. Sharing atas Keuntungan 


Pada setiap akhir siklus usaha tambak, 
pemilik berusaha menempatkan karyawan sebagai 
patner usaha yang layak memperoleh bagian dari 
usaha diluar gaji. Seperti telah diuraikan sebelumya, 
bahkan ketika sedang merugipun pemilik berusaha 
memberikan bonus minimal yang dapat dinikmati 
oleh karyawan. Terlebih pada saat usaha tambak 
tersebut memperoleh keuntungan, pemilik akan 
memberikan persentase tertentu dari keuntungan 
tersebut kepada karyawan. 


Hal unik yang dilakukan pemilik dalam hal 
penentuan persentase pembagian hasil adalah 
bahwa semakin kecil keuntungan usaha tambak, 
maka semakin besar persentase keuntungan yang 
diberikan kepada karyawan. Pada saat usaha 
tambak berhasil memperoleh keuntungan yang 
dianggap pemilik cukup besar, maka prosentase 
keuntungan yang diberikan kepada karyawan 
berkisar antara 8-10 persen. Sementara pada saat 
keuntungan tidak terlalu besar, maka persentasenya 
akan bertambah dan bahkan pernah seluruh 
keuntungan habis dibagi kepada karyawan. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Pertama,sistem penggajian memberikan 
jaminan hidup bagi keluarga karyawan. Kedua, 
sebagai mitra, sistem bagi hasil membuat 
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karyawan bekerja keras untuk mempertahankan 
kegiatan usaha terus berjalan dan berkembang. 
Sehingga membuat kegiatan usaha tersebut tidak 
terlalu membutuhkan pengawasan berlebih dari 
pemilik tambak. Jaminan biaya hidup dan bagi hasil 
mendorong keberlanjutan usaha tambak udang. 


Implikasi Kebijakan 


Berdasarkan hasil penelitian rekomendasi 
yang dapat diberikan adalah pembuatan 
tata aturan ketenagakerjaan usaha kecil dan 
menengah terutama pada sektor perikanan melalui 
pengkombinasian sistem penggajian dan bagi hasil 
dalam usaha tambak. Perlu adanya pendampingan 
dari pemerintah bagi pelaku usaha tambak dalam 
penerapan manajemen sumberdaya manusia agar 
tercapai kesejahteraan bersama. 
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bahasa Indonesia dan Inggris, diketik menggunakan program MS-Word dan tidak dalam bentuk JPEG. 
Sumber dicantumkan di bawah tabel. 


Contoh: 


Tabel 8. Total Nilai Ekonomi Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke. 
Table 8. The Total Economic Value Mangrove Coastal Merauke. 


Kategori Nilai Ekonomi/ Total Nilai/ Total Nilai/ 
Category Economic Value Total value (Rp/Tahun) Total value (Rp/Ha/Tahun) 

Nilai Guna Langsung/ Direct value 121,120,873,947 11,964,919 
Nilai Guna Tidak Langsung/ Indirect Value 48,361,817,303,4 4,777,419 
Nilai Pilihan/ Option value 3,074,276,220 303,692 
Nilai Keberadaan/ The existence value 2,134,333,320 210,840 
Nilai Pewarisan/ Value Inheritance 2,728,107,120 269,496 

Total/ Total 177,419,407,910 17,528,367 


Sumber/ Source : Data Primer Diolah (2015)/ Primary Data Processed (2015) 


Gambar 

Judul Gambar (Arial, center, & 11 pt) diberi nomor urut dan ditulis di bawah Gambar. Gambar ditulis 
dalam bahasa Indonesia dan Inggris, diketik menggunakan program MS-Word dan dalam bentuk JPEG 
dengan kualitas gambar resolusi diatas 72 dpi. Sumber dicantumkan di bawah judul. 


Gambar 1. Peta Wilayah Reklamasi Teluk Jakarta 
Figure 1. Map of Reclamation Area of Jakarta Bay 


Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Mongabay/ 
Source: Ministry of Environmental and Forestry in Mongabay (2016) 
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